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erkembangan zaman telah berimplikasi pada 

| nana perilaku manusia. Perkembangan 
perilaku ini sering bersinggungan dengan peristiwa hukum, 
baik hukum positif maupun hukum Islam. Dalam konteks 
hukum positif, ketika ada suatu peristiwa hukum sementara 
belum ada aturan hukum yang jelas dan komprehensif, maka 
hakim harus mencari dan menemukan hukumnya. Selain itu, 
suatu permasalahan yang membutuhkan aturan hukum, maka 
dapat dibuatkan aturan melalui undang-undang atau aturan lain. 
Sementara dalam konteks hukum Islam, karena nash al-Guran dan 
al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat terbatas, maka agar 
hukum Islam dapat menjawab problem-problem kontemporer, 


maka harus dilakukan ijtihad. 


Banyaknya kasus, penemuan baru dan peristiwa hukum 
tersebut tidak semestinya dihadapkan secara konfrontatif dengan 
nas, tetapi seharusnya dicari pemecahannya secara jjtihadi 
(Sa'adah: 2012). Ijtihad sebagai produk penalaran manusia 
terhadap wahyu di satu pihak, dan kenyataan sosial di pihak lain, 
telah menunjukkan elastisitas dan dinamika fikih Ushul fikih dan 
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fikih sudah seharusnya berkembang dalam menghadapai realitas 
kehidupan modern tersebut (Turabi: 2003) 


Buku ini hadir menjelaskan urgensi ijtihad dengan formulasi 
baru, yaitu ijtihad kolektif integratif yang dalam buku ini disebut 
dengan istilah ijtihad kontemporer. Ijtihad kontemporer dilakukan 
dengan berbagai pendekatan, tidak hanya menggunakan perangkat 
metodologis ushul figh, akan tetapi juga menggunakan perangkat 
metodologis ilmiah modern. Lebih dari itu, ijtihad kontemporer 
juga menggunakan perangkat operasional yang lebih aplicable. 
Ijtihad kontemporer juga melibatkan ilmu-ilmu sosial humaniora, 
sehingga dilogisasi dan harmonisasi teks-teks agama dengan 
perkembangan dan realitas sosial tersebut dapat berjalan dengan 
lancar. Dengan demikian maka produk hukum yang dihasilkan 
benar-benar kontekstual dan dapat menjawab permasalahan yang 
muncul dalam kehidupan masyarakat. 


Buku ini tidak hanya menekankan ijtihad kontemporer, 
akan tetapi juga menampilkan hasil “ijtihad” penulis dengan 
berbagai pendekatan dalam menjawab sebagian kecil permasalahan 
hukum Islam yang muncul di era modern. Penulis memaparkan 
hasil ijtihadnya mengenai hukum dan ketentuan zakat badan 
hukum, transaksi elektronik, jual beli dengan system kredit, hukum 
operasi plastik dan permasalan kontemporer lainnya Pembahasan 
mengenai solusi problem hukum Islam kontemporer dalam buku 
ini berlandaskan pada kontekstualisasi dalil dari al-Guran dan 
al-Sunnah, kontekstualisasi teori magasid syri'ah serta mengacu 
pada pendapat ulama dari kalangan mutagaddimin sampai ulama 
kontemporer. 


Buku ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya yang 
berjudul “Tjtihad Kontemporer menuju Figih Kontekstual: Jawaban 
Hukum Islam atas Berbagai Kontekstual Umat”. Ada tambahan tiga 
kajian yang disuguhkan dalam buku edisi revisi ini, yaitu kajian 
mengenai hukum jual beli dengan sistem kredit, hukum operasi 
caesar, dan hukum pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 
Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
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kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap sebagian 
isu kontemporer yang muncul dalam kehidupan masyarakat. 
Penulis memohon kepada Allah Swt, semoga sekelumit karya ini 
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat akademik khususnya, 
dan kepada masyarakat secaraumum. 


Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 
kepada pihak-pihak yang men-support penulis dan terlibat dalam 
penulisan buku ini. Terima kasih kepada rektor serta jajaran 
pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dan kepada 
para Dosen yang telah memberi sumbangan pikiran sehingga buku 
ini bisa hadir di tengah masyarakat sivitas akademika, khususnya 
di IAIN Metro Terima kasih yang mendalam kepada Ibunda 
tersayang, Siti Musini yang selalu memberikan spirit melalui doa 
yang tiada henti. Istri tercinta, Imroatul Munawaroh yang selalu 
memberikan motivasi dan “sumbangan” waktu kepada penulis. 
Dua bidadariku, Mahera Mumtazatul Mushthafa dan Hazma 
Shafyyatul Mushthafa yang menjadi sinar harapan bagi penulis 
untuk selalu berkarya dan terus berkarya. 


Penulis menyadari, tanpa hidayah dan hikmah Allah Swt, 
penulis tidak akan dapat menghasilkan secarik karya pun. Penulis 
bersyukur atas segala nikmat yang telah penulis rasakan, terutama 
nikmat iman, ilmu, hidayah dan hikmah. Penulis memohon 
semoga selalu hidayah dan hikmah-Nya selalu tercurah, sehingga 
penulis dapat berbagi lebih banyak dengan masyarakat melalui 
karya. 

Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih banyak 
kekurangan, baik dalam substansi maupun teknis penulisannya. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para 
pembaca demi agar karya penulis selanjutnya bisa lebih baik. 
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IJTIHAD KONTEMPORER : 
UPAYA KONTEKSTUALISASI FIOIH 


A. Pendahuluan 


Manusia sebagai makhluk dinamis, selalu mengalami 
perkembangan seiring dengan perjalanan waktu. Terlebih di 
era globalisasi dengan berbagai produknya yang berimplikasi 
pada penemuan berbagai perangkat telekomunikasi dan 
informasi, ternyata membawa dampak cukup signifikan terhadap 
perkembangan perilaku manusia. Perkembangan perilaku ini 
tentunya tidak lepas dari aspek hukum, tak terkecuali hukum 
Islam. Banyak persoalan baru yang tidak ter-cover oleh aturan 
hukum Islam.' 


! Ada beberapa istilah yang terkait erat dengan kajian hukum Islam, 
yaitu syari'ah, fikih dan hukum syar'i. Syari'ah adalah norma-norma hukum 
yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang 
nabi —semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan kedamaian kepada 
mereka dan kepada Nabi kita- baik norma-norma itu berkaitan dengan 
tingkah laku dan disebut norma-norma hukum cabang atau norma-norma 
hukum mengenai tingkah laku dan untuk mengkajinya disusunlah ilmu 
fikih, maupun berkaitan dengan keyakinan dan dinamakan norma-norma 
pokok agama atau norma-norma kepercayaan, dan untuk mengkajinya 
disusunlah ilmu kalam (teologi). Syara' (syari'ah) dinamakan pula al-din atau 
al-millah. (Al-Tahtawai sebagaimana dikutip Syamsul Anwar, Epistemologi 
Hukum Islam dalam al-Mustashfa min al-Ushul Karya al-Gazali, Desertasi di 
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Persoalan-pesoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang 
dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi 
ini muncul dan berkembang dengan cepat. Padahal wahyu tidak 
akan turun lagi karena Rasulullah Saw sebagai rasul terakhir telah 
wafat dan al-@uran telah tamat. Sementara tidak semua persoalan- 
persoalan hukum yang muncul kontemporeri dalam era globalisasi 
dijawab dengan gamblang oleh ayat-ayat al-Guran dan hadits 
Rasulullah Saw.? 


Masyarakat muslim, sebagai bagian dari masyarakat 
global tidak lepas dari dampak globalisasi dengan perkembangan 
produknya. Permasalahan yang paling mendasar hukum Islam 
adalah, banyaknya problem kontemporer yang tidak terjawab 


IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2000), h. 120. Kedua, yaitu 
fikih. Fikih diambil dari kata Arab al-figh yang dalam bahasa Indonesia berarti 
faham, mengerti atau mengetahui. Kemudian dikembangkan pengertian 
“pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai sesuatu.” Al-Gazali 
mendefinisikannya sebagai ilmu hukum yang mengkaji hukum-hukum 
syar'i yang ditetapkan mengenai tingkah laku orang-orang yang menjadi 
subyek hukum, seperti hukum wajib, haram, mubah, sunnat dan makruh 
serta sah fasid, atau batalnya suatu akad dan seterusnya. (al-Gazali, al-Mustasfa 
min Ilmi al-Usul, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), h. 11-21). Ketiga, hukum syar'i adalah ungkapan yang berkaitan 
dengan perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan (melaksanakan dan 
meninggalkan) atau memilih antara keduanya. (Fakhruddin al-Razi, al- 
Mahsul fi Ilmi al-Usul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 8. Lihat 
juga Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Figh, (Lebanon: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 2007), h. 77) Secara garis besar hukum syar'i dibagi menjadi dua, 
yaitu hukum taklifh yang mencakup wajib, mandub, haram, makruh dan 
mubah. Kedua adalah hukum wad' yang terdiri sabab, syarat, mani', rukhshah 
dan “azimah serta sihhah dan buthlan. (Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Figh, 
(Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 82-97). 

2 (Hasan al-Turabi, Gadaya al-Tajdid, (Khartum: Ma'had al-Buhus 
wa al-Dirasat al-Ijtimai'yah, 1990), h. 50-51. 

3 Mengenai perubahan zaman dan efeknya terhadap kehidupan umat 
Islam, Abdullah Saeed menjelaskan ....The epoch making changes in the world 
over the past 150 years have affected muslims as well as non muslim and altered 
significantly how we see the world. These changes are enormous: Globalization, 
Migration, Scientific & technological revolutions, Space exploration, Archaeological 
discoveries, Evolution and genetics, Public education and literacy, Increased 
understanding of the , h.nity of human person, Greater interfaith interaction, The 
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oleh hukum Islam karena kurang efektif dan intens-nya proses 
harmonisasi dan kontekstualisasi hukum Islam melalui ijtihad. 


Pernyataan bahwa hukum Islam selalu compatible (salihun 
likulli zaman wa al-makan) dengan segala tempat dan zaman 
nampaknya tidak selalu tepat. Banyak kasus, penemuan baru 
dan peristiwa hukum yang belum diatur secara spesifik atau 
bahkan belum diatur sama sekali oleh fikih dan hukum Islam 
yang berlaku di sebuah negara. Banyaknya problem kontemporer 
yang muncul, tidak seharusnya dihadapkan secara konfrontatif 
dengan norma dan aturan yang terdapat dalam nass atau teks 
agama. Berbagai problem kontemporer harus dicari jawabannya 
melalui aktifitas ijtihad. Ijtihad sebagai produk penalaran manusia 
terhadap wahyu di satu pihak, dan kenyataan sosial di pihak lain, 
telah menunjukkan elastisitas dan dinamika fgh.S usul figh dan 


emergence of nation-states (and the concept of egual citizenship) and Gender 
eguality. (lebih lanjut baca Abdullah Saeed, Interpreting the Gur'an: Towards a 
contemporary Approach, (New York NY: Routledge, 2006|, h. 2). 

"Kenyataan bahwa hukum haruslah ditemukan juga terkait dengan 
adanya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Seringkali 
didapati banyak peristiwa yang tidak terespon secara jelas dalam teks. Hal 
ini sesuai dengan ungkapan para ahli hukum, an-nusus mutanahiyah wa al- 
waga'i gair mutanahiyyah. (Fikriya Najitama, Ijtihad Umar Bin Khathab dan 
Pengaruhnya terhadap Kajian Hukum Islam Yang Sosiologis, (Makalah 
tidak dipublikasikanJ). Dengan demikian, ijtihad yang merupakan prinsip 
gerak (the principle of movement) dalam struktur Islam, harus dilakukan 
untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas yang muncul. Hal 
tersebut kemudian mendorong para ahli hukum Islam untuk mencari dan 
merumuskan metode-metode penemuan hukum. Metode-metode hasil 
rumusan para ahli hukum Islam kemudian dijadikan pegangan dan acuan 
untuk mencari rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi 
(Baca Muhammad Igbal, Pembangunan Kembali alam pikiran Islam, terj. 
Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 204). 

5 Pembahasan mengenai compatibelitas fikih menjawab tantangan 
dan fenomena zaman, lebih lanjut baca Muhammad Syahrur, al-Kitab wal- 
Ouran Oira'ah Mw'asirah, (Damskus: al-Halli Publishing, 1990), h. 9. 

SJuhaya S. Praja, “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Figh di 
Indonesia” dalam Noor Ahmad, dkk, Epistmologi Syara': Mencari Format Baru 
Figh Indonesia, (Jakarta: Walisongo Press, 2000), h. 119. 
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figh sudah seharusnya berkembang dalam menghadapai realitas 
kehidupan modern tersebut.” 


Hukum Islam tidak akan dapat mampu menghadapi dan 
menjawab problem dan tantangan, khususnya di dunia modern, 
kecuali dengan adanya harmonisasi antara teks dengan konteks, 
antara teks dengan perkembangan zaman dan sosip-kultural 
masyarakat. Muttahari menyatakan: 


“A legal system cannot meet the challenges 1 time and location 
unless it is in full harmony with the human intellect (“agl): the human 
primordial nature (fitrah): human rights: and human physical, mental, 
psychological, and spiritual needs of the individuals and society. Ibelieve 
that the Islamic legal system is able to meet these challenges provided 
Islamic legal thought and approaches are reconstructed ai revised 
according to new Jane and regutremenis. This is how the Islamic 
legal system can and may keep its dynamic character in the future as it 
has done in the past." 


Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi urgensi ijtihad 
kontemporer dalam rangka memproduk figh kontekstual agar 
dapat menjawab berbagai persoalan figh di era modern seperti 
sekarang ini. Ijtihad harus dilakukan secara intens, agar jargon dan 
adagium bahwa hukum Islam hukum Islam selalu relevan dengan 
segala situasi, kondisi dan masa memang benar-benar terbukti. 
Hukum Islam akan memenemukan relevansinya, bila ada proses 
dialogisai antara teks dengan konteks zaman dan sosio-kultural 
serta perkembanganmasyarakat. 


7 Hasan Al-Turabi, Figh Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif 
Menuju Modernisme Populis, (Bandung: Arasy, 2003), h. 50. Hasan Al- 
Turabi adalah salah satu intelektual Muslim yang menyuarakan urgensi 
pembaruan Figh dan Usul Figh, tokoh lain adalah Abdul Hamid Abu 
Sulayman, Muhammad Shahrur, Muhammad Arkoun dan Fazlur Rahman 
(Baca Nirwan Syafrin. “Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Figih 
dan Ushul Figih” dalam ISLAMIA, (Jakarta: Institut for the Study Islamic 
Thought and Civilization (INSIST) dan Penerbit Khairul Bayan, Vol. Il No. 
5/ April-Juni 2005), h. 45-46. 

$ Dikutip oleh A. Ezzati, “Islamic Law and the Challanges of Modern 
Time”, Journal of Sharia'a Islamic Studies, (Wembley, London: Islamic College , 
2010), h. 48. 
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B. Urgensi Ijtihad Kontemporer 


Secara historis, ijtihad telah tumbuh sejak masa-masa awal 
Islam, yakni pada masa nabi Saw. Dan kemudian berkembang pada 
masa sahabat dan tabi'in serta masa selanjutnya hingga kini dan 
mendatang”. Bahkan, justru dengan adanya ijtihad ini ajaran-ajaran 
Islam dapat senantiasa sesuai dengan dinamika perkembangan 
zaman, sehingga disinilah terletak relevansinya ungkapan bahwa 
syariat Islam itu akan selalu sesuai untuk setiap masa dan tempat". 


Penelusuran terhadap Tarikh Tasyri' al Islami menunjukkan 
bahwa Rasulullah Saw. Menggalakkan umatnya untuk berijtihad". 
Ini misalnya terungkap dalam beberapa hadits, diantaranya hadits 
Muaz Bin Jabal. Sewaktu Rasul Saw hendak mengutus Muaz R.A. 
untuk menjadi hakim di daerah Yaman. 


Islam adalah agama yang senantiasa sesuai untuk segala 
zaman dan tempat. Sifat dasar Islam ini didukung oleh instrument- 
instrumen hukum yang menjadikannya sesuai dengan segala 
perubahan zaman. Hal ini sebagaimana terlihat dalam sifat dasar 
hukum yang digariskan oleh al-Ouran yaitu ada hukum yang 
bersifat gaf'iyyat dan mutasyabihat, dimana jenis yang kedua 
terbuka untuk diinterpretasi sesuai ta'lil al-ahkam (melihat hukum 
berdasarkan illat) yang dipahami mujtahid akademik dan juga 


tuntutan zaman serta realitas sosial dan budaya lokal. 


Selain itu, ada beberapa hadis yang memberikan justifikasi 
terhadap kepada siapa saja yang memiliki kelayakan untuk 
berijtihad. Diantara hadis yang sangat mashur dan menjadi 


justifikasi ijtihad adalah: 


?Mawil Izzi Dien,” Theology, Practice, and Textual Interpretation 
in Islam”, jurnal The Islamic Ouarterly, (London: The Islamic Culture Centre, 
Vol 49, No.1, 2005), h. 5-6. 

1 Muhammad Anis Ubadah, Tarikh Al-Figh Al-Islamy Fi Ahd An- 
Nubuwwah Wa As-Sahabah Wa At-Tabiin, (Dar At-Tiba'Ah, 1980), h. 10. 

M Lihat Ahmad Yaman, “Nasyiah al-Fighi al-Islany Wa 
Tatawwurihi”, dalam Journal al-Ijtihad, (Beirut: Dar al-Ittihad, Vol. 57 dan 
58, tahun ke-15, 2003), h. 19-31. 
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papi 
“Dari Amr bin al-“As berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Apabila seorang 
hakim berijtihad untuk membuat sebuah putusan, dan ijtihadnya benar, 


maka dia mendapatkan dua pahala, sementara apabila ijtihadnya salah, 
maka dia mendapatkan satu pahala.” 


Ijtihad merupakan salah satu asas tegaknya figih di dalam 
agama dan kehidupan Islam. oleh karena itu, urusan agama, dan 
juga urusan dunia, tidak akan selamanya berjalan tanpa ijtihad." 
Ijtihad dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, 
karena tanpa ijtihad akan terjadi kemandegan perkembangan 
hukum. Mengenai tertutupnya pintu ijtihad, menurut Mawardi, 
Joseph Schacht adalah sarjana Barat yang pertama kali berkeyakinan 
mapannya ketertutupan pintu ijtihad dalam sejarah perkembangan 
modern hukum Islam, yang meniscayakan lahirnya periode baru, 
yaitu periode taglid sejak akhir tahun 300 H.4 Namun demikian, 
menurut penulis, pada dasarnya selama ini pintu ijtihad tidak 
tertutup rapat, masih ada kegiatan ijtihad, hanya saja gaungnya 
memang tidak sebesar ijtihad yang dilakukan oleh para Imam 


2 Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), X/436, hadis nomor 3576: Al-Nasa'1, Sunan 
al- Nasa'ii, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
VII/614, hadis nomor 5396, Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 111/615, hadis nomor 
1326, Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah 
al-Isdar al-Sani, 2005), VI1/198, hadis nomor 2402: lihat juga Ahmad Bin 
Hanbal, Musnad Ahmad, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), XIV/455, hadis No. 6926. 

5 Imam Mustofa, “Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai 
Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hasan Hanafi dalam 
Kitab Min al-Nass Ila al-Wagi”)”, dalam Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: 
STAIN Pekalongan, Volume 9, No. 2, Desember 2011), h. 155. 

M Ahmad Imam Mawardi, “Sisi Positif Tagliid Dalam Sejarah 
Perkembangan Hukum Islam”, ISLAMICA, (Surabaya: Program Pasca 
Sarjana IAIN Sunan Ampel, Vol. 5, No. 2, Maret 2011), h. 245. 
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Mazhab.'s Maka wajar apabila banyak permasalahan yang selama 
ini hukumnya tidak ter-cover oleh ijtihad ulama. Padahal ketika ada 
permasalahan yang belum ada ketentuan hukum, maka seorang 
mujtahid atau yang capable mempunyai tanggung jawab moral dan 
intelektual untuk melaksanakan ijtihad dalam rangka menjawab 
permasalahan tersebut.'s 


Masyarakat yang terus berubah dengan cepat karena 
perkembangan ilmu dan teknologi di satu sisi, dan karena hukum 
Islam yang dikesani kaku dan statis oleh sementara orang di 
sisi lain, membawa kepada kesimpulan yang sederhana bahwa 
hukum Islam tidak relevan lagi untuk masa kini, apalagi untuk 
masa yang akan datang. Kesimpulan tersebut tidak benar apabila 
ijtihad sebagai dinamisator hukum Islam terus diefektifkan.'7 Agar 
hukum Islam tetap aktual untuk mengatur kehidupan umat Islam 
di masa kini diperlukan hukum Islam dalam bentuknya yang baru 
dan tidak mesti mengambil alih semua figih yang lama.'' Untuk 
mencapai itu tentu saja tidak akan bisa lepas dari peran usul figih 


dengan ijtihadnya sebagai pondasi high." 


'5 Para ulama seperti Imam Ja'far Sadig, Imam Abu Hanifah, Imam 
Malik, Imam Syaf'i, Imam Ibn Hanbal, An-Nakhai, Imam as-Tsauri, dan 
seterusnya menjadi para mujtahid yang memiliki kompetensi luar biasa 
dalam menjawab perkembangan zaman, sehingga, berbagai problematika 
yang berkembang sekian abad di masa lalu ini akhirnya dapat terjawab dan 
terselesaikan (MN. Harisudin, “Ijtihad dan taglid dalam pandangan KH. 
Abd. Muchith Muzadi”, dalam JURNAL FALASIFA, (Jember: STAI Al- 
Falah As-Sunniyyah), Vol. 2 No. 2 September 2011, h. 53). 

18 Lebih lanjut baca Syamsuddin bin Muflih al-Mugaddasi al-Hanbali, 
Usul Figh, (Riyad: Maktabah al-Ubaikan, 1999), h. 1529. 

7 Abdul Halim “Uways, Figh Statis dan Dinamis, (Jakarta: Pustaka 
Hidayah, 1998), h. 13. 

'$ Amir Syarifuddin, Usul Figh 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
2001), h. 254. 

? Imam Mustofa, “Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan 
Hukum Keluarga di Indonesia”, dalam al-Manahij Jurnal Kajian Hukum 
Islam, (Purwokerto: APIS dan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto 2013), 
Vol. VIII, No. 2 Juli 2013, h. 209. 
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Sebagaimana disinggung diatas, bahwa problem hukum Islam 
adalah banyaknya masalah kontemporer yang tidak ter-cover atau 
diatur secara komprehensi di hukum Islam. Problem ini hampir merata 
dalam hukum Islam secara menyeluruh, dalam hukum keluarga (al- 
Ahwal al-Syakhsiyyah), hukum pidana Islam (Figh al-Jinayah), hukum 
politik Islam (Figh al-Siayasah), hukum waris (Figh al-Mawaris), tak 
terkecuali dalam bidang hukum Ekonomi seperti hukum wakaf (Figh 
al-Wagf) dan Figh Mw'amalah. 


Permasalahan dalam bidang hukum perkawinan misalnya 
tentang legalitas pernikahan atau perceraian via teleconference atau 
bahkan melalui jejaring sosial di internet seperti Facebook, Tiviter, 
Yahoo Massanger atau jejaring sosial lainnya. Permasalahan dalam 
bidang /igh al-jinayah antara lain tentang relevansi dan legalitasnya di 
negara-negara muslim. Bagaimana relevansi hukum potong tangan 
untuk koruptor yang telah terbukti merupakan salah satu contoh 
problem tersebut. Permasalahan dalam bidang figh siyasah misalnya 
tentang relevansi sistem demokrasi dengan politik Islam, bagaimana 
jaminan pluralitas keyakinan dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif 
Jigh siyasah. Permasalahan dalam figh al-Mawaris, misalnya bagaimana 
hukum waris Islam dapat mengakomodir kewarisan anak hasil 
zina yang ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum positif. 
Permasalahan dam bidang /ig al-wagf misalnya bagaimana hukum 
wakaf tunai, memindahkan tanah wakaf yang tidak produktif 
dan sebagainya. 

Yusuf al-Garadawi dalam kitab al-ljtihad fi al-Syariah al- 
Islamiyah menegaskan mengenai pentingnya ijtihad di era modern 
untuk menjawab persoalan hukum Islam. al-@aradawi menyatakan: 


INI oa Lele D5 A8 Tegal NI BEJ am ol 
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Hy Os mekar Laila Lela (Sd Ip3T Lo gl Oa 3Y 
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Lebih lanjut al-Garadawi menjelaskan bahwa ada dua 
ranah yang cukup terbuka dan mendesak untuk dilakukan ijtihad 
di era modern untuk menemukan jawaban dan landasan hukum. 
Pertama, pada ranah aktifitas ekonomi dan bisnis (al-Majal al-Mali 
wa al-Igtisadi), kedua pada bidang sains dan kesehatan (al-Majal 
al-Tlmi wa al-Tibbi).2' 

Permasalahan lain, misalanya dalam masalah hukum 
zakat badan hkum. Munculnya berbagai aktifitas ekonomi yang 
profitable, seperti perusahaan atau badan hukum lembaga keuangan 
dan komoditi baru di era modern, apakah lembaga tersebut 
wajib dikeluarkan zakatnya apa tidak? Lalu bagaimana nisab dan 
ukuranny? Zakat badan hukum menjadi salah satu poin yang 
menjadi tema diskusi dan kajian di kalangan ulama kontemporer. 
Dalam hal ini Habib Ahmed menjelaskan: 


“There are diverse opinions and views on the zakat ability of some other new 
items/entities. The new items of wealth and income that have been discussed 
by contemporary scholars include stocks and shares of companies, economic 
enterprises that are either wholly or partly owned by the government, mineral 
resources, including etroleum and income Jrom the services sector business. 
The latter type of Aa are normally labor intensive no or very little 
capital and inventory investments (like travel agencies, law "an and real 
estate agents). Another contemporary economic reality is the existence of 
legal entities/person or other than natural person.” ? 


2 Yusuf al-@aradawi, al-ljtihad Ji al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a 
Nazarat tahliliyah fi al-ljtihad al-Mw'asir, (www.al-mostafa.com)/ (Kuwait: 
Dar al-@alam li al-Nasr wa al-Tauz7, cet. III, 1999), h. 57. 

21 Jhid., 

2 Habib Ahmed, Role of Zakah and Afgaf in Poverty Alleviation, 
(Jeddah: Islamic Develovment Bank, 2004), hal. 36. 
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Berangkat dari pemaparan di atas, sangatlah jelas bahwa 
urgensi ijtihad kontemporer dengan berbagai pendekatan untuk 
untuk menjawab permasalahan mu'amalah kontemporer dari 
perspektif hukum. Walaupun sebagian persoalan yang muncul 
kontemporer telah dibincangkan oleh ulama terdahulu, tetapi 
kasus dan kondisinya tidak sama persis, sehingga perlu kajian lagi.? 
Bukan hanya itu, kebutuhan yang sangat mendesak bukan hanya 
pada tataran pembaruan pemikiran hukum Islam, akan tetapi 
langkah kongkret dan metodenya.” 


Ijtihad kontemporer dalam rangka menemukan formulasi 
hukum Islam atau figh yang tepat dan kontekstual serta dapat 
menjawab berbagai persoalan kontemporer sebagaimana 
dicontohkan di atas. Ijtihad kontemporer dilakukan secara kolektif 
dengan melibatkan berbagai kalangan, khususnya kalangan 
ekonom, sosiolog, antropolog, dan tentunya ahli hukum Islam 
atau mujtahid. Ijtihad kontemporer yang dilakukan secara 
kolektif dilakukan dengan berbagai pendekatan diharapkan dapat 
menghasilkan aturan hukum yang tepat dan dapat menjawab 
substansi masalah high kontemporer. 


Hubungan struktural ijtihad dengan Al-Ouran dan dengan 
Sunnah memiliki landasan yuridis yang mapan, demikian pula 
hubungan fungsionalnya cukup serasi. Oleh karena itu, meskipun 
secara teoritis, struktural ijtihad dapat dipisahkan dengan kedua 
dalil peringkat satu dan dua, namun secara fungsional aplikatif, 
sulit memisahkan ketiga dalil tersebut. Karena ketiga dalil tersebut 
telah menyatu dalam satu organisme yang bersenyawa dalam 
pembinaan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum ijtihad “wajib” 
sepanjang masa, sebab ijtihad menjadi faktor dinamik hukum 


2 Frank E. Vogel dan Samuel L. Heyes, Islamic Law and Finance, 
(London: Kluwer Law International, 1998), h. 25-28. 

4 Saiful Jazil, “@ati Zanni dalam Perspektif Ibrahim Husen”, Jurnal 
al-“Adaalah, Jember: STAIN Jember Press, Volume 11, Nomor 1, April 
2008), h. 79. 
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Islam. Tanpa ijtihad hukum Islam akan menjadi statis, kaku, 
temporal, dan tidak berubah. 

Bagaimanapun juga peran ijtihad yang dilakukan oleh 
umat Islam menjadi sangat vital keberadannya. Bahkan, menurut 
pemikir modernisme Islam Nurcholish Madjid, agar suatu ajaran 
agama berada dalam daya dan kemampuan manusia untuk 
melaksanakannya maka ia harus membawanya ke dalam dirinya, 
ke dalam lingkaran yang menjadi batas kemampuannya, dan inilah 
pemahaman (ijtihad). Sebab jika tidak demikian maka keberadaan 


agama menjadi absurd?s. 


C. Konsepd dasar, Model dan Perangkat Ijtihad Kontemporer 
1. Konsep Dasar Ijtihad Kontemporer 


Ijtihad secara etimologi berarti mengerahkan kemampuan.” 
Mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu.” 
Abu Zakariya al-Ansari menyebutkan bahwa secara etimologi 
ijtihad (sx!) adalah wazan ifti'al (Jlzal) dari kata al-juhdu yaitu 
mengerahkan segala daya upaya untuk keluar dari kesulitan.? 
Mengenai definis ijtihad secara bahasa, al-Razi menyatakan: 


2 Mujiyono Abdillah, Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, 
(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003), h. 26. 

2 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: 
Paramadina, Cet IV, 2000), h. 329. Selain itu Nurcholish Madjid juga 
menganggap pentingnya dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha 
memahami ajaran agama. Jadi menurutnya tetap harus adanya “intervensi” 
manusia dalam urusan yang menjadi hak preogatif tuhan itu. 

7 Rawwas @al'ah Jie, Mu'jam Lugah al-Fugaha', (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 1/43. 

2 Ibnu Manzur, Lisan al-“Arab, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 111/133. 

2 Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, Gayah al- 
Wusul fi Syarh Lubb al-Usul, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- 
Isdar al-Sani, 2005), 1164. Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, 
al-Hudud al-Anifah wal al-Ta'arif al-Dagigah, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1164. Baca juga Muhammad Abdul 
Ra'uf al-Manawi, al-Taarif, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), 1/35. 
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Menurut Abdul Halim “Uways ijtihad secara bahasa, ijtihad 

adalah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk 

memperoleh sesuatu yang diinginkan.”' Sementara Muhammad 
Igbal mengartikan ijtihad secara harfiah dengan berusaha keras. 
Sedangkan dalam literatur lain ijtihad diartikan memikul beban? 


Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasfa mendefinisikan ijtihad: 


Pan nd 


TAG ya Na bini: 
ME Ia MN Sg bila Ma OB j3 
Ta SA lal Ab 31123 


Sementara al-Amidi menyatakan: 


HA JP deng le Re LAI SNI oa sda GEN AL 3 mal Alta 
Tb seb 

Berdasarkan dua ungkapan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa secara terminologi ijtihad dalam karya ulama klasik 
secara umum ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan 
keilmuan untuk mendapatkan sebuah simpulan, pengetahuan, 
atau prasangka tentang suatu hukum dari pebuatan orang mukallaf 
(cakap hukum). Sementara menurut kalangan ulama kontemporer, 


2 Fakhruddin al-Razi, al-Mahsul fi Ilmi al-Usul, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), VV/7. 

'1 Abdul Halim “Uways, Figh Statis., h. 177. 

2 Lihat Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta: Media Pratama, 
2002), h. 34. 

2 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 11/362. 

4 Al-Amidi, al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IV/162. Lihat juga dalam Muhammad al- 
Syaukani, Irsyad al-Fuhul Ila Tahgig al-Hag Min Ilm al-Usul, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11/93-94). 


Kajian Fikih Kontemporer 


Ijtihad Kontemporer : | 13 


ijtihad merupakan sebuah konsep yang sekaligus mengandung 
implikasi metodologis, metodis dan fungsional. Fazlur Rahman 
misalnya, mendefinisikan ijtihad sebagai upaya memahami makna 
suatu teks atau preseden di masa lampau yang mengandung suatu 
aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas 
atau membatasi atau pun memodefikasinya dengan cara-cara yang 
lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke 
dalamnya.” Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, penggunaan 
ijtihad dalam pengertian umum relevan dengan interpretasi al- 
Ouran dan al-Sunnah. Ketika suatu prinsip atau aturan syari'ah 
didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu 
teks al-Guran dan sunnah berbeda dengan aturan langsung dari 
teks yang jelas dan terinci, maka teks dan prinsip syari'ah itu 
harus dihubungkan melalui penalaran hukum.” Agar ijtihad 
dapat menghasilkan hukum yang tepat dan dapat menjawab 
permasalahan yang ada, maka harus dilakukan dengan berbagai 
pendekatan dan bidang ilmu. 


Berangkat dari pemaparan di atas, maka ijtihad kontemporer 
dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh orang 
baik individu maupun kolektif yang mempunyai kelayakan 
dan kompetensi ilmiah untuk mendapatkan formulasi hukum 
yang tepat dengan mensinergikan metode usul figh dengan 
metode ilmiah serta menggunakan berbagai disiplin ilmu dengan 
berlandaskan sumber-sumber hukum dengan mempertimbangkan 
realitas sosia?? dan konteks masa dan situasi untuk mencapai 


? Lihat Fazlur Rahman, Islam, (Chicago: Chicago University Press, 
1997), h. 8. 

3 Abdullah Ahmad An-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah, (Yogyakarta: 
LKIS, 2004), h. 45. 

# Realitas sosial menjadi salah satu faktor perbedaan metode dan 
corak ijtihad ulama madzhab dan hasilnya. Imam Syafi'i misalnya, pada 
mulanya ketika berada di Hijaz dan Irak telah mengeluarkan hasil ijtihad 
beliau yang sering disebutnya dengan gaul gadim. Gaul gadim ini dipengaruhi 
oleh kondisi sosial budaya negeri Hijaz dan Irak. Kemudian ketika beliau 
hijrah ke Mesir, beliau mendapati bahwa realitas sosial budaya masyarakat 
Mesir berbeda dengan Hijaz dan Irak, karena Mesir dipengaruhi Budaya 
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kemaslahatan. Ijtihad kontemporer tidak hanya dilakukan seorang, 
akan tetapi secara kolektif, karena menggunakan berbagai 


perspektif dan pendekatan.” 


2. Model Ijtihad Kontemporer 


Realitas sosial menjadi salah satu faktor perbedaan metode 
dan corak ijtihad ulama madzhab dan hasilnya. Imam Syafi'i 
misalnya, pada mulanya ketika berada di Hijaz dan Irak telah 
mengeluarkan hasil ijtihad beliau yang sering disebutnya dengan 
gaul gadim. Gaul gadim ini dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya 
negeri Hijaz dan Irak. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir, 
beliau mendapati bahwa realitas sosial budaya masyarakat Mesir 
berbeda dengan Hijaz dan Irak, karena Mesir dipengaruhi Budaya 
Eropa dan Romawi. Sehingga beliau mengeluarkan ijtihad baru 


yang biasa disebut gaul jadid.” 


Paparan di atas memberikan gambaran bahwa metode 
dan ijtihad harus harus kontekstual, artinya memperhatikan 
perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan sosial 
masyarakat. Apabila ada suatu fenomena atau problem yang terjadi 
dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan jawaban dari 
perspektif hukum Islam, maka harus dilakukan ijtihad dengan 


metode yang relevan dengan problem tersebut. 


Yusuf al-Garadawi menawarkan tiga alternatif model dalam 
melaksanakan ijtihad kontemporer, yakniijtihad intiga'ijtihad 
insyai,” dan ijtihad integrasi antara keduanya. Mengenai maksud 
ijtihad intiga'i menjelaskan: 


Eropa dan Romawi. Sehingga beliau mengeluarkan istihad baru yang biasa 
disebut gaul jadid. (Lebih lanjut baca Ahmad Nahrawi Abdus Salam al- 
Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafr'i, (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 381-384. 

2 Imam Mustofa, “Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Memperbarui, 
h. 210. 

2 Lebih lanjut baca Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, 
Ensiklopedia Imam Syafii, (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 381-384. 

40 Yusuf al-Garadawi, al-Ijtihad fi al-Syari'ah..., h. 68-70. 
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“Ijtihad intigai adalah memilih satu pendapat dari beberapa 


pendapat terkuat yang terdapat pada khazanah fikih Islam yang 
penuh dangan fatwa dan keputusan hukum”. Sementara ijtihad 
insyai adalah: 


Sila ya Ala (Ape Tele HUNI leerYL asa 
UT Ian Gina “Belgaker pl Laga3 Bl SS Ol ga, el ya Jr JR 
pra Agieeal gak UL Loyal ilimal d3 Fanta 8 SSI ole VVI 
Pes AU J3 le Yg Hilal lake 02 Jt ad date GL Las 
Maksudanya dari pernyataan di atas adalah ijtihad isnya 


merupakan usaha pengambilan konklusi hukum dari suatu 
persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. 


Tawaran ketiga adalah dengan memadukan antara ijtihad 
intigai dan insya'i, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu 
yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam 
pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru. Dalam 
kesempatan lain @ardhawi menjelaskan tentang tiga model ijtihad 
kontemporer, yaitu Tagnin (legislasi), fatwa dan al-hahs.“ 


Sementara Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Figh al- 
Islami wa Adillatuh mengatakan: 


BU om oa El yA El Ola LT al edar Hole a33 15)” 
SET TS ya gd pall ga Ja Lo JS Agtmadl JJ wesel Aas YI 


# Lebih lanjut lihat Yusuf al-Garadawi,ljtihad Kontemporer, Kode 
Etikdan Berbagai Penyimpangan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 24. Ijtihad 
ini biasa juga disebut dengan tarjih. 

2 bid, h. 43. 

33 bid, h. 53-54. 

# Lebih lanjut Baca Yusuf al-Garadawi, al-ljtihad ji al-Syariah..., h. 
88-01. 
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BN GI (Kadi galat! Angig Hiladl Jas ET, os Laoly A51 3 
Hd Hasani Ogde Ld lan 3 Bol MS Sale ba, lg 
3 den OI Als AI IS Gopi A Yal Jan LI pel le ana 
«M3 Ab Ie ob osn all 3 (ae Anas dal al Las 
SP di ena alas Ran j3 Led deng Ob al 5 J3 
KANAN ma II Sai 3 3 selada gelar 
As cad ISI 0 all pa yb ea IE YU Lal slr YI Aib Jb sasa IKA 
Se SE Jaya ale abU El yA Jgn oya SI Jah al as 
OLucutu YLS Findla OLI 9 38 pitodl AYI oya Aestinadl Zoladl As all 
"al SL Ag S ls alas pall Oles 

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa 
sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum 
dapat dibagi ke dalam tiga model, pertama, melalui penalaran 
hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan 
dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan 
terhadap teks-teks syariah yang berupa Al-Guran dan Hadis 
untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu 
menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya. 
Kedua, pola giyasi (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan 
hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam nass dengan 
cara menganalog-kannya dengan kasus (peristiwa) hukum 
yang terdapat dalam nass karena adanya keserupaan hukum.'s 


Ketiga, pola Istislahi, yaitu suatu metode penalaran hukum yang 
mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip 


 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar 
Al-Fikr, 2005), 1/114. 

16 Mengenai definisi @iyas, lebih lanjut baca Muhammad bin Ahmad 
bin Abi Sahal al-Sarkhasi, Usul al-Sarkhasi, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1174. Abu. Husain al-Basri, al-Mu'tamad 
Ji Usul Figh, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
11/443. “Ali bin Muhammad al-Bazdawi al-Hanafi, Usul al-Bazdawi, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), /248. 
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universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. 
Istislah atau al-Maslahah al-Mursalah adalah maslahat berupa 
kebaikan atau manfaat yang dinilai dengan pertimbangan logika 
dan sesuai dengan tujuan syara', namun tidak ada petunjuk dalam 
nasgs yang mendukung atau mereduksinya. Pengembangan Figh 
Mu'amalah Kontemporer dengan menggunakan model istislahi 
bertujuan mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia dengan memadukan ukuran nass atau teks dengan 
pandangan logika atau akal. Pemaduan keduanya bertujuan agar 
kemaslahatan yang hendak dicapai tidak liar, lepas dari koridor 
syara” serta hanya menggunakan pertimbangan akal dan realitas 
sosial semata. Di samping itu, pemaduan nass dan akal dilakukan 
agar ijtihad tidak hanya dogmatis tekstual tanpa menggunakan 
pertimbangan kemaslahatan yang realistis dan praktis. 


Berangkat dari berbagai model-model ijtihad sebagaimana 
dipaparkan di atas, model yang paling tepat digunakan untuk 
ijtihad kontemporer dalam rangka menghasilkan figh kontemporer 
adalah metode ketiga, yaitu model istislahi. Model inilah yang 
dipakai oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab di setiap 
waktu dan masa. Metode ini berusaha mewujudkan otentisitas dan 
modernitas sekaligus. Model ini juga mempertemukan dua hal: 
pertama, tetap berpegang teguh pada nass, dan kedua, tetap menjaga 
dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan setelah 
melakukan pemahaman mendalam terhadap nass dan menjelaskan 
illat-nya.”"Model ini dapat diterima secara syara” maupun akal, 
karena pertama, model ini menjaga segala yang sudah tetap dalam 
syari'ah: kedua, model ini memperhatikan tuntutan-tuntutan 
perkembangan atas dasar maslahah mursalah, termasuk “urf 
(kebiasaan) umum, sebagai bentuk pengamalan semangat syari'at 
tanpa “menabrak nass”. Model ini diharapkan dapat memproduk 


4 Mukhtar Zamzami, “Pembaruan Hukum”, Makalah tidak 
diterbitkan, Jakarta, 12 Agustus 2010, h. 6. Bagian ini pada dasarnya sudah 
penulis kutip di tulisan Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Memperbarui., 
h. 211. 
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figh kontemporer yang kontekstual, sehingga dapat menjadi acuan 
pengembangan hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan 
hukum Islam dalam kehidupan masyarakat modern." 


3. Perangkat Ijtihad Kontemporer 


Perangkat ijtihad merupakan persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh seorang mujtahid. Kalau membaca kitab-kitab 
usul figh ulama klasik, maka persyaratan mujtahid akan selalu 
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat tekstual dan berkaitan 
dengan moralitas dan integritas mujtahid. Al-Ghazali misalanya, 
mensyaratka seorang mujtahid harus mengetahui tentang hukum- 
hukum syara' dan harus adil serta menjauhi perbutan maksiat 
yang bisa menghilangkan sifat keadilan seorang mujtahid.” Al- 
Syatibi sebagai “Bapak maslahat” mensyaratkan dua hal yaitu 1) 
Bisa memahami tujuan syariat secara sempurna, 2) Bisa menggali 
suatu hukum atas dasar pemahaman seorang mujtahid.”” Menurut 
Imam al-Syaukani mujtahid harus 1) menguasai nas al-Guran 
dan al-Sunnah, 3) Menguasai permasalahan ijma' 3) menguasai 
bahasa Arab, 4) Menguasai ilmu Usul Figh, 5) Menguasai nasakh 
dan mansukh.3' Pada umumnya ulama klasik dalam membuat 
kriteria mujtahid tidak memisahkan antara syarat dan kode etik 
seorang mujtahid. Sementara menurut Yusuf al-Gardhawi seorang 
mujtahid harus memenuhi kriteria: 1) Menguasai al-Guran dan 
ilmu yang berkaitan, 2) Menguasai al-Sunnah dan ilmu yang 
berkaitan, 3) Menguasai Bahasa Arab, 4) Menguasai permasalahan 
Ijma'. Syarat ini menurut @ardhawi adalah berlaku bagi Mujtahid 
Muthlag.? Lebih dari itu, menurut Yusuf @ardhawi, seorang 


4 Baca Imam Mustofa, “Yjtihad Kontemporer sebagai Upaya 
Membentuk Figh Mu'amalah Kontekstual dan Relevan dengan MagaShid 
Syari'ah”, Paper dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah II di 
UIN Syarif Hidayatullah, 2013, h. 13. 

4 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa., 11/102. 

50 Abu Ishag al-Syatibi, al-Muwafagat Fi Usul al-Syariat, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IV: 105. 

5! Muhammad al-Syaukani, Irsyad Al-Fuhul., H: 94-103. 

2 Yusuf @Gardawi, al-Ijtihad fi al-Syari'ah..., h. 7-28. 
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mujtahid harus mengetahui ilmu-ilmu humaniora, mengetahui 
peradaban di zamannya bidang kesehatan, kimia, olah raga, hal ini 
agar hasil ijtihad relevan.” 


Lebih tegas lagi, Ahmad Bu'ud menyatakan bahwa ijtihad 
kontemporer setidaknya mempunyai tiga perangkat pokok, yang 
secara singkat adalah: 

Nda Hala diana TAI AA oya SUS pjk Lag ca A3 JSI 
gol aya Hau Lag GEA BII SUS 3 #pAlI anoltag og 
JSEN SN 4 SL SNI JI 5 Vleadlg LAIN SL Lalesua 

Ale UNO pad) elonall Age ale SUS IS LS ole dU KY 

Maksud dari pernyataan Bu'ud di atas, sebagaimana yang 
diterjemahkan dan dijelaskan oleh Baradikal bahwa perangkat 
ijtihad kontemporer adalah: Pertama, Fighal-Nassi dan hal-hal yang 
berhubungan dengannya. Hal yang paling pertama dilakukan 
oleh seorang mujtahid ketika berijtihad adalah mencari landasan 
dalil-dalil hukum yang terdapat dalam al-Guran dan Sunah. 
Untuk mencapai kemaslahatan umat dan ketepatan berijtihad, 
diperlukan kerjasama semua komponen yang berkaitan dengan 
masalah tersebut, agar produk hukum tersebut menjadi kuat dan 
bijak. Di samping itu beberapa kaidah dalam memahami teks yang 
perlu dimiliki oleh seorang mujtahid diantaranyas(a)Memiliki 
kapabilitas dalam pengetahuan bahasa Arab,(b) Mengetahui sebab 
turunnya sebuah ayat atau hadis(asbab al-nuzul wa al-wurud), (c) 
mengetahui tujuan atau maksud dari turunnya ayat tersebut 
(magasid al-Syari'ah). 

Kedua, fikih realitas (al-figh al-wag?i), yaitu pemahaman 
yang mendalam dan integral terhadap sebuah obyek atau realitas 
yang dihadapi oleh manusia dalam ranah hidupnya. Adapun 


2Imam Mustofa, “Tjtihad Kontemporer sebagai Upaya Memperbarui 
sah 212. 

4 Lebih lanjut baca Ahmad Bu'ud, al-ljtihad baina Hagaig al-Tarikh 
wa Mutallibat al-Wagi', (Kairo: Dar al-Salam, 2005). 
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hal-hal yang mencakup figh al-wagi adalah: (a) Memahami dan 
mengetahui pengaruh-pengaruh alami yang muncul di lingkungan 
sekitarnya, terutama kondisi geografis wilayah tertentu dimana 
mujtahid tersebut hidup dan tinggal. (b) Mengetahui kondisi sosial 
kemasyarakatan dan transformasinya dalam berbagai bentuk yang 
memiliki keterikatan sosial, yaitu segala sesuatu yang berhubungan 
antara satu orang dengan yang lainnya apapun jenis hubungan 
tersebut, baik dalam ranah agama, budaya, ekonomi, politik atau 
militer. (c). Di samping memahami realita sosial yang melingkupi 
sebuah permasalahan, seorang mujtahid juga dituntut untuk 
mempelajari kondisi psikologi manusia sekitarnya. 

Ketiga, ijtihad kolektif (jama'). Ijtihad kontemporer hanya 
bisa dilakukan dengan merealisasikan ijtihad kolektif (ijtihad 
jama'i), kecuali ketika keadaan benar-benar mendesak. Keberadaan 
sebuah lembaga atau institusi yang mengakomodir para mujtahid 
dari berbagai bidang ilmu, mutlak diperlukan di era kontemporer 


ini. 


Mengenai ijtihad kolektif terpadu ini al-Garadawi 
menyatakan: 


le mama by yan Ako ole Unas ole VI OS Ol ag 
9 Nag Ta png Kalem Sal on II gia DLL ba 
Mer ye AP VIJA ng Tnlaadl3 Terate b yaa, Il Sal JS 
Skal 9 ya puki Lag 3 Lan ole VI lal Ga ball era SI sed 
kelas (gl3 Ao Sole alas Ol Jp again Alan Do png , Kisas 
Ans dia 

Selain berbagai keilmuan di atas, dalam konteks ijtihad 
kontemporer untuk memproduk fgh kontemporer, maka 


? Lebih lanjut Baca Ahmad Bu'ud, al-Ijtihad baina ..., diterjemahkan 
oleh Baradikal, Ijtihad Kontemporer dan Usaha Keras Kontekstualisasi Syariat 
Islam, dalam http://baradikal.multiply.com/ journal/item, diunduh pada 13 
Januari 2013. 

3 Yusuf al-Jaradawi, al-ljtihad fi al-Syari'ah., h. 63. 
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dibutuhkan berbagai ilmu lain, yang meliputi ilmu-ilmu sosial 
humaniroa, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, politik dan juga 
diperlukan ilmu sains modern. 

Ijtihad kontemporer dilakukan setidaknya dengan dua 
kelompok perangkat, perangkat metodologis dan perangkat 
operasional. Perangkat metodologis adalah perangkat yang 
berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan metode 
peneluan hukum, seperti al-Guran dan ilmu-ilmu yang berkaitan, 
al-Sunnah dan ilmu-ilmu yang berkaitan, usul figh, ilmu 
metodologi penemuan hukum kontemporer, dan sebagainya. 
Sementara perangkat operasional lebih pada ilmu-ilmu pendukung 
untuk operasional perangkat metodologis tersebut, seperti ilmu- 
ilmu sosial humaniora dan ilmu pengetahuan sains modern. Oleh 
karena itu ijtihad kontemporer dilaksanakan secara terpadu atau 
integratif. 

Ijtihad kontemporer dilaksanakan secara bersama-sama oleh 
berbagai pakar dari berbagai latar belakang ilmu, dan menguasai 
memtode usul figh dan ilmu-ilmu metode penemuan hukum 
modern. Penguasaan metode ijtihad klasik atau usul figh dan 
berbagai ilmu humaniora dan sains modern menjadi keharusan 
bagi para mujtahid kontemporer. Hal ini merupakan usaha untuk 
mensinergikan antara metode usul figh klasik dengan metode 
ilmiah modern. Kedua metode ini memang harus disinergikan 
dalam rangka ijtihad yang /resh dan kontekstual yang dapat 


digambarkan dengan skema sebagai berikut:” 


3 Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Membentuk., 
h. 14. 

5Imam Mustofa, “Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan., 
h. 213. 
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Metode Ilmiah kontemporer Metode Usul Figh Klasik 


G Ijtihad Kontemporer J 


JI 


Problem-Problem Kontemporer 


Fikih Kontemporer 


Gambar Skema sinergitas antara metode usul figh klasik dengan 
metode ilmiah kontemporer dalam aktifitas ijtihad kontemporer untuk 
menghasilkan figh kontemporer 


D. Kerangka pengembangan Figh melalui Ijtihad 
Kontemporer 


Pembangunan konstruk figh kontemporer harus 
sistematis, terarah, aplicbale dan kontekstual. Konstruk ini dapat 
dioperasionalkan dengan mencari nass-nass dari al-@Guran dan al- 
Sunnah, kaidah usuliyyah dan kaidah fighiyah yang dapat dikaitak 
dengan problem yang muncul akibat Perubahan (change) dan 
perkembangan (development) aktifhtas dan perkembangan perilaku 
manusia, kondisi dan situasi sosiokultural. Teks dan realitas 
perkembangan tersebut didialogkan dan diharmonisasikan melalui 
ijtihad kontemporer yang akan menghasilkan, prinsip-prinsip 
dasar high (dawabit al-figh). Prinsip-prinsip dasar ini perlu diuraikan 
lebih rinci dalam bentuk aturan yang komprehensif yaitu high 
kontemporer. Figh kontemporer dibentuk dalam rangka untuk 
merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam 
(magasid syari'ah). Komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 


1. Nass 


Nass atau teks yang berupa ayat al-Guran dan al-Sunnah 
yang terkait dengan hukum ekonomi di dalamnya mengandung 
nilai-nilai moralitas sebagai spirit (ruh) untuk menciptakan 
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kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu 
maupun makhluk sosial. Nass tersebut berlaku bagi umat manusia 
(muslim) secara universal, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, 
perubahan zaman tidak akan bisa merubah aturan yang ada di 
dalam Nass tersebut, dan spirit untuk menciptakan kemaslahatan 
selalu melekat dengan nass tersebut. Dalam khazanah pemikiran 
keagamaan Islam, khususnya dalam pendekatan Usul Figh, dikenal 
istilah al-Tsawabit (hal-hal yang diyakini atau dianggap “tetap”, 
tidak berubah) wa al-Mutaghayyirat (hal-hal yang diyakini atau 
dianggap “berubah-ubah”, tidak tetap). Ada juga yang menyebutnya 
sebagai “al-Sabit” wa “al-Mutahawwil”?? Nass berhadapan dengan 
perubahan dan perkembangan fenomena serta permasalahan 
seiring dengan perkembangan zaman. Perlu usaha dari orang yang 
berkompeten (mujtahid) untuk mengkomunikasikan teks tersebut 
dengan perubahan, sehingga kemaslahatan yang menjadi ruh- nya 
akan selalu compatible dengan perubahan zaman." 


Nass yang berupa ayat dan al-Sunnah masih bersifat global. 
Ulama mutagaddimin pada dasarnya sudah menderivasi nass-nass 
yang bersifat ijmali (global) dalam kaidah umum yang dituangkan 
dalam kaidah usuliyyah. Kaidah usuliyyah merupakan kaidah 
usul figh yang masih global yang berlaku bagi semua bagian dan 
obyeknya.s' Kaidah inilah yang dapat digunakan mujtahid sebagai 
pandauan dalam melakukan istinbath hukum, meskipun kaidah 
tersebut juga masih bersifat global. Lebih rinci lagi, ulama figih 
memerinci kaidah-kaidah usuliyyah dalam bentuk kaidah fighiyyah 
yang sudah lebih spesifik. Kaidah fighiyyah merupakan dasar-dasar 
fgh yang bersifat global yang disusun dalam bentuk ungkapan 


»? Adonis sebagaimana dikutip oleh M. Amin Abdullah, “Reaktualisasi 
Islam yang “Berkemajuan' Agenda Strategis Muhammadiyah Ditengah 
Gerakan Keagamaan Kontemporer”, Makalah disampaikan dalam Pengajian 
Ramadlan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H, Kampus Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, 7 Ramadlan/Agustus 2011, h. 3. 

8 Imam Mustofa, “Ijtihad Kontemporer ..., h. 214. 

S! Lebih lanjut baca Salih bin Ganim al-Sadlan, al-Gawaid al- 
Fighiyyah al-Kubra, (Riyad: Tp. 1417 H), h. 21. 
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singkat yang mencakup dan membawahi hukum-hukum syar'i 
secara umum.” Menurut penulis, kaidah-kaidah usuliyyah pada 
dasarnya juga bisa menjadi landasan dalam pengmbangan fgh di 
era kontemporer. 


2. Change dan Development 


Hukum Islam pada dasarnya berkembang saling berkaitan 
dengan disiplin lainnya, dengan sejarah, dipengaruhi oleh ilmu- 
ilmu lainnya seperti etika, teologi, filsafat dan ilmu logika, 
tak terkecuali ilmu humaniora.” Oleh karena itu, perubahan 
perubahan dan perkembangan pada aspek lain sudah seharusnya 
mendapat umpan balik dari hukum Islam. 


Perubahan sosio-kultural masyarakat akibat perkembangan 
zaman membawa pegaruh signifikan terhadap perilaku masyarakat 
serta menimbulkan fenomena baru dalam kehidupan mereka. 
Perubahan dan perkembangan tersebut merupakan sunnatullah. 
Perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
perangkat telekomunikasi dan informasi, berpengaruh pada 
perilaku, gaya hidup, masyarakat. Hal ini menimbnulkan fenomena 
baru atau suatu kasus yang belum ada aturan dalam figh klasik. 
Dalam konteks mu'amalah misalanya, pesatnya perkembangan 
produk-produk jasa dan keuangan modern. Perkembangan 
tersebut merupakan konsekuensi logis dari penemuan di bidang 
lainnya, seperti penemuan perangkat dan media komunikasi dan 
informasi. Fenomena yang berkembang seperti perkembangan 
transaksi dan produk jasa dan keuangan tidak selamanya diatur dan 
tercover oleh teks nas, oleh karena itu perlu dilakukan ijtihad.s 


52 Lebih jelas, lihat Muhammad al-Zarga, Syarh al-Gawa'id al- 
Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Galam, Cet. II, 1989), h. 43. 

63 Ahmed E. Souaiaia, The Sociological Inheritance Priveleged Parlance 
& Unearned Rights, Disertasi di Universitas Washington, (ProOuest 
Information and Learning Company, 2002), h. 190. 

“Imam Mustofa, “Tjtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan..., 
h. 214. 

55 Imam Mustofa, “Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya., h. 20. 
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3. Ijtihad Kontemporer 


Ijtihad kontemporer yaitu sebuah usaha dari 'mujtahid 
untuk mengkomunikasikan dan mengkontekskan teks-teks atau 
nass yang terkait dengan hukum dengan perkembangan zaman 
dengan segala produknya. Ijtihad harus dilakukan secara intens 
dan rutin. Ijtihad ini akan lebih efektif bila dilakukan oleh suatu 
lembaga tertentu, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). 


Ijtihad kontemprer merupakan sarana mendialogkan dan 
mengharmoniskan antara teks dan konteks, baik konteks zaman, 
tempat, kondisi dan situasi sosio-kultural suatu masyarakat. 
Sebagai sarana untuk membantu kontekstualisasi teks, ulama telah 
membuat kaidah-kaidah, baik kaidah usuliyyah, maupun kaidah 
fighiyyah. Ijtihad kontemporer ini dilakukan dengan model, 
metode, pendekatan dan perangkat sebagaimana dijelaskan pada 
sub-bab di atas, untuk mencapai dan menciptakan kemaslahatan, 
hanya saja kemaslahatan yang dicapai jangan sampai bertentangan 
dengan nass itu sendiri. 

Ada beberapa golongan yang berbeda pendapat tentang 
penetapan maslahat sebagai magasid al-syari'ah khususnya yang 
berhubungan dengan mashlahat duniawiyah yang berkaitan 
dengan nasss-nasss: Pertama, golongan yang hanya berpegang 
pada nass saja dan mengambil dzahiriyah dan tidak melihat kepada 
suatau kemaslahatan yang tersirat dalam nass itu. Demikianlah 
kehadiran golongan Zahiriyah, golongan yang menolak giyas. 
Mereka mengatakan “Tak ada kemaslahatan melainkan yang 
didatangkan syara”.” Kedua, golongan yang berusaha mencari 
maslahat dari nass untuk mengetahui illat-illat nass, maksud dan 
tujuan-tujuannya. Golongan ini menggiyaskan segala yang 
terdapat padanya maslahat kepada nass yang mengandung maslahat 
itu. Hanya saja mereka tidak menghargai mashlahat terkecuali 
ada syahid (persaksian). Jadi maslahat yang mereka #'tibarkan 
hanyalah maslahat yang disaksikan oleh suatu nass atau dalil. Dan 


56 Ibid., h. 21. 
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inilah yang mereka jadikan illat giyas. Ketiga, golongan yang 
menetapkan setiap mashlahat yang masuk ke dalam jenis maslahat 
yang ditetapkan oleh syara”. Maka walaupun tidak disaksikan oleh 
sesuatu dalil tertentu namun maslahat itu diambil dan dipegangi 
sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri dan mereka namakan 
Maslahah mursalah.” Dalam hal penentuan mashlahat, kalangan 
usuliyyun sepakat untuk merujuk pada Al-Ouran, Hadis, Ijma' 
dan giyas. Diantara ulama yang berpandangan demikian antara 
lain Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa mashlahat tidak 
dapat diketahui kecuali dengan syara”. Apabila mashlahat tidak 
jelas maka harus dicari melalui Al-Ouran, al-Sunnah, Ijma' Giyas. 
Al-Ghazali secara eksplisit mengatakan “Magasid al-Syari'ah hanya 
dapat disingkap melalui pemahaman dari al-kitab al-hadis dan 
konsensus ulama.” 


4. Dawabit al-Fighiyah 


Ijtihad kontemporer yang dilakukan tidak hanya berorientasi 
pada produk yang berbentuk figh kontemporer, akan tetapi juga 
membuat prinsip-prinsip dasar pengembangan figh atau Dawabit 
al-fghiyyah. Prinsip dasar ini pada dasarnya adalah penjabaran 
kaidah-kaidah usuliyyah dan kaidah fighiyyah.'” Dawabit al- 
fighiyyah dalam konteks ini adalah prinsip-prinsip berlaku pada 
spesifikasi berbagai bidang figh. Dawabit al-fighiyyah ini harus 
dibuat pada tiap-tiap cabang high yang diantaranya meliputi /igh 
al-Nikah atau al-Ahwal al-Syakhsiyyah), hukum pidana Islam (Figh 
al-Jinayah), hukum politik Islam (Figh al-Siyasah), hukum waris 
(Figh al-Mawaris), tak terkecuali dalam bidang hukum Ekonomi 
seperti hukum wakaf (Figh al-Wagf) dan Figh Mwamalah. Kaidah- 


9 Abu Ishag Al-Syatibi, al-Ptisam, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 
TO), 11/8307. 

5 Izzuddin “Abdul “Aziz bin abd al-Salam, Gawaid al-Ahkam Ji 
Magalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), h. 11. 

59 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa., h. 179. 

“Imam Mustofa, “Tjtihad Kontemporer sebagai Upaya Membentuk., 
h. 21. 
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kaidah dan dawabith inilah yang akan dirinci lagi dalam bentuk 
aturan-aturan yang lebih komprehsif pada tataran furu' atau 


fgh kontemporer. 


Dawabit al-fighiyah ini perlu dibuat agara hukum Islam 
tidak hanya saja mampu menjawab permasalahan atau problem 
yang telah muncul di dalamkehidupan masyarakat, akan tetapi 
dapat mengantisipasi problem yang akan datang. Adanya Dawabit 
al-fighiyah ini bisa menjadi dasar dalam pengembangan produk 
figh, khususnya di era sekarang dan yang akan datang. 


5. Figh Kontemporer 


Figh kontemporer merupakan hasil ijtihad dengan 
berangkat dari nass dan spiritnya untuk menegakkan norma dan 
tuntunan moral terkait dengan hukum ekonomi syari'ah. Norma 
dan moralitas tersebut kemudian dibakukan dalam sebuah aturan 
hukum yang mengikat dan berlaku dan sebagai jawaban atas 
problem yang muncul di era modern dalam perspektif figh atau 
hukum Islam. Ijtihad kontemprer harus mengakomodasi kultur dan 
kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu, Figh kontemporer 
ini harus mengakomodasi tuntutan nilai-nilai kemanusiaan atau 


aspek humanitas dan perkembangan kehidupan global. 


Figh kontemporer harus diproduk tidak hanya dalam 
rangka menjawab problem yang muncul, akan tetapi harus bersifat 
antisipatif untuk menjawab problem yang mungkin akan muncul 
di kemudian hari. Oleh karen itu, ijtihad harus dilakukan secara 
intens dan rutin agar high selalu aktual dan aplicable. 


6. Kemaslahatan 


Secara etimologi maslahah sejenis dengan kata manfaah, 
baik ukuran dan artinya. Kata maslahah merupakan masdar 
yang mengandung arti kata al-salah seperti kata manfa'ah yang 
mengandung arti al-naf.kata mashlahah merupakan bentuk mufrad 
dari kata mashalih, sebagaimana diterangkan pengarang kitab 
lisan al-'Arab yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat 
baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun 
dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Sedangkan secara 
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terminologi mashlahah yaitu manfaat yang menjadi tujuan Syari” 
untuk hamba-Nya. Manfaat dalam arti suatu yang nikmat atau 
yang mendatangkan kenikmatan.”' 


Istilah Maslahah Mursalah populer dengan istilah al Istislah 
atau al Istidlal al mursal. Meskipun memiliki kesamaan yang 
mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemaslahatan dengan 
keluarnya suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam 
pendefenisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara esensial. 
Istislah secara bahasa adalah menuntut suatu kemaslahatan (tlabul 
al islah). Sedangkan secara istilah, istislah didefenisikan sebagai 
“suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang 
tidak memiliki dasar baik dari nassg maupun ijma' ulama dengan 
tujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan yang meyakinkan 
walaupun tidak ada jaminan tertentu dari syar”.?? 


Menurut Imam Syatibi, seorang mujtahid tidak boleh 
menerapkan hukum yang telah digalinya dari Al-Guran atau 
Sunah sebagaimana adanya. Ia berkewajiban memberikan 
pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari 
objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya 
itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan 
hukum itu membawa kemudaratan, maka mujtahid itu harus 
mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudaratan 
bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah 
yang dikenal dengan sebutan nazariyyah Wtibar al-ma'al.?? Al- 
Syatibi juga secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah 
menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya 
kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 
Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan 
merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.” 

7! Ramadan al-Buri, Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, 
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), h. 23): lihat juga Izzuddin “Abdul “Aziz, 
Oowaid al-Ahkam., h.7-8. 

? Lebih lengkap, baca: Abdul Azis Abdul Rahman bin Ali Rabi'ah, 
Adillatu al-Tasyri': al-Mukhtalif fi al-Ihtijaj biha al Oiyas, al Istihsan, al Istislah, 
al Istishab, (Jami'ah al imam bin Su'ud al Islami, tanpa penerbit, 1986), h. 
221-222. 

7 Yusdani, “Ijtihad Dan Nazariyyah Ptibar Al-Ma'al”, dikutip dari 
www.yusdani.com, diakses 21 Oktober 2007. 

“ Abu Ishag Al-Syatibi, al-Muwafagat Fi Usul Al-Syariat, Beirut: 
Dar al-Kutub al—'Ilmiyah, 2003), 11/4. 
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Imam Al-Oarafi, salah seorang penganut madzhab Maliki 
dalam kitabnya “Al-Ihkam” menegaskan bahwa aturan yang 
wajib diperhatikan ahli fikih dan fatwa ialah memperhatikan 
perkembangan yang terjadi dari hari ke hari, sambil memperhatikan 
tradisi dan kebiasaan, dengan perubahan waktu dan tempat. Senada 
dengan al-Garafi, Yusuf Garadawi dalam bukunya Syaria'tul Islam 
Salihah lit- Tatbig fi Kulli Zaman wa Makan juga menjelaskan 
bahwa di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang 
landasannya kemaslahatan temporal, yang bisa berubah menurut 
perubahan waktu dan keadaan, berarti harus ada perubahan hukum 
yang menyertainya.” 

Maslahat sebagai metode dan sekaligus tujuan hukum Islam 
(magasid syari'ah) terus mengalami perkembangan, hingga pada 
akhirnya sekarang mengerucut menjadi dua trend besar. Pertama, 
trend yang dalam memakai metode maslahat terikat pada “aturan 
main” sebagaimana sejak dulu dipraktekkan ulama salaf. Dengan 
mengikuti gaya berpikir trend pertama, penggunaan maslahah 
sebagai metode legislasi seolah hukum Islam dapat terjamin 
dari pengembangan yang “liar”, sebab ia dipagari oleh berbagai 
aturan main. Persoalannya terbesarnya adalah aturan main yang 
ditawarkan oleh model ini masih terlalu abstrak, dalam artian, 
terlalu umum sehingga tidak begitu jelas dan multi interpretatif. 
Hal ini tentu akan menyediakan ruang yang begitu besar untuk 
subyektifisme. Selain itu, “aturan main' yang ditawarkan olehnya 
juga tidak mungkin dimainkan oleh ulama-ulama Indonesia 
yang—diakui ataupun tidak—pengetahuannya lebih banyak 
cenderung kepada figih dariapada ushul figih maupun sumber- 
sumber asli hukum Islam. “Aturan main' yang ditawarkan oleh 
trend pertama ini hanya mungkin dimainkan oleh ulama-ulama 
“kaliber internasional', atau kalau tidak, dalam ijtihad yang sifatnya 
kolektif (ijtihad jama'i). Argumennya sangat sederhana, sebab 
bagaimana mungkin mereka dapat menguji apakah suatu maslahat 
bertentangan atau tidak dengan magasid, kitab, sunnah, maupun 
ijma', sedangkan pengetahuan mereka lebih banyak kepada “higih 


yang siap saji —sehingga pengetahuan mereka tentang kandungan 


75 Yusuf al-@aradawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, 
(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 256-260. 
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Ouran maupun Sunnah tidaklah mungkin seutuh pengetahuan 
ulama yang mencetuskan “aturan main' ini. Pada akhirnya, dalam 
keadaan yang seperti ini, “aturan main' yang telah ada tidak bisa 
dipatuhi secara benar dan tetap membuka peluang pengembangan 
yang keluar dari pagar. Kedua, trend yang dalam memakai metode 
maslahat cenderung lebih bebas. Metode kedua tidak membuatkan 
“aturan main” yang jelas dan tegas. Penentuan maslahat yang 
dikembalikan kepada “rasa keadilan”, “pendapat/penilaian umum, 
'kepantasan”, dan yang sejenisnya, jelas akan sangat subyektif 
sifatnya. Keadilan menurut si A belum tentu adil menurut si 
B. Pantas menurut C tidak selalu pantas menurut D. Demikian 
seterusnya, hingga tidak ada batas yang jelas lagi tentang apa itu 
maslahat, apa itu adil, dan apa itu yang dikehendaki oleh umum.” 


Berangkat dari pemaparan di atas, maka kemaslahatan 
yang menjadi tujuan figh kontemporer melalui ijtihad 
kontemporer, selaian mempertimbangkan realitas atau konteks, 
tetap harus berpegang dan berlandaskan pada teks. Ramadan 
al-Buti memberikan batasan dan pedoman dalam menetapkan 
kemaslahatan dengan lima kriteria: Memprioritaskan tujuan 
syara”, Tidak bertentangan dengan Al-Ouran, Tidak bertentangan 
dengan al-Sunnah, Tidak bertentangan dengan prinsip giyas: dan 
memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar).” Sedang 
al-Syatibi membatasi dawabit al-maslahah (kriterium maslahah) 
menjadi dua. Pertama, maslahat itu bersifat mutlak dan tidak 
subyektif. Kedua, maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan 
tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya.” 


Seorang mujtahid, agar ia dapat menetukan peringkat 
maslahat maka harus memperhatikan ukuran-ukuran sebagai 
berikut: 

1. Memandang maslahat dari segi zat. Pandangan ini 
berpedoman pada lima tujuan syara” yaitu memelihara 


7 Imam Mustofa, “Tjtihad Kontemporer sebagai Upaya Membentuk., 
h. 12-13. 

7 Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah., h. 142. 

78 Asmuni, “Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Magosid 
Menuju Ijtihad yang Dinamis”, dikutip dari www.yusdani.com. diakses 21 
Oktober 2007. 
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agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maslahat dalam 
rangka untuk memelihara agama harus didahulukan dari 
pada maslahat dalam rangka memelihara jiwa. Begitu juga 
maslahat dalam rangka memelihara jiwa, harus didahulukan 
dari pada maslahat dalam rangka memelihara akal. Begitu 
seterusnya. Demikian pula dipandang dari segi dharuriyat, 
hajiyat dan tahsiniyatnya: dharuriyat harus didahulukan 
dari kedua maslahat yang terakhir. 

2. Memandang maslahat dari segi cakupannya. Jika peringkat 
maslahat itu terdapat pada satu aspek saja, misalnya 
keturunan, ketentuan peringkat beralih pada seberapa jauh 
cakupan suatu peringkat itu ada pada satu aspek. 

3. Memandang maslahat dari segi akibatnya. Pertimbangan 
ini berkaitan dengan apakah suatu perbuatan yang semula 
dipandang maslahat itu berakibat juga pada maslahat 
lainnya. Jika suatu perbuatan yang semula dipandang 
sebagai maslahat untuk dilakukan, tetapi akibatnya (diduga 
kuat) akan menimbulkan mafsadat atau memberi peluang 
munculnya kemaksiatan, maka maslahat ini tidak boleh 


dilakukan. 

Pemaparan kerangka pengembangan figh melalui ijtihad 
kontemporer di atas, dapat disimplifikasikan melalui skema 
sebagai berikut: 


- Nash (Al-@uran dan al-Sunnah) 
- Kaidah Usuliyyah 


- Kaidah Fighiyyah 


litihad kontemporer 


— 


Dawabit Fighiyah 


Gambar Skema Kerangngka pengembangan Figh melalui 
Ijtihad Kontemporer 
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E. Penutup 


Perkembangan zaman dengan segala produknya 
berimplikasi pada perkembangan sosio-kultural masyarakat. Pola 
hidup, gaya hidup dan perilaku masyarakat berkembang dinamis. 
Hal ini secara otomatis bersentuhan dengan aspek-aspek hukum 
Islam. Artinya, perkembangan tersebut sering memunculkan 
fenomena atau permasalahan yang secara hukum Islam belum 
di ataur secara spesihk oleh figh klasik, oleh karena itu perlu 
dilaksanakan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk 
hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad 
kontemporer. 


Ijtihad kontemporer dalam rangka memproduk dawabith 
al-fighiyah dan figh kontemporer harus dilakukan secara terpadu 
atau integratif. Ijtihad dilakukan dengan memadukan dan 
mensinergikan berbagai bidang ilmu. Ijtihad integratif ini menuntut 
adanya kerjasama berbagai pakar dari berbagai latar belakang 
ilmu. Ijtihad juga dilakukan dengan berbagai pendekatan, tidak 
hanya melalui pendekatan yuridis normatif melalui high, dengan 
metode usul figh klasik, akan tetapi juga melalui pendekatan dan 
metode ilmiah kontemporer dengan menggunakan model istislahi. 
Ijtihad kontemporer semacam ini diharapkan akan menghasilkan 
produk figh yang kontekstual dan benar-benar membumiserta 
dapat menjawab problem hukum Islam di era modern, sehingga 
membawa kemaslahatan yang relevan dengan magasid syari'ah 
bagi umat Islam dalam berbagai bidang. Dengan demikian, maka 
ijtihad kontemporer akan dapat membumikan visi dan misi Islam 
(rahmatan lil- Alamin) melalui hukum Islam yang kontekstual. 
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ZAKAT LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 
SEBAGAI BADAN HUKUM 


A. Pendahuluan 


Zakat! merupakan salah satu kewajiban muslim yang tidak 
hanya sebagai ibadah mahdah pertanda hubungan harmonis secara 
vertikal dengan Allah SWT, tetapi juga sebagai kewajiban yang 
bersifat horizontal sesama muslim dan sesama manusia. Artinya 
zakat juga merupakan salah satu bentuk filantropi dalam Islam. 


' Secara garis besar ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat 
mal. Zakat fitrah yaitu zakat atas diri seorang muslim, baik mukallaf 
maupun tidak. Kedua zakat maal, yaitu zakat atas harta yang dimiliki oleh 
seorang mukallaf. Al-Guran dan al-Sunnah tidak selalu menggunakan kata 
zakat untuk menunjukkan term harta yang harus dikeluarkan seseorang 
sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Al-@uran terkadang 
menggunakan terma shadagah, seperti dalam surat al-Taubah ayat 60 
dan ayat 103. Sementara terma shadagah yang digunakan oleh al-Sunnah 
misalnya dalam riwayat Imam Muslim, dari Ibnu Abbas: 


& 


KH BE SES gi ee 253 BS KA SE SAE AA asah ap GA cara 
Ie Io WS p35 SUJE MAS gate gile a33 SEE KA JE - FEUI  P dye aa Sia Bil 
H3 SANA ST LET WII ALI Op Ip35 NW VI STS Jj 4336 ES JA Sa G3 SES JB ea 
Bp BI AL A3 ma SA EF bin se SAN JAE UM PU RIP ses B doa ak 

€ it 1 SET UB poli Ip 5 aga 
(Imam Muslim, Sholiih Muslim, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- 
Isdar al-Sani, 2005, W37, hadis Nomor 130). 
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Secara normatif harta yang harus dizakati ada lima 
macam, yaitu zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat 
perdagangan, zakat emas dan perak, dan harta rikaz. Seiring 
dengan perkembangan zaman dan aktifitas ekonomi serta 
berbagai kegiatan yang profitable, ulama kontemporer seperti 
Yusuf @aradawi, Ali al-Salus, Muhyiddin al-Asfar melakukan 
ijtihad untuk pengembangan hukum Islam terkait macam-macam 
harta dan aset yang wajib dizakati. Yusuf al-Garadawi misalnya, 
berdasarkan hasil ijtihadnya dengan melihat realitas aktifitas 
ekonomi modern yang semakin variatif, berpendapat bahwa harta 
yang wajib dizakati ada Sembilan macam, yaitu: zakat binatang 
ternak, zakat emas dan perak/zakat uang, zakat kekayaan dagang, 
zakat pertanian, zakat madu, dan produksi hewani, zakat barang 
tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung, dll, zakat 
pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi.? 


Lebih jauh, ulama kontemporer juga mendiskusikan 
mengenai kewajiban zakat institusi atau badan hukum. Dalam hal 
ini Habib Ahmed menyatakan: 


”There are many new items of income and wealth in contemporary times 
that determines financial status of individuals and institutions. But 
these latest items are not mentioned in the classical frgh. Contemporary 
scholars have discussed same of these issues and argued that many assets 
and income sources of today need to be brought under the purview of 
zakah.” 


Zakat badan hukum menjadi salah satu poin yang menjadi 
tema diskusi dan kajian di kalangan ulama kontemporer. Dalam 
hal ini Habib Ahmed menjelaskan: 


“There are diverse opinions and views on the zakat ability of some 
other new items /entities. The new items of wealth and income that have 
been discussed by contemporary scholars include stocks and shares of 
companies, economic enterprises that are either wholly or partly owned 


? Pembahasan lebih detail mengenai ketentuan zakat Sembilan 
macam harta yang wajib dizakati tersebut dibahas dalam kitab Figh Zakat 
Yusuf Garadawi halaman 167-501. Lebih lanjut baca Yusuf al-@ardhawi, Figh 
al-Zakah, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973). 

? Habib Ahmed, Role of Zakah and Afgaf in Poverty Alleviation, 
(Jeddah: Islamic Develovment Bank, 2004), h. 35. 
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by the government, mineral resources, including petroleum and income 
Jrom the services sector business. The latter t pe of business are normally 
labor intensive no or very little capital Ka aan investments (like 
travel agencies, law firms and real estate agents). Another contemporary 
economic reality is the existence of legal entities/person or other than 
natural person.” 


Jadi zakat badan hukum merupakan bagian dari kajian 
fikih kontemporer yang belum diatur bahkan belum disinggung 
dalam kajian figih klasik. Oleh karena itu regulasi zakat lembaga 
atau badan hukum ini berdasarkan ijtihad dan regulasi yang dibuat 
oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Garadaawi. Selain itu, 
zakat badan hukum atau perusahaan itu dilandaskan pada undang- 
undang zakat yang berlaku pada suatu Negara. 


Zakat badan hukum merupakan kajian hgh kontemporer 
karena memang belum diatur secara spesifik dalam kitab-kitab hgh 
klasik. Tulisan ini bermaksud membahas mengenai zakat Lembaga 
Keuangan Syariah yang merupakan badan hukum. Tulisan ini 
memaparkan dasar hukum zakat lembaga keuangan syariah, nisab 
dan ukuran serta syarat-syaratnya. Pembahasan ini penting untuk 
memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, 
khususnya para pelaku bisnis yang berbadan hukum, terlebih 
khusus lagi bagi para pengelola lembaga keuangan syariah. 


B. Sekilas tentang Lembaga Keuangan Syariah 


Lembaga keuangan (financial Institution) adalah suatu 
perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. 
Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu 
berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, 
menyalurkan dan/ jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam dunia bisnis, 
lembaga keuangan memiliki fungsi sangat penting, terutama 
sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) diantara 
para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya. 
Hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga 


4 Ibid., h. 36. 
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keuangan, harus dibentuk atas dasar kontrak perjanjian atau 
perikatan.? 


Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai bentuk, 
yaitu: bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 
asuransi syariah (Takaful), perusahaan pembiayaan syariah, pasar 
modal syariah, pegadaian Syariah, dana pensiun syariah, Baitul 
Mal wat Tamwil (BMT) pasar modal syariah, lembaga amil zakat 
dan lembaga wakaf. 


1. Bank syariah 


Menurut (pasal 1 angka 2) Undang-undang perbankan 
syariah No.21 tahun 2008, yang dimaksud bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalm bentuk 
kredit/ bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup 
rakyat. Sedangkan bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah disebut bank syariah (pasal 1 angka 
7 ). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah 
(pasal 1 angka 12). 


Produk perbankan syariah secara garis besar adalah produk 
penyaluran, produk penghimpunan dan produk jasa. Produk 
penyaluran dana terdiri dari akad bagi hasil, jual beli dan gardhasan. 
Akad bagi hasil yang meliputi musyarakah dan mudarabah. Sementara 
akad jual beli meliputi murabahah, bai' al-salam, bai' al-istisna', ijarah 
dan ija.rah wa igtina'. Sementara produk penghimpunan dana yaitu 
giro wadi'ah, rekening tabungan, rekening investasi umum dan 


5 Burhanudin S, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 
h. 108. 

S Lebih lanjut baca M. Nur Rianto, al Arif, Lembaga Keuangan 
Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 

7 Burhanudin S, Hukum., h. 116-117. Baca juga M. Nur Riyanto al 
Arif, Lembaga Keuangan,h. 97-114. 
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rekening investasi khusus. Produk jasa terdiri dari rahn, wakalah, 


kafalah, hawalah, ju'alah dan sar, 
2. Asuransi Syariah (takaful) 


Menurut fatwa tentang pedoman umum asurasi syariah 
No. 21/DSN-MUI/X/2001, pengertian Asuransi Syariah (ta'min, 
takful, tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong- 
menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam 
bentuk aset dan tabarru' yang memberikan pola pengembalian 
untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad(perikatan) yang 
sesuai dengan syariah.” 


Produk asuransi syariah terdiri dari 3 jenis, yaitu : 


a. Takaful Individu 


Produk dari takaful individu antara lain : 

1. Takaful dana investasi. Merupakan suatu jaminan dalam 
dalam mata uang rupiah maupun dollar Amerika Serikat 
bagi ahli warisnya jika nasabah meninggal dunia lebih awal 
ataupun sebagai bekal hari tuanya. 

2. Takaful Dana Haji. Merupakan suatu perlindungan dana 
untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan 
pengumpulan dana dalam mata uang rupiah maupun Dollar 
Amerika Serikat untuk kepentingan bekal ibadah haji. 

3. Takaful Dana Siswa. Merupakan suatu jaminan dana 
pendidikan sampai sarjana dalam mata uang Rupiah 
maupun dollar Amerika Serikat. 

4. Takaful Dana Jabatan. Merupakan suatu jaminan santunan 
dalam mata uang rupiah maupun dollar Amerika Serikat 


$ Muhamad Nadratuzzaman Hosen, etal, Lembaga Bisnis Syariah, 
(Jakarta: pkaes publishing, 2008), hlm. 9-14. Baca Muhamad Nadratuzzaman 
Hosen dan Adji Waluyo pariatno, Perbankan Syariah, (Jakarta: pkaes publishing, 
2008), hlm. 32-52. Muhamad Nadratuzzaman Hosen dan Sunarwin Kartika 
Setiati, Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah, (Jakarta: pkaes 
publishing, 2008), 45-113. 

? Burhanudin S, Hukum., h. 135. 
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lain: 


bagi ahli warisnya jika nasabah meninggal dunia lebih awal 
ataupun tidak bekerja lagi dalam masa perjanjian." 


Sementara produk tabungan dari takaful individu antara 


Takaful al-Khairat Individu. Merupakan suatu jaminan 
santunan bagi ahli warisnya jika nasabah meninggal dunia 
dalam masa perjanjian. 

Takaful Kecelakaan Diri Individu. Merupakan suatu jaminan 
santunan bagi ahli warisnya jika nasabah meninggal dunia 
akibat kecelakaan dalam masa perjanjian. 

Takaful Kesehatan Individu. Merupakan suatu jaminan 
dana santunan rawat inap, operasi bagi perorangan jika 
nasabah sakit dalam masa perjanjian." 


b. Takaful Group 


Produk takaful group antara lain: 

Tabungan al-Khairat dan tabungan haji. Merupakan 
suatu program bagi karyawan yang ingin haji yang 
pendanaannya melalui iuran bersama dengan keberangkatan 
bergilir. 

Tabungan Kecelakaan Siswa. Merupakan suatu jaminan 
bagi siswa, mahasiswa atau pesertanya dari resiko kecelakaan 
yang berakibat cacat total tetap maupun sebagian atau 
meninggal dunia. 

Takaful Wisata dan Perjalanan. Merupakan suatu jaminan 
bagi peserta biro perjalanan dan wisata / travel ke dalam 
maupun luar negeri dari resiko cacat total tetap maupun 
sebagian atau meninggal dunia. 

Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan. Merupakan suatu ja- 
minan santunan karyawan pada perusahaan, organisasi atau 
perkumpulan lainnya. 


' Muhamad Nadratuzzaman Hosen, et.al, Lembaga Bisnis.h. 20. 


1 Ibid, h. 21. 
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Takaful Majlis Ta'lim. Merupakan suatu jaminan pelunasan 
hutang, jika nasabah meninggal dunia dalam masa perjan- 
jian 


Takaful Umum 

Takaful Kebakaran. Merupakan suatu perlindungan 
terhadap kerugian maupun kerusakan pada kebakaran 
dari sumber percikan api, sambaran petir, ledakan, dan 
kejatuhan pesawat, maupun bencana alam. 

Takaful — Kendaraan Bermotor. Merupakan suatu 
perlindungan sebagian atau seluruh kendaraan terhadap 
kerugian maupun kerusakan akibat dari kecelakaan, 
pencurian serta tanggung jawab hukum pihak ketiga. 
Untuk kerugian akibat huru-hara, pemogokan umum, 
serta kecelakaan diri pengemudi dan penumpang akan 
dikenakan tambahan premi. 

Takaful Rekayasa. Merupakan suatu perlindungan terhadap 
kerugian ataupun kerusakan gada pekerjaan pembangunan. 
Perlindungan ini meliputi alat-alat, kontruksi mesin/baja 
serta tanggung jawab pihak ketiga. 

Takaful Pengangkutan. Merupakan suatu perlindungan 
terhadap kerugian maupun kerusakan barang, pengiriman 
uang pada pengangkutan baik melalui darat, laut dan 
udara. 

Takaful Rangka Kapal. Merupakan suatu perlindungan 
terhadap kerugian maupun kerusakan pada mesin 
maupun rangka kapal sebagai akibat dari kecelakaan dan 
musibah lainnya. Untuk kerugian uang tambang, perang 
dan tanggung gugat dari pihak ketiga akan dikenakan 
tambahan premi. 

Asuransi Takaful Aneka. Merupakan suatu perlindungan 
terhadap kerugian maupun kerusakan sebagai akibat dari 


2 Ihid, h. 21. 
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resiko yang tidak terduga, tidak dapat diperhitungkan pada 
polis-polis yang ada. 


3. Pasar modal syariah 


Menurut Undang-Undang pasar modal No.8 Tahun 1995, 
pengertian pasar modal ialah "kegiatan yang berkaitan dengan 
penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya,serta 
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek” (pasal 1 angka 
13). Pasar modal adalah tempat bertemunya antara penjual dan 
pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka mendapatkan 
modal. Lembaga pasar modal yang menjalankan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat disebut sebagai pasar 
modal syariah." 


Pasar modal syariah mempunyai fungsi anatara lain sebagai 
berikut: 

1. Memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan 
bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan 
risikonya: 

2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya 
guna mendapatkan likuiditas: 

3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari 
luar untuk membangun dan mengembangkan lini 
produksinya: 

4. Memishakan operasi kegiatan bisnis dari fuktuasi jangka 
pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum 
pasar modal konvensional, 

5. Memungkinkan ivestasi pada ekonomi ditentukan oleh 
kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga 
saham.': 


Sampai saat ini, efek-efek syariah menurut Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN) MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang 


3 Jbid, h. 22. 
4 Burhanudin S, Hukum., h. 141. 
'5M. Nur Riyanto al Arif, Lembaga., h. 347. 
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pasar modal mencakup Pasar Saham Syariah, Obligasi Syariah, 
Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun 
ASET (KIK EBA) Syariah dan surat-surat berharga lainnya yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Belakangan, instrumen 
keuangan syariah bertambah dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 65/ 
DSN-MUI/II1/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD) Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/ 
111/2008 tetang Waran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008." 


4. Pegadaian Syariah 


Dalam figh muamalah, perjanjian gadai disebut rahn. Istilah 
rahn secara bahasa berarti "menahan”. Maksudnya adalah menahan 
sesuatu untuk dijadikan jaminan utang. Sedangkan gadai menurut 
hukum syara” Wahbah al-Zuhaili mendefnisikannya: 

BS lia Ag oa Jae al tata 0 jitu Kg Hau PE Ya 

TS opal SL ya ara gl AS GI IE 0g now ab RS FA 
”Menahan suatu barang yang dapat dimanfaatkan atau menjadikan suatu 
barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara? sebagai 
jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau 
sebagian utang dari barang tersebut.” 

Layanan jasa serta produk yang ditawarkan pegadaian 
syariah adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum 
gadai syaratnya harus dapat jaminan berupa barang 
bergerak, seperti emas, alat-alat elektronik dan sebagainya. 

2. Penaksiran nilai barang: Jasa ini diberikan bagi mereka 
yang menginginkan informasi tentang taksiran barang 
yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan 
adalah ongkos penaksiaran barang. 

3. Penitipan barang: Barang yang dapat dititipkan, antara 
lain sertifikat motor, tanah, ijazah, dan surat berharga 


16 Jbid,, h. 354. 
"7 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Darul 
Fikr al-Mw'ashirah, 2002), VI/60. 
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lainnya. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi 
nasabahnya. 

4. Gold counter: Merupakan fasilitas penjualan emas yang 
memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan 
keasliannya." 


5. Lembaga pembiayaan 


Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan 
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang 
modal dengan tidak menarik dana atau barang modal dengan 
tidak menarik barang secara langsung dari masyarakat. Menurut 
peraturan menteri keuangan No.84/PMK.012/2006, badan usaha 
di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus 
didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk lembaga 
pembiayaan disebut perusahaan pembiayaan. Adapun kegiatan 
usaha yang merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan. 


6. Dana pensiun 


Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan 
dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat 
pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada 
peserta dengan cara ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi 
dasar penyelenggaraan program pensiun. Pembayaran tersebut 
dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Menurut undang- 
undang No. 11 tahun 1992, pengertian dana pensiun adalah badab 
hukum yang menjanjikan manfaat pensiun.” Umumnya, produk 
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu 
produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank dan 
asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahtearaan hari 
tua atau akhir masa jabatan karyawan atau nasabahnya.? 


'$M. Nur Riyanto al Arif, Lembaga, h. 291. 
? Burhanuddin S, Hukum, h. 200. 
2 M. Nur Riyanto al Arif, Lembaga, h. 312. 
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C. Kewajiban Zakat bagi Badan Hukum 


Salah satu ulama yang berpendapat tentang kewajiban zakat 
badan hukum atau lembaga adalah Yusuf al-@Garadawi. Mengenai 
zakat perusahaan atau lembaga profit lainnya al-Garadawi 
berpendapat bahwa tidak ada perbedaan pada zakat perusahaan 
yang bergerak pada perdagangan dan perusahaan bisnis selain 
perdagangan. Keduanya wajib mengeluarkan zakat. Dalam hal ini 
Oaradawi menyatakan: 


SIA eye (Ita BLS) 3 Lol 3 Urai Jhosll 3 La 389 
B6 eI —o ya! Gaal SI SOE Le OT ia pua Blads 
DA JI JS Lesasin Jadaa Bole! JAS Vla La yen SI JI SNI 
bekas Leon Lerke ya BSI el Ia GI GL Gula is gn 
JPN le Leands GAN III MEI Lagi 3S S3 (SUitana Ye 
boy A83 CI AJI Ala oya Aina al pia Led Ken yag Kel 
AI kelam SSI 0 5 All OT ia oli GIE VI JI Nia Sila 
SINI AR Kama Tale ad gl al DES ng Ciel asih 
kian Y 9 US ya SAE galat Ld el B3 SNI 9 ag BEI ya 
SE IS ee 90 3S IL ILY 3 V3 0 26 Yo pke! V3 
Hang La ega Ya Cola IS LA 3 SS II Lee Leboliala (ane AS 3 
Ya & 
“II 


“Kami telah menjelaskn dalam pembahasan “zakat investasi 
gedung, pabrik, dan lainnya”. Data hal ini ada tiga pendapat 
yang Kata yaitu: pertama, pendapat yang menyamakan 
edung dan pabrik dengan harta perdagangan, karena itu 
Pa dinilai Gihitung) harganya tiap tahun dan dikeluarkan 
zakatnya sebesar 2.5 Y6. Kedua, pendapat yang menegaskan 
bahwa zakatnya diambil dari pendapatan dan keuntunganya, 
dengan alasan bahwa ia termasuk kekayaan yang bersifat 
penggunaan. Oleh karena itu maka zakatnya dipungut sesuai 


2! Yusuf al-Garadawi, Figh al-Zakah, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), W455. 
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ketentuan zakat uang. Ketiga, pendapat yang menyamakannya 
dengan tanah pertanian, dengan demikian harus dikeluarkan 
zakatnya 10 Y6 atau 5 Y6 atas pendapatan bersih. Menurut Yusuf 
al-@aradaawi, membedakan perusahaan-perusahaan industri 
atau semi industri dengan perusahaan dagang atau semi dagang, 
di mana yang pertama dibebaskan dari zakat, sedangkan yang 
kedua tidak, ini merupakan pembedaan yang tidak berdasar 
pada al-Our'an, hadis, ijma' dan giyas yang benar. Menurut al- 
@aradaawi, hal tersebut dapat dianalogikan pada zakat pabrik 
dan gedung yang dianalogikan dengan zakat pertanian dan 
harus dikeluarkan zakatnya 1096 atau 56 dari pendapatan bersih. 
Tidak ada landasan yang mengemukakan bahwa saham yang 
dikeluarkan dari perusahaan dagang diwajibkan zakat sedangkan 

ang dikeluarkan oleh perusahaan industri tidak wajib zakat, 
ah kedua perusahaan tersebut sama-sama merupakan modal 
yang tumbuh dan berkembang yang memberikan keuntungan 
tahunan yang terus mengalir, bahkan bisa jadi perusahaan 
industri memperoleh keuntungan yang lebih banyak atau lebih 
besar. 2 


Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan 
didasarkan pada undang-undang zakat dan Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat badan hukum 
atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan: 

“Harta yang dikenai zakat adalah: a) emas, perak dan uang: b) 
perdagangan dan perusahaan, c) hasil pertanian, hasil perkebunan 


dan hasil perikanan, d) hasil pertambangan, e) hasil peternakan, f) 
hasil pendapatan dan jasa, g) rikaz,”? 


Sementara dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 
tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan: 


“Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) 
emas, perak, dan aa mulia lainnya, b) uang dan surat berharga 
lainnya, c) perniagaan, d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan: 


2 Diterjemahkan oleh Ririn Fauziyah dalam, Pemikiran Yusuf 
@ardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligasi, dalam Jurisdictie, Jurnal 
Hukum dan Syariah, (Malang: Unit penelitian, penerbitan dan pengabdian 
Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim), Vol. 2, No. Juni 2011, h. 166. 

2 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
pasal 11 ayat (2) 
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e) peternakan dan perikanan: f) pertambangan, g) perindustrian: 
h) pendapatan dan jasa dan i) rikaz. 


Selanjutnya pasal 3 undang-undang ini juga menyebutkan 
bahwa”Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. 


Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES), secara jelas menyebutkan mengenai zakat badan hukum, 
pasal 675 ayat (1) dan (2) menyebutkan: 

Yang dimaksud dengan: 

1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang 
muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya. 

2. Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh 
muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 


Suatu badan hukum tidak akan lepas dari kontrol dan 
kekuasaan sesorang yang bertanggung jawab atas lembaga atau 
badan hukum tersebut. Artinya, akan selalu ada seseorang atau 
personal yang menjadi represetasi lembaga tersebut. Berdasarkan 
pemikiran ini, maka kewajiban zakat untuk badan hukum atau 
sebuah lembaga dapat dimengerti dan dipahami, karena pada 
dasarnya badan hukum adalah subyek hukum sama halnya dengan 
seseorang yang mempunyai ahliyatul wujub dan ahliyatul ada" 


1. Definisi zakat badan hukum 


Zakat secara etimologi berarti berkembang dan bertambah. 
Zakat juga berarti suci, sebagaimana firman Allah dalam surat 
al-Syams ayat 9: La) ya dal x8 “Sesungguhnya beruntunglah orang 
yang mensucikan jiwa itu”, maksudnya bersuci dari kotoran. Ayat 
14 surat al-A'la juga menyebutkan: S5 4s asi a83 “Sesungguhnya 


beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)” Zakat 


4 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
pasal 4 ayat (2) 

5 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
pasal 4 ayat (3) 
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juga berarti pujian. Hal ini bisa sebagaimana disebutkan dalam surat 
al-Najm ayat 32: «Swasi |$S33 Ya “Maka janganlah kamu mengatakan 
dirimu suci”, maksudnya janganlah engkau memuji dirimu sendiri.? 
Jadi makna zakat pada dasarnya adalah suci, berkembang, berkah 
dan terpuji.” 

Secara etimologi zakat adalah sebutan untuk suatu yang 
dikeluarkan untuk mensucikan harta atau diri manusia dengan 
cara tertentu.” Al-Sawi dalam kitabnya Hasyiyah al-Saw “ala al- 
Syarh al-Shagir menyatakan: 

SIN SO REEL UM Ii yo ea Ja Iya pasa JL GIA 
SI GARA y3 3:55 

“Mengeluarkan suatu harta tertentu dari bagian harta tertentu yang telah 

mencapai satu nisab, apabila harta tersebut menjadi milik sepenuhnya 

bagi seseorang dan telah mencapai setahun selain pertanian dan barang 
tambang?” 

Menurut al-Garadawi zakat secara syara' adalah bagian 
tertentu dari harta yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada 
para mustahig.” Zakat secara syara' dinamakan zakat karena dengan 
zakat dapat berkembang dengan berkah dan membersihkan diri 


seseorang dengan ampunan." 


Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Zakat adalah harta 
yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki 
oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan 


kepada yang berhak menerimanya.” Sedangkan pada undang-undang 


2 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami., h. 111/152. 

7 Ibnu Manzur al-Afrigi, al-Misr, Lisan al-'Arab, (Digital Library, al- 
Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XIV/358. 

2 Zakarya al-Ansari, Fathul Wahhab, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 1179. 

2 Al-Sawi, Hasyiyah al-Shawi “ala al-Syarh al-Shaghir, (Digital 
Library, al- Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11/63. 

2 Yusuf al-@aradawi, Figh al- Zakah, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 1/47. 

3 @Gasim bin Abdullah bin Amr “Ali al-@Gunuwi, Anis al-Fugaha' 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 130. 
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No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1 ayat (2) 
disebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 
seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya sesuai dengan syariat Islam,“ sementara Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tahun 2008 mendefinisikan 
zakat pada pasal 675 ayat (1) “Zakat adalah harta yang wajib 
disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.” 

Berdasarkan pemaparan definisi zakat dia atas, jelas 
bahwa definisi zakat menurut undang-undang dan KHES 
lebih komprehensif, karena tidak hanya berkaitan dengan zakat 
perorangan, akan tetapi juga terkait dengan badan hukum. 
Artinya muzakki tidak hanya terbatas pada seseorang, akan tetapi 
juga badan hukum, karena badan hukum juga termasuk subyek 
hukum. 


2. Badan Hukum dan Jenis-jenisnya 


Istilah badan hukum (syakhshiah Ytibariyah hukmiyah) tidak 
disebutkan secara khusus dalam pandangan figh. Badan hukum 
dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan 
orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (tasharruf). Badan 
hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia dalam 
subjek hukum. Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai 
subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prisip-prinsip 
akad yang terdapat dalam Al-OGuran dan sunnah. Keberadaan 
badan hukum terkait dengan adanya penerapan akad wakalah 
dalam pembagian tugas (job description) darisuatu manajemen 
perusahaan. Dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari 
organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas nama 
badan hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun 
sebagai pertanggungjawaban vertikal tetap dikembalikan kepada 
amalan individu masing-masing.” 


2 Burhanudin S, Hukum, h. 7-8. 
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Badan Hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang 
yang mengadakan kerja sama dan atas dasar ini merupakan suatu 
kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh 
hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak yang tidak 
berjiwa (bukan manusia) dan merupakan gejala sosial yaitu suatu 
gejala yang riil, sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum, 
biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, 
batu dan sebagainya, tetapi yang terpenting bagi pergaulan hukum 
adalah karena badan hukum itu mempunyai kekayaan yang sama 
sekali terpisah dari kekayaan.” 


Skema Pembagian Subjek Hukum“ 


Pertama : Manusia Sebagai Subjek Hukum (Syakhshiah Thabi'iyah) 


1 (Kecakapan (Ahliyah) dibedakan menjadi dua macam: 

Ahliyah al-Wujub : Ahliyah al-ada : 

a |Ahliyah al-Wujub an Nagishah ja |Ahliyah al-'Ada an-Nagisah 
b |Ahliyah al-Wujub al-Kamilah b |Ahliyah al-'Ada al-Kamilah 


2 (Kewenangan (wilayah) dibedakan menjadi dua macam : 


Kewenangan bertindak hukum Kewenangan bertindak hukum untuk 
untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama orang lain 
(wilayah al-Asliyah) (wilayah al-Niyabah) 


Kedua: Badan Hukum (syakhsiah Ptibariyah Hukmiyah) 


Syahrani sebagai dikutip oleh Bambang Purwoko membagi 
pengertian badan hukum dalam dua bagian sebagai berikut: 
pertama, badan hukum adalah suatu organisasi yang nyata, yang 
menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat 
membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang 
ada seperti anggota sebagai pengurus dalam badan yang dimaksud: 
kedua, badan hukum adalah suatu hak dan kewajiban para anggota 


8R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 
1993), h. 238. 
4 Burhanudin S, Hukum Bisnis., h. 8. 
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bersama-sama dengan kekayaan badan hukum sebagai kekayaan 
bersama semuaanggota.” 


a. Jenis-Jenis Badan Hukum 


Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh 
P.N.H. Simanjutak, badan hukum adalah suatu badan yang di 
samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam 
hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan 
perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.” Ada 


beberapa jenis dan bentuk badan hukum yaitu: 


No| Jenis | Bentuk Badan Definisi Tujuan dan Contoh 
Badan Hukum orientasi 
Hukum 
1. | Badan | Badan Hukum (Institusi yang memilikil Perlindungan Kementerian2 
Hukum | Publik yang hak dan kewajiban masyarakat baik | Bank Indonesia 
Publik otonom konstitusi serta terhadap kerugian Kejagung 
memiliki otoritas ekonomi maupun | Polri, BIN dan 
pengawasan dan potensi gangguan BKPM 
regulasi secara penuh, kamtibmas 
Badan Hukum | Institusi independen Pelayanan dan PTN, BPS 
Publik yang mempunyai hak | pemberdayaan BKKBN dan 
semiotonom | dan kewajiban konsti- masyarakat, sejenisnya 
tusional untuk menye- 
lenggarakan program- 
program Negara 
Badan Hukum | Badan independen Perlindungan DJSN 
wali amanat yang sosial terhadap BPJS-BPJS 
dipercaya UU untuk | risiko-risiko sosial 
menyelenggarakan ekonomi 
sistem jaminan sosial 
dan kelola dana 
amanah milik peserta 


8 Bambang Purwoko, Memahami Bentuk Badan Hukum Badan 


Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana mestinya, makalah hasil 
penelitian, penelitian tentang kesesuaian bentuk bentuk badan hukum BPJS 
sebagaimanamestinya sesuai asas dan prinsip UU SJSN, tahun 2010, h. 10. 

2 Lihat P.N.H. Simanjuntak,Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, 
(Jakarta: Djambatan, 2009), h. 28-29. 
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2. | Badan Perseroan Badan usaha yang Komersial /laba | Persero negara 
Hukum Terbatas dibentuk dengankum- Persero swasta 
Privat pulan modal baik milik 
pemerintah maupun 
orang per orang 
Koperasi Kumpulan anggota | Memperoleh sisa Koperasi2 
yang dibentuk untuk | hasi usaha untuk | konsumsi dan 
usaha bersama yang kesejahteraan simpan pinjam 
dibiayai dari iuran anggota 
anggota 
Yayasan Kumpulan orang per | Fungsi kontrol LSM 
orang yang dibentuk sosial 
untuk misi sosial dan 
kemanusiaan 
Perorangan Seseorang yang Bisnis dan hal lain | Dokter praktek 
menawarkan jasa dan pengacara 
karena kompetensinya 


Sumber: Bambang Purwoko DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional)” 


b. Syarat-Syarat Badan Hukum 


Untuk keikut sertaannya dalam pergaulan hukum maka 
suatu badan hukum harus mempunyai syara-syarat yang telah 
ditentukan oleh hukum, yaitu: 

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota- 
anggotanya. 

2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan 
kewajiban para anggota-anggotanya.” 


Berangkat dari pemaparan di atas, maka zakat badan hukum 
dapat didefinisikan sebagi zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh 
badan hukum atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahig sesuai 
dengan syariat Islam dan hukum serta regulasi yang berlaku di suatu 
negara. Pada penelitian ini, badan hukum yang dimaksud adalah 
badan hukum yang profitable, bertujuan untuk mengembangkan 
harta dan mencari laba atau keuntungan, yaitu lembaga keuangan 
Syariah, seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), koperasi syariah 
dan bank syariah. 


7 Bambang Purwoko, Memahami Bentuk.., h. 12. 
SR. Soeroso, Pengantar Ilmu, h. 238. 
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3. Badan hukum sebagai subyek hukum 


Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang 
dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum syara. Perbuatan 
yang dibebani hukum dalam ushul figh dikenal dengan istilah 
mukalaf. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia 
sebagai subjek hukum dan badan hukum, dalam rukun akad, kedua 
subjek hukum tersebut berkedudukan sebagai agidain. Namun agar 
agidain dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi 
syarat kecakapan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah) bertindak di 
hadapan hukum.” 


Menurut teori tradisional, subyek hukum adalah orang yang 
merupakan subyek dari suatu kewajiban hukum atau suatu hak. Jika 
”hak” (Berechtigung) dipahami bukan semata sebagai hak refleks, 
melainkan wewenang hukum untuk mendesak (melalui gugatan 
hukum) dipenuhinya gugatan hukum ,yakni wewenang hukum 
untuk berpartisipasi dalam penciptaan keputusan pengadilan 
yang membentuk sebuah norma individual yang memerintahkan 
eksekusi sanksi sebagai reaksi terhadap tidak dipatuhinya suatu 
kewajiban, dan jika seseorang mempertimbangkan bahwa subyek 
dari wewenang hukum untuk menciptakan atau menerapkan 
norma hukum sama sekali tidak selalu disebut sebagai hukum, 
maka akan lebih mudah untuk membatasi konsep ”subyek hukum” 
pada subyek kewajiban hukum dan untuk membedakan antara 
konsep ”subyek kewajiban hukum”dari konsep” subyek wewenang 
hukum”. 


Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 ayat (2) 
menyebutkan bahwa: “Subyek hukum adalah orang perseorangan, 
persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atan tidak berbadan 
hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak 
dan kewajiban.” 


3 Burhanudin S, Hukum Bisnis., h. 3. 
2 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Bandung: Nusa Media, 2011), 
h. 190. 
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Secara garis besar, ada dua macam subyek hukum, pertama, 
Natuurlijk person, adalah mens person yang disebut orang atau 
manusia. Kedua, recht person, adalah yang berbentuk badan hukum 
yang dapat dibagi dalam: (1) Publiek Recht-person, yang sifatnya 
ada unsur kepentingan umum, seperti negara: (2) Privat Recht- 
person/Badan hukum privat, yang mempunyai sifat/ adanya usnur 
kepentingan individual." 


Berkaitan badan hukum sebagai subyek hukum, setidaknya 
ada empat teori mengenai keberadaan badan hukum sebagai 


subyek hukum: 


a. Teori fiksi (FE C.von Savigny, C. W, Opzoomer 
dan Houwing) 


Menurut teori ini badan hukum dianggap buatan negara, 
sebenarnya badan hukum itu tidak ada, hanya orang yang 
menghidupkan bayanganya untuk menerangkan sesuatu dan 
terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum. Jadi 
merupakan orang buatan hukum atau ”peson ficta”.? 


b. Teori kekayaan tujuan (A. Brinz dan EJJ van 
der Heyden) 


Menurut teori ini kekayaan badan hukum itu kekayaan 
seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya 
(Zweekvermogen). Tiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek 
tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. Menurut teori ini hanya 
manusialah yang bisa menjadi subyek hukum dan badan hukum 
adalah untuk melayani kepentingan tertentu. Dalam teori A. Brinz 
hanya dapat nenerangkan dasr yuridis dan yayasan." 


#R. Soeroso, Pengantar Ilmu., h. 228. 
2 Tbid., h. 243. 
48 Tbid.. 
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Cc. Teori organ atau teori peralatan atau kenyataan (Otto 
von Gierke) 


Menurut teori ini badan hukum adalah sesuatu yang 
sungguh-sungguh ada didalam pergaulan yang mewujudkan 
kehendaknya dengan perantaraan alat-alatnya (organ) yang ada 
padanya (pengurusnya),jadi bukanlah sesuatu fiksi tapi merupakan 
makhluk yang ada sungguh-sungguh secara abstrak dari kontruksi 
yuridis." 

Teori milik kolektif atau popriete  Collectief 
(W.L.P.A.Molengraff dan marcel planiol). Dalam teori ini badan 
hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota- 
anggota secara bersama-sama. Hak/kewajiban badan hukum pada 
hakikatnya dalam hak/kewajiban para anggota bersama-sama, oleh 
karenanya badan hukum hanyalah kontruksi yuridis, jadi pada 
hakikatnya abstak. 


d. Teori Duguit 


Sesuai dengan ajarannnya tentang fungsi sosial maka juga 
dalam teori ini Duguit tidak mengakui badan hukum sebagai 
subyek hukum tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus 
dilaksanankan. Manusia sajalah sebagai subyek hukum, lain dari 
pada manusia tidak ada subyek hukum." 


e. Teori Eggens 


Dalam teori ini badan hukum adalah suatu ”hulpfguur”, 
karena adanya diperlukan dan dibolehkan hukum, demi untuk 
menjalankan hak-hak dengan sewajarnya (behoorlijk). Bahwa 
dalam hal-hal tertentu keperluan itu dirasakan, oleh karena hukum 
hendak memperlakukannnya sesuatu romongn orang yang 
besama-sama mempunyai kekayaan dan tujuan tertentu sebagai 
suatu kesatuan, karena seseorang subyek hukum (manusia) tidak 


4 Tbid. 
15 Jbid.,h. 243-244. 
46 Jbid,, h. 244. 
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dapat (brewenag) sendiri-sendiri bertindak dalam rangkaian 
P £ g 
peristiwa-peristiwa hukum itu.” 


4. Dasar Hukum Zakat Badan Hukum 


Setidaknya ada beberapa dasar hukum yang menjadi 
landasan kewajiban zakat badan hukum. Ada dasar hukum dari 
al-Ouran, al-Sunnah, undang-undang dan Peraturan Mahkamah 
Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum ekonomi 
Syariah. 


a. Dasar hukum dari al-Guran 


1) Surat al-Bagarah ayat 267: 
SA ng LE LA aa NASI Tale Ball HE 


Ka 5 ADA Lo NA ID” 220 ni ab Ea Hu Is 
0 Ma Goa aa BA bana SV SN 
WS PAN Telat aa Pena 
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 
mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji.” 


2) Surat al-Taubah ayat 103: 


Ae 0 LC DA kU AI 


SES IG SPI ma Sha AA aa Se 
O Lega 


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan LN itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” 


Bila dianalisa dengan pendekatan usul figh, maka dalil-dalil 
di atas dapat dikategorikan dalil umum atau mujmal.$ Ayat 267 

4 Ibid. 

48 Mujmal yaitu, suatu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang 
masih umum, tidak ada batasan dan tidak menunjukkan pada suatu secara 


spesifik dan tidak tertentu. Lafaz Mumal hakikatnya tidak dapat diketahui 
kecuali dengan gorinah atau penjelas. Dalam kitab al-Mu'tamad disebutkan: 
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Surat al-Bagarah menggunakan kata I4x51 c»JJl yang berarti masih 
umum. Maksudnya semua orang yang beriman diperintahkan 
untuk berinfag. Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud infag 
dalam ayat tersebut adalah sedekah.” Sebagaimana dijelaskan di 
atas, sedekah ada dua macam, yaitu sedekah wajibdan sedekah 
sunnah. Menurut penulis, ayat di atas lebih condong pada arti 
sedekah wajib, hal ini berdasarkan penafsiran Ali dan al-Saddi 
yang menafsirkan kata siuS Ls dengan emas, perak dan buah- 
buahan serta tanaman yang dihasilkan dari pertanian. Sementara 
menurut Mujahid #iuS Ls adalah harta perdagangan.” Imam al- 
Syaukani secara jelas menyatakan bahwa ayat ini turun sebagai 
perintah untuk berzakat.”' Yusuf al-Garadawi juga berpendapat 
demikian.?? 


Sementara ayat kedua (surat al-Taubah ayat 103), 
menunjukkan lebih spesifik, yaitu menggunakan kata 431,5 yang 
berarti zakat. Oorinah-nya adalah lafaz W a&S339 sardai. Artinya 
ayat ini lebih khusus, karena menunjukkan perintah untuk 
mengambil zakat, sementara zakat tidak dapat diambil dari setiap 
orang mukmin secara umum. Ada batasan yang membuat ayat 
ini berarti khusus, yaitu zakat diambil dari orang mukmin yang 
mempunyai harta yang wajib dizakati, jumlahnya minimal satu 
nisab, harta tersebut dimiliki lebih dari setahun (kecuali rikaz dan 
pertanian), harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan 
pokok dan batasan-batasan lain. Namun demikian, keumuman 
mengenai jumlah orang yang memiliki harta masih saja berlaku, 


ole pb gag V BANI 9 daki B Onata ya EL Ala ya Lah oi La ya Jali 

(Abu al-Husain al-Basri, al-Mu'tamad Ji Usul al-Figh, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/293. Lihat juga al-“Attar, 
Hasyiyah al-“Attar “ala Syrah al-Jala.l al-Mahalhi “ala Jam'i al-Jawami, (Digital 
Library, al- Mapktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), VW/90. 

49 Abu al-Fida' Ibnu Katsir, Tafsir al-Juran al-Azim, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1697. 

50 Tbid, 

5 Imam al-Syaukani, Fath al-Gadir, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), W43. | 

2 Yusuf al- @aradawi, Figh al-Zakah, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/303. 
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artinya, apakah harta dimiliki bersama atau milik perseorangan 
tetap dikenakan wajib zakat. 


b. Dasar hukum dari al-Sunnah 

Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik: 

OB ana ea) BAM KU 0 AM ah oi 3 
2 ln aa aa rata 
Ls SN ae bayi SI 6 Sh se 2 gal Sasmi 
AI api CA SAK GB ai BS 
SN IS SOP Bata tg ya 
uan DA 3 ban mai II 33 Es 


» 


: Ea Bl SAI SS, AL Ia lea ta Is 
La en Gen RA Ya IA YAA JI 
3 B3 Cake JI an33 s5 SA Ooo Ba 
ai BA P3 bnrie de Ss BE pai, Ih ot 
aan en pahat 
SS Ggs PAN ko Ine AG SY) S0 3 ale 
pa Naa bsa ai 


0 Lb 


“if 


vi 


Mena Ta 


- 
OH GKI 


3 DE CGBAAN GIS wah Gi SANG GA Gi SR 
BABA GAN WEE KB el 
Salak Sal EN j3 ALAN EV 


- 


Ma ea Ya 15 3 aa Blah Sana) 


Janti Ca Sila —— 22 Sis 2 yi 
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FA z - 3 


ia JA WE KESAN Anie Kaali Sie C1 Kind Gh2 dis 
: (GAS ba € bayas Gal An ara 


“Dari Anas bahwa Abu Bakar ash-Shiddig Ra. menulis surat kepadanya: 
Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Saw. 
atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah 
setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap 
kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 
hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya 
telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta 
jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 
hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya 
telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, 
2akatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun 
keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor 
unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun 
kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak 
unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 
91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta 
betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya 
seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya 
memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya 
menginginkan. Mengenai Zakat kambing yang dilepas mencari makan 
sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor 
kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua 
ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga 
ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor 
2akatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari 
makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat 
kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara 
hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan antara hewan- 
hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan 
ternak kumpulan dari dua orang pada waktu zakat harus kembali dibagi 
rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang 
tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali 


5 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih al- 
Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
V/435, hadis No. 1450: Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/97, hadis No. 1570, Al- 
Nasa'1, Sunan al- Nasa'i, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sari, 2005), V/20, hadis No. 2446: Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi. 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11/65, hadis 
No. 624, Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/463, hadis No. 1879: lihat juga Ahmad 
Bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- 
Isdar al-Sani, 2005), 1/76, hadis No. 73. 
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Jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham 
zakatnya seperempatnya (2 1/246). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib 
atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang 
jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang 
seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia 
memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia 
boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, 
atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor 
anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak 
memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun 
kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua 
ekor kambing” | 


Pada dasarnya hadis-hadis di atas berkaitan tentang zakat 


perkongsian (syirkah) pada kepemilikan binatang ternak, namun 


hal ini dapat diterapkan pada zakat perkongsian kepemilikan 


harta kekayaan lainnya, termasuk saham badan hukum atau 


perusahaan. Kepemilikan harta yang profitable atau bertujuan untuk 


mengembangkan harta dan mencari keuntungan dari modal, wajib 


dizakati sebagaimana kepemilikan binatang ternak. 


Cc. 


1) 


Dasar hukum dari undang-undang 


Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Zakat adalah 
harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.” Dan pasal 
11 ayat (2) yang menyatakan: 

“Harta yang dikenai zakat adalah: a) emas, perak dan uang, b) 
perdagangan dan perusahaan, c) hasil pertanian, fasil perkebunan dan 
hasil perikanan, d) hasil pertambangan, e) hasil peternakan, f) hasil 
pendapatan dan jasaj g) rikaz:” 


undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Zakat adalah 
harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuat 
dengan syariat Islam,“ Pasal 4 ayat (2) menyatakan: 

“Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, 


perak, dan logam mulia lainnya, b) uang dan surat berharga SK Ya 
c) perniagaan, d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e) peternakan 


Kajian Fikih Kontemporer 


d. 


Zakat Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Badan Hukum | 59 


dan perikanan: |) pertambangan, g) perindustrian, h) pendapatan dan 


jasa, dani) rikaz.” 


Dasar hukum KHES 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tahun 2008 


mendefinisikan zakat pada pasal 675 ayat (1) “Zakat adalah harta 


yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki 


oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”Pasal 
680 menyatakan: “Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil 
produksi apabila telah memenuhi syarat.” Pasal 681 menyatakan: “Zakat 


dikenakan Juga pada produk lembaga keuangan syari'ah, baik bank maupun 


non-bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing 


produk” Pasal 685 menyatakan: “Yang berkewajiban zakat adalah orang 


atau badan hukum.” 


5. Syarat zakat badan Hukum 


a. 


1) 


Syarat Badan Hukum yang Wajib Zakat 


Badan hukum yang wajib zakat merupakan tempat bekerja 
orang-orang yang beragama Islam, atau setidaknya sebagian 
besar yang bekerja adalah orang Islam. 


Badan hukum yang wajib zakat merupakan badan hukum 
yang menjalankan usaha yang profitable dan berkembang. 
Hal ini sesua dengan persyaratan zakat yang disebutkan 
dalam Ensiklopedi Fikih: 


Toy oya daiall Ol 4 pagi! opal JM Le Le Abel HN Aongg el 
Sl men deng dee jd Bal ya ILY JI BLU 3 II 
Jd AINI 4 HS uya IG la J3 33 Uang Ole «Uas 
bag Moe 5G ma SI IE dl ain AN ll 
JII ya VI Jasa Y el yag 3S JI Lina OY tab Jlll Oo, 
#Lastus DU Tara Jladl OS Laila cela! Hisim 3 pedal! yanly €, sabll 


54 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mausu'ah al- 


Fighiyah al-Kuwaitiyah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), 11/8172. Lihat Juga Imam al-Syaukani, Fath al-Gadir, (Digital 


Library, al-Maktabah al-Syamila 


al-Isdar al-Sani, 2005), 111/464. 
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Iga Kan Ralat pg es Le JI Gl meal al ole 
@ io Manca ALA ta JL J yna Ua Bolee 3 tyamdl 9 Jul AI 
P5 emas 


3) Usaha yang dijalankan oleh badan hukum tersebut 
merupakan usaha yang halal: 


4) Badan hukum tersebut tidak memiliki hutang yang apabila 
dibayar, maka asetnya tidak sampai satu nisab. Persyaratan 
ini berdasarkan pendapat ulama Hanbaliyah: 


(33) OWEYI ag BBI IAI BEI Hara La Ke 
CE SS) 3 Iilah DOLis cp Olats Jai can 23 
KB aa S3 CSI yet BS) NS I— torak Up Ade OLS 
03 emng M3 JB (alloh DI, can WAR Copa Ale OS 
38 Ade MI Je ud tag Ku 3 Cola 
Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa apabila aset yang 
ada digunakan untuk membayar hutang sisa harta tidak 
mencapai satu nisab, sementara tidak ada harta lain yang 
dapat digunakan untuk membayar hutang, maka tidak wajib 
zakat. Al-Zuhaili menyatakan: 
demak La Jr Yg canatiy gl Ola 3 tg US 3S JI al an 
(Vuita Og is ale USG OT Jia van Liang Y La gl ALI eny 
An Pa na NN MOM 
Abad (3 yha daa Vita ONE OLS OB Lal ,8 add el 
Jain Ol al ane 3S DB 3 ps uya AS Ale OLS Ul ten ad BS 
Ai bala Gd OS OB soya ye Ala aj ISIS JI atas Y ol 
2 BE aan UI ya Ih any j3 
Sementara Imam Syaffi dalam goul jadid sebagaimana 


dikutip al-Zuhaili berpendapat bahwa meskipun hutang itu 


$ Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami., 111/163. 
50 Jbid., 1/171. 
37 Jbid. 
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besar sehingga bila harta digunakan untuk membayar maka 
sisanya tidak mencukupi satu nisab pemiliknya tetap wajib 
membayar zakat: 


Ca Hal 3 JI raisa ASI Jl yal Gta GI sa 
Kedb Fla 3S JI OY $ILII WULa ee 35 JI 3 ASI DB yr3 
38 Akomdl ala RAS AYI Lema aan DB (adl lan ol 


Syarat harta yang dizakati 


Dalam ensiklopedi figih dijelaskan mengenai syarat-syarat 


Harta dimiliki oleh pihak (perorangan atau badan hukum) 
yang jelas, maka tidak diwajibkan atas harta yang tidak ada 
pemiliknya yang jelas, 


2 Loan Lila ad aa Land 3S SB Inna 5 gl Jd OS 
Kepemilikan sebagaimana disebut di atas merupakan 
kepemilikan yang mutlak. 


BAL CA ab a53 Kikimll Bj okay 1Lalas JI KLO Ol 

Pad Sang Ao iii Ala lg SO La yag HUI 
Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. 
Syarat ini merupakan persyaratan yang dikemukakan 
oleh ulama Hanafiyah. Berdasarkan hal ini, para ulama 
mengatakan, “Tidak adazakatuntukkitabreferensi yang 
digunakan oleh pemiliknya atau bukan pemiliiknya, 
meskipun nilainya melebihi satu nishab. Demikian pula, 


tidak adazakatuntuk rumah yang ditinggali, perabot rumah, 
hewan tunggangan, dan semacamnya. 


Alag Elo Sh BII Ing 2 Cole Ie Bo 
SS ya alat pe 3 Lela Y ltiadl JI AS 33 NY JG ale 
58 Jbid., 111/172. 


59 Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mauswah., 11/8167. 
@ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, al-Mauswah, 11/8173. 
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Sg SSI Nang Soiadl ST, AKSI Os IIS 3 «Cui Gali 
“us 
4) Harta tersebut berada dalam kepemilikan badan usaha 
telah berlangsung selama satu tahun gomariyah atau tahun 
hijriyah. 

H3 TS Tian Alan Ag lali ke at Ol Syed adl 2S 
Un usa ara ah kebun 5 Job 
Pkn dala nan S Jl 

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah: 
Yok duade ai bea oten AE 
“dee di Sd S3 


“Dari “Aisyah Ra. Berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersbda: 
Tidak diwajibkan zakat atas harta sampai ia mencapai satu tahun.” 


5) Harta tersebut harus mencapai satu nisab. Hal ini akan 


dijelaskan pada subbab di bawah ini. 


6. Nisab dan haul zakat badan hukum 


Berkaitan dengan nishab zakat badan hukum atau 
perusahaan, Yusuf al-Garadawi menyatakan: 


ISA GI Ls ea IL II yag ol VI lp JeL ol Lal Isl 
Oh ba oa SB ella Gal) oa lean email OI AI Lobeell 
AXkas Le | Ke ISI cal VI kalus —Lgs 3 OS Li- SIS JI Jala 
(ola Ah gl Keladi SS LAJU 0 perban al dilan ya DLS AJI 
Ula DVI 3g Haber al Lele Gal AI Li La ea 
BPN Jl Olla Goldlls (aladls alas lola 


S1 Tbid. 

2 Tbid., 11/8174. 

3 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, W/160. 

“Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah., V/440, hadis No. 1864: lihat juga Abu 
Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihagi, Sunan al-Baihagi, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 11/56, hadis No. 7524. 
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Urat ol oya de Lean oya BSI ongi Y SIS JI ola cl ei3 
La 9 ima 3S) okey LAS tadi plan lali Lebay 
MA La des Kla 2S JI La psi Gal pelan Jali 
DV gia JUL al) Jen II A3 RI DS HAJI Lol. J3 ya 
V0) al gan Jian BSN AJ ole dls AS Vo les el 
USS LS Kata aa TOL SY Tas Tb Am (BI 
S petai Iglatadl Idi el) 3 3S JI OT 18nbl 23 3 
Lg Jalwi (JI ikaludd Haa CAS pi Akaluad! si 

| 3 Ya NW Ela SSS If Tema oa 


Menurut pemikiran Yusuf Oaradawi, jika diambil dari pendapat 
yang melihat saham sesuai dengan jenis perusahaan dagangnya, 
di mana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka 
ia lebih cenderung menyamakan perusahaan-perusahaan itu (apa 
pun jenisnya) layaknya individu-individu. Perusahaan-perusahaan 
industri atau semi industri yang dimaksudkan adalah perusahaan- 
perusahaan yang modalnya terletak dalam en alat- 
alat, gedung-gedung, dan perabot, seperti percetakan, pabrik, 
hotel, kendaraan angkutan, taksi dan lain-lain zakatnya tidak 
diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan 
bersihnya sebesar 10 Y6. Sedangkan perusahaan perdagangan, 
yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam 
bentuk barang yang diperjual-belikan dan materinya tidak tetap, 
maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang 
berlaku di pasar, ditambah dengan keuntungannya. Oleh karena 
itu, zakatnya sekitar 2.5 96, setelah nilai peralatan yang masuk 
dalam saham, dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau 
mengenai harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas 
modal yang bergerak. Perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan 
dagang ini sama dengan perlakuan terhadap net dagang 
yang Temiliki perorangan." 


Yusuf @aradawi berpendapat bahwa nisab zakat profesi 
atau perusahaan yang profitable adalah senilai dengan 85 gram 
emas. Sementara ukuran zakatnya adalah 2,5 Yo. Sementara Syaikh 


65 Yusuf al-@aradawi, Figh al-Zakah., 11456. 
s6 Diterjemahkan oleh Ririn Fauziyah dalam, Pemikiran Yusuf 
@ardhawi., h. 166. 
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Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika menjawab mengenai 
zakat perusahaan beliau menyatakan: 

unta berusahaan-persahaan yang bergerak dalamindustri 
perdagangan wajib padanya zakat perdagangan. Dan tidak 
wajib pada alat-alat, perangkat keras, mobil, bangunan, peralatan 
yang ingin digunakan dan tidak ingin dijual untuk mengambil 
keuntungan. Atas dasar ini, maka cara menghitung zakat di akhir 
tahun Siah bahwa dihitung apa yang ada dalam simpanan 
perusahaan yang telah dibeli dan bertujuan untuk dijual... semua 
itu ditambah uang tunai yanga da di perusahaan atau yang engkau 
simpan di bank. Ditambah lagi dengan piutang yang ada di tangan 
manusia yang engkau harapkan bisa ditagih. Kemudian engkau 
keluarkan zakatnya sebanyak 2,5 96.” 


Berkaitan dengan nisab zakat badan hukum sebagaimana 
disebutkan dalam pasal 685 KHES 2008, dijelaskan pada pasal 
berikutnya, yaitu pasal 686 yang menyatakan: 

1. Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan 
kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup. 

2. Besarnya nishab sama dengan besarnya nishab pada zakat 
barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu 85 gram emas. 
Mengenai ukurannya, dinisbahkan pada zakat perdagangan, 
yaitu 2,596. 


D. Kewajiban Zakat bagi Lembaga Keuangan Syariah 


Berbagai bentuk badan hukum dalam lembaga keuangan 
syaraiah yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya wajib 
dizakati. Dalam hal ini yang mengeluarkan zakat adalah pimpinan 
atau yang mewakili pengelola lembaga-lembaga tersebut seperti 
direktur, manager dan sejenisnya. Zakat ini berbeda dari zakat 
pengelola lembaga tersebut sebagai person. Artinya, pengelola 
lembaga keuangan wajib mengeluarkan zakat dirinya sebagai 
zakat profesi yang diambil dari dana pribadi. Selain itu, pengelola 
juga bertanggung jawab mengeluarkan lembaga keuangan yang 
dananya diambil dari saldo lembaga. 


8 Syaikh Muhammad bin Shalih al-“Utsaimin, Fatwa tentang Zakat 
Perusahaan, alih bahasa Muhammad Igbal Ghazali, (islamhouse.com, 2009), 
h.4. 
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Lembaga keuangan syariah wajib dikeluarkan zakatanya, 
selain karena dasar hukum dan alasan-alasan yang telah dijelaskan 
pada subbab sebelumnya, juga karena lembaga keuangan syariah 
pada dasarnya adalah perusahaan atau badan hukum. Shbahaddin 
Zaim menjelaskan mengenai kewajiban zakat perusahaan atau 


badan hukum: 


“The position with regard to the liability of the company issuing shares, 
to pay Zakah in respect of its net assets, in addition to the share holders 
paying Zakah in respect of shares in their hands, is, however, unclear. 
One view is that a company is a judicial person in its own right, distinct 
Jrom the person of the shareholder, and that the payment of Zakah by 
him in respect of the shares he holds as a store of value, or goods for 
trade, does not absolve the company of its own distinct liability to pay 
Zakah in respect of its own net assets. The other view is that charging 
Zakah both Jrom the shareholders in respect of their shares, as also 
from the company in respect of iis net assets, may appear to amount 
to charging Zakah in respect of the same asset twice, within the same 
Zakah year, which is not permissible. This area may also need some 
more deliberation.” 


Berkaitan dengan badan hukum sebagai muzakki, dalam 
hal ini Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Muzakki adalah 
orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban 
menunaikan zakat. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang 
No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 1 ayat 
(5) yang menyebutkan bahwa: “Muzaki adalah seorang muslim 
atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat”, Selain itu, 
dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 ayat (2) juga 
disebutkan bahwa: “Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki 
oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat” 


Berdasarkan pemikiran dan landasan hukum di atas, maka 
sudah sangat jelas bahwa badan hukum juga termasuk muzakki 
atau pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan 
zakat. Hal ini karena badan hukum juga mempunyai ahliyatul ada 
dan ahliyatul wujub. Badan hukum yang wajib zakat adalah badan 
hukum yang menjalankan usaha. Setidaknya ada lima bentuk 
usaha yang biasa dijalankan seuatu badan hukum, yaitu: 


# LA. Imtiazi, et. all, Management of Zakah in Modern Moslem Society, 
(second edition), (Karachi: The Islamic Development Bank, 2000), h. 16. 
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1. Bidang industri. Misalnya pabrik radio, tv, motor, mobil, 
tekstil, dan lain-lain: 

2. Bidang perdagangan. Misalnya agen, makelar, toko besar, 
toko kecil, dan lain-lain: 

3. Bidang jasa. Misalnya konsultan, penilai, akuntan, biro 
perjalanan, perhotelan, dan lain-lain: 

4. Bidang agraris. Misalnya pertanian, peternak, perkebunan, 
dan lain-lain: 

5. Bidang ekstraktif. Misalnya pertambangan, penggalian, 
dan lain-lain. 


E. Penutup 


Macam dan jenis harta yang wajib dizakati mengalami 
perubahan dan perkembangan dari yang ditetapkan berdasarkan 
hadis atau praktik pada masa Rasulullah atau pada masa sahabat. 
Jenis, macam, nisab dan ukuran harta yang harus dikeluarkan 
zakatnya pada dasarnya sudah diatur secara skematis dalam hadis 
Rasulullah saw. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, 
aktiftas ekonomi juga berkembang. Aktifitas dan lembaga atau 
institusi yang profitable banyak didirikan, salah satu contohnya 
adalah lembaga keuangan dan produknya. 


Ulama kontemporer melakukan ijtihad progresif dan 
menyatakan bahwa lembaga atau badan usaha wajib di keluarkan 
zakatnya, meskipun hal tersebut tidak di ataur dalam hadis. 
Berdasarkan pemikiran dan hasil ijtihad ulama kontemporer, 
lembaga keuangan syariah dengan berbagai varian bentuknya 
wajib dikeluarkan zakatnya. Lembaga keuangan syariah 
merupakan badan hukum yang mempunyai ahliyatul ada? dan 
ahliyatul wujub. Lembaga keuangan syariah termasuk badan 
hukum yang menjalankan usaha, baik bergerak dalam bidang jasa, 
maupun produk keuangan syariah. 


” Richard Burton Simaratumpang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.1. 
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HUKUM JUAL BELI (AL-BAI) 
DENGAN SISTEM KREDIT 


A. Pendahuluan 


Jual beli sebagai salah satu bentuk mu'amalah telah 
berkembang, baik bentuk akad maupun cara yang digunakan 
untuk melaksanakan akad. Apa pun bentuk dan cara akad dalam 
mu'amalah, termasuk dalam jual beli, yang jelas salah satu syarat 
pokok yang harus dipenuhi adalah adanya rasa saling rela (taradin) 
dan tidak adanya keterpaksaan. 


Selain variatifnya bentuk akad dan cara pelaksanaan akad, 
dalam jual beli juga terdapat macam-macam cara pembayaran 
harga barang obyek jual beli dari sisi waktu. Ada pembayaran yang 
dilakukan sebelum barang diserahkan, yaitu dalam jual beli salam 
dan istisna'. Ada juga pembayaran yang dilakukan secara berangsur 
setelah barang obyek jual beli diserahkan terlebih dahulu. Jual beli 


semacam ini dinamakan dengan jual beli dengan sistem kredit. 


Lalu bagaimana jual beli semacam ini bila ditinjau dari 
perspektif fikih mu'amalah? Jual beli kredit, sebagai salah satu 
bentuk mu'amalah memang secara spesifik belum ditentukan 
hukumnya adalam nass, baik dalam al-@uran maupun al-Sunnah. 
Namun demikian, sebagai salah satu bentuk mu'amalah, hukum 
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jual beli dengan sistem kredit mengikuti kaidah “hukum dasar 
mu'amalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya”. 
Berdasarkan hal ini, secara sekilas kita bisa mendapatkan gambaran 
bahwa mengenai hukum jual beli dengan sistem kredit. 


Kajian dalam sub-bab ini akan menelusuri lebih jauh 
mengenai hukum jual beli dengan sistem kredit dalam perspektif 
fikih. Kajian ini juga menjelaskan konsep dasar jual beli, konsep 
jual beli kredit, kajian argumen kelompok yang melarang dan 
memperbolehkan serta syarat-sayarat diperbolehkannya jual beli 


kredit. 


B. Konsep Dasar Jual Beli 
1. Definisi 


Jaual beli (al-bai') secara etimologi atau bahasa adalah 
pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupkan 
istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi 
transasksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. 


Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang 
mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanaf, beliau 
menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang 
dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi 
dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan 
membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar 
tersebut dilakukan dengan ijab gabul atau saling memberi (Ta'ati). 
Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar 
menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti 
tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang 
yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu 


dan seterusnya.' Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar 


' Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar Al- 
Fikr, 2005), V/1-2. 
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menukar barang atau sejenisnya.? Al-Syarbini dalam kitab Mugni 
al-Mukhtaj mendefsikannya: 
ae SI pg Ara Jl Ju Ant 


5 


“Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu” 


Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat 
diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah 
adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang 
dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad 
tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obyek 
jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti 
barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau 
ijarah yang obyeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka 
sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa 
adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu 


pihak, maka jual beli tidak sah. 


2. Dasar Hukum Jual Beli 


Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai 
dasar hukum yang jelas, baik dari al-Ouran, al-sunnah dan telah 
menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan 
hanya sekadar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media 
untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama 
manusia. 


a. Dasar dalam al-Guran 


1. Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 275: 
gak 


2? Imam al-Nawawi, Raudah al-Thalibin wa Umdah al-Muffin, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/400. 

' Ibnu @udamah, Mughni al-Mukhtaj ila Marrifati Alfaz al-Minhaj, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/400. 
Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Mukhtaj ila Marifah al-Al/faz, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), V1/212. 
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“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 
Surat al-Bagarah ayat 282: 


KAA 
“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli:” 


Firman Allah dalam surat Aa ayat 198 


2 PL OA Sg Tarra DA -. ah 

5 Ya or yee Ae md 
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kan Ta beban 
dari Tuhanmu. 


Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29: 


£ -G 22 tata 


Ol YP JBS, en : 
LK K AA Me 2 SP PA LSG 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 


b. Dasar dalam al-Sunnah 


Dasar hukum yang berasal dari al-sunnah antara lain adalah 


sebagai berikut: 


1. 


Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi 
al-Bazar dan Hakim: 


o 


desi 


Pa 


Ii Piala le dn la - Ppap 
Anie sos ad Je 


“Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat 
mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: 
pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual 
beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)” 


| 


4 Badruddin al-'Aini al-Hanafi, Umdatul Gari Syarhu Sahih al- 


Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
XVII/289. 
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2. Rasululah SAW Bersabda: 
PE Mhs lan Jo du d,25 JB 
“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar 
saling merelakan” 
3. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu 
Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid: 


| ya dana AP ES yi j3 Uban Gs 
Pep an | & Ea EPA ah sia —huag si Aw 
8 Welag 213 


“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi 
SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya 


4 


di surga) dengan para Nabi, shiddigin dan syuhada'. 

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma? ulama dari 
berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya 
dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui 
sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang 
memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam 
pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat 
merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia 
juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES) pasal 56-115. 


C. Rukun dan Syarat Jual Beli 


Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus 
ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. 
Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanahyah 
menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut 


5 Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Guzwaini, Sunan Ibnu 
Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
11/737. 

S Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Tumudzi, 
Sunan al-Turmudzi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), V199. 
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mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela 
yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan 
barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap 
berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal- 
hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, 
obyek jual beli dan nilai tukarnya. 


Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: 
para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafal 
ijab dan gabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar 
pengganti barang.” 


Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat 
terpenuhinya akad (syurut al-in'igad), syarat pelaksanaan jual 
beli (syurut al-nafadz), syarat sah (syurur al-sihhah), dan syarat 
mengikat (syurut al-luzum). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan 
untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa 


kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. 


Pertama, syarat terbentuknya akad (syurut al-in'igad). Syarat 
ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad 
jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan 
transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan 
obyek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan 
transaksi atau akad ada dua, 

1. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau 
mumayyiz'. Dengan adanya syarat ini maka transaksi 
yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Meurut 
Hanafyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi 
yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalah 
sah: 

2. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, 
karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu 


7 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami ., V/6. 
$ Mumayyiz adalah mempunyai kecakapan untuk membedakan 
mana yang baik dan yang buruk, mana yang merugikan dan mana yang 


tidak. 
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pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan 
yang menerima. 


Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian 


antara ijab dan gabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, 


akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang 


berkaitan dengan barang yang dijadikan obyek transaksi ada 


empat, yaitu: 


1. 


yaitu: 


Barang yang dijadikan obyek transaksi harus benar-benar 
ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau 
tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti 
adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan 
induknya, 

Obyek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat 
dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana 
mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan: 

Barang yang dijadikan obyek transaksi merupakan hak 
milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat 
ini, maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli 
air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, 
karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna: 

Obyek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan 
syarat ini maka tidak sah jaul beli binatang liar, ikan di 
lautan atau burung yang berada di awang, karena tidak 


dapat diserahkan kepada pembeli. 


Sementara syarat yang terkait ijab dan gabul ada tiga, 


. Ijab dan gabul harus dilakukan oleh orang yang cakap 


hukum. Kedua belah pihak harus berakal, mumayyiz, tahu 
akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya 
merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat sigat 
akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi 
berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak 
yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut, 
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2. Kesesuaian antara gabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas 


maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang 
diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab 
lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transkasi 
tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli mejawab lebih 
singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi 
tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem 
pembayaran, 

Ijab dan gabul dilakukan dalam satu majlis, sekiranya para 
pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat 
secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang 
berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya 
perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu 
lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama 
Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan gabul) 
dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syaf'iyyah 
dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab 
dan gabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang 
dilakukan dengann media surat juga sah, meskipun pihak- 
pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, 
karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya 
mewakili para pihak. 


Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syurur al- 


nafadz) ada dua, yaitu: 


1. 


Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing 
pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum 
dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk 
melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas 
ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus 
cakap hukum.” 


2. Barang yang menjadi obyek transaksi jual beli benar-benar 


milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan 
kepemilikan orang lain. 


”Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al Islami. ..,VN/31. 
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Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, 


yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah 


syarat-syarat yang telah disebutakan di atas dan ditambah empat 


syarat, yaitu, 


1 
2. 


Barang dan harganya diketahui (nyata), 

Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaggat), karena 
jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan 
hak untuk selamanya: 

Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan 
demikian maka tidak sah jaul beli dirham dengan dirham 
yang sama, 

Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti 
syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang 
merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara” dan 
tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu 
masyarakat.' 


Sementara syarat khusus ada lima, yaitu: 

Penyerahan barang yang menjadi obyek transaksi sekiranya 
barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak 
dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan, 
Diketahuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah 
dan wadi'ah: 

Barang dan harga penggantinya sama nilainya: 
Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang 
sebagai modal dalam jual beli salam, 

Salah satu dari barang yang ditukar bukan hutang 
piutang." 


Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan 


keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. 


Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu: 


10 Ibid., V/32. 
MN Ibid,, V/43-44. 
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1. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa 
paksaan dari pihak mana pun: 

2. Penyerahan obyek transaksi jual beli tidak menimbulkan 
bahaya, 

3. Bebas dari garar, 

4. Bebas dari riba. 


Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya 
sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat- 
syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad 
sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan 
akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad fasid adalah 
akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. 
Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya 
tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.'? 


Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli." 
Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat 
sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut 
dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat 
yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad 
jual beli: 


1. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak 
mengikat para pihak, 

2. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan 
hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, 
selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut 
belum mengikat. 

Apa pun bentuk jual beli, apa pun cara dan media 
transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana 
dijelaskan di atas. Transaksi di dunia maya sebagi salah satu bentuk 
jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas. 


? Ibnu Nujaim, al-Asybah wa al-Nazair, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1985), h. 337. 
$ Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al Islami... V/44-45. 
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D. Kajian Hukum Jual Beli dengan Sistem Kridit 
1. Konsep Dasar Jual Beli dengan Sistem Kredit 


Konsep dasar jual beli telah dijabarkan pada sub-bab di atas. 
Selanjutnya adalah penjelasan mengenai jual beli dengan sistem 
kredit. Namun sebelum menjelaskannya, perlu diketahui konsep 


kredit. 


Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur- 
angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.Kredit 
dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami yang kajiannya 
secara mendalam dijabarkan pada sub-bab selanjutnya. Sistem 
jual beli ini dikenal dengan istilah atau bai” bis-saman al-ajil. 
Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual 
sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara bai' bi al-tagsit 
memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa 
waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan." 


Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur- 
angsur, baik itu jual beli maupun pinjaman-meminjam. Misalnya 
seseorang memneli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10 
persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian 
tahun dan dibayar sekali dalam sebulan. Contoh lain, seorang ibu 
rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seorang 
pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan 
penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan 
uangmuka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran 
dilakukan dengan angsuran satu kali dalam satu minggu." 


Jual beli kredit atau ba'i bisaman ajil dikenal dengan jual 
beli tertangguh/kredit yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan 
penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan 
ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini 


MAI Amien Ahmad, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?, (Jakarta: 
Gema Insani Press, tth), h. 6. 

5 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 
299 
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berbeda dengan ba'i as-salam, yang mana pembayaran dilakukan 
secara tunai sedangkan pengantaran barang ditangguhkan." 


Jual beli angsur (kredit) dikenal pula dengan huurkoop 
yaitu jual beli dengan cara mengangsur. Jual beli seperti ini terjadi 
biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya 
kelas menengah ke bawah."Jual beli kredit juga dapat diartikan 
sebagai suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, 
yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara 
berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah 


disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual)." 
Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang 


dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima 

barang sebagai obyek jual beli, namun belum membayar harga, 

baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan 
secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Sulaiman bin Turki 
mendefinisikan jual beli kredit: 

SES Sein Plan NET IE BA S3 JEP yAb IE aa IE it 
“Jual beli dimana barang diserahterimakan terlebih dahulu, sementara 
pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan 
kesepakatan” 

Dalam ba'i muajil terdapat beberapa ketentuan. Penentuan 
harga dalam jual beli dilakukan secara bertempo. Jika harga telah 
disepakati dalam kontrak jual beli, maka harga tersebut tidak 
berubah, yakni harga itu mengalami penurunan jika pembayaran 
dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, atau mengalami 


1 Hulwati, Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan 
Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: Ciputat 
Press, 2009), h. 89 

"7 Hendi Suhendi, Figh Muamalah., h.304. 

'8 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian 
dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50 

" Sulaiman bin Turki al-Turki, Bai? al-Tagsit wa Ahkamuhw' (Saudi 
Arabia: Dar Isbiliya), 11/348. 
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kenaikan jika terjadi keterlambatan pembayaran. ? Jual beli 
secara kredit atau tempo tergolong jual beli yang diperbolejkan, 
jika tujuan orang yang melakukannya murni untuk mengambil 
manfaat dari barang yang ia beli atau untuk diperjualbelikannya 
kembali. ?' 


Sistem jual semacam ini dapat dilakukan setelah ada 
kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli. Biasanya jual 
beli semacam ini dilaksanakan antara pihak penjual dan pembeli 
dengan berbagai pertimbangan. Jual beli dengan sistem kredit 
pada dasarnya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Si 
pembeli dapat membayar harga barang secara angsur, sementara 
penjual akan mendapatkan keuntungan yang representatif dengan 
jangka waktu tertentu. Jangka waktu pembayaran angsuran 
mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sesuai dengan 
kesepakatan. Tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu pendek. 
Sulit sekali ditetapkan keuntungan krdit-kredit yang berjangka 
amat pendek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
likuiditas usaha penawaran atas pinjam-meminjam jangka pendek 
ke dunia usaha.? 


Dalam sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka 
pendek bergantung pada volume investasi jangka panjang dan 
meluasnya kredit perdagangan (kredit yang diberikan oleh suatu 
perusahaan kepada perusahaan lainnya) sangat dominan. Kredit 
yang dibutuhkan untuk jangka waktu satu minggu atau satu bulan 


dapat diperkirakan pada tingkat makro. 


2. Hukum Jual Beli Barang secara Kredit 


Menurut Anwar Igbal Oureshi, fakta-fakta yang objektif 
menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal 


2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2010), h. 126 

21 Said Abdul Azhim, Jual Beli, (Jakarta: @ishti Press, 2008), h. 35. 

?2 Muhammad Najatulallah Shidigi,Bank Islam,(Bandung: Pustaka, 
1984), h. 124 
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ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut 
Oureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa 
adanya kredit dan pinjaman.? 


Ulama dari empat madzhab, Syaf'iyah, Hanafyah, 
Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama 
membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang 
menjadi obyek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih 
tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, 
yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual 
beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam 
ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash 
dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan 
cash atau kredit.“ 


Sebagai deskripsi untuk memperjelas, Ahmad hendak 
menjual mobilnya, ia menawarkannya kepada Burhan “Burhan, 
belilah mobilku ini, kalau cash 100 juta, kalau kredit selama satu 
tahun 120 juta.” Kemudian Burhan menjawab “Oke, Aku beli 
dengan sistem kredit 120 juta selama setahun.” Maka transaksi 
semacam ini diperbolehkan. Berbeda halnya bila dalam transaksi 
terjadi tawar menawar atau transaksi yang tidak jelas. Misalnya 
Ahmad menawarkan “Burhan, belilah mobilku ini, kalau cash 100 
juta, kalau kredit selama satu tahun 120 juta.” Kemudian Burhan 
menjawab “Oke, Aku beli.” Tanpa ada kejelasan, apakah Burhan 
membeli dengan cara cash atau kredit, maka transaksi semacam ini 
tidak diperbolehkan. Menurut jumhur transaksi semacam ini batal, 
sementara menurut Hanafyah fasid, karena ketidakjelasan transaksi. 
Transaksi semacam ini merupakan transaksi yang mengandung 


dua akad sekaligus dan dilarang berdasarkan hadis nabi?: 


? Anwar Igbal @ureshi,Islam dan Teori Pembungaan Uang/Jakarta: 
Tintamas, 1985), h. 214 

4 Baca Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh..., V/147. 

? Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Faraj, Figh al-Buyu' (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/24. 
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PG Ia aa ehi 
“Rasulullah melarang dua pembelian dalam satu pembelian” 
Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan dishahihkannya)” 

y y 


Ibnu Sirin berpendapat, bila ada orang yang mengatakan 
“Aku jual barang ini 10 dinar kontan, dan 15 dinar kredit”, maka 
transaksi semacam ini hukumnya makruh.” Menurut Sufyan al- 
Tsauri, bila model transaksinya semacam ini, berarti ada pilihan 
salah satu dua model pembayaran. Bila si pembeli menyetujui salah 
satu, tidak masalah, karena bentuk transaksinya jelas. Berbeda 
halnya bila pembeli diam tidak menentukan atau memilih dari dua 
model pembayaran yang ditawarkan si penjual, maka berarti akad 
tidak jelas, dan ada dua akad dalam satu transaksi, dan model akad 
semacam ini dilarang berdasarkan hadis Rasulullah sebagaimana 
disebutkan di atas. 

Mengenai maksud “haiatain fi bai'atin”, Imam Syafi'i 
memberikan contoh: 


o £ 


DI BAK IS ek OT Je HL KAI 5 ku 1, Ol 


PAT 2530 Ge 
“Seseorang mengatakan: saya jual budak itu kepadamu seharga seribu, 
dengan syarat kamu menjual harga rumahmu dengan harga sekian. 
Maksudnya, jika kamu menetapkan milikmu menjadi milikku, maka aku 
pun menetapkan milikku jadi milikmu” 


Maksud dari hadis tersebut adalah larangan terjadinya dua 
akad dalam satu transaksi. Karena, dalam hadis tersebut terjadi 


dua akad, yaitu akad jual-beli budak dan akad jual-beli rumah, 


26 Abu “Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, Sunan al- Nasa'1, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V11/340, 
hadis nomor 4646: Imam ahmad, Musnad Ahmad, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XXI/449, hadis nomor 10418. 

2 Lihat Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Silsilah al-Sahihah, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/325. 

2 Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Ibn Hajr al-Haitami, Tuhfah 
al-Minhaj bi Syarh al-Minhaj, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- 
Isdar al-Sani, 2005), XVI1/54: Muhammad al-Khatib al- Syarbini, Mughni 
al-Mukhtaj ila Marrifah al-Alfaz, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah 
al-Isdar al-Sani, 2005), VI/362. 
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yang terjadi secara bersamaan dalam satu transaksi. Namun ulama 
kemudian berbeda pendapat dalam menentukan “llat hukumnya. 
Ada yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena persamaan 
hukum dari dua akad tersebut, sehingga jika dua akad tersebut 
hukumnya berbeda (mukhtalifa al-hukmi) — seperti bai' dan ijarah 
-—- maka boleh hukumnya. Ada pula yang mengatakan bahwa 
alasannya adalah karena ketidakjelasan harga masing-masing 
(jahalatul iwadli/tsamani).? 


Sementara Ibnu Hazm menyatakan model akad sebagaimana 
dijelaskan di atas adalah mutlak batal atau tidak sah. Al-Khathabi 
mengatakan “Apabila harga tidak jelas, maka jual beli menjadi 
batal, sementara apabila si pembeli memeilih atau menentukan 
salah satu akad dalam majelis akad, maka sah. " 


Memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga 
dalam sistem jual beli kredit. Namun, adanya penambahan harga 
dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran 
barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit 
dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit 
karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena 
adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan. Selain 
itu, tambahan yang diberikan merupakan barang sejenis dari dari 
yang diberikan salah satu pihak, misalnya emas dengan emas, beras 
dengan beras dan sebagainya. Sementara dalam jual beli kredit, si 
pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima pembayaran 
dalam bentuk uang, artinya dari barter ini dari jenis barang yang 
berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli sistem kredit 
menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan 
sejumlah uangnya berhenti pada si pembeli untuk beberaapa 


? Muhammad Lubabul Mubahitsin, MLM dalam Perspektif Hukum 
Islam, Makalah tidak dipublikasikan, 2007, hal. 8. 

2 Lihat Muhammad Nashiruddin al-Albani, al-Silsilah al-Sahihah..., 
V/325. 
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waktu, padahal bila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa 
jadi dikembangkan atau sebagai tambahan modal usaha.” 


Setidaknya ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual 
beli dengan sistem kredit, ada yang memperbolehkan dan ada 
yang melarang. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan 
menambah harga sebagai ganti atas penundaan pembayaran. 
Ulama yang berpendapat demikian antara lain adalah jumhur 
ulama, termasuk ulama empat madzhab, ulama salaf dan ulama- 
ulama kontemporer. Ibnu Gudamah menyatakan: 


Jnd dja ol 2eN 13 MAS SI 3D 38 G3 383 Ea 
23 mg SI LAS US EA NS ya, 

“Diriwayatkan dari Thaus, Hikam dan Hammad mengatakan “Tidak 
menjadi masalah bila anda mengatakan: Aku jual barang ini dengan 
harga kontan sekian dan kredit sekian? Dalam hal ini harga yang berlaku 


diantara penjual dan pembeli adalah harga yang disepakati, yaitu salah 
satu harga dari dua harga, cash dan kredit.” 


Sementara Imam Turmudzi mengatakan: 
be ABG IS Sa petan Tenang By Aka DPI lia Eat #asldl JB ISI 
33 Logis Jl ole Sain IS ISI jab YG Load! 
“Apabila sang pemnjual mengatatakn: Aku jual baju ini dengan harga 
kontan 10 dan dengan 20 bila harga kredit atau tunda. Apabila keduanya 
membedakan dua transaksi tersebut, membuat kesepakatan dengan salah 
satu dari dua harga yang ditawarkan penjual maka tidak masalah”. 
Islam memperbolehkan pihak yang membeli barang, 
kemudian menjualnya, baik secara cash maupun kredit. Melebihkan 
harga karena penundaan pembayaran (ajal) diperbolehkan 
berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan Amr bin “Ash: 


1 Baca Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami ..., V/148. 

2 Muhammad Sir Sur, Bai al-Murabahah lil Amir bi al-Syira, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/79-80. 

3 Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Tumudzi, 
Sunan al-Turmudzi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), V/137. 
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3185 AD 1JE Ah 255 LAI 33 Ge Ip AE Ina Ae 58 
#BLAN Jd Ioi 33 JAENA 3 ALE AMI IS WI 
Menanggapi hadis di atas, alasan yang dikemukakan 
al-Syantigi yang memperbolehkan penambahan harga karena 
penundaan dan bukan merupakan riba adalah karena penambahan 
harga bukan merupakan suatu yang terukur, seperti ditimbang, 
diukur dan sebagainya. Sementara riba merupakan berkaitan yang 
terukur. Dengan demikian seseorang yang menjual mobil dengan 
harga cash 90 juta, kemudian dengan harga kredit 100 juta, maka 
hal itu diperbolehkan, selama tidak ada kecurangan dan penipuan. 
Artinya, pembayaran dilakukan dengan secara angsuran, misalnya 
selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulan. Hadis 
di atas menunjukkan bahwa harga cash berbeda dari harga kredit. 
Namun demikian diharamkan apabila terjadi akad demikian “Aku 
jual mobil ini 100 juta, kalau Anda bayar tahun depan 150 juta, 
dan bila Anda bayar dua tahun kemudian jadi 200 juta”. Atau 
menambahkan secara presentase, misalnya apabila dibayar ditahun 
pertama menambahkan harga 1096, tahun kedua 2096 tahun ketiga 
30Y6 dan seterusnya. Karena hal ini memberatkan si pembeli. 


Sulaiman al-Turki menegaskan bahwa ulama telah 
bersepakat bahwa boleh menaikan harga dari harga kontan 
apabila pembayaran dilakukan secara kredit. Memang ada yang 
berpendapt bahwa penambahan harga barang karena pembayaran 
dilakukan secara kredit adalah riba, namun pendapat ini minim 
dan syadz yang dalilnya sangat lemah. Namun demikian, 
diharamkan membebankan tambahan harga kepada pembeli 
karena keterlambatan membayar. Begitu juga tidak diperbolehkan 


4 Abu Bakar Ahmad bni al-Husain bin “Ali al-Baihagi, Sunan al- 
Baihagi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
11/78, hadis nomor 10834. 

? Al-Syangithi, Syarh Zad al-Mustagna', (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), X111/347. Lihat juga Sulaiman bin Turki 
al-Turki, Bai' al-Tagsit wa Ahkamuhn, (Saudi Arabia: Dar Isbiliya), II/ 350. 
Baca juga Majallah al-Buhus al-Islamiyah, al-Riba wa Anwa'uhu, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), XXXIX/484. 
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menunda-nunda pembayaran dari waktu yang telah ditentukan 
dalam kesepakatan. Begitu juga si penjual tidak diperbolehkan 
meminta angsuran sebelum waktunya.” 

Dalam jual beli kredit, kewajiban pembayaran tidak bisa 
gugur dengan kematian atau kepailitan sang pembeli. Sang pembeli 
menjadi yang paling berhak untuk dilunasi hutang-hutangnya 
daripada orang lain yang mempunyai hutang yang bukan karena 
jual beli kredit. Pembeli juga berhak untuk menentukan apakah 
jual beli tetap dialanjutkan atau dihentikan. Namun demikian, 
penjual diperbolehkan mengambil barangnya kembali dengan 
syarat ia tidak mengambil uang angsuran atau uang muka dari 
sang pembeli. 


Allah berfirman dalam surat al-Talag ayat 3: 
Ka ISA JAN 


“..Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 


sesuatu” 


Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit 
berhujjah dengan ayat, hadis dan kaidah fighiyah: 


1. Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 275: 
na 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 


Keumuman ayat ini menunjukkan dihalakannya jual beli, 
baik dilakukan dengan dua harga cash dan kredit maupun 
jual beli hanya dengan harga cash. 


2. Firman Allah dalam Surat al-Nisa' ayat 29: 
aci -G pad A Lan In Le BI F5 ana — Go “A6 
Ol YP JI an SIA LE Y gala DI 
2 NN 


2 Sulaiman bin Turki al-Turki, Bai' al-Tagsit..., 1W/ 350. 
37 Jbid., H/ 351. 
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Bukhari..., 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." 


Menurut jumhur, diantara sistem pembayaran dalam 
jual beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan 
kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan 
keuntungan. Kredit merupakan bagian dari jual beli dan 


bukan bagian dari riba. 
Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 282: 


ES LA YA Dah PAC AK AN GE 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” 
Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan 
tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah 
ditentukan sesuai kesepakatan.” 


Hadis riwayat Aisyah ra.: 


01. 


Ma ea Haa an tata 32 


“Dari Aisyah Ra. Berkata Burairah menebus dirinya dari majikan 
dengan membayar sembilan awag setiap tahun, dan ini merupakan 
pembayaran secara kredit. Hal ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan 
beliau menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan 
harga kontan atau ditambah karena adanya tempo pembayaran. 


Hadis riwayat Abdullah bin Amr: 


SA Ie S3 ORA 353 Pb MS 383 
Ie ET At NI SA Ui Gd laga elus 


SAI Jl isak AN JT ES TE SAI 
“Dari Abdullah Ibnu Pa Ibnu al-'Ash Radliyallaahu “anhuma 
bahwa Rasulullah Shallallaahu “alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk 


8 Muhammad Shir Shur, Bai' al-Murabahah lil Amir bi al-Syira, 1/81. 
? Muhammad Shir Shur, Bai' al-Murabahah lil Amir bi al-Syira, 1/81. 
0 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Shohih al- 
IX/301 hadis Nomor 2563. 

“ Muhammad Sir Sur, Bai' al-Murabahah..., W81. 
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menyiapkan pasukan tentara, tetapi unta-unta telah habis. Lalu beliau 
menyuruhnya agar menghutang dari unta zakat. Ia berkata: Aku 
menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat.” 


Hadis ini dengan jelas menunjukkan diperbolehkan me- 
nambah harga karena pembayaran yang ditunda (kredit).? 


6. Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem 


kredit juga berhujjah dengan kaidah: 


83 pian GE IIS Jas SEE GAN 3 SI 
“Pada dasarnya hukum mu'amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang 
melarangnya” 
Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem 
kredit, berdasarkan kaidah di atas, maka berarti jual beli 
semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar 
mu'amalah, yaitu halal. Transaksi semacam ini juga berbeda 
dengan riba nasi'ah, karena jual beli kredit pertambahan 
harga sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang 
diberikan. Sementara dalam riba nasi'ah pertambahan uang 
hanya sebagai ganti atas penundaan pembayaran hutang.“ 


7. Argumen lain yaitu dengan menggunakan mafhum 


muwafagah dari hadis: 

dal AMI ho — LAIN G6 JB — Lgs AU Bo nba il ya 

sa IE BIG GEA ABU Diki A3 Kasad - paka 
8 (aa Na Il (aa 0333 (aa IA HA 


4 Ihid. 

43 Syaikh Abdurrahman bin Nasir As Sa'di, al-Yawa'id wal Usul, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/204. Dasar 
hukum kaidah di atas adalah surat al-Maidah ayat 1, al-Isra' ayat 34, al-An'am 
ayat 145, al-Nisa' ayat 29, dan hadis: : 

Mes JA AS AN SA Jaa ea eU asa 
(Abu Walid al-Bajdi,al-Muntaga Syarh al-Muwatta, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 20051, 111/276). 

“Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Faraj, Figh al-Buyw'..., /24-25. 

5 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Shohih al- 
Bukhari..., VI1/239, hadis nomor 2240, lihat juga Muslim bin al-Hajjaj 
Abu al-Hasan al-Ousyairi al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Digital Library, al- 
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“Dari Ibnu “Abbas RA, beliau berkata: ketika Nabi shallallahu “alaihi 
wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah 
biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga 
tahun, maka beliau bersabda, “Barang siapa yang memesan sesuatu maka 
hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh 
kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh 
kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua 
belah pihak) pula.” 

Logika hukum yang dapat diambil dari hadis di atas 
yaitu dengan mafhum muwafagah. Hadis di atas menjadi dalil 
diperbolehkannya jual beli salam, jual beli dimana sang pembeli 
melunasi terlebih dahulu harga barang, sementara barang masih 
dalam proses pembuatan atau pemesanan (inden) dan akan 
diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah 
pihak. Apabila membayar lunas terlebih dahulu dan penyerahan 
barang di kemudian waktu diperbolehkan, berarti apabila yang 
terjadi sebaliknya juga boleh, yaitu penyerahan barang terlebih 
dahulu, kemudian pembayaran harga di kemudian waktu, baik 
harga sama dengan harga cash maupun bertambah karena seiring 
dengan berjalannya waktu. 


Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara 
lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur, Imam 
Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiyah serta 
sekelompok ulama kontemporer. Mereka berargumen dengan 


ayat, hadis Nabi dan dalil agliyah: 
1. Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 275: 


2 G 


Ipa KA IN, 


Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11/1226, hadis nomor 1604: 
lihat juga Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin “Amr al-Azadi Abu Daud, 
Sunan Abn Daud, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), X/287, hadis nomor 3465, lihat juga Abu “Abdurrahman Ahmad 
bin Syu'aib al-Nasai, Sunan al- Nasa1 ..., VII/335, hadis nomor 4630: 
Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahak al-Turmudzi, Sunan 
al Turmudzi..., V/272 hadis nomor 1359: Abu “Abdullah Muhammad bin 
Yazid al-Guzwaini Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah. .., V11/148, hadis nomor 
2366: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad ..., IV/491, hadis 
nomor 1965. 
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Nasal..., 


“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 


Ayat di atas meng haramkan riba, termasuk tambahan 
harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan 
pembayaran. 


Hadis riwayat Abu Hurairah: 


E.- 


Bo ea sita 13 SE Io IM Opa aa 
WIN arit 


“Dari Abu Hurairah Radiallahu “anhu bahwa Rasulullah Sallallhu “alaihi 
wa Sallam bersabda: barangsiapa menjual dengan dua bai”ah dalam satu 
baiah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih 
harga yang paling rendah atau riba”. 

Dalil agliyah antara lain, pengambilan tambahan harga 
karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli 
sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran 
dalm giradh. Pengambilan tambhan pembayaran karena 
penundaan pembayaran dalam giradh diharamkan, maka 
sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli. “ 


Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit 
juga berargumen bahwa orientasi penjual hanya sekadar 
keuntungan dan bukan menolong sang pembeli. Hal ini 
terbukti dengan pertambahan harga seiring perjalanan 
tempo pembayaran, artinya, semakin lama tempo yang 
diminta oleh sang pembeli, maka semakin tinggi juga harga 
yang harus dibayarnya. Harga barang menjadi hutang 
bagi pembeli, dan akan semakin berlipat ganda seiring 
perjalanan waktu. Selain itu, mereka melarang berdasarkan 


hadis nabi: 


Peng SE 3 Aa SAI IS 3 
“Rasulullah melarang dua pembelian dalam satu pembelian” 
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dan dishahihkannya)” 


4 Muhammad Sir Sur, Bai' al-Murabahah..., 1/83. 
7 Abu “Abdurrahman Ahmad bin Syw'aib al-Nasai, Sunan al- 
VI1/340, hadis nomor 4646: Imam ahmad, Musnad Ahmad .., 


XX1/449, hadis nomor 10418. 
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Kalangan yang melarang jual beli dengan sistem kredit 
menafsirkan hadis di atas dengan jual beli dengan dua harga, yaitu 


cash dan kredit. 


Jumhur menyanggah argumen ulama yang melarang. 
Penambahan harga hampir terjadi dalam semua sistem jual beli, 
dan ini berlaku umum. Penambahan harga dalam jual beli tidaklah 
dilarang, kecuali tambahan-tambahan yang merugikan atau 
mengandung unsur zhalim. Tambahan-tambahan yang terlarang 
telah dijelaskan dalam hadis mengenai barter barang-barang 
komoditi yang sejenis: 

Selain itu, harga bukan termasuk komoditi yang terukur 
dengan takaran atau timbangan, oleh karena itu tidak dapat 
dikategorikan riba. Tambahan yang dilarang adalah yang 
disyaratkan sejak awal sebelum terjadinya transaksi, adapun 
tambahan yang terjadi saat akad, maka bukanlah riba yang 
terlarang." 


Sementara mengenai hadis nabi yang meralang adanya dua 
akad dalam transaksi, hadis tersebut adalah larang terhadap jual beli 
'ainah dan bukan jual beli kredit. Jual beli “ainah adalah jual beli 
dimana seorang pembeli menjual barang yang dibelinya dengan 
cara kredit padahal barang itu dibelinya dengan harga tunai dengan 
harga yang sangat murah. Maka riba dalam katagori “ainahini 
sangat jelas. Karena pembeli bersepakat atas harga yang ditentukan 
oleh penjual dan diharuskan bagi pembeli untuk membayar harga 
barang pada waktu tertentu dengan jumlah penambahan tertentu 


ditambah dengan harga asli. 


Ada sanggahan terhadap penyamaan — penambahan 
pembayaran dalam transaksi girad dengan ju'alah, dalam girad yang 
terjadi adalah utang-piutang, uang dengan uang, sementara dalam 
jual beli kredit barter dari jenis yang berbeda, yaitu uang dengan 
barang. Dengan demikian dua hal ini tidak dapat disamakan, 
termasuk hukum penambahan pembayaran karena adanya tempo. 


Penulis lebih condong dengan pendapat jumhur ulama 
yang memperbolehkan jual beli kredit. Terlebih jual beli kredit 


8 Muhammad Sir Sur, Bai' al-Murabahah..., 1/84. 
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harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan 
ulama. Persyaratan tersebut adalah sebagi berikut: 


1. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba: 


2. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual. 
Tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan 
miliknya, atau barang masih dalam penguasaan pihak lain. 
Larangan ini berdasarkan hadis sebagai berikut: 

eat “£ 1 As Oa NN SN PANDAN ESA 2 An 
SBU SIB EN SEM SA UJE Te aaa 
1 Si SC JB DISET caie 

“Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, Wahai 
Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin 
mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. 
Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar 


setelah bertransaksi dengan orang tersebut?” Kemudian, Nabi bersabda, 
Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki” 


Konsekuensi dari adanya syarat di atas, maka sebuah 
lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan membuat 
kesepakatan jual beli secara kredit dengan konsumen, 
selama barang yang menjadi obyek jual beli belum 
berada di bawah kepemilikan lembaga tersebut. Hal ini 
sama saja menjual barang yang bukan hak miliknya, atau 
menjual hutang dengan hutang. Meskipun pihak lembaga 
pembiayaan telah membuat kesepakatan dengan produsen 
atau pemilik barang, hal ini tetap tidak diperbolehkan, 
selama bukan kesepakatan pemindahan kepemilikan.” 

3. Barang diserahkan kepada pembeli oleh sang penjual, 


“9 Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin “Amr al-Azadi Abu Daud, 
Sunan Abu Daud, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), X/340, hadis nomor 3505, lihat juga Abu “Abdurrahman Ahmad bin 
Syu'aib al-Nasai, Sunan al- Nasai, V1/334, hadis nomor 4627, lihat juga 
Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahak al-Turmudzi, Sunan 
al Turmudzi..., V/139 hadis nomor 1277, Abu “Abdullah Muhammad bin 
Yazid al-Guzwaini Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah ... VW/14, hadis nomor 
2271. 

? Syeikh al-Fauzan, Al-Muntaga min Fatawa al-Fauzan, Kitab al- 
Buyu', (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
LI11/3. 
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4. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang 
memungkinkan terjadinya riba nasi'ah: 

5. Harga dalam jual beli kredit merupakan hutang (tidak 
dibayarkan kontan), 

6. Barang yang diperjualbelikan secara kredit diserahkan 
secara langsung (hal): 

7. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan, 
berapa kali angsuran, berapa pembayaran tiap angsuran dan 
sampai kapan pembayaran berakhir harus jelas yang tidak 
boleh diingkari oleh salah satu pihak, 

8. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak 
boleh dibayarkan secara langsung.' Namun demikian, 
dalam kitab al-Muntaga min Fatawa al-Fauzan diperbolehkan 
membayar sekaligus dalam jual beli kredit.? 


Jual beli apa pun bentuk dan teknis pembayarannya harus 
memenuhi berbagai persyaratan yang telah dipaparkan dalam bab 
ini. Jual beli langsung (face to face) dengan sistem pembayaran 
cash harus memenuhi syarat dan rukunnya. Begitu juga jual beli 
dengan sistem pembayaran secara kredit juga harus memenuhi 
syarat dan rukunnya. 


E. Penutup 


Salah satu bentuk akad jual beli yang banyak digunakan 
saat ini adalah jual beli dengan sistem kridit. Mengenai hukum 
jual beli dengan sistem ini memang ada perbedaan pendapat 
di kalangan ulama, namun jumhur ulama membolehkannya. 
Diperbolehkannya jual beli dengan sistem kredit tetap harus 
memenuhi berbagai persyaratan di atas. 


Sebagai salah satu bentuk mu'amalah, jual beli dengan 
sistem kredit mengandung hikmah. Salah satu hikmah dalam jual 
beli kredit adalah adanya unsur saling tolong dan saling bantu. Si 
penjual membantu pembeli dengan cara memberikan kelonggaran 
pembayaran dengan cara megangsur. Sementara si pembeli 
membantu penjual dengan memberikan laba yang lebih dari harga 
pembelian secara cash. 


$' Sulaiman bin Turki al-Turki, Bai' al-tagsit. .., 11/348-349. 
22 Syeikh al-Fauzan, Al-Muntaga min ..., LM/2. 
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A. Pendahuluan 


Seiring dengan perkembangan zaman, kreasi dan inovasi 
dalam berbagai bidang juga mengalami perkembangan yang cukup 
signifikan. Perkembangan yang cukup mencolok adalah dalam 
penemuan dan pengembangan perangkat teknologi informasi 
dan telekomunikasi. Perkembangan perangkat teknologi tersebut 
berimpilkasi pada berbagai lini dan aspek kehidupan manusia, 
tidak terkecuali aktifitas ekonomi atau aktifitas bisnis. Berbagai 
kegiatan bisnis dilakukan dengan menggunakan perangkat 
teknologi modern agar lebih cepat, efektif dan efisien. Penggunaan 
perangkat teknologi ini mulai dari proses penawaran, transaksi dan 
pada proses pengiriman barang. 


Kecanggihan teknologi telekomunikasi membuat dunia 
seolah tidak bersekat dan tidak berjarak. Semua manusia seolah 
berada dalam satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan 
melakukan aktifitas di dunia maya. Kecanggihan teknologi 
informasi dan telekomunikasi telah membawa dampak terhadap 
kegiatan manusia, termasuk dalam bermu'amalah. Kecanggihan 
internet telah memungkinkan manusia untuk melakukan 
komunikasi secara langsung, dapat melihat gambar lawan bicara 
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dan mendengarkan suaranya secara langsung. Seseorang dapat 
menawarkan-menawar dan transaksi tanpa harus saling berhadapan 
secara fisik. Bahkan barang yang ditawarkanpun tidak perlu ada 
secara fisik dihadapn orang yang menawar.' 


Transaksi dimana kedua belah pihak tidak dalam satu majlis 
untuk saat ini sudah tidak menjadi hal yang aneh. Bahkan untuk 
perusahaan-perusahaan besar kebanyakan menggunakan sistem 
jual beli via internet. Alasan yang paling mendasar penggunaan 
sistem jual beli semacam ini adalah karena lebih efisiensi dan 
efektif dibanding dengan sistem jual beli konvensional yang 
mengahruskan penjual dan pembeli bertemu langsung dalam suatu 
tempat atau berada langsung di tempat barang yang ditawarkan 
atau akan dijual.? 


Internet telah dijadikan standar resmi dalam aktivitas sehari- 
hari, mulai dari hanya sebagai sarana penunjang bagi terlaksananya 
sebuah bisnis maupun merupakan core bisnis itu sendiri. Efektifitas 
dan efesiensi jelas menjadi sebuah prioritas utama yang harus 
dipertimbangkan oleh para pihak yang melakuakn jual beli, terlebih 
oleh pihak-pihak pelaku ekonomi seperti sebuah perusahaan karena 
dengan semakin efektif dan efisien suatu pekerjaan dilakukan, 
maka keuntungan juga akan semakin banyak didapatkan, dan 
sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam ekonomi bahwa pelaku 
ekonomi akan brusaha untuk mencari keuntungan semaksimal 
mungkin dengan mengeluarkan pengorbanan yang seminimal 
mungkin." 

Kegiatan bisnis sebagai sebagai kegiatan yang melibatkan 
banyak orang atau pihak merupakan peristiwa hukum yang harus 


' Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) — dalam 
Perspektif Fikih”, Jurnal Hukum Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 
Volume 10, No. 2, Desember 2012), h. 157-158. 

2 Tbid., h. 158. 

3 Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, Membangun Kerajaan 
Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online), (Jakarta: Kompas 
Gramedia, 2009), h. 2. 

“Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 158. 
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mempunyai status hukum yang jelas, khususnya terkait denga 
legalitas dan keabsahan transaksi yang dilakukan. Legalitas dan 
keabsahan tersebut tidak hanya dari perspektif hukum positif. 
Namun, apabila bisnis tersebut dilakukan oleh orang muslim, juga 
harus mendapat jaminan keabsahan dari perspektif hukum Islam, 
dalam hal ini #gh mu'amalah. Hanya saja, bagaimana legalitas 
dan keabsahan transaksi tersebut dapat diketahui melalui high 
mu'amalah, apabila igh mu'amalah klasik belum mengatur secara 
komprehensif aktifitas bisnis seperti yang terjadi saat ini. 


Tulisan ini bermaksud membahas hukum transaksi jual beli 
yang dilakukan via media elektronik (e-commerce) dalam perspektif 
hukum Islam. Pembahasan ini penting dilakukan untuk memberi 
pemahaman kepada masyarakat mengenai status hukum dan 
keabsahan sebuah transaksi yang dilakukan via internet, sehingga 
tidak ada keraguan di kalangan masyarakat mengenai hukum jual 
beli semacam ini. Pembahasan dalam tulisan ini mengacu pada data 
kepustakaan yang terkait dengan usul figh dan figh, khususnya 
figh mu'amalah. Pembahasan juga dilengkapi dengan fatwa-fatwa 
ulama kontemporer. 


B. Memahami E-Commerce 


E-commerce merupakan salah satu produk dari internet 
yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung 
antara satu dengan yang lain melalui media komiunikasi, seperti 
kabel telepon, serat optic, satelit, atau gelombang frekuensi.” Dalam 
satu jaringan computer tersebut terdapat satu rangkaian banyak 
terminal computer yang bekerja dalam satu system komunikasi 
elektronis.S 

E-commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis 
dan manajemennya yang dilaksankan menggunakan metode- 
metode elektronik seperti halnya electronic data interchange dan 

$ Agus Rahadjo dalam Shabhi Mahmashani, Keabsahan Transaksi Jual 


Beli On Line, Makalah tahun 2007 (tidak dipublikasikan), h. 3. 
“Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 159-160. 
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automated data-collection system. E-commerce juga dapat meliputi 
transfer informasi secara elektronis antarbisnis, dalam hal ini 
menggunakan Electronic Data Interchange (EDI). 


Berawal dari situlah mucul sebuah trnasasi yang 
menggunakan media internet yang sering dikenal dengan nama 
e- commerce. Akan tetapi sebenarnya tidak ada definisi yang rinci 
mengenai e-commerce. Meskipun demikian ada beberapa pendapat 
pakar yang bisa dijadikan sebagai batasan dalam memahami 


e-commerce. 


David Baum, seorang pakar informatika mengatakan 
bahwa: 


“E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and 
business process that link enterprises, consumers, and communities 
through electronic transactions and the electronic exchange of goods, 
services, and information. 

Sedangkan Sutan Remi Sjahdeini electronic commerce 
atau disingkat e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang 
menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), 
service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan 
mengunakan jaringan-jaringan komputer (computer networks), 

aitu Internet.” Sehingga secara mudah dapat disimpulkan bahwa 
y 2g P Pp 
e-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan/ perniagaan 
barang atau jasa (trade of good and seervice) dengan menggunakan 
media elektronik yang dalam hal ini adalah internet. 


Makna kata Electronic Commerce atau e-commerce selalu 
mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada 
fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronis. 
Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi Electronic Data 
Interchange (EDI) yang diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 
1970-an), untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order 
pembelian atau faktur secara elektronis. Pada perkembangannya, 

7Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, Membangun Kerajaan, h. 36. 

$ David dalam Shabhi Mahmashani, Keabsahan Transaksi., h. 3. 


?Onno W. Purbo, Mengenal E-commerce, (Jakarta: Elek Media 
Computindo, 2000), h. 2. 
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e-commerce telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat 
disebut sebagai web commerce. Web commerce merupakan transaksi 
pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalu World 
Wide Web dengan menggunakan perangkat server yang secure 
menggunakan e-shopping carts, dan layanan electronic pay, seperti 
otorisasi pembayaran kartu kredit." 


E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi 
yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Elektronic commerce 
(e-commerce) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut 
konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, 
dan pedagang penata (intermediaries) dengan menggunakan 
jaringan-jaringan komputer (computer network) yaitu Internet. 
E-commerce sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat 
ini transaksi dalam e-commerce hampir seluruhnya dikerjakan 
menggunakan teknologi berbasis web. Istilah e-commerce 
mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah 
media elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet, 
dan extranet.!' 


E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis 
online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, 
seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudia dikenal 
dengan electronic commerce yang lebih populer dengan istilah 
e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, 
pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan 
melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi 
melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu 
pada transaksi-transaksi komersial. '? 


Adanya hubungan yang secara langsung antara satu 
jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat 
memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui 
jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian 

Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, Membangun Kerajaan., h. 36-37. 


1 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 159-160. 
2 Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, Membangun Kerajaan... h. 36. 
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disebut dengan transaksi on line. Menurut Arsyad Sanusi dalam 
transaksi on line setidaknya ada tiga tipe yaitu: 

1. Kontrak melalui chatting atau video conference, 

2. Kontrak melalui e-mail: 

3. Kontrak melalui situs atau web." 


Model dan proses transaksi via internet dapat digambarkan 
dalam gambaran sebagai berikut: 


MERCHANT WEB SITE 


mh F3 


Penjelasan dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut: 


MERCHANT BANK As 


1. Konsumen meletakkan barang belanjaannya dengan 
memilih item dari sebuah situs dan memasukkannya 
dalam troli belanja, ketika pemebeli melakukan reguest, 
maka situs akan me-replay berdasarkan total barang yang 
dipesan, harga jumlah, total harga dan sampai nomor urut 
transaksi: 

2. Pembeli mengirimkan pemesanan barang, termasuk 
di dalamnya melengkapi data pembayaran. Informasi 
pembayaran ini akan terenkripsi menggunakan pipeline 


5 Arsyad Sanusi, E-commerce Hukum dan Solusinya, (Jakarta: PT 
Mizan Grafika Sarana, 2001), h. 64. 

MRidwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, Membangun Kerajaan, h. 69. 
Ilustrasi dan penjelasan mengenai proses transaksi via internet ini pernah 
penulis paparkan dalam tulisan “Transaksi Elektronik., h. 162. 
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Software socket Layer (SSL) yang terpasang antara browser 
Web pembeli dan sertifikat Web SSL penjual: 

. Selanjutnya situs e-commerce akan me-reguest otorisasi 
pembayaran dari payment gateway. Payment gateway 
meneruskan memintanya ke bank dan pengolah 
pembayaran. Pada bagian ini, otorisasi dilakukan dengan 
me-reguest harga ke pemagang kartu dan harus di-setel 
untuk disesuaikan dengan mengurangi saldo rekening 
pemegang kartu (card holder). Proses ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa pembayaran disetujui oleh perusahaan 
yang mengeluarkan kartu kredit bagi pembeli (isuuer) dan 
memastikan bahwa penjual mendapatkan pembayaran, 

. Penjual mengonfirmasi dan segera mengirimkan barang 
atau jasa kepada pembeli, 

. Selanjutnya penjual me-reguest pembayaran, mengirimkan 
reguest tersebut ke payment gateway yang menangani proses 
pembayaran menggunakan processor, 

. Transaksi disetel atau diteruskan oleh pihak bank untuk 
segera mendeposit saldo rekening penjual di bank." 


Model transaksi di atas melibatkan beberapa pihak, yaitu: 

. Pembeli, biasanya memiliki infrastruktur pemegang kartu 
pembayaran elektronik seperti kartu kredit atau ATM: 

. Isuuer (perusahan yang mengeluarkan kartu kredit bagi 
pembeli), merupakan bank yang menyediakan perangkat 
pembayaran kepada pembeli. Issuer ini bertanggung jawab 
terhadap pembayaran debet cardholder (pemegang kartu): 

. Merchant (penjual ataupelaksana bisnis), merupakan situs 
e-commerce yang menjual berbagai produk danjasa kepada 
para pemegang kartu di situs web. Seorang merchant 
yang membuka diri untuk menerima pembayaran secara 
elektronik menggunakan kartu haruslah memiliki merchant 
account internet melalui pihak acgutrer, 


15 Jbid., h. 69-70. 
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4. Acguirer, institus keuangan yang membuatkan akun 


sebagai seorang merchant dan memproses otorisasi sampai 
pembayaran secara utuh dilakukan. Pihak acguirer ini 
melaksanakan otorisasi kepada merchant yang memiliki 
akun aktif dan melakukan transaksi pembelian dari kartu 
pembeli yang tidak melebihi waktu limitnya. Acguirer 
juga melakukan transfer pembayaran secara elektronis ke 
rekening pihak penjual dan selanjutnya ditagihkan pihak 
issuer melalui lintas jaringan pembayaran secara khusus, 
Payment Gateway pihak ini bertindak sebagai provider pihak 
ketiga dan bertanggung jawab menyediakan sistem gateway 
pengolahan pembayaran merchant. Pihak ini bertindak 
sebagai interface (pengantara) antara situs e-commerce dengan 
sistem pengolahan keuangan dari acguirer, 

Processor, merupakan pusat pengolahan data skala besar 
yang memproses semua transaksi kartu kredit dan mengatur 
pembayaran ke merchant. Sebuah prosesor terhubung 
dengan situs penjual sebagai bagian dari pihak acguirer 
melalui payment gateway. 


Dalam transaski sebagaimana yang diilustrasikan gambar 


di atas banyak sekali kemudahan yang bisa didapatkan. Seperti 


yang diungkapakan oleh Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya 


memaparkan bahwa e-commerce mempunyai manfaat sebagai 


berikut: 
1. Menunjukkan nilai profesionalisme sebagai seorang 
pengusaha, 
2. Perusahaan atau layanan bisnis dapat bekerja selama 24 jam 
dalam 7 hari perminggu: 
3. Biaya awal investasi dan waktu yang minimal: 
4. Menjadi alternatif yang sangat murah untuk dapat 


menjangkau dan berhubungan dengan para prospek 
yang tidak dapat dijangkau dengan metode transaksi 
konvensional: 


16 Jbid,, h. 67-68. 
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5. Berbagai kemungkinan tak terbatas, baik secara parsial 
maupun secara keseluruhan. Seperti program otomotisasi 
order dan proses pembayaran, pengelolaan stok, konsumen 
dan technical suppourt dan sebagainya: 

6. Merupakan media transaksi yang efektif dan cepat: 

7. Menghemat biaya operasional dan transportasi: 


Sementara menurut Nufranasa Wirasakti manfaat 
menggunakan internet sebagai media e-commerce adalah sebagai 
berikut: 


Pertama, transaksi tanpa batas. Dengan menggunakan 
internet, batas-batas geografis tidak lagi menjadi hal yang perlu 
dipermasalahkan lagi. Para pihak yang ingin melakukan transaksi 
tidak perlu untuk bertenmu dalam satu tempat tertentu cukup 
dengan membuat website yang bisa diaksaes dan bisa digunakan 
untuk transaksi on line. Kedua, transaksi anonim. Para pelaku 
transaksi tidak perlu mengeatahui nama satu sama lain, yang 
terpenting dari transaksi ini tercapai yakni barang didapat dan 
pembayaran juga dilakukan ssesuai dengan yang telah disepakati. 
Ketiga, produk barang tak berwujud. Banyak perusahaan yang 
bergerak dalam bidang e-commerce menawarkan barang-barang 
yang tidak berwujud seperti data, softwere, dan ide-ide yang dijual 
melalui internet. 


C. Transaksi Jual Beli Via Media Elektronik (E-Commerce) 
dalam Perspektif Hukum Islam 


E-commerce sebagai bentuk transaksi jual beli, maka 
keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun 
dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat 
terpenuhi maka e-commerce sah sebagai sebuah transaksi yang 
mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak 


7 Nufransa Wirasakti, "Perpajakan dalam E-Commece, Belajar Dari 
Jepang” dalam Berita Pajak no 1443/ tahun XXXIII/ 15 Mei 2001, h. 35. 
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sah.'8 Beberapa syarat yang terkait dengan pembahasan transaksi 
e-commerce dijelaskan dalam dalam uraian berikut: 


XI all by HB “3 adl mma Jogi! 9 Ha YI 0s 3VI sed 
Here OLS IS abal ya Kat 3 2 maki Lado ASLI Nah0 ppob 
dna aa de HA Aan sob ae 
JELAI Se Jap La osn paksa € Jail 3 Ol NI Gelas bb to, LSI 
Kn gadi Hye) KULI lake oppa lie penang AELI 2 CE Jl 
Peang Y J3 Baker! SN Kang AI jab Jar ISI Koil se 
Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa Ulama 
mensyaratkan satu majelis (ittihad al-Majlis) dalam sebuah transaksi, 
kecuali dalam hibah, wasiat dan wakalah. Selain itu disyaratkan 
pula keberlangsungan antara ijab dan gabul dengan mengacu pada 
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja 
jumhur ulama dan kalangan syaf'iyyah tidak disyaratkan gabul 
langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab 
atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka gabul 
harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu 
diterima. Syarat lainnya dalah kesesuaian antara ijab dan gabul dan 


tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang 


bertransaksi. 


Akad dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad 
secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan 
akad secara tertulis, (E-mail, Short Message Service/SMS, Black 
Barry Messanger/BBM dan sejenisnya) atau menggunakan lisan 
(via telepon) atau video seperti teleconference.? 


8 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 170-171. 

Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts li Ba'di Nawazil al-Fighiyyah al- 
Mu'asirah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
1/29 dan XII/1. 

2 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 170-171. 
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Umumnya, penawaran dan dan akad dalam transaksi 
elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang 
di laman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi 
konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer 
uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos 
kirim. 

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, 
terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang 
lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan 
hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan.? Hal ini berdasarkan 


kaidah: 


OLI DE on PSU 5 AI BGLEYP 

“Isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama 

dengan penjelasan dengan lisan” 

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan 
melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat 
menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya 
memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan 


kaidah fighiyah: 
4 bale Les 
“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan” 
Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya 


dengan akad yang dilakukan secara lisan. Berkaitan dengan kaidah 
ini al-Dasugi mengatakan: 


21 Jhid. h. 171. 

2 Thid, 

2 Salih bin Ganim al-Sadlan, al-Gawaid al-Fighiyah al-Kubra wama 
Tafarra'a “Anha, (Riyadh: Daru Balansiayah, 1996), h. 475. Mustafa Ahmad 
al-Zarga, Syarh al-Gawaid al-Fighiyah, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/206. 

2 Mushhafa Ahmad al-Zarga, Syarh al-Gawaid., 1204. 
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£ 
og 0£ 


PAN Pa DN Ta Lt KAA AR Lena et Bh 
Ce R63 Lama Ga J3 Il laga BUS IL emil oa Ja Hei 


Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syaf'iyah 
berpendapat bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal 
sebagai indikasi kesuka-kerelaan, baik saat para pihak yang 
melakukan akad hadir (ada) maupun tidak. Namun demikian, hal 


ini tidak berlaku untuk akad nikah. 2? 


Al-Dimyati dalam kitab Panah al-Talibin ' menjelaskan 
syarat transaksi atau akad ada delapan, diantaranya adalah lafadz 
akad dapat didengar atau inti akad dapat diterima masing-masing 
pihak.” al-Dimyati menyatakan: 


29 y a2N9 — Hall drama 3 Ol Bale LL ya Anom Lawa” 
Ad) 3 Ja ale Ja cal ah ISI Lag ca Lama pake pa ata Jl 
— PM gal ALS — BUSI J3 ST JUS Jai Sal Jail 
Pa boa nm 

Transaksi menggunakan tulisan merupakan transaksi 
kinayah yang kebasahannya sama dengan transaksi dengan lisan, 
selama maksud masing-masing pihak yang berakad tercapai.” Al- 
Syarwani menyatakan bahwa tulisan selama dapat menyampaikan 


pesan dan maksud pihak yang melaksanakan akad maka dapat 
diterima: 


? Anonim, al-Mausu'ah al-Fighiyah, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11710934. 

26 Anonim, al-Mausu'ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XXI11/239. 

2 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 171-172. 

? Abu Bakar (Al-Bakri) bin Muhammad Syata al-Dimyati, Panah 
al-Talibin, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
111/9. 

2 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 172. 
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133 JA el IG ap Aa KAS USA ae NISP 
— 5 Aa MAAN Ke leak 


Ppap 


“Tulisan bukan pada zat zair atau udara termasuk Era Maka 
jual beli dengan tulisan yang jelas bila disertai dengan niat maka 
hukumnya sah. Meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir 
dalam majelis akad, maka ia harus menerima akad tersebut ketika 
mengetahuinya. Khi, ar mereka berlaku sampai majelis menerimaan 
(gabul) tseba beralat 


Senada dengan al-Syarwani, al-Ramli juga menyatakan: 


PEN an TN pen IS ega 3 Oa JAN 2013 


- 


d3 3 33 yak #LASY Ka en ear 27) pa) 
5 Aiko — JA LE AG OS ES 3 Ia FC 
ar ee 


“Tulisan bukan pada zat zair atau udara termasuk kinayah. Maka 
jual beli dengan tulisan yang jelas bila disertai dengan niat maka 
hukumnya sah. Meskipun Maba dengan orang yang hadir 
dalam majelis akad, (pendapat ini) sebagaimana didukung oleh 
imam Subki. Maka calon pembeli harus segera menjawab ijab ketika 
mengetahuinya. Adapun khiyarnya Balak sampai majelis gabul 
transaksi tersebut berakhir. Aoabila seseorang menjual sebuah rumah 
kepada orang yang tidak jelas atau tidak ada dengan mengatakan 
“Aku jual rumah ini ah si fulan' padahal saat itu fulan tidak ada, 
namun saat penawaran tersebut sampai kepada si fulan, kemudian dia 
langsung menjawab, maka transaksi tersebut sah. Hal ini sama dengan 
bila penawaran dilakukan secara tertulis. Bahkan transaksi tersebut 
lebih kuat daripada dengan tulisan.” 


Selain penjelasan tentang kekuatan transaksi secara tertulis 
di atas, perlu ditekankan bahwa yang menjadi acuan hukum 
suatu perbuatan adalah maksud dan tujuannya, bukan zhahirnya. 
Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang 
menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang 


2 Al-Syarwani, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XVI/236. 

8 Syamsuddin Muhammad bin Abul “Abbas Ahmad bin Hamzah 
Syihabuddin al-Ramli, Nihayah Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), V1/236. 
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terlibat dalam transaksi tersebut.22 Dalam hal ini berlaku kaidah 
fighiyah?: 


sed I HAN Y bear Kara) NA 8 5 

“Acuan dalam suatu akad adalah tujuan dan substansinya, bukan 

bentuk dan lafazhnya” 

Kaidah ini merupakan derivasi dan pengembangan 
kaidah umum lainnya Lewolis ,s3l . 8 . Dua kaidah di atas 
menunjukkan bahwa yang menjadi acuan suatu perbuatan adalah 
niat dan tujuannya, bukan zhahirnya atau bahkan bukan wasilah 
atau medianya. Dalam sebuah akad, maka lafahz dan media tidak 
menjadi pertimbangan atau acaun hukum.” Berkaitan dengan hal 
ini Ibnu al-Goyyim al-Jauziyah Na 
K3 Gila MBR A3 AO 


Pa 5s? 
£ £. 
Pas 


5g ada 213” 


ai Li 3 
“Kaidah figh dan usul figh mengakui bahwa yang menjadi acuan 
utama dalam akad adalah tujuan dan hakikatnya, Batan bentuk dan 
lafazhnya” 


Al-Syatiri juga menyatakan: 


“BEN KI Aj SAP 


“Acuan dalam akad adalah maknanya, bukan bentuk dan lafazhnya” 


Menguatkan pernyataan di atas, ibnu al-@oyyim juga 
mengatakan: 


2 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 172. 

8 Landasan transaksi elektronik berasarkan kaidah usuliyah dan 
kaidah fighiyah telah penulis paparkan dalam “Transaksi Elektronik., h. 172- 
173. 

4 Mustafa Ahmad al-Zarga, Syarh al-Yawaid., V7. 

3 Hisyamuddin “Afanah, Fatawa Yasalunaka, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/119. 

356 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 172-173. 

37 Ibid., VW/112. 

8 Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syatiri, Syarh al- Yagut al- 
Nafis, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt), h. 894. 


Kajian Fikih Kontemporer 


Hukum Transaksi Jual Beli Via Media Elektronik (E-Commerce) | 107 


- MN DAU, EKO gt NT GTA MAT Oe GL KAK Joo 
Wgnelko3 Lilit o AJI 3 Ja YG bala ba G1 GS AI GA 
2 MI SY 
“Tidak ada perbedaan antara lafazh dengan lafazh, acuan utama 


dalam sebuah akad adalah hakikat dan tujuannya, bukan hanya 
mengacu pada lafazhnya.” 


Berkaitan dengan hal di atas, maka berlaku juga kaidah: 


"nol 3 TER TG JAS 3 EN” 

Maksud kaidah ini adalah hukum perantara terhadap suatu 

tindakan atau peristiwa hukum berbeda dari hukum tujuannya. 

Contohnya, apabila orang hendak melaksanakan jual beli, maka 

yang menjadi perhatian hukumnya adalah tujuan dan maksud dari 

transaksi jual beli tersebut. Adapun perantara atau media untuk 
melaksanakan transaksi tersebut tidak dipermasalahkan." 


Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan figih, maka sah 
tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunnya. 
Berbagai rukun dan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada 
subbab di atas dapat terpenuhi dalam sebuah transaksi elektronik 
via internet Tablet atau media online lainnya. Hanya saja ada 
permasalahan pada syarat akad atau transaksi harus satu majelis 
(itihad al-majlis). Ulama fikih kontemporer seperti Mustafa al- 
Zarga dan Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa satu majelis 
tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, 
tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang 
bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama. 
Terlebih dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi saat ini, 
di mana seseorang yang berlainan tempat dan berjauhan bisa saling 
melihat gambar dan mendengar suara secara langsung dengan jelas 


39 Tbid. 

“0 Salih bin Ganim al-Sadlan, al-Gawaid al-Fighiyah., h. 66. Jalaluddin 
Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuti,al-Asybah wa al-Nazair, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/293. Ibnu Nujaim, 
al-Asybah wa al-Nazair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), h. 287. 

4 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 173. 
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seakan berhadapan langsung. Hal ini tentunya memenuhi kriteria 
satu majelis dalam syarat sebuah transaksi jual beli.“ 


Zakaria al-Ansari menyatakan: 


LEE KE Tole A Usia IL PA yaaa Ika PAD” 


o£ 


| BLS Au B3 | 


“Suatu yang dapat menunjukkan tujuan lafazh maka dapat menjadi 
9 FA y | P' 1 
media dalam akad, seperti tulisan atau sejenisnya, seperti isyarat bagi 


orang yang bisu.” 
Al-Nawawi Mengatakan: 


414 Ceaadl Ol. aa m y, yaa SY Os Lai 

“Majelis yang disyaratkan dalam transaksi jual beli maksdunya 

Pan Aa tawajub (saling menetapkan), yaitu majelis yang 

menghasilkan keterkaitan antara ijab dan gabul. Hal ini dilakukan 

dengan tidak mempertimbangkan tempat akad.” 

Al-Syatiri menjelaskan bahwa akad atau transaksi dengan 
menggunakan teknologi elektronik, seperti telepon, faks dan 
sejenisnya adalah sah. Akad yang dialafalakan, tertulis, isyarat atau 
menggunakan media lainnya yang sering digunakan dewasa ini 
adalah sah, al-Syatiri menyatakan: 


ILY! Jilag Haul 3 Lagale jg SSL el Ada ll Lai, ” 
Jebl Ob am NI Olla UB Ld od3 SI 0 pie Kao 
GI EA meal 8 3S JS JA Jab 3 el AJ mand 3 Lela 
Ball JBL Aid 3,5 ya JA 92 mail Kelud 9 Soon 
— BUY ol V Lela ad 3 3 end BILANY coli OKI, 


2 Tbid.. 

# Sulaiman bin Mansur al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal “Ala al-Manhaj, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/283. 

“4 Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudah al-Talibni wa “Umdah al- 
Muffin, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
11/80. 
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Ip Jb Yg Kata V3 Bakatina Lele II LAI ae LSI, — JB UI Jl 
SISA GA Bio ENI ya dau lk gal Ja Jali ad il Jalll 
Brio bg Lgi La JAS (3 LS La Ie Kama 3 Bat SS SSI AYI 
Sila oa JS AS (lg SITI 3 O pie Bara yg el ALI Kol yg 
LSI 3S JI A33 MLS 3 S3 alel. Jaali Lesle3 p poll Bulatna Lela, 
Hadi Ae al 032 MS ASLI GO NS Sbd dia Jb aer 
Ang To Ay 2nd 3 Ale Bolan Lo JS Ol Las ye D3 La VI 
137-33 Vy Vs pon) Jia Jaya SUS mei Tag pdl OK, BS 
Pe SEA eeb2g lee 0m el RObI GI, 
Lo Leske Olity Anne alus Any le AS LAI! gala ma Jaa Pr Ami 
ad ARI 123 3 SI Lea (C3 pas) Hen2 Sukalikay gl Hi JL 
SAN Haliai A LI ln 3S Kal la gana Y LI ma kah 
GS le ASI 9 BD Saya dat AL OL 5 yana Jia ML etag mela 

MAIN Se Gs WA 5 


“Jual beli yang dilakukan dengan transaksi tertulis atau lisan dengan 
media-media modern, seperti telepon, faximili dan se jenisnya adalah 
sah. Berbagi sarana es modern sepan D media yang 
menunjang pelaksanaan transaksi dan berlaku di berbagai negara. 
Para ahli figih juga telah menjelaskan berbagai media dengan alan 
varian jenisnya yang secara substansial dapat mewakili atau menjadi 
sarana untuk menyatakan kehendak para pihak yang melaksanakan 
akad, baik secara tertulis maupun lisan. Mereka menyatakan bahwa 
tulisan yang disertai tanda tangan atau validasi lain maka dianggap 
valid. Oleh sebab itu, si penulis yang telah bertanda tangan tidak 
dapat mengingkari apa yang ditulis 2 ditandatanganinya. Apabila 
ia mengatakan bahwa saya tidak melafalkan atau tidak berniat 
untuk transaksi, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yan 

mempermainkan orang lain dan melecehkan Pan Bagaimana Pdak 
ia telah menulis suatu yang telah ia validasi kemudian mengatakan 
bahwa ia tidak berniat dan tidak melafalkan? Transaksi jual beli 
yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media telekomunikasi 
yang berkembang saat ini aah transaksi yang dianggap valid dan 
dapat diterima. YusuF al-Jaradawi dalam kitabnya Ftah al-Zakah 


15 Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syatiri, Syarh al- Yagut., h. 894. 
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membuat deskripsi yang indah mengenai akad dalam bab zakat 
obligasi dan surat berharga dengan menukil dari kitab al-Figh “ala 
al-Madzahib al-Arba'ah dan menukil dari berbagai pendapat ulama 
Syafi'iyyah, bahwa setiap hal yang biasa digunakan dan dimaksudkan 
untuk transaksi atau akad, maka dianggap sebagai sighat dan berlaku 
sebagaimana akad yang dilafalkan secara lisan, dan hukum Syara' 
jelas mengakomodir hal-hal semacam ini. Rasulullah telah bersabda 
“Permudahlah dan jangan kalian persulit atau mempersulit. Berbagai 
sarana perdagangan atau bisnis di era sekarang yang Dr cenlban 
para pebisnis adalah boleh. Memang, apabila ada dua pihak yang 
bertransaksi dan bersepakat bahwa 2 satu pihak akan mengirim 
suatu komoditas tertentu hanya berdasar pada deskripsi karakteristik 
barang, tanpa melihat barangnya langsung, atau setidaknya contoh 
komoditas tersebut, menurut madzhab Syafr'i adalah tidak sah. Namun 
demikian, masih banyak pendapat dari berbagai madzhab lainnya 
yang berpendapat bahwa hal tersebut sah dan dapat dibenarkan secara 
syara', seperti pendapa Imam Malik yang menyaatakan bahwa boleh 
menunda penyerahan barang obyek transaksi (jual beli) dua atau tiga 
hari atau lebih, selama het tersebut tidak disyaratkan, dalam kitab 
Raudah itu dinyatakan sah.” 


Hampir sama dengan pendapat di atas, mengenai jual beli 
dengan transaksi elektronik, al-Zuhaili menjelaskan: 


JA aloe Ugal Ame! OS) Ob #OlaNL Jpdl lil 
“Ae SI SBI Abe yalona Sl laa apel OLI OS Of 
Hg Ob AI 3 ale Lag Uda oa JS ea Ob ILY Ginny 
oa ya tail 00 adl el Ale Jap La ata yakaag V3 sanga Ole 
UNAS beta Led OSG AI Ill ya PAI omlnag “jalal oa gl wenyall 


PALI $ gd ya PNS dl 113 Bong Jl A3 alat 
“Pertemuan gabul dan ijab, yaitu apbila keduanya diucapkan dalam 
satu majelis, bila kedua pak yang bertransaksi sama-sama hadir 
dalam satu majelis atau dalam suatu majelis yang diketahui bahwa 
pihak yang tidak hadir telah menyampaikan ijab. Pertemuan gabul 
dan ijab benar-benar terjadi apabila masing-masing pihak mengetahui 
keputusan pihak lain, yaitu dengan menedengarkan ijab dan 
memahaminya dan dengan mengetahui pihak Gen tidak berpaling 
dari akad baik dari pihak yang menetapkan (al-mujib), maupun dari 
pihak yang menerima (al-gabil). Maksud dari majelis akad adalah 


16 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Daar 
al @alam, 2002), IV/462. 
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kondisi saat kedua belah pihak sedang melakukan bertransaksi. 
Dengan kata lain, kesepakatan kata di tempat akad.” 


Lebih lanjut al-Zuhaili menjelaskan: 

Ce Latadl OS Lag La alis JS Hala! paka! le yaa pad mal” 
Laga Jera IP AN OLX Lag OX. DU M3 SY al OLX... 
Lashs (BSI) Alah sh KAA Ih SSL BLS (Ill Dawala 
Cakra Old Late OS GAJI 3 II IT oya Jl Oil? pakeeall sil al yo 
Je rebeio OladletaI Le O SU SI JI ya Hadad! pekevad BL A3 
(SE pita! mars Gmlemad! OI) sLeiall JB laa ye All 3 dala 
HAHA ASIAN al Kel HI 3 Ada palesa USG Ika Cdle3 
AI Cal JL Obabesadi Jl Ob cat OLG 8 (DISII pls La Jl! 
A3 IL gl Buas Aenga al Sgany Ilayb BELI yalenag. palem! (sel 
NA J yang al Ula JI dal Okaa y0 La gong HST gl KI gi 
(Jaa NIS 5S ana saia Jgn MOV SU, KTI pas jl A3 JIN 
SISA AG OB. oabemal BJ HN ab pg Mani pat LG 
Jaa SA HA Oa Al naloo Ol ye 03 Wind Kinta ol UU korea 
Sh SESI Ogn2 3 Jeea GA yee Uya Sila palemg Hen NI gek 
Alah duka 02 mera Ol SIKU gl Ja pal SI ALI Bolonadl gi Il JI 
ya ASI LAI Ign2g3 ENI Ips J3 OS Ooo yg 
CPI Hse nol SL LSI 0 gear Sense SI KI GLANI 
Dg yi Aoi Ola Wa LpA LS Lalaa Sal bliN Lo D4 Ul Ja 
JLN beslag SW BI ya do Y yabeeadl oles late Jail MemaYI 
Wina 

“Yang dimaksud dengan “satunya majelis” yang dituntut dalam 


setiap akad wa ek kami jelaskan diatas bukanlah beradanya 
dua pihak pengakad disatu tempat. Karna, boleh jadi tempat salah 


# Ibid,, IV/463-464. 
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satu pengakad berbeda dengan tempat pengakad yag lain ketika ada 
sarana komunikasi di antara keduanya, seperti proses akad dengan 
menggunakan telepon, faks, atau tulisan. Yang dimaksud dengan 
satunya majelis adalah satunya waktu yang menjadi masa kedua pihak 
pengakad melakukan proses akad. Jadi, majelis akad adalah sebuah 
keadaan di mana kedua pengakad sama-sama melakukan proses 
perundingan untuk PN AA sebuah akad. Dari sini, para Tina 
menua Sesungguhnya majelis itu menghimpun hal-hal yang 
terpisah” Berdasarkan hal ini, majelis akad dalam percakapan aa 
atau handphone adalah masa berkomunikasi selama percakapan itu 
berhubungan dengan akad. Jika kedua belah pihak yang berbicara 
sudah berpindah pada tema yang lain maka majelis pun berakhir. 
Majelis abad dengan mengutus seorang utusan atau mengirim sebuah 
surat melalui telegram, telefaks, faks, atau sejenisnya adalah majelis 
So risalah Surat, telegram, telefaks atau Jaks, karena seorang 
utusan ibarat duta dan juru bicara dari sipengutus. Jadi seolah-olah ia 
langsung hadir dan ijab di arahkan padanya lalu ia mengucapkan gobul 
dalam majelis tersebut. Seandainya gobul tertunda sampai majelis 
selanjutnya maka akad tidak pas. Dengan demikian, jelaslah bahwa 
majelis akad antar dua orang yang sama-sama hadir adalah tempat 
munculnya ijab, sementara majelis akad antara dua orang sama-sama 
tidak hadir adalah tempat sampainya surat, risalah, perbinangan, 
pertelepon. Akan tetapi, pihak yang mengutus atau menulis bisa 
untuk menarik kembali ijabnya dihadapan para saksi dengan syarat 
hal itu disampaikan sebelum di ucapkannya gabul dari pihak ke dua 
atau sampainya risalah, surat atau sejenisnya seperti lelang teleks, 
dan faks. Jumhur malikiyyah berpendapat bahwa seorang mujib tidak 
bisa lagi menarik ijabnya sebelum di beri kesempatan pada gobil dan 
lama masanya di tentukan oleh kebiasaan sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya. Syarat-syarat ijab dan gobul yang AN selain majeles, 
juga mesti terpenuhi dalam akad yang menggunakan sarana-sarana 
komunikasi modern.” 


Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai 
pengganti harga barang, maka dalam transaksi elektronik atau 
e-comrece tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam 
hal bentuk dan wujud barang yang menjadi obyek transaksi, dalam 
e-commerce biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang 
menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat 
dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai 
dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah 


# Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, Alih bahasa Abdul 
Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), IV/444. 
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uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang 
pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara 
transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya 
jual beli ini adalah jual beli salam. Pembeli memilih barang dengan 
spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang 
akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam 
transaksi salam, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual 
beli salam.” 


Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam e-commerce, 
maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi 
salam. Rukun salam yaitu: 

1. Muslim (pembeli atau pemesan): 
Muslam ilaih (penjual atau penerima pesanan), 
Muslam fih (barang yang dipesan), 


Ra'sul mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan): 


Tn aa 


Shighat ijab-gabul (ucapan serah terima). 


Adapun mengenai syarat salam, secara umum sama 
dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan 
merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan 
bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada 
syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya 
disyaratkan menentukan sifat sifat dan jenis atau spesifikasi barang 
yang dipesan secara jelas. 

Sedangkan syarat secara rinci dapat dilihat dalam rukun- 
rukun salam: 

1. Syarat para pihak yang bertransaksi: 
a. Harus cakap hukum: 
b. Harus rela, tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa atau 
dalam tekanan. 
2. Syarat Ra's al-mal uang atau dana yang dibayarkan: 
a. Jelas harganya: 
b. Dana harus diserahkan pada saat akad tunai 


? Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 157-157. 
30 Jbid., h. 157. 
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3. Syarat barang yang dipesan: 

a. Ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas 
dan jumlahnya, 

b. Satu jenis, tidak bercampur dengan jenis lainnya: 

c. Barang yang sah diperjualbelikan 

4. Syarat Ijab gabul: 

a. Harus dijelaskan secara spesifik dengan siapa berakad: 

b. Antara ijab dan gabul harus selaras, baik dalam spesifikasi 
barang maupun harga yang disepakati, 

c. Tidak mengandung hal-hal — yang bersifat 
menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian 
yang akan datang, 

d. Akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat. 

Beberapa ulama menentukan syarat transaksi yang 
dilakukan dengan perantara: 

1. Kesinambungan antara ijab dan gabul. Menurut jumhur, 
selain Syafr'iyah gabul tidak harus langsung, 

2. @abul dilakukan di tempat sampainya ijab: 

3. Kesesuain antara ijab dan gabul, 

4. Tidak adanya pengingkaran dari salah satu pihak yang 
bertransaksi.” 

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara 
menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhats 
al-Muthi'1, Mustafa al-Zarga. Wahbah al-Zuhaili, Syaikh Abdullah 
bin Muni' adalah sah secara hukum fikih. Alasan ulama tersebut 
adalah: 

1. Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang 
dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai 
kepada penerima pesan: 

2. Maksud dari satu majelis (ittihadul majlis) dalam syarat 
transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak 
melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat, 


51 Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts., 1/29 dan XII/1. 
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dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan 

telepon atau internet dan media lainnya: ?? 

Hukum transaksi via teknologi modern seperti Telepon, 
Handphone, I-Pad, Tablet, atau media internet lain telah dibahas 
pada muktamar VI Fikih Islam yang dilaksanakan di Jeddah 
Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Melihat perkembangan 
teknologi modern yang berdampak pada segala bidang, termasuk 
transaksi jual beli demi kecepatan kegiatan bisnis dan ekonomi 
lainnya, maka perlu diputuskan hukum tentang penggunaan media 
tersebut dalam perspektif fikih Islam. Hal ini tentunya dengan 
tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah 
ditetapkanoleh fugaha, baik transaksi secara lisan, tulisan maupun 
via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum 
(ruang dan waktu), kontekstualitas antara ijab dan gobul, tidak 
adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wan prestasi 
dan kesinambungan antara ijab dan gabul.? Muktamar tersebut 
memutuskan sebagai berikut: 


Lama Gg V9 6 Aly OA Laguan Y nie ya Jill G3 II 2 Yg 
Il JI SI LUSU Lagian ILY eg SS 3 € AANIS eng V3 Talas VI 
SILELE 9 SL AS 3 el de 3 Gedang «(Im JI) Bodi gl 
AYI Jang Ai mind Any bia A3 (pal) IV alel 
Pe AI 
Lagi JELAS OB € KLAOUI, Hill oke laa Gletag «aneka ul 
Bo Ao RL AYI Il ola le Gabe 4 017 oa MIL et 
Jia la Cd sake BI WE daa 3 Lead Ltd eat al 
pal BAN AS IIS Makan) ale elit Taka 2514 Bekali Suboua Tila « 
MEN BLAEN ASIN Joss Y IRI Ae Of Luh ate pe Jl 
“ISI ala JP BLN SEN Va paus BIHAN 3 sal Ng cai 


3 Jhid. 
3 Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik., h. 176-177. 
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AAA IIA geran eba Il na al Hn Ulat Gila Le Luas 
38 SMU doll 


Maksud dari uraian di atas adalah sebagai berikut: 

1. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang 
tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat 
dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan 
perantara surat, faksmili, atau internet, maka transaksi 
tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan 
syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima 
maksud transaksi secara tepat, 

2. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan 
dengan perantara telepon atau media teknologi modern 
lainnya, maka transkasi kedua belah pihak tersebut berlaku 
sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung 
(face to Jace): 

3. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap 
transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern 
tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak 
dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan, 

4. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada 
akad nikah, karena dalam akad nikah diisyaratkan adanya 
saksi, tidak berlaku pada tukar menukar, karena danya 
syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan 
down painment, 

5. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan, 
maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang 


4 Muhammad Salih al-Munjid, Fatawa al-Islam: Sual wa Jawab, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 15515 
Anonim, Fatawa al-Sabakah al-Islamiyah, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 145/368 dan 146/55: Anonim, Gararat wa 
Tausiyat Majma' al-Figh al-Islami, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah 
al-Isdar al-Sani, 2005), 1/55: Wahbah al-Zuhailiy, al-Figh al-Islami., 
VI/157. 
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dilakukan secara langsung (face to face). Dalam hal ini, 
dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan sebagai 
upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak yang 
melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan 
pocess control yang menjadi bagian dari poses transaksi 
elektronik. 


Transaksi jual beli via media elektronik dianggap sebagai 
ittihad al-majlis, sehingga akad jual beli tersebut sah, karena 
masing-masing muta'aggidain saling mengetahui dan mengetahui 
obyeknya (al-mabi') sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). 
Dengan demikian maka akan terealisasi ijab dan gabul yang didasari 
suka sama suka.” 


Ittihad al-majlis bisa bermakna irtihad al-zaman (satu waktu), 
ittihad al-makan (satu lokasi) dan ittihad al-haiah (satu posisi). 
Perbedaan tempat yang dapat disatukan melalui media komunikasi 
modern, membuat tempat yang berjauhan bisa dianggap menyatu 
(Paddud al-makan fi al-manzilah ittihad al-makan)5 


Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan penjelasan 
yang telah dipaparkan di atas, maka cukup jelas, bahwa ktransaksi 
perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik 
hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik dapat membuat 
suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, 
transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang 
keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi 
yang dilakukan secara langsung (sarih). 


D. Penutup 


Berbagai pendapat sebagaimana dipaparkan di atas 
setidaknya dapat menjawab permasalahan mu'amalah, khususnya 


5 Tim Lajnah Talif wa al-Nasyr Ahkamul Fugaha “Solusi 
Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes 
Nahdlatul Ulama(1926-2004 M), Pen. Djamaluddin Miri (Surabaya: Khalista 
bekerja sama Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr, 2011), h. 890. 

56 Jbid. 
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transaksi era modern saat ini. Aktifitas ekonomi merupakan 
bagian aktifitas yang cukup pesat berkembang, sehingga juga 
membutuhkan jawaban hukum secara cepat juga. Transaksi 
elektronik sebagai aktifitas ekonomi dalam bidang jual beli (al- 
buyu) berkembang cukup pesat seiring dengan perkembangan 
teknologi telekomunikasi dan informasi. Berbagai pendapat di atas 
setidaknya bisa menjadi acuan status hukum akad yang dilakukan 
via media elektronik. Transaksi semacam ini hukumnya sah, 
kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara 


langsung (face to face). 


Kajian Fikih Kontemporer 


HUKUM OPERASI PLASTIK 
MENURUT FIKIH 


£ 


KA 


A. Pendahuluan 


Perkembangan fashion atau model di dunia modern 
saat ini sudah semakin canggih. Manusia berusaha dengan 
berbagai cara untuk memperbaiki penampilan, tidak hanya 
melalui pengembangan model busana akan tetapi juga dengan 
memperindah bentuk tubuh dan anggota tubuh. Berbagai alat 
diciptakan dalam rangka untuk memperbaiki atau meremajakan 
anggota tubuh sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dilakukan 
ada yang bertujuan untuk menormalkan anggota tubuh dan ada 
yang bertujuan untuk memperindah bentuk dan warnanya. Hal 
ini dilakukan dengan cara operasi plastik. 

Operasi plastik sebagai tindakan medis ia masuk dalam 
kategori figh kesehatan. Figh kesehatan merupakan bagian dari 
fgh yang sangat membutuhkan pembaruan dan kontekstualisasi, 
karena banyak tindakan medis yang secara hukum Islam belum 
ditentukan hukumnya. Berkaitan urgensi ijtihad dalam bidang 
figh medis ini Al-Garadawi menyatakan: 


kong SG Alila SULASSI ja dad Lag Lado! ball OT Ad ea) Y Laras 
asal 3 GA A5 UAN ya OLSNI 9 3 33 eta 
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IP LAS AS SIKA JELAS, all Ileeadi 3 Lo pg LA 
Agita Oya RAR CA YAA ya DI ml Alas AA SN lsg ey 
Pd mba £ SAI Belasan B Anang F ping oh Ja UT role 
Operasi plastik sebagai temuan dan dilakukan untuk 
merubah dan merekayasa anggota tubuh yang muncul di era 
modern ini, secara hukum belum diatur di dalam kitab-kitab hgh 
klasik. Bagaimana hukum operasi plastik dengan tujuan untuk 
menormalkan fungsi atau bentuk anggota tubuh? Bagaimana 
hukum operasi plastik dengan tujuan untuk memperindah bentuk 
dan warna anggota tubuh? Bagaimana apabila operasi plastik 
berdampak negatif terhadap orang yang dioperasi? Pertanyaan- 
pertanyaan ini membutuhkan jawaban dari sisi figh. Umat Islam 
sebagai umat yang harus selalu berpegang pada syariat Islam dalam 
segala aktifitasnya, tentunya harus mengetahui hukum operasi 
plastik tersebut, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang 


di larang. 


Tulisan ini bermaksud mengupas hukum operasi plastik 
dari perspektif figh. Pembahasan ini penting dilakukan dalam 
rangka memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif 
kepada umat Islam mengenai hukum operasi plastik, sehingga 
dapat menjadi pedoman dalam mengambil langkah bila hendak 


melakukan operasi plastik. 


B. Definisi dan Macam-Macam Operasi Plastik 
1. Definisi Operasi Plastik 


Operasi plastik adalah suatu tindakan medis yang dilakukan 
untuk memperbaiki atau meremajakan anggota tubuh luar 
seseorang agar terlihat lebih indah, seperti operasi hidung, pipi, 
bibir dan organ luar lainnya. Operasi plastik juga biasa dilakukan 


! Yusuf al-Garadawi, al-ljtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a 
Nazarat tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mw'asir, (www.al-mostafa.com)/ (Kuwait: 
Dar al-@alam li al-Nasr wa al-Tauz?', cet. III, 1999), h. 61. 
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untuk menyempurnakan atau membantu fungsi organ-organ 
luar tersebut.2 


Operasi plastik merupakan tindakan medis yang dilakukan 
bukan dalam rangka untuk menyehatkan, akan tetapi berorientasi 
keindahan bentuk organ tubuh. Umumnya operasi plastik ini 
dilakukan untuk memperindah organ luar. 


2. Macama-macam Operasi Plastik 


Secara garis besar, dari segi fungsinya operasi plastik dapat 
dibedakan menjadi dua macam.? Pertama, operasi hajiyah, yaitu 
operasi plastik bertujuan untuk menghilangkan atau menutupi 
cacat bagian atau organ tubuh. Cacat tubuh yang biasa dioperasi 
semacam ini ada dua macam: 


1. Cacat yang tumbuh dan berasal dari dalam tubuh: cacat 
semacam ini terbagi menjadi dua: 
a. Cacat bawaan dari lahir, seperti jari-jari yang saling 
menempel, 
b. Cacat yang timbul karena sakit 


2. Cacat yang muncul dari luar dan disebabkan karena 
kejadian yang menimpa seseorang, seperti kecelakaan atau 
terbakar, seperti luka dan sayatan di wajah, kulit melepuh 
karena terbakar atau jari-jari yang saling menempel karena 
terbakar dan sebagainya. 


Cacat atau luka seperti di atas memerlukan operasi untuk 
mengembalikan fungsi atau kondisi organ-organ tersebut. 
Meskipun tidak sampai derajat dharurat, namun operasi semacam 
ini sifatnya hajiyah, perlu dilakukan dan mempunyai efek 
tajmiliyah (memperindah). 


2 Ahad Tulabah al-Ilm, Buhuts li Ba'd Nawazil al-Fighiyah al- 
Mu'asirah, tidak diterbitkan, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), 126. 

3 Fatawa al-Syabakah al-Islamiyah, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), X11/182. 

4 Ahad Tulabah al-Ilm, Buhnts., 1/27. 
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Kedua, operasi tahsiniyah, yaitu operasi plastik dengan 
tujuan untuk memperindah organ tubuh. Berbeda dari operasi 
yang pertama, operasi kedua ini bukan untuk menutupi cacat, 
akan tetapi bertujuan untuk memperindah organ tubuh atau 
anggota badan, seperti memancungkan hidung, memperindah 
bibir, kening, pipi dan sebagainya. Operasi semacam ini ada 
dua macam, yaitu operasi untuk membentuk dan operasi untuk 
peremajaan organ. 


C. Operasi Plastik dalam Perspektif Figh 


Berdasarkan pembagian di atas, maka diketahui tujuan 
operasi plastik, yaitu operasi untuk menormalkan fungsi organ 
tubuh dan operasi yang bertujuan untuk memperindah organ 
tubuh. Mengenai hukum kedua jenis operasi plastik tersebut akan 
dirinci dalam penjelasan berikut. 


1. Operasi plastik hajiyah 


Operasi plastik  hajiyah, yang bertujuan untuk 
menghilangkan atau menutupi cacat organ tubuh diperbolehkan. 
Dasar pemikiran pembolehan ini adalah: 


1. Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Memper- 
bolehkan seorang sahabat mengganti hidungnya yang pu- 
tus dengan emas. Hal ini dijelaskan dalam kitab Sunan Abi 
Daud: 


ale AMI ae PAN AG AT SIB G1 Se WN SASE SI 


-. -- 


PAI ya WIL ISU — ala 
“Dari “Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya Arfajah bin As'ad, 
hidungnya terpotong saat perang Al Kilab. Lalu ia membuat hidung 


$ Sulaiman bin al-Asy'at bin Syaddad bin “Amr al-Azdari, Abu Daud 
al-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- 
Isdar al-Sani, 2005), X11/341, hadis Nomor 4234: Abu Bakar Ahmad bin 
Husain al-Baihagi, Syu'b al-Iman li al-Baihagi, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005),X111/333. | 
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palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi shallallahu 
alaihi wasallam lalu memerintahkan kepadanya (untuk membuat hidung 
dari emas), hingga ia pun membuat hidung dari emas.” 

2. Dirwayatkan dari Anas bin Malik menambal giginya 
dengan emas. Begitu juga Hasan al-Bashri, Musa bin 
Thalhah dan Ismail bin Yazid bin Tsabits 


Zakariya al-Anshari dalam kitab Fathul — Wahhab 
mengatakan: 


LAN Jai NI pa er Ara DN ANU Sasa Mba 3 


P 2 
PP: 
| 


it Gia DN S5 Me Ie PS SI AAN 


- 


A3 sad eat ( Hai Gt) bei SEE Pari 


SKA 3 alait UP ph Ie EA PAI GI 3) 
SAE De da JL WIN 2 LAS 53 KIS 

pena 
“Dihalalkan emas dan sutera bagi umatku yang perempuan dan 
diharamkan bagi yang laki-laki. Hadis ini sohih menurut Turmudzi. Tidak 


diharamkan menyambung hidung jari atau gigi dengan emas maupun 
dengan perak, karena keduanya tidak berkarat dan tidakmerusak.” 


Dalam kitab Asna al-Matalib dijelaskan: 


Gam GA 3 maa Pagi ai AT) dayah 33) 
SA JS IA ya 3 ne HE al AN SUKA 


KAS ng 3 LA S3 Naa AAN J3 LAN 
Sapi IA US Sat ee gada 

AN 3 ee Fi (Cal) Aa 

Ulama bersepakat, bahwa bagi orang yang kehilangan 
hidung diperbolehkan menggantinya dengan emas. Hal ini 


S Ibid., V/193. 

4 Zakariya al-Ansari, Fath al-Wahhab, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 191. 

: Zakariya al-Ansari, Asna al-Matalib, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), V/91. 
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berdasarkan riwayat di atas.” Dalam kitab Kumpulan Fatwa Imam 
“Utsimin disebutkan: 


NG sus JI YES Tah ae kome IkPN Alena ae lal” 
aga — 29 0. CC £ - 5 ca 


To 
Ape 


“Operasi plastik yang dilakukan untuk menutupi cacat timbul karena 
suatu kejadian atau cacat bawaan, seperti kelebihan jari, diperbolehkan.” 


O gala! pal Ale O gala AS LN tel Jose Aalas el er) 
Ba Ona A3 Ol gag All Abas pall OS Isl saleh 
AMI Aa ball "Pal Bb yaa ag LE GAY LI 3 ya 
1 Je 

Dalam kumpulan Fatwa al-Syabakah al-Islamiyah disebutkan 
bahwa operasi yang dilakukan karena untuk menghilangkan rasa 
sakit atau karena kebutuhan lain, seperti cacat, baik cacat bawaan 
atau karena yang muncul karena suatu kejadian atau sakit maka 
hal ini diperbolehkan. Al-Tabari mengatakan bahwa seorang 
perempuan tidak diperbolehkan merubah apa pun dari anggota 
tubuhnya, kecuali karena untuk mengilangkan rasa sakit atau 
keperluan lain seperti kelebihan gigi yang menyusahkan saat 
makan, atau kelebihan jari yang menyusahkannya. Pengecualian 


ini juga berlaku bagi kalangan laki-laki. 


dalang Aam ya ORA II SAN bs is Joo las el pel 5 pa 
daa ya IN ad go las Raha Ala Jai 


“Diperbolehkan operasi plastik dengan syarat tidak menimbulkan masalah 
bagi tubuh seperti menghisap lemak atau transplantasi rambut” 


? Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Ensiklopedi Fikih 
Kuwait, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
11/7559. 

10 Al-Utsaimin, Majmu' Fatawa “Utsaimin, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 215/24. 

“ Jbid. 

2? Abdullah al-Fagih dalam, Fatawa al-Syabakah., XW/182. 

13 Tbid. 
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Operasi yang dirasa perlu dilakukan agar organ tubuh 
normal setelah terjadi cacat boleh dilakukan. Operasi semacam ini 
menjadi suatu yang dibutuhkan, bahkan menjadi dharurat, karena 
terkadang kebutuhan menjadi dharurat karena kondisi dan situasi 
tertentu. Suatu cacat, baik yang terlihat maupun tidak, sekiranya 
menurut pandangan medis bisa dilakukan operasi untuk meringan 
beban penderitanya maka sebaiknya dilakukan operasi. Hal ini 
perlu dilakukan karena: 

1. Cacat yang diderita menimbulkan efek yang tidak baik bagi 
kesehatan si penderita, dalam rangka untuk meringankan 
beban dan rasa sakitnya, maka perlu dilakukan operasi: 

2. Operasi semacam ini diperbolehkan seperti halnya operasi 


yang dilakukan untuk pengobatan. 


Mengenai tentang adanya dalil yang mengharamkan 
merubah ciptaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat al- 
Nisa' ayat 119: 


A 


SA - #4. 8. 


RA PA II “Nala ja BA AI SANG za ati A5 
Sa IS KI Hp ya LI, AI Ha NK Ia PNP Na Ae Tin .. 


“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan Man 3 Tn 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka 
(memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar 
memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), 
lalu benar-benar mereka meubahnya. barangsiapa yang menjadikan 
syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita 
kerugian yang nyata.” 


Ana 


Operasi sebagaimana yang dijelaskan di atas harus 
dikecualikan dari larangan yang terdapat di dalam ayat tersebut. 
Imam al-Nawawi dalam dalam member penjelasan hadis riwayat 
Abdullah bin Mas'ud: 


1 o- 0 GL. 0. 0 2 0 9 Kana 3 aa 4G, 
ABI ane G3 TAS 53 All IS oma G2 2 WAS Olate Vas 
& aya MEI SUREN «AN PRA «mas ii Ga 


- 


Kajian Fikih Kontemporer 


126 | Imam Mustofa 


Ing ale AI lo - AAN JG. DE at TE AAA 
LA ae SET) SL ES 3 A3 - 
Maksud dari we slelaztl adalah suatu yang dilakukan 


dengan tujuan untuk memeperindah. Hal ini menunjukkan bahwa 


yang diharamkan adalah operasi untuk memperindah. Adapun 
operasi yang dilakukan karena keperluan untuk mengobati atau 
menutupi cacat pada gigi misalanya, hal ini tidak diharamkan. 


Operasi semacam ini tujuannya adalah untuk menghilangkan 
bahaya atau rasa sakit atau agar organ atau anggota tubuh dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya, adapun organ tersebut terlihat 


lebih indah atau lebih baik adalah sebagai efeknya. 


2. Operasi plastik Tahsiniyyah 


Operasi plastik tahsiniyah adalah operasi plastik yang 
bertujuan untuk memperindah bentuk atau warna anggota 
atau organ tubuh manusia, seperti memancungkan hidung, 
mengencangkan pipi, operasi rahang dan sebagainya. Operasi 
semacam ini diharamkan dengan dalil dan argument sebagai 


berikut: 


1. Tindakan mendis operasi plastik dengan tujuan untuk 
memperindah bentuk organ tubuh merupakan usaha untuk 
mengubah ciptaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam 
surat al-Nisa' ayat 119: 


- - GA 2G 2 IG NG ANA PAN 
P3 PAI aa Manan AI Kena Aa 
p LL G3 rd G0 Pena" ag 


pera An ya V3 an PERAN Y at KI 
2 - 
Ona nba 
“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka 
(memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar 


memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), 
lalu benar-benar mereka mengubahnya. barangsiapa yang menjadikan 


Pp 


4 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih al- 
Bukhari, TKX/487, hadis nomor 5931. 
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syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita 
kerugian yang nyata.” 


Hadis riwayat Ibn Mas'ud: 
SARAN AA ea JAN JE 5 dya ep AMS 


SAS TN WS 4 AN MATURE para pl sai 
Na 
IN OS SA 2 AAN Id dy 
13 A3 UU Has blend ye asus 
We Suu uu Angela sat, 
Abdullah bin Mas'ud berkata: “Allah Swt melaknat orang yang 
memasang tahi lalat palsu (pada badannya) dalam bentuk tato, orang 
yang mencukur alisnya, dan yang meratakan gigi dengan kikir yang 
bertujuan untuk mempercantik diri dengan mengubah ciptaan Allah”. 
Kemudian hal tersbut sampai kepada seorang wanita, lalu wanita tersebut 
mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan berkata : “aku mendengarkan 
bahwa kamu melaknat orang yang begini dan begitu (menyebutkan apa 
yang telah disebutkan oleh Abdullah), Abdullah berkata: “tidak ada 
jalan bagiku untuk melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah 
Saw, sebagaimana yang tergariskan di dalam Kitabullah (Al-Guran)”, 
wanita tersubt berkat: “Aku telah membaca apa yang terdapat diantara 
dua sampul (Al-Guran) dan aku tidak menemukan hal yang kamu 
katakana tersebut. Abdullah berkata: “jika engkau membacanya maka 
pasti kamu menemukannya, tidak kamu membaca, Apa yang datang 
(diperintahkan) kepadamu dari Rasul, maka ambillah dan apa yang 
dilarangnya, maka jauhilah”. 


Operasi untuk memperindah diharamkan digiyaskan pada 
tattoo, meruncingkan gigi atau mencabut bulu mata atau 
tindakan yang bertujuan untuk memperindah bentuk 
anggota tubuh: 


5 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih al- 


Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 
XVI/224, hadis nomor 4886, Al-Nasai, Sunan al-Nasai, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), VIII/526, hadis nomor 5122, 
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), TX/61, hadis nomor 4034. 
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4. Tindakan operasi plastik dengan tujuan memperindah 
bentuk anggota tubuh sudah pasti akan menimbulkan efek 
negatif, baik secara psikologis maupun bagi kesehatan.' 


Imam al-Tabari sebagaimana dikutip Ibn Hajar al-Asgalani 
menyatakan: 


sai Anta Ae IN AE Ai iis Ind dia spa 
VJ KAI Taja 0S IS VI BAN gas ati 
Gp ad 2 Sa DI GA NI Af Ke 
Maa nata mau ag as ban ea ane 


ut 


an ah BG 3 JAS SUS ISS An US as 
On ale 


“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita mengubah anggota tubuhnya 

yang diciptakan Allah, baik dengan mengurangi atau menambah dengan 

tujuan memperindah baik untuk suami maupun untuk orang lain. 

Sulam alis, mencabut kelebihan gigi atau memangkasnya, menulam atau 

menyambung rambut, hal ini semua termasuk dilarang, karena mengubah 

ciptaan Allah.” 

Meskipun ungkapan al-Tabari tersebut hanya menyebutkan 
wanita, namun pada dasarnya keharaman mengubah anggota 
tubuh juga berlaku bagi laki-laki, karena alasannya mengubah 
ciptaan Allah. Upaya untuk mengubah ciptaan Allah dengan 
alasan untuk memperindah, bukan untuk menormalkan fungsi 
atau bentuk adalah haram. 


Ungkapan senda juga disampaiakn Ibn al-Arabi 

mengatakan: 
S3 BLN Al 3S Letae  pall Gl ilbena AMI OP 
Cara Ja Leah II Gl ada OT aU eyad ya Leles gia Jlepll 
Ta bana Miang 


'5 Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts., 1/137. 
7 Ibn Hjar al- “Asgalani, Fath al-Bari, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), XVIW/41. 
8 Anonim, Ahkam Jirahah al-Tajmil fi al-Figh al-Islami, (Digital 
Library, al-Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), W27. 
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“Allah pada dasarnya menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sempurna, namun demikian, bisa jadi ada keindahan yang tidak sempurna, 

tapi ketidaksempurnaan itu ada hikmahnya. Bagi siapa yang berusaha 
mengubah ciptaan Allah tersebut, maka akan hilanglah hikmahnya. 

Tindakan tersebut dilaknat dan terlatang” 

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa operasi plastik 
dengan tujuan untuk memperindah bentuk atau warna anggota 
tubuh hukumnya haram. Karena pada dasarnya Allah telah 
menciptakan segala sesuatu disertai dengan hikmah yang ada di 
dalamnya, maka bagi siapa yang berusaha merubah ciptaan itu, 
maka pada dasarnya dia berusaha menghilangkan hikmah yang 
ada di dalamnya. 


D. Penutup 


Operasai plastik sebagai tindakan untuk memperindah 
bentuk organ tubuh secara garis besar dibagi menjadi dua. 
Pertama, operasi plastik dengan tujuan untuk menormalkan fungsi 
organ atau anggota tubuh: dan kedua, operasi yang bertujuan 
untuk memperindah bentuk atau warna organ atau anggota 
tubuh. Operasi jenis yang pertama menurut pandangan ulama 
sebagaimana dipaparkan di atas hukumnya mubah. Sementara 
operasi jenis yang kedua hukumnya haram, karena merubah 


ciptaan Allah Swt. Pelakunya dilaknat oleh Allah Swt. 
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“Allah pada dasarnya menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sempurna, namun demikian, 
bisa jadi ada keindahan yang tidak sempurna, 
tapi ketidaksempurnaan itu ada hikmahnya. 
Bagi siapa yang berusaha mengubah ciptaan 
Allah tersebut, maka akan hilanglah hikmahnya. 
Tindakan tersebut dilaknat dan terlarang.” 


(Ibn al-“Arabi) 


KA ia MO —— 
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HUKUM TRANSPLANTASI OGRAN 
TUBUH MANUSIA MENURUT FIKIH 


NA 


£ 


A. Pendahuluan 


Manusia sebagai makhluk yang berperadaban selalu 
berkreasi dan berinovasi untuk menyempurnakan penemuan 
di berbagai bidang, tak terkecuali penemuan teknologi di 
bidang ilmu kesehatan. Kemajuan teknologi kesehatan ini 
dapat mempermudah dan menunjang pelayanan kesehatan bagi 
manusia. Sesuatu yang dahulunya sulit dan bahkan tidak mungkin 
untuk dilakukan, dengan adanya teknologi yang canggih sekarang 
dapat dengan mudah dilakukan dan dengan waktu yang singkat. 
Sebagai contoh adalah transplantasi organ tubuh manusia. Pada 
masa lalu transplantasi belum bisa dilakukan, terlebih transplantasi 
organ vital, seperti hati, jantung dan organ vital lainnya. Namun 
dengan kemajuan teknologi, saat ini hampir semua organ 
tubuh manusia dapat dicangkok dan memungkinkan untuk 
dilakukan transplantasi. 


Transplantasi organ tubuh manusia ini dilakukan untuk 
menggantikan organ tubuh seseorang yang tidak berfungsi secara 
maksimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Asal organ 
tubuh yang dicangkokkan juga ada yang berasal dari orang yang 


masih hidup dan ada yang berasal ari orang yang telah mati, 
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bahkan ada yang berasal dari binatang. Organ tersebut ada yang 
didapatkan dengan cara membeli atau memang didonasikan 
seseorang untuk menolong atau menyelamatkan nyawa seseorang 
yang membutuhkan. 


Transplantasi organ tubuh sebagai penemuan baru 
tentunya belum diatur secara komprehensi di dalam kitab-kitab 
figh klasik. Padahal, sebagai tindakan yang berkaitan dengan 
perilaku seorang mukallaf, transplantasi harus mempunyai status 
hukum yang jelas dilihat dari perspektif hukum Islam. Namun 
demikian, pada dasarnya dalam kitab-kitab fikih pra modern hal 
ini dapat ditelusuri, meskipun tidak menjurus langsung ke arah 
penetapan hukum tranplantasi. Hukum transplantasi secara tegas 
dan eksplisit disebutkan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti 
Yusuf @aradawi, al-Buti dan Mufti Saudi Arabia, Ibn Baz. 


Permasalahan hukum yang muncul dari transplantasi 
organ tubuh manusia tidak hanya terkait dengan hukum tindakan 
medisnya, akan tetapi juga terkait asal muasal organ tubuh tersebut, 
termasuk hukum jual beli organ tubuh manusia. 


Beberapa masalah terkait hukum jual beli dan transplantasi 
organ tubuh manusia antara lain, apakah anggota tubuh manusia 
menjadi hak milikinya sepenuhnya, milik Allah, atau hak milik Allah 
dan Manusia secara bersamaang, apabila disepakati bahwa anggota 
tubuh manusia adalah hak milik Allah dan manusia, maka dalam 
kondisi dan situasi tertentu akan dominan menjadi hak milik salah 
satu?, apabila dua hak bersatu dalam suatu benda, maka gugurnya 
hak manusia disyaratkan tetap berlakunya hak Allah. Hak Allah 
adalah tujuan akhir dari penciptaan manusia, manusia tidak berhak 
untuk men-tasharruf-kan anggota tubuhnya bila mengancam 
tujuan akhir tersebut. Bagaimanakah hukum mencangkok organ 
tubuh manusia dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa atau 
jiwa?, Bagaimana hukumnya bila organ tersebut berasal dari orang 
non-muslim atau bahkan berasal dari organ binatang? ' 


' Ahad al-Tulabah al-Tlm, Buhuts li Ba'di Nawazil al-Fighiyyah al- 
Mudsirah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), /31. 
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Tulisan ini bermaksud membahas hukum jual beli 
dan transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif figh. 
Pembahasan ini penting dalam rangka memberikan jawaban 
secara komprehensif kepada orang-orang yang belum mengetahui 
hukum tindakan medis tersebut. Pembahasan dalam tulisan ini 
berlandasakan pada dalil-dalil dari al-@Guran dan al-Sunnah serta 
mengacu pada fatwa-fatwa ulama. Tulisan ini mengemukakan dua 
perbedaan pendapat ulama yang mebolehkan dan yang melarang 
transplantasi beserta argumentasi mereka yang berasal dari 
berbagai perspektif. Sebelum menjelaskan hukum transplantasi, 
terlebih dahulu dipaparkan sedikit mengenai hukum jual beli 


organ tubuh manusia. 


B. Kontroversi Ulama tentang Hukum Jual Beli Organ 
Tubuh Manusia 


Mengenai hukum jual beli anggota tubuh manusia, kalangan 
ulama fikih ada yang berpendapat boleh dan ada yang melarang: 
adapun kalangan yang memperbolehkannya berargumen dengan 
argumentasi sebagai berikut: 

1. Jual beli anggota tubuh boleh karena digiyaskan diperboleh- 
kannya jual beli susu manusia. Sebagaimana diketahui, 
kalangan Syaf'iyah dan Hanbaliyah memperbolehkan 
jual beli susu seorang wanita yang telah ditempatkan pada 
suatu wadah (dikemas). Susu merupakan suatu yang suci, 
bermanfaat serta menjadi nutrisi bagi manusia. Kalangan 
Malikiyah tidak memperbolehkannya, karena susu manusia 
merupakan bagian yang terhormat, bila dijual-belikan 
berarti merendahkan: 

2. Digiyaskan dengan adanya kewajiban mengambil diyat 
anggota tubuh yang telah hilang. 

3. Digiyaskan dengan jual beli budak, apabila manusia 
seutuhnya boleh, maka sebagian anggota tubuh manusia 


juga boleh untuk diperjual-belikan.? 


2 Ibid,, /31-32. 
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Sementara kalangan yang mengharamkan berargumen: 

1. Anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi 
hak miliknya, tidak dizinkan baginya untuk menjualnya, 
apabila dijual, maka sama saja menjual brang yang bukan 
menjadi hak milikinya, dan ini tidak sah, karena tidak 
memenuhi syarat jual beli (barang yang dijual merupakan 
milik penjual sepenuhnya): 

2. Jual beli anggota tubuh menusia merupakan perbuatan yang 
melecehkan manusia, padahal Allah sangat memuliakannya, 
maka hal ini bertentangan dan syara”. Maka sangat wajar 
sebagian ulama berargumen dengan alasan karena Allah 
memuliakan manusia. 


Syaikh “Ilauddin al-Hashkafi menjelaskan tentang barang 
yang tidak boleh diperjual belikan: Rambut manusia tidak boleh 
dijual, karena kemuliaan manusia, meskipun dia kafir. Dalam 
Hasyiyah Ibni Abidin disebutkan, apabila ada seseorang yang 
mengatakan: “Potonghlah tanganku, dan makanlah”, maka tidak 
halal, karena daging manusia dalam keadaan darurat pun tidak 
halal, tidak boleh dimakan, karena kemuliaannya.' 


Dalam buku al-Fatawa al-Khaniyah disebutkan, bila 
seseorang dalam keadaan darurat, dan tidak ada bangkai sekalipun 
untuk dimakan, maka apabila ada orang lain yang menawarkan 
tangannya untuk dipotong dan dimakan, hal ini tetap tidak 
diperbolehkan. Sementara dalam buku al-Fatawa al-Hindiyah 
disebutkan bahwa mengambil manfaat memperjualbelikan 
anggota tubuh manusia tidak diperbolehkan, karena najis. Ada 
yang mengatakan karena kemuliaannya, dan alasan ini lebih kuat. 
Dalam buku al-Fatawa al-Bazaziyah dimakruhkan mengobati 
luka dengan tulang manusia, karena anggota tubuh manusia (yang 
sudah terpisah dari badan) haram dimanfaatkan. 


3 Ibid,, /32-33. 
4 Ibid., 12. 
5 Ibid., 11/13. 
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Al-@arafi mengatakan membunuh dan melukai seseorang 
untuk mempertahankan kehidupan orang lain atau bagian 
anggota tubuhnya meskipun orang tersebut merelakan untuk 
diambil bagian tubuhnya. Al-Syatibi menyatakan dalam kitab al- 
Muwafagat, sesunggunya kesempurnaan jiwa, akal dan anggota 
tubuh adalah hak Allah yang berada pada diri manusia dan 
bukan hak milik manusia. Apabila Allah telah menyempurnakan 
kehidupan, badan, dan akal manusia, sehingga ia mampu 
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mukallaf, maka tidak 
diperbolehkan untuk menggugurkan anggota tubuh, kehidupan 


dan akalnya tersebut.” 


Imam al-Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin 
mengatakan bahwa dalam keadaan daruratpun seseorang tidak 
diperbolehkan memotong anggota tubuhnya sendiri demi untuk 
menyelamatkan orang lain atau dirinya sendiri.” Hal senada juga 
dikemukakan oleh dalam kitab Kasy/ul Oana' bahwa orang yang 
memotong organ tubuhnya untuk menyelamatkan orang lain 
yang sedang dalam keadaan darurat adalah haram secara pasti. 


Ul pal oma3 SMS DL ob pynana sya Amil lak UL jga V9” 
al lala m2 BALL Jaraall Il anta Milisi ya mati 
Pln 


“Seseorang tidak diperbolehkan memotong organ tubuhnya sendiri 
demi untuk menyelamatkan orang lain, begitu juga orang lain tidak 
diperbolehkan memotong organnya untuk menyelamatkan orang 
tadi untuk diberikan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat. 
Dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara ulama? termasuk Imam 
Haramain juga berpendapat demikian.” 


S Abu Ishag Al-Syatibi, al-Muwafagat Fi Usul al-Syariat, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 111376. 

7 Imam al-Nawawi, Raudatul Talibin, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 382. Lihat juga “Abdurrahman bin 
Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, Syarh al-Bahjah al-Wardiyah, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XTX/200. 

$ Yahya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu'), (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1X/45. 
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Barangkat dari berbagai pandangan ulama di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa menjual organ tubuh manusia tidak 
diperbolehkan, meskipun dalam keadaan darurat. Namun ulama 
berbeda pendapat tentang memperjualbelikan organ tubuh 
manusia yang dipandang “tidak hidup terhormat”, seperti orang 
yang diputuskan telah mati, orang yang berzina muhshan atau 
orang yang murtad. Menurut Said Ramadan al-Buti, hal ini 
diperbolehkan. Sementara menurut komisi figih tetap tidak 


diperbolehkan. 
Argumen ulama yang memperbolehkan antara lain: 


1. Kaidah tentang kewajiban mempertahankan mashlahah 
dengan mengorbankan kemadharatan yang lebih besar, 
kehidupan orang yang terjaga (ma'sum) yang mulia dijaga 
dengan mengorbankan kehidupan orang yang tidak 
mulia: 


Pagi ISO 22 Lagakel 003) Ubukasis dls 15)” 
“Apabila ada dua bahaya yang menimpa, maka yang harus dihalau 
adalah bahaya yang lebih besar” 

2. Berpijak pada pendapat kalangan Syaf'iyah dan 
Hanbaliyah yang menyatakan bahwa seseorang yang 
dalam keadaan daruat, demi untuk mempertahankan 
hidupnya diperbolehkan memakan daging orang yang 
telah melakukan zina muhsan. 

3. Mempertahankan kehidupan orang mulia merupakan 
maslahah daruriyyah, sementara menjaga organ tubuh orang 
telah berzina muhshan merupakan maslahah hajiyyah, 
maka maslahah daruriyyah harus diutamakan daripada 


yanghajiyyah." 


? Ibnu Nujaim, al-Asybah wa al-Nazair, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), W111, lihat juga al-Suyuti, al-Asybah 
wal Nazair, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
1/176. 

10 Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts., 11/13. 
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Sementara kalangan ulama yang tidak memperbolehkan 
berargumen dengan argumentasi sebagai berikut: 

1. Organ tubuh tidak menjadi hak seseorang, akan tetapi hak 
Allah, sementara seseorang dilarang melakukan jual beli 
barang yang bukan miliknya, 

2. Memperjualbelikan organ tubuh manusia bertentang 
dengan prinsip kemulian Allah yang diberikan kepada 


manusia. 


Komisi figih menjelaskan bahwa boleh memindahkan 
organ tubuh manusia untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, 
hanya saja tidak dilakukan dengan transaksi jual beli. Langkah 
yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan ganti rugi.'' 


Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa memperjualbelikan organ tubuh manusia hukumnya 
haram, meskipun dalam keadaan darurat dan meskipun organ 
tersebut berasal dari orang yang tidak terhormat menurut syara”. 
Namun demikian, seorang yang mendonorkan organ tubuhnya 
diperbolehkan meminta upah atau ganti rugi atas organ tubuh 


yang diberikan. 


C. Hukum Transplantasi Organ tubuh Manusia 
menurutFigh 


1. Sekilas tentang Transplantasi Organ Tubuh 


Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan transplantasi 
sebagai pemindahan jaringan atau organ tubuh manusia atau 
tanaman ke tempat (orang) lain atau ke tanaman lain, mencangkok, 
pencangkokan.'? Pada dasarnya transplantasi berasal dari bahasa 
Inggris, yaitu Inggris to transplant, yang berarti to move from 
one place to another, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. 


H Syaikh Muhammad Shalih al-Munjid, Fatawa al- Islam Sual wa 
al-Jawab, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 
1/1907. 

12 


Dendy Sugono et. al. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1545. 
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Transplantasi menurut ahli ilmu kedokteran adalah pemindahan 
jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain. Jaringan atau 
organ adalam kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) 
yang sama mempunyai fungsi tertentu. Sementara yang dimaksud 
organ ialah: Kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda 
sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi 
tertentu, seperti jantung, hati dan lain-lain." 


Transplantasi dapat dibagi menjadi dua: 
1. Transplantasi jaringan seperti pencangkokan kornea mata. 
2. Transplantasi organ seperti pencangkokan organ ginjal, 
jantung dan sebagainya." 


Melihat dari hubungan genetik antara donor (pemberi 
jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dari resipien (orang 
yang menerima pindahan jaringan atau organ), ada tiga macam 
pencangkokan: 

1. Auto transplantasi, yaitu transplantasi di mana donor 
resipiennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya 
dioperasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging 
dari bagian badannya yang lain dari badannya sendiri. 

2. Homo transplantasi, yakni di mana transplantasi itu donor 
dan resipiennya individu yang sama jenisnya, (jenis di 
sini bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan 
manusia). Pada homo transplantasi ini bisa terjadi donor 
dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga 
terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang 
disebut cadaver donor, sedang resipien masih hidup. 

3. Hetero transplantasi ialah yang donor dan resipiennya dua 
individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang 
donornya adalah hewan sedangkan resipiennya manusia. " 
8 Tim Lajnah Talif wa al-Nasyr Ahkamul Fugaha “Solusi 

Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes 
Nahdlatul Ulama(1926-2004 M), Pen. Djamaluddin Miri (Surabaya: Khalista 
bekerja sama Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr, 2011), h. 483. 


4 Ibid. 
15 Ibid,, h. 483-484. 
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Pada auto transplantasi hampir selalu tidak pernah 
mendatangkan reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ 
yang ditransplantasikan hampir selalu dapat dipertahankan oleh 
resipien dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada homo 
transplantasi dikenal tiga kemungkinan: 

1. Apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang 
berasal dari satu telur, maka transplantasi hampir selalu 
tidak menyebabkan reaksi penolakan. Pada golongan ini 
hasil transplantasinya serupa dengan hasil transplantasi pada 
auto transplantasi. 

2. Apabila resipien dan donor adalah saudara kandung atau 
salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan 
pada golongan ini lebih besar daripada golongan pertama, 
tetapi masih lebih kecil daripada golongan ketiga. 

3. Apabila resipien dan donor adalah dua orang yang tidak ada 
hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi 
selalu menyebabkan reaksi penolakan." 


2. Hukum Transplantasi Organ Tubuh menurut Figh 


Transplantasi anggota tubuh pada dasarnya diperbolehkan, 
yaitu transplantasi dari dari anggota tubuh seseorang ke bagian 
tubuhnya yang lain dengan tujuan untuk menyelamatakan 
jiwanya. Transplantasi organ tubuh sudah ada sejak zaman 
Rasulllah. Transplantasi pernah dilakukan oleh @atadah bin 
Nu'man r.a. saat perang badar. 


Transplantasi tangan, kaki atau tulang secara medis dilarang, 
karena hal ini membahayakan. Transplantasi organ yang diambil 
dari orang yang otaknya tidak berfungsi, namun organ tubuhnya 
masih sehat, namun hanya bisa bertahan maksimal empat menit, 
adapun hati bisa lebih beberapa menit, maksimal 45-50 menit. 
Waktu ini tidak cukup untuk melakukan operasi transplantasi. 
Adapun hati atau liver maksimal delapan menit. Apabila otak telah 


1 Ibid., h. 484. 
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mati atau tidak berfungsi, maka pada umumnya hati bisa bertahan 
beberapa jam atau beberapa hari.” 


Adapun transplantasi organ tubuh yang dapat menyebabkan 
kematian orang yang diambil organnya, seperti hati, paru- 
paru maka ulama bersepakat tidak memperbolehkannya, karena 
akan menyebabkan kematian orang yang diambil organnya. 
Adapun transplantasi yang tidak menyebabkan kematian bagi 
yang diambil organ atau unsur tubuhnya, seperti donor darah 
maka diperbolehkan asalkan tidak membahayakan. Secara medis 
disyaratkan bahwa orang yang hendak melakukan donor darah 
tidak sedang kekurangan darah, tidak sedang sakit atau dengan 
kata lain layak untuk melakukan donor darah dan umurnya tidak 
melebihi 55 tahun." Dasar pembolehannya antara lain adalah surat 
al-An'am ayat 119: 

CI KE SIB MN SL Ku, 


Lor 2APA SS 83.» LIL 8 YA, Ag on LX, »» 
Wo BIL ISA II Te Kk AN Dak 5S GAN BSN 


“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang 
halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal 
Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang 
diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 
memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar 
benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 
tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” 

Adapun terkait transplantasi testis, ada sebagain ulama 
yang tidak memperbolehkannya dengan alasan hal tersebut dapat 
mengakibatkan keharaman keturunan dan percampuran nasab. 
Selain itu, transplantasi testis akan berdampak pada pembawaan 
sifat-sifat orang yang diambil testisnya kepada keturunan 
orang yang menerima testis tersebut. Ada sebagian ulama yang 
memperbolehkannya dengan alasan bahwa testis hanya sekedar 
organ yang mengatur seperma. Namun demikian pendapat yang 
lebih rajih adalah pendapat pertama. 


7 Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts., 1/90. 
18 Tbid, V91. 
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Mengenai transplantasi organ tubuh selain darah dan testis 
atau organ lain yang tidak membahayakan hidup orang yang 
mendonorkan, atau transplantasai organ vital dari orang yang 
otaknya telah mati, hal ini ada perbedaan pendapat pendapat di 
kalangan ulama kontemporer: 


a. Ulama yang melarang 


Pendapat pertama yaitu dari kalangan ulama yang 
menyatakan larangan melalukan transplantasi anggota atau organ 
tubuh manusia. Diantara ulama yang berpendapat demikian 
adalah Syeikh al-Sya'rawi, al-Gimari dan Hasan Ali al-Syadzili. 
Argumentasi mereka adalah dari ayat al-Guran, al-Sunnah, 
argumentasi logika, kaidah usuliyah dan kaidah fighiyah serta 


pendapat ulama kalangan empat madzhab: 
Pertama, dali dari Al-@uran: 
1. Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29-30: 


At 


IS get xx SA Je igar di Gk 
S5 EA KAN S5 3 sea La 
Aa Me AA RU NY ana 


(ES ES, 
“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat 
demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan 
memasukkannya be dalam neraka. yang demikan itu adalah mudah 


bagi Allah. 


Maksud dari larangan membunuh diri sendiri mencakup 
juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh 
orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat 
merupakan suatu kesatuan. 


2. Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 195: 
KI Kah AE, 


“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan” 
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Lafadz “al-tahlukah” (kerusakan atau kebinasaan) meupakan 
lafazh umum yang mencakup segala bentuk kerusakan atau 
hal yang menyebabkabkan kerusakan, dan memotong 
anggota tubuh dapat membahayakan atau menimbulkan 
kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Dasarnya adalah 
berlandas pada ke-umuman cakupan lafazh “al-tahlukah” di 
atas, dan bukan berlandaskan pada sebab-sebab tertentu." 
Atau dalam kaidah uhuliyah disebutkan: 


2 RAN ana Bali Saka A5 
“Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz bukan kekhusussan 


sebab? 
3. Firman Allah dalam Surat al-Nisa' ayat 119: 
MEA SKK PI AE IE MG 2 Ita Age 2AT Age 
M3 SEN HL AAN KAN, MELANI 
21 Tt 


52 A wp LA Pn Tata . 5 Pr re Ta yua 
Ia AN 33 oa KG GIELEN AS ng ant GE Dah 


Wusasa 
“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 
mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka 
benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah 
ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. barangsiapa 
yang da Lan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka 
Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” 


Wajhu al-dilalah dari ayat di atas adalah melakukan 
transplantasi organ tubuh merupakan perbuatan mengubah 
ciptaan Allah yang masuk dalam cakupan ayat di atas, dan 
hal tersebut diharamkan. 


19 Jbid, /92-93. 

2 Fakhruddin al-Razi, al-Mahsul fi Ilmi al-Usul, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 111/125. Lihat juga “Ali bin 
Muhammad bin “Ali al-Ba'la Abu al-Hasan, al-Mukhtasar fi Usul al-Figh, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), /110. 
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4. Firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70: 


ta 


CN A3 Berat LOLA Ss Tata 
An Sa Hanny Pair Se 3 pa (ol da la KS 


OK Un ag IL 2 
“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan santana Adam, kami 
angkut asi di daratan dan di lautan/862), kami beri meraba rezki 
dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.” 


Wajhu al-dilalah ayat di atas adalah bahwa Allah telah 
memuliakan manusia, baik saat hidup maupun ketika 
sudah mati. Sementara mengambil organ tubuh manusia 
bertentangan dengan konsep pemuliaan Allah tersebut, 
baik saat hidup maupun setelah mati.?' 


Kedua, argumentasi dari dalil al-Sunnah adalah: 
1. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah r.a: 


Pa Kaka 5 
SA AS BAN ESA 3 ia S6 ha 


Penata 


date AVI eao— 2 AB BB aU 55 sil — ag 
Ia Jasa Bag she 5 Jill dj 5 PR EA Sl es 
Kania lp dan PA ee AA ba Giaa 


BA TB aa pap Jan 3 Da ENG SE 


Pad 


pe SAI Oa Oh SG JS sg Uh KS 
JIE LL IRI YUI - Ba SI 


s3 se Jan yA. Sila In ed 
LI “elang Ale AI ae JAS dis Hakag le AI 


21 Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts., 1/92-93. 
2 Imam Muslim, Shohih Muslim, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 76, hadis nomor: 326. 
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Dari Jabir ra. bahwa Thufail bin Amr ad-Dausi pernah datang kepada 
Nabi saw lalu berkata, “Ya Rasullah, apakah engkau mempunyai 
benteng yang kokoh dan tangguh?” Rasullah saw bersabda. “Itu adalah 
sebuah benteng milik anna dalam masa jahiliyah” Rasullah 
enggan menjelaskan ihwal barang yang Allah swt simpan untuk kaum 
Anshar itu. Tatkala Nabi saw berhijrah ke Madinah, Thufail bin Amr 
pun hijrah ke sana dan ia ditemani salah seorang dari kaumnya. 
Ternyata di Madinah mereka tidak kerasan, lantas sakit lalu ia (anak 
buahnya Thufail itu) putus asa. Kemudian mengambil anak panah 
bermata lebar miliknya, lalu denganya ia memotong ruas jarinya, 
kemudian mengalirlah darah dari kedua tangannya hingga ia tewas. 
Kemudian Thufail bin Amr bermimpi melihatnya dalam penampilan 
yang menarik, dan dia (Thufail) melihat ia menutup kedua tangannya. 
Kemudian dia bertanya kepadanya, “Apa yang dilakukan Rabbmu 
terhadapmu?” Jawabnya, “Dia telah mengampuniku karena aku 
berhijrah kepada Nabi-Nya saw.” Thufail bertanya, “Mengapa aku 
melihatmu (dalam mimpi) menutup kedua tanganmu?” Dia menjawab: 
“Dikatakan kepadaku, Kami tidak akan sekali-kali memperbaiki apa 
yang telah kamu rusak”” Kemudian Thufail menyampaikan mimpi 
tersebut kepada Rasulullah saw, lantas Rasulullah saw bersabda, “Ya 
Allah, ampunilah dosa-dosa pada kedua tangannya.” 


2. Hadis Riwayat Asmat binti Abu Bakar: 


ala ali oa LA SIA ore LE S3 deal ya 
AS TS CAS Up EA JALAN Ip45 USS —elkas 


- Pa Nana Tek : 

2 Sp pa Ulet JAMI 5d “Jas Ao Lada 

Asma' binti Abu Bakar berkata, seorang wanita datang kepada Nabi 

shallallahu “alaihi wasallam Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya saya mempunyai seorang anak perempuan yang 

pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok, kini ia mau 

menikah, bolehkah aku menyambung (rambut)nya?” Rasulullah 

menjawab,“Allah melaknat perempuan yang menyambung (rambut) 
dan yang meminta disambungkan rambutnya 


3. Hadis riwayat Sulaiman bin Buraidah: 


2 Jbid, V/165, hadis nomor: 5687. 
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Nana TENAGA 12 458 59 


LEAN AS KS 3 DA aU AS 35 LE 


Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya : tp aedullah jika 
mengutus pemimpin pasukan atau sariyah, beliau berpesan secara 
khusus kepadanya untuk bertagwa kepada Allah dan agar bersama 
kaum muslimin dalam kebaikan, kemudian beliau bersabda, 
”Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang 
yang aa kepada Allah, berperanglah dan janganlah berlebihan, 


jangan berkhianat, dan jangan merusak...” 


4. Hadis Riwayat Aisyah r.a: 


Has 318” JG “elang dale AI Iko Al end KA 
Dari Aisyah ra., Rasulullah saw. Bersabda "Memecahkan 2 


mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam keadaan masi 


hidup” 
5. Hadis riwayat Ibnu Abbas: 


V5 AV? (dang take AI Jae J3 JIE BJB nba rlua 


- 


- 


Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw. Bersabda “Tidak boleh memberi 
bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada 


orang lain» 


6. Hadis Jabir bin Abdullah r.a.: 


JB Lag dal AU ola pa Ol Lagus AU pda he 0 pr 2 


23 JAS DE MASA JAS OB GAS Ie “Jl 
PIA BEST 3353 AS OB UANG sae AAICIN 


Ketiga, argumentasi logika: 


2 Jbid., V/139, hadis nomor: 4619. 

? Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), TX/419, hadis nomor: 3209. 

2 Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), VII/241, hadis nomor: 2431. 

2 Shahih Muslim, Shohih Muslim., 11/78, hadis nomor: 2360. 
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1. 


adalah: 
1. 


Salah satu syarat sah untuk memberikan suatu barang kepada 
orang lain adalah hendaknya orang yang memberikan 
merupakan pemilik barang tersebut sepenuhnya, atau 
mendapat mandat dari pemiliknya. Sementara manusia 
bukan pemilik anggota tubuhnya, dan tidak juga mendapat 
hak kepemilikan. Oleh karena itu, maka memberikan 
anggota atau organ tubuh kepada orang lain tidak sah: 
Tujuan syari'at adalah untuk menjaga dari kerusakan, 
sementara memberikan organ tubuh akan menyebabkan 
kerusakan bagi orang yang memberikannya, menghilangkan 
manfaat organ tubuh yang diberikan, dan terkadang bisa 
membahayakan baginya, dan berpengaruh pada aktifitasnya 
untuk melaksanakan ibadah atau kewajiban lainnya: 

Hal ini dianalogkan, bahwa jiwa lebih dihormati daripada 
harta: 

Tidak diperbolehkan memotong sebagian anggota 
tubuh sebagaimana tidak diperbolehkannya memotong 
seluruhnya.? 


Keempat, argumen dari kaidah ushuliyah dan fighiyah 


Kaidah: 


2 AU NN AI 

“Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan suatu bahaya” 
Aang MEN AN 
“Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain yang 


sepadan” 


2 Ahad Tulabah al-Ilm, Buhuts., 1/94. 
2 Ibnu Nujaim, al-Asybah., 1158. Liha't Juga Imam al-Suyuti, al- 


Asybah., 1176. 


2 Muhammmad Abu “Abdullah Badruddin al-Zarkasyi, al-Mantsur 


Jial-Gawaid, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
111/159, Ahmad bin Muhammad al-Hamawi, Ghamzu Uyun al-Basyair Ji 
Syarh al-Asybah wa al-Nazair, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- 
Isdar al-Sani, 2005), 11/93. 
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Berdasarkan kaidah di atas maka tidak diperbolehkan 
menghilangkan suatu yang membahayakan atau kerusakan 
dengan hal lain yang juga membahayakan atu merusak. 
Kaitannya dengan transplantasi, maka menghilangkan 
bahaya bagi orang yang menerima transplantasi organ 
tubuh, namun hal ini membahayakan bagi orang yang 
organnya diambil. 


2. Kaidah: 
DE UG Ea LEAN EU 
“Apa yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan, dan apa 
yang tidak boleh diperjualbelikan maka juga tidak boleh dihibahkan” 
Kalangan ulama yang membolehkan transplantasi 
telah berpendapat bahwa memperjualbelikan tidak 
diperbolehkan. Padahal, berdasarkan kaidah di atas, 


suatu yang tidak boleh diperjual belikan juga tidak boleh 
dihibahkan, atau diberikan. 


Ulama mutagoddimin umumnya tidak membolehkan 
memberikan atau menjual anggota tubuh manusia, baik sebagian 
atupun seluruhnya, meskipun untuk menyelamatkan orang lain. 
Alasan mereka karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan 
Allah, begitu juga anggota tubuhnya juga mulia dan harus 
dihormati, meskipun telah tidak bernyawa. Alasan lain karena 
manusia tidak mempunyai hak untuk merubah anatomi anggota 
tubuhnya, karena itu adalah ciptaan Allah yang harus dihargai 
dan dihormati. Dalam keadaan daruratpun manusia tetap tidak 
boleh menasharrufkan organ tubuh, apalagi sampai memakannya 
meskipun untuk menyelamatkan jiwa. ? 

Kalangan yang tidak memperbolehkan transplantasi juga 
menguatkan pendapat mereka dengan gaul ulama dari kalangan 
empat madzhab: 


3 Muhammmad Abu “Abdullah Badruddin al-Zarkasyi, al-Mantsur., 
111159. 
32 Jhid. 
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Pertama, kalangan Hanafyah: 
Ibnu abidin dalam kitab Radd al-Mukhtar mengatakan: 


CE AAN! SIN Jas G3 Ga alah JATI JG 33” 
PI da 3 


“Bila ada seseorang mengatakan potonglah tanganku dan makanlah' 
meskipun dalam keadaan darurat, maka hal itu tetap tidak dihalalkan. 
Hal ini dilarang karena daging manusia tidak diperbolehkan meskipun 
dalam keadaan darurat, karena manusia merupakan makhluk yang 
dimuliakan”. 


Lebih lanjut Ibnu “Abidin juga mengatakan: 
OI CE RKA Ia SIP” 


3g - 


9 Iu seal Bui: 


Sega 


Pa 
"ea ya S3 
Inti dari pernyataan Ibnu “Abidin di atas adalah manusia 
secara syara” dimuliakan meskipun ia kafir, maka tindakan yang 
merendahkan manusia dan menyamakannya dengan suatu benda 
tidaklah diperbolehkan. Mengenai hal tersebut hukumnya telah 
dijelaskan dalam kitab Fath al-GYadir. Berdasarkan hal ini maka 
tidak deperkenankan menjual kotoran manusia, atau apa pun yang 
merupakan bagian dari tubuh manusia, termasuk kuku atau rambut, 
bila manusia meninggal, maka semuanya harus dikuburkan. 
Memanfaatkan anggota atau organ tubuh manusia sama sekali 
tidak diperbolehkan, karena alasan najis, sebagian karena alasan 
bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan. 


3 Ibnu “Abidin, Radd al-Mukhtar, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XXVI/298. 

3 Ibid., TKX/238. 

3 Imam al-Sawi, Hasyiyah al-Sawi “ala al-Syarh al-Saghir,(Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11/57. 
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Kedua, kalangan Malikiyah: 


Al-Sawi mengatakan: 


salin Ia Eh GE OB aral Ill gal plis SO ” 
“sn uk 


“Dilarang memecahkan tulang mayat karena kemuliaan manusia, 
kemuliaan sebagian anggota Aa juga berlaku bagi semuanya 
(artinya anggota tubuh lainnya Juga dimuliakan)”. 


Ketiga, kalangan Syafi'iyah: 
Al-Bujairami mengatakan: 


ad PA yA Ia GAN Ga ph sa -cad 


Bh AD rt, 2 


Ip Sa ala 3 da BN ah MA TER Lg 
637 S0. 


Pa 


Imam Nawawi juga mengatakan: 

AI 3 SS Dk ob pnaaa Uya demi lali Ol ya 

Alah ara SOE IL badal Il andal la also ya dah Ol 
“38 oma YI Cjaa ll 

Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengatakan: 


Ia (0) ii Gan GI Gb) gak See (1833) 
15 JII SAY AN isa 2 jAI ala ON $ Ia JAN 
Naa Ap San RAN 5 PA db 


36 Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts., 1/97. 

? Al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami “ala al-Khatib, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 197. 

8 Yahya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu?. , TX/45. 

2 Muhammad al-Khatib al-Syarbini,  Mughni al-Mukhtaj ila 
Marifah al-Alfaz, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), XVIII/238. 
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Inti dari berbagai pernyataan ulama Syafr'iyah di atas adalah 
mengenai diharamkannya memotong organ tubuh manusia untuk 
dimanfaatkan, meskipun hal itu dalam keadaan darurat. Hal ini 
karena kemuliaan manusia. Namun demikian ada pengecualian, 
apabila memotong organ tersebut dilakukan dalam rangka 
menyelematkan nabi, maka diperbolehkan, bahkan wajib. 


Keempat, kalangan Hanbaliyah: 


Ibnu Gudamah mengatakan: 


2 oo TEST OS oT Lt Lan Lag I 

“40 gLXcl Y JSI AG Caya « bas Jawsall Meta 2” 

“Bila seseorang tidak menemukan sesuatu untuk dimakan, maka tetap 
tidak diperbolehkan untuk memakan bagian dari anggota tubuhnya” 


Lebih tegas dikatakan: 


AS as 3 0 £ of Gg. 0 GUA 3 gn 
PN OBB PA A3) iba (SA aa GA YA V3 


ore 3G an 04 o PE T- Sa A3 o £ o T- 
ale AI on 3 (KA Ho VI SES Ia sei 3 

Sl II H3 
“Tidak diperbolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan atau 
suatu yang mengandung zat yang diharamkan, seperti daging Ya 
diharamkan atau dengan meminum minuman yang memabukkan. 


Hal ini berdasarkan Sabda Nabi: Yanganlah kalian berobat dengan 
sesuatu yang diharamkan.” 


b. Ulama yang memperbolehkan 


Ulama yang memperbolehkan transplantasi juga 
menggunakan argumentasi dari ayat al-Ouran, argumentasi logika 
dan argumentasi dari kaidah usuliyah serta kaidah fighiyyah. 


Pertama, dalil dari ayat al-Ouran: 


1. Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 173: 


10 Ibnu @udamah, al-Mugni, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XVIII/238. 

# Mansur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti, Kasyf al-9ana' “an Matn 
al-Igna', (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
XX/219. 
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o 
bata 


- 6 3 s2 0.2 an Rn bs Sena a 
abal pa Ja eh a35 SA KE KE UI 
Ke ne At EKP ATU 
SEA NO) AI YG PA SI 
“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 
(nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) Res dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 


Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3: 


kg 2, TE 0.2 da SE a Pn Sora 0 
ma 33 Jalu padi (33 ROG Eh Kla dag 
STA NI SANG Toe Ab ea Pb Pia Lot aa reg 
S3 5 Y) adl JSI Vo A5ndeII 9 Ana PRO 85 33 yA A29 
J5 GI S3 IS ANINU Lead 03 aa SE 3 3 
213 Se PA eka Eee Ba a TN 8 Ban 3 
Ka SI ASI II 0 JA AAA DE K2 Gala 35 Sad 

aa ATA joni T na Hen obi oi 
SA yah Cas PIN SI En JR SAS Ea, 

3.8 8. AP 

3 sae WIL OP SY Lila pas Lemah 
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, 
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan 
bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) 
mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak 
panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah 
kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari 
ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku- 
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi 
agama bagimu. Maka barang HA terpaksa karena kelaparan tanpa 


sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang” 


Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 118-119: 

338 AP ea: 2g PAN ea Ui 8 9 3 
LIBE NI SI tag anna Uh ES O| dls ali 21 353 Un 1G 
2203 AT P2 0 Bete LGo yo IA TE, OT or. Fi o Pc a 
SPA VI SIS GS SI Jua A53 ale AU asal 555 Lan 
IIA TA GA TO be Aa AL Os 3S ON) 
“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama 
Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat- 
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ayat-Nya. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang 
gi halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, 

ahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa 
2 Pen n-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 
memakannya. dan Sesungguhnya Ba (dari manusia) benar 
benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 
tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” 


4. Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 145: 


Tao K2 Ih JA ll 2 Ci 3 
Aan J0 FA Uas A55) 8 pa NU Asus 
3 pa H3 56 ME NG F6 3S TS 
“Katakanlah: «Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak 
memakannya, kecuali kalau makanan itu an kai, atau ai ang 
mengalir atau daging babi- Karena Sana semua itu La 
-atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa 
yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan 
tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha 
Pengampun lagi Maha penyayang». 
Aspek dalil yang dapat diambil dari ayat-ayat di atas adalah 
semua ayat di atas mengecualikan hal-hal yang diharam 
dalam keadaan darurat. Artinya dalam keadaan darurat 
keharaman tidak berlaku. Orang yang sedang sakit dan 
membutuhkan transplantasi organ tubuh merupakan salah 
satu keadaan darurat, karena kehidupannya terancam, 
seperti orang yang gagal ginjal, kerusakan hati atau organ- 
organ vital manusia lainnya. Maka dalam keadan darurat 
tersebut, termasuk dalam keumuman lafadz di atas yang 
terkait dengan darurat. Dengan demikian diperbolehkan 
transplantasi organ tubuh. 


5. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 32: 


SSI MESIN LIS US Ja 
te MN eee Peni AI JAE 
2 Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts., 1/95. 
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“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena 
orang itu (membunuh) orang lainatau Bam Karena membuat 
kerusakan dimuka bumi, Maba seakan-akan dia Telah membunuh 
manusia seluruhnya.” 

Aspek dail yang dapat diambil bahwa di dalam ayat di atas 
disebutkan bahwa barang siapa yang menghidupkan satu 
orang, maka seolah ia menghidupakan seluruh manusia. 
Hal ini berlaku umum bagi penyelamatan seseorang 
dari kerusakan atau kematian. Orang yang memberikan 
organ tubuhnya kepada orang lain dengan tujuan untuk 
menyelamatkan jiwanya, maka hal ini termasuk dalam 
kategori menghidupkan orang lain, artinya menyelamatkan 
hidupnya." 

. Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 185: 
PSI LN KAU 


“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 


kesukaran bagimu.” 
. Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 28: 

LA AR BL IP At EIB Aa 
Mint OLI G3 KS Hias OT ML 


“Allah hendak memberikan keringanan kepadamul2806!, dan manusia 
dijadikan bersifat lemah.” 


. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 6: 
Ap Ie TE ie 
“Allah tidak hendak menyulitkan kamu.” 
. Firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 78: 
9 2 “0 bor Te ye 
CP PU ae Jar 3 


“..dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 
suatu kesempitan.” 


Aspek dalil dari ayat di atas dalah transplantasi organ tubuh 
bagi orang yang sedang sakit merupakan bagian dari 


43 Tbid. 
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kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya dan 
bentuk kasih sayang kepada orang yang sedang tertimpa 
musibah dan meringankan beban dan rasa sakit. Hal ini 
merupakan tujuan syariat. 


Kedua, argumentasi logika. Ulama yang memperbolehkan 


transplantasi juga menggunakan argumentasi logika sebagai 
berikut: 


1. 


Diperbolehkan pengobatan dengan transplantasi sebagaimana 
diperbolehkannya pengobatan dengan donor darah, 
Diperbolehkan pengobatan dengan transplantasi organ 
tubuh sebagaimana diperbolehkan pengobatan dengan 
menggunakan emas, selama memang dibutuhkan, 

Ulama mutagaddimin memperbolehkan mengeluarkan 
organ tubuh seseorang yang ditelan dari perut mayit. 
Memindahkan organ dari dalam perut mayit saja 
diperbolehkan, terlibih memindahkan dari orang yang 
masih hidup, 

Organ tubuh seseorang yang telah dipindahkan kepada 
orang lain dan lebih bermanfaat, maka sama halnya dengan 
sedekah baginya. Bahkan sama dengan sedekah jariyah: 
Seseungguhnya Allah memuji orang yang lebih 
mengutamakan orang lain dalam hal makanan, minuman 
atau harta. Allah berfirman: 


bg Tbote AR TU sara 
A02 ep US 33 menit le Os P3 
“. dan mereka (anshor) mengutamakan (orang-orang Muhajirin), 


atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan” (OS 
al-Hasr: 9) 


Dalam hal yang ringan saja Allah memuji, terlebih 
orang yang mengutamakan hidup orang lain dengan 
memberikan organ tubuhnya demi meneyelamatkan jiwa 
orang lain. Tentunya hal ini akan lebih dihargai dan dipuji 
Allah. Memberikan organ tubuh merupakan tindakan 
mengutuamakan oranglain. 
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7. Manusia diberi otoritas untuk mendayagunakan organ 
tubuhnya untuk kebaikan atau mashlahah.4 


Ketiga, argumentasi dari kaidah ushuliyah dan fighiyah: 
1. Kaidah usuliyah: 


ISA 
“Suatu bahaya harus dihilangkan” 
2. Kaidah usuliyah: 


PRA And IAI 
“Keadaan darurat dapat menimbulkan diperbolehkannya suatu yang 
dilarang” 


3. Kaidah usuliyah: 


PALA NI SLS 5 
“Kondisi yang mendesak dapat menimbulkan dipensasi” 
Tiga kaidah di atas menunjukkan adanya dispensasi 
bagi seseorang dalam keadaan darurat. Diperbolehkan 
menghilangkan bahaya meskipun dengan hal yang dilarang. 
Dua kaidah yang pertama menunjukkan bahwa seseorang 
diberi dispensasi untuk melakukan suatu yang dilarang saat 
keadaan darurat. Sementara kaidah ketiga seseorang yang 
dalam keadaan mendesak, sehingga tidak dapat melakukan 
suatu secara normal sebagaimana biasanya, maka dia 
diberi keringanan atau dispensasi untuk melakukan suatu 
yang diperlukan, meskipun dalam keadaan normal hal 
tersebut dilarang. 


4 Ahad Tulabah al-Ilm, Buhuts., 11100-101. 

45 Ibnu Nujaim, al-Asybah., 1105. 

46 Mustafa Ahmad al-Zarga, Syarh al-Yawaid al-Fighiyyah, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/92. 

“ Muhammmad Abu “Abdullah Badruddin al-Zarkasyi, al-Mantsur 
Jr al-Jawaid,, 1/58. 
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4. Kaidah usuliyah: 


"lagi ISL 52 Lagakel 4055 Obukado K2 ISI 

“Apabila berkumpul dua mudharat (bahaya) dalam satu hukum maka 
dipilih yang lebi ringan mudharatnya” 
Konteks dalil dari kaidah ini adalah bahwa mengambil organ 
tubuh seseorang adalah membahayakan, namun ada bahaya 
yang lebih besar yang harus dihilangkan, yaitu dengan cara 
melakukan transplantasi demi menyelamatkan jiwa orang 
lain. Dalam hal ini, transplantasi memang satu-satunya jalan 
untuk menyelamatkan jiwa orang tersebut. Oleh karena itu 
maka yang didahulukan adalah menyelamatkan jiwa. 


5. Kaidah usuliyah: 


Kn KP LK PG 


“Hukum akan berubah sesuai dengan konteks zaman” 

Pada masa lalu, sebelum ditemukan teknologi kedokteran, 
transplantasi akan membahayakan, karena belum ada alat 
yang memadai. Maka sebab itu transplantasi dilarang. 
Akan tetapi dengan perubahan zaman dan ditemukannya 
teknologi kedokteran yang canggih, maka transplantasi 
tidak akan membahayakan lagi, karena dilakukan dengan 
peralatan yang memadai dan canggih, bahkan dapat 
menghilangkan rasa sakit bagi orang yang organ tubuhnya 
diambil. Maka saat ini transplantasi dihalalkan, karena 
tidak berbahaya dan demi untuk menyelamatkan jiwa atau 
menyembuhkan sakit yang menimpa seseorang. 


6. Kaidah usuliyah: 


P s3 
Menelis oaYI 


“Sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya” 
2 9 1 y 


48 Ibnu Nujaim, al-Asybah., 1176. 
19 Mustafa Ahmad al-Zarga, Syarh al-Gawaid., V129. 
50 Ibnu Nujaim, al-Asybah., V9. 
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Berdasarkan kaidah di atas, maka dapat dipahami bahwa 
setiap sesuatu tergantung pada niat dan maksudnya. Maka 
melakukan transplantasi organ tubuh manusia hukumnya 
bisa variatif, tergantung pada niat dan tujuannya. Apabila 
niat dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa 
seseorang maka diperbolehkan, asalkan tidak menimbulkan 
madharat yang lebih besar bagi orang yang diambil 
organ tubuhnya. Apabila niat dan maksudnya adalah 
melecehkan seseorang, atau melecehkan mayit, maka jelas 
diharamkan. 


Keempat, argumentasi yang diambil dari pendapat ulama 
mutagoddimin yang mengarah pada pembolehan transplantasi 
untuk mempertahankan jiwa. Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila 
seseorang dihadapkan suatu peristiwa yang belum ada ketetapannya, 
apakah halal atau haram, maka hendaknya dia mengambil sikap 
yang mendatangkan mashlahah atau manfaat. Karena menegakkan 
mashlahat merupakan suatu yang diperintahkan syariat. Imam al- 
Nawawi mengatakan: “diperbolehkan membunuh orang kafir harbi 
dan orang murtad dan memakannya. Adapun mengenai orang 
yang zina muhsan, orang maharib dan orang yang meninggalkan 
shalat maka ada dua pendapat, menurut Imam Haramain? dan 
jumhur boleh membunuh dan memakannya.” Secara lebih 
gamblang al-Nawawi mengatakan: 


IS og 2 


7 A0 HA 2 an MT or 
2 NIS Soda PUS Ak pai Aas J23 IP 
Kei Oh Ob BE A3 Ja NABI UK SI 


54 ri II 
“Bilamana seseorang menyambung tulangnya dengan barang najis 


karena tidak ada barang yang suci maka hukumnyatidak apa-apa 
(ma'dzur). Namun, apabila ada barang yang suci kemudian disambung 


51 Ahad al-Tulabah al-'Ilm, Buhuts., 1/98. 
2 Imam al-Nawawi, al-Majmu', PX/44. 
38 Jbid., 

34 Ibid. 1/36. 
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dengan barang yang najis maka wajib dibuka jika tidak menimbulkan 

bahaya”. 

Izzuddin bin Adul Salam mengatakan apabila seorang 
yang dalam keadaan darurat menemukan orang yang dihalalkan 
untuk dibunuh, seperti kafir harbi, orang zina muhsan, penyamun, 
orang homo, atau orang yang biasa meninggalkan shalat, maka 
diperbolehkan baginya untuk membunuh dan memakannya, 
karena mereka tidak mempunyai kehormatan dalam hidup, karena 
kerusakan yang akan timbul lebih kecil ketika mereka mati.” 


Zakaraiya al-Ansari, dalam kitab Fathul Wahhab 
mengatakan: 


Ie (ED A53 GE og on ah Galis J23 ID) 
(Hb AW Ai dp 33 STA 2D SI AD 5s 
BEE SE 35 3 Ea ES SI 5 
CI De AT BI 23 pp US GAN JB Sa Ap 
(ED PP be bata Ia NS BIL ND GA 

555) sn on (GOD UII SI 33 JI (2 Ie 
SI adi SN ERA la 


- 


PT Ob ii Pa aa Ad Ju 

Pernyataan di atas secara singkat dapat dijelaskan bahwa 
bilamana ada seseorang melakukan penyambungan tulangnya 
atas dasar butuh dengan tulang yang najis dengan alasan tidak 
ada tulang lain yang cocok, maka hal itu, diperbolehkan dan 
sah sholatnya dengan tulang najis tersebut. Kecuali, jika dalam 
penyambungan itu tidak ada unsur kebutuhan atau ada tulang 
lain yang suci selain tulang manusia maka ia wajib membuka 
(mencabut) kembali tulang najis tersebut walaupun sudah tertutup 


5 Izzuddin bin Abdul Salam, Oowaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11146. 

56 Zakariya al-Ansari, Fathul Wahhab, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/89. 
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oleh daging. Dengan catatan, jika proses pengambilan tulang najis 
tersebut aman (tidak membahayakan) dan tidak menyebabkan 
kematian. 


Imam al-Ramli mengatakan: 

Ie (gen pala PSI Ten Kie Galit J25) GB) 

JA) kai SI BIA AS JIN SS Fog LA 5 ea 

Na ap Ka EMS NN Aa 

Ia G5 Tol: PB AG BIASA BUS te 
ts KAA mabes 


“Bila seseorang menyambung uban maksudnya betika butuh 
menyambungnya karena pecah dan semisalnya, (dengan najis), 
maksudnya tulang najis, meski najis mugalazah. Sama dengan hal 
tersebut, bahkan 1 lebih adalah meminyaki dengan minyak najis 
mugalazah atau mengikat dengan ikat najis mugalazah (karena 
tidak ada tulang suci), yang layak dijadikan penyambung (maka dia 
dianggap udzur. Shalatnya juga 2 bersama tulang najis tersebut 
karena kondisi darurat. Dia juga tidak wajib melepaskan tulang 
tersebut saat dia menemukan tulang suci seperti diterangkan dalam 
kitab al-Raudah. Maksudnya meskipun tidak khawatir akan bahaya 
berbeda dengan pendapat an ulama muta'akhhirin.? 

Dari pemaparan di atas dapat ditarik benang merah, 
bahwa membunuh dan memakan orang yang tidak mempunyai 
kehormatan dalam hidup saja diperbolehkan, apalagi menggunakan 
organnya untuk mengganti organ orang lain. Menyambung organ 
dengan tulang najis saja diperbolehkan, terlebih menyambungnya 
dengan organ yang suci. Oleh karena itu menggunakan organ 
manusia untuk menyelamatkan jiwa orang lain diperbolehkan. 
Penulis berpendapat bahwa transplantasi diperbolehkan menurut 
figh dengan argumentasi sebagaimana yang telah dipaparkan di 


atas, karena menyelamatkan jiwa hukumnya adalah wajib. 


2? Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila 
Syarh al-Minhaj, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), IV/479. 
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Bagi kalangan yang memperbolehkan, transplantasi 


diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut: 


1. 


10. 


11. 


Apabila tidak ada lagi obat lain yang dapat menyembuhkan 
penyakit seseorang kecuali dengan transplantasi, 
Transplantasi dilakukan dalam kondisi darurat, atau tidak 
ada pilihan lain: 


. Berdasarkan analisa yang matang, operasi transplantasi akan 


sukses dan tidak membahayakan atau mengakibatkan sakit 
yang lebih parah, 

Organ tubuh yang diambil dari mayit harus seizin dia 
saat masih hidup, atau seizin walinya. Hal ini dalam 
keadaan normal atau tidak dalam keadaan darurat, seperti 
transplantasi kornea mata. Apabila dalam keadaan darurat, 
seperti transplantasi organ vital yang abapila tidak dilakukan 
secepatnya maka akan menyebabkan kematian, maka tidak 
perlu ada izin, 

Tidak diperbolehkan transplantasi organ dari orang 
yang ma'shum kepada orang yang tidak ma'shum: dan 
diperbolehkan sebaliknya, transplantasi dari orang yang 
tidak ma'shum kepada orang yang ma'shum, 

Saat dilakukan operasi transplantasi, tetap menjaga dan 
menghormati kemuliaan manusia, 

Hendaknya diketahui, atau kemungkinan besar yang 
akan terjadi apabila tidak dilakukan operasi transplantasi 
maka akan menyebabkan kerusakan organ atau bahkan 
kematian: 

Bila mengambil organ dari mayit, maka harus sudah ada 
keputusan bahwa ia benar-benar telah meninggal: 

Adanya kesesuaian organ yang dipindahkan dengan organ 
yang akan diganti, 

Transplantasi dilakukan sesuai dengan darurat atau sesuai 
dengan keperluan/ seperlunya, 

Organ yang ditransplantasi tidak akan berpengaruh pada 
percampuran nasab: 
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12. Operasi harus sesuai dengan prosedur dan kode etik 
kedokteran: 

13. Orang yang mempunyai organ tidak boleh meminta ganti 
rugi atas pengambilan organ tersebut, 

14. Tidak menyebabkan kematian bagi orang yang diambil 
organnya.” 

Dewan Figih Islam yang diselenggarakan pada sesi 
muktamarnya ke-4 yang diadakan di kota Jeddah, Kerajaan 
Arab Saudi pada tanggal 18-23 Jumadats-Tsaniyah, tahun 1408 
H. Bertepatan dengan tanggal 6-11 Februari, tahun 1988 M 
mengahasilkan keputusan terkait dengan transplantasi organ tubuh 
sebagai berikut: 


Peratama, diperbolehkan transplantasi organ tubuh dari 
bagian tubuh tertentu ke bagian tubuhnya yang lain dengan 
syarat transplantasi tersebut akan membawa manfaat dan tidak 
menimbulkan madharat atau membahayakan dirinya. Selain itu, 
transplantasi tersebut dilakukan untuk mengganti organ yang 
hilang, mengembalikan bentuk sebagaimana asalnya, untuk 
memperbaiki organ tertentu atau untuk menghentikan pendarahan 
yang mengakibatkan rasa sakit. 


Kedua, diperbolehkan transplantasi organ tubuh seseorang 
kepada orang lain dengan syarat organ tersebut bisa menyatu 
dengan anggota tubuh yang dituju, dan orang yang memberikan 
organ tubuh tersebut merupakan orang yang cakap hukum, serta 
proses transplantasi tersebut sesuai dengan ketentuan syara”. 

Ketiga, diperbolehkan memanfaatkan bagian anggota 
tubuh yang telah diangkat dari tubuh ke tubuh yang lain, yang 
disebabkan adanya suatu penyakit. Ini seperti mengambil bola 
mata untuk seseorang, ketika bola matanya harus diangkat karena 
ada satu penyakit yang diidapnya. 


58 Ahad Tulabah al-Ilm, Buhuts., 11105. 
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Keempat, diharamkan melakukan transplantasi organ 
tubuh yang menjadi tumpuan kehidupan, seperti jantung, yang 
dipindahkan dari seorang yang hidup untuk orang lain. 


Kelima, diharamkan melakukan transplantasi organ tubuh 
manusia yang masih hidup, yang bila organ ini hilang akan 
mematikan fungsi prinsipil dalam kehidupannya, meskipun 
selamatnya dasar kehidupan tidak tergantung pada organ ini. 
Ini seperti transplantasi kornea kedua matanya. Adapun bila 
transplantasi ini hanya mematikan satu bagian dari fungsi prinsipil 
tersebut, maka ini yang menjadi bahan pengkajian, seperti yang 
akan disebutkan dalam poin kedelapan. 

Keenam, boleh melakukan transplantasi organ tubuh 
dari orang yang sudah meninggal untuk yang masih hidup, 
(meskipun) asal kehidupannya bergantung pada organ tersebut, 
atau selamatnya fungsi pokok darinya tergantung pada organ itu 
(yaitu ketika ia masih hidup). Namun disyaratkan adanya izin dari 
si mayit atau ahli warisnya setelah ia meninggal. Atau bila si mayit 
tidak dikenal identitasnya, atau tidak mempunyai ahli waris, maka 
disyaratkan adanya persetujuan dari penguasa kaum muslimin. 


Ketujuh, perlu diperhatikan bahwa adanya konsensus 
bolehnya melakukan transplantasi organ tubuh pada kondisi- 
kondisi yang telah dijelaskan di atas, dengan syarat bahwa hal itu 
tidak dilakukan dengan melalui adanya transaksi jual beli organ 
tersebut. Karena walau bagaimanapun, tidak diperbolehkan 
menjadikan anggota tubuh manusia sebagai komoditi jual beli. 
Adapun seseorang yang mengeluarkan harta dalam rangka untuk 
memperoleh organ yang dibutuhkannya karena memang terpaksa, 
atau sebagai balas jasa dan penghargaan, maka hal ini menjadi 
ajang ijtihad dan pengkajian. 

Kedelapan, semua kondisi dan bentuk transplantasi selain 
yang disebutkan di atas, yang memang masuk dalam objek inti 
permasalahan ini, maka itu menjadi ajang untuk dikaji. Hal 
tersebut harus dipresentasikan pada sesi mendatang untuk dikaji 
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dan dibahas, dengan berpedoman pada data-data medis dan hukum 
syari'at. 3 

Mengenai organ tubuh orang yang telah meninggal 
disumbangkan atau didonorkan kepada orang lain, Yusuf Garadawi 
mengatakan: “seorang muslim (yang telah meninggal) dibolehkan 
menyumbangkan sebagian anggota tubuhnya, seperti hati, ginjal 
atau yang lainnya selama kerangka umum dari tubuhnya masih 
tersisa. Sehingga, ia masih bisa dishalatkan dan dikuburkan di 


pemakaman kaum muslimin.” 


Lebih lanjut @aradhawi menyatakan “seperti diketahui 
bersama bahwa anggota-anggota tubuh manusia kalau tidak 
disumbangkan untuk kemashlahatan manusia lainnya hanya 
akan binasa beberapa hari setelah kematiannya, dimakan cacing. 
Karena itu, kenapa tidak disumbangkan saja untuk orang yang 
membutuhkannya. Bukankah lebih baik disumbangkan hingga ia 
akan memperoleh pahala yang besar daripada hilang secara cuma- 
cuma?” 8! 


Sementara terkait tranplantasi dari orang yang masih hidup, 
al-Garadawi menyatakan: “Perlu diperhatikan bahwa meskipun 
tubuh merupakan titipan dari Allah, tetapi manusia diberi wewenang 
untuk memanfaatkan dan mempergunakannya, sebagaimana 
harta. Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian 
hartanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkannya, 
maka diperkenankan juga seseorang mendermakan sebagian 
tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya. Hanya 
saja perbedaannya adalah bahwa manusia adakalanya boleh 
mendermakan atau membelanjakan seluruh hartanya, tetapi dia 
tidak boleh mendermakan seluruh anggota badannya. Bahkan ia 
tidak boleh mendermakan dirinya (mengorbankan dirinya) untuk 


2 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Bairut: Dar 
al-Fikr al-Mw'ashir, 1998), VII/127-128. 

0 Yusuf al-@aradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2002), I11/839. 

Ss Tbid., 111/840. 
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menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan yang 
sangat atau dari kehidupan yang sengsara.” ? 


D. Penutup 


Menyelamatkan atau menjaga jiwa hukumnya adalah wajib, 
oleh karena itu upaya-upaya dalam penyelamatan jiwa hukumnya 
wajib pula. Namun demikian, menjual organ tubuh dalam rangka 
menyelamatkan jiwa tidaklah diperbolehkan atau haram. Solusinya 
adalah dengan cara mendonasikan organ tubuh yang dibutuhkan, 
kemudia sang donatur meminta upah atau ganti rugi atas organ 


yang telah diberikan kepada resipien. 


Mengenai transplantasi, dengan melihat berbagai argumen, 
baik dari kalangan yang melarang maupun yang memperboleh- 
kannya, penulis lebih condong untuk memperbolehkannya den- 
gan berbagai persyaratan yang telah dijelaskan di atas. Penyelama- 
tan jiwa seseorang dalam keadaan darurat diperbolehkan dengan 
cara yang dalam kondisi normal dilarang. Berdasarkan berbagai 
pendapat ulama di atas, menyambung organ dengan suatu yang 
najis dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa saja diperboleh- 
kan, apalagi dengan menggunakan organ yang suci. Alasan untuk 
memperbolehkannya lebih kuat. 


22 Ibid., 111757. 
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A. Pendahuluan 


Perilaku negara-negara Barat terhadap sebagian umat Islam 
di dunia menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan umat Islam. 
Tindakan diskriminatif Amerika Serikat dan sekutunya terhadap 
kelompok masyarakat tertentu sebagai bentuk ketidakadilan global 
yang terjadi di banyak Negara, khususnya Negara muslim dibalas 
dengan berbagai aksi balasan. Salah satu bukti ketidakadilan dan 
tindakan brutal Amerika adalah invasi negara adi daya tersebut 
terhadap Afganistan dan Irak yang diwarnai oleh penyiksaan 
terhdap para tahanan, kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel 
terhadap para pejuang Palestina. Ketidakadilan dan standar ganda 
yang diterapkan oleh AS inilah yang memupuk rasa kebencian 
kalangan Islam Fundamentalis terhadap Barat, terutama Amerika 
yang akhirnya menumbuhkembangkan aksi kekerasan termasuk 
menggunakan bom bunuh diri. 

Apa yang dilakukan Israel terhadap para pejuang Palestina 
jelas-jelas tindakan teror, namun AS, sebagai Negara yang 
mengaku panglima perang perlawanan terhadap terorisme, Negara 
yang mengaku penjuang nilai-nilai HAM dan kebebasan bungkam 
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seribu bahasa seakan mengamini tindak kejahatan kemanusiaan 
yang dilakukan oleh militer Israel. 


Sebagian besar pelaku tindakan kekerasan terhadap 
obyek-obyek Barat selama ini selalu beralasan bahwa tindakan 
mereka sebagai balasan terhadap kezaliman dan reaksi terhadap 
ketidakadilan global, terutama negara besar pengusung ideologi 
Kapitalisme, yakni AS dan sekutunya terhadap kaum Muslim di 
seluruh dunia. Dari dokumen rekaman yang ditemukan polisi yang 
ditemukan di Semarang, para pelaku peledakan bom di Indonesia 
mengaku bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebagai balasan 
terhadap kebrutalan AS. Bahkan sebuah buku ditulis dengan judul 
“Imam Samudra: Aku Melawan Teroris”. 


Munculnya rasa kebencian dari kalangan Islam terhadap 
pemerintah Amerika Serikat karena keberpihakan kebijakan 
luar negeri pemerintah AS kepada kepentingan politik Israel 
dan penyerangan terhadap Irak dan Afghanistan. Karena itu, 
radikalisme yang dituduhkan kalangan Barat sebagai tindakan 
terorisme kalangan Islam, tidak muncul dalam ruang hampa. 
Kekerasan struktural dan ketidak-adilan global yang merugikan 
umat Islam, menjadi pendorong lahirnya radikalisme. Dalam buku 
Islam: Continuity and Change in the Modern World, John Obert 
Voll, menyebutkan bahwa gerakan militan Islam tercipta dari 
dominasi negara-negara maju terhadap negara taklukan (1982). 
Dalam acara Dialog Antarumat Beragama dan Kekerasan Pada 6-7 
Desember 2004 di Yogyakarta, Syafii Ma'arif menyatakan bahwa 
selama selama terorisme negara tidak dihentikan maka kekerasan 
dan konflik tidak akan berakhir. Karena itu, menurutnya, terorisme 
bisa dihentikan dengan menghentikan terorisme negara. 


Kegeraman sebagian umat Islam terhadap tindak 
imperialisme Barat terhadap sebagian muslim di dunia 
menimbulkan rasa empati, simpati dan bahkan dendam muslim 
lainnya, sehingga mereka berusaha melakukan perlawanan. Salah 
satu cara perlawanan yang kini marak dilakukan adalah dengan 
aksi bom bunuh diri. Bahkan aksi semacam ini tidak hanya terjadi 
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di wilayah atau Negara yang sedang dijajah, akan tetapi juga 
sering terjadi di daerah atau Negara damai seperti Indonesia. Para 
pelaku bom bunuh diri sering melakukan aksinya di obyek-obyek 
vital yang banyak dikunjungi warga Negara Barat yang telah 
melakukan teror terhadap sebagian umat Islam di Palestina, Irak, 
Afghanistan dan sebaginya. Mereka tidak memandang, apakah 
aksi bom bunuh diri akan membawa kerugian terhadap Negara 
tertentu. Bom bunuh diri dapat membunuh dan melukai warga 
sipil yang tak berdosa serta mengakibatkan korban kerusakan di 
fasilitas-fasilitas umum seperti hotel stasiun, bandara dan fasilitas 
umum lainnya. ' 


Pada dasarnya para pelaku aksi bom bunuh diri sebagai 
reaksi dan bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan teror. 
Seorang pucuk pimpinan gerakan separatis Sikh lebih memilih kata 
militan. Sementara orang yang dituduh mengebom World Trade 
Centre (WTC) dan pucuk pemimpin politik Hamas sama-sama 
menolak kata teroris atas aksi yang mereka lakukan. Sang aktivis 
Hamas tersebut mendeskripsikan serangan bunuh diri mereka 
sebagai operations.? Sementara itu, di lain sisi, Negara-negara Barat 
yang mendeklarasikan perang terhadap terorisme, khususnya 
Amerika dan sekutunya menganggap bom bunuh sebagai aksi 
teror. Bom bunuh diri telah merusak peradaban dan mengancam 
kehidupan dan keamanan umat manusia. Oleh karena itu aksi ini 
harus di halau semaksimal mungkin dengan berbagai cara. ? 


Dua perspektif di atas dapat menggambarkan pemahaman 
bahwa bom bunuh diri bisa saja menjadi tindakan teror yang 
mengatasnamakan agama. Pemahaman Negara-negara Barat 
memang demikian, jangankan bom bunuh diri, perlawanan yang 


' Imam Mustofa, “Bom Bunuh Diri: antara Jihad dan Teror 
(Meluruskan Pemahaman Hukum Bom Bunuh Diri”, al-Manahij Jurnal Kajian 
Hukum Islam, (Purwokerto: APIS dan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto 
2013), Vol. V, No. 1 Januari 2011, h. 109. 

? Mark Juergensmeyer, Terorisme Para Pembela Agama (alih bahasa 
Amien Rozane Pane), (Jogjakarta: Tawang Press, 2003), h. 13. 

3 Imam Mustofa, “Bom Bunuh Diri., h. 109. 
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dilakukan oleh para pejuang Palestinapun dianggap sebagai teror, 
padahal mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Teror 
memang selalu dikaitkan dengan ajaran agama, khususnya Islam. 


Menurut Azyumardi Azra, ekses negatif yang ditimbulkan 
Barat di dunia Muslim pada abad ke-19 telah menginspirasi 
kemunculan kaum fundamentalis Muslim, yang menjustifikasi aksi 
teror dengan agama. Selain itu, mereka mengaku merepresentasikan 
the pristine Islam dibanding kelompok Islam di luar mereka. Pada 
akhirnya, gerakan ini tidak ragu-ragu melaksanakan gerakan mati 
syahid (martyrdom) sebagai strategi melawan Barat." 


Menurut Piscatori dan Eickelman, kekerasan adalah asumsi- 
asumsi nyata dari politik Muslim. Para fundamentalis berjuang 
melawan negara sekuler melalui bom-bom bunuh diri (suicide 
bombers). Kekerasan, karenanya, telah menjadi penanda perjumpaan 
Muslim moderen dan Barat.” Karenanya, dalam beberapa kasus 
teror, agama bertugas tidak saja menyediakan ideologi, tetapi juga 
motivasi dan struktur organisasi bagi para pelakunya." 


Sebagai upaya untuk menangani aksi bom bunuh 
diri di daerah damai, melalui tulisan ini penulis mencoba 
menyumbangkan pemikiran. Tulisan ini berupaya mengungkap 
hukum aksi bom bunuh diri dalam perspektif hukum Islam dengan 
mengklasifikasikannya dan mengkategorisasikannya menjadi dua, 
pertama, bom bunuh diri yang diperbolehkan dan kedua, bom 
bunuh diri yang diharamkan. 


Tulisan ini berusaha mejawab masalah, kapan bom 
bunuh diri diperbolehkan menurut hukum Islam? Apa saja yang 


4 Lihat Azyumardi Azra, “Exploring historical Roots of Muslim 
Crisis” sebagaimana dikutip oleh Chaider S. Bamualim dan Ridwan al- 
Makassary dalam “Nexus Antara Fundamentalisme Islam Dan Terorisme” dalam 
Millah Jurnal Studi Agama, diterbitkan oleh Magister Studi Islam Universitas 
Islam Indonesia. Vol. VI, No. 1 Agustus 2006, h. 42. 

5 Bruce B. Lawrence, dalam Chaider S. Bamualim dan Ridwan al- 
Makassary dalam “Nexus Antara Fundamentalisme Islam Dan Terorisme” dalam 
Millah Jurnal .... h. 42. 

5 Mark Juergensmeyer, Terorisme, h. 9. 


Kajian Fikih Kontemporer 


Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Fikih | 169 


menjadi syaratnya? dan kapan ia tidak diperbolehkan? Jawaban 
dalam tulisan ini berasal dari penelitian kualitatif. penelitian ini 
merupakan penelitian pustaka (library research) terhadap teks-teks 
sumber agama Islam, termasuk fatwa-fatwa' dan pendapat ulama, 
khususnya ulama kontemporer. Karya-karya ulama klasik tidak 
ada yang secara eksplisit hukum bom bunuh diri, karena aksi bom 
bunuh diri memang sebagai aksi yang muncul akhir-akhir abad 
ke-19, terlebih setelah meledaknya isu terorisme. Oleh karena itu 
penulis banyak merujuk pada pandangan ulama kontemporer. 


B. Teori Maslahah sebagai Landasan 


Maslahah adalah satu term yang bisa jadi paling populer 
bila sedang berbicara mengenai hukum Islam." Maslahah di sini 


7 Fatwa adalah nasihat resmi dari suatu otoritas baik pribadi maupun 
lembaga mengenai pendirian hukum atau dogma Islam. Fatwa diberikan 
sebagai respon terhadap suatu masalah. (lihat MB. Hooker, Islam Madzhab 
Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial, (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), 
h.13). Fatrwa-fatwa dalam Islam sudah berkembang pesat semenjak sahabat 
dan generasi selanjutnya. Tetapi, dalam lingkup lokal bangsa Indonesia 
wacana fatwa baru berkembang ketika terbentuknya organisasi-organisasi 
keagamaan pada awal abad ke-20. Berbicara tentang fatwa tidak bisa terlepas 
dari bahasan mengenai masalah ijtihad, karena fatwa dalam fikih Islam sangat 
berkaitan dengan ijtihad yang dihasilkan para ulama fikih Islam. (Rohadi 
Abd. Fatah, Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1991), h. 39) Oleh karenanya, dengan merujuk pada Muhammad 
Igbal, fatwa bisa disebut sebagai the principle of movement (Muhammad 
Igbal, Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam, (Yogyakarta: Jalasutra, 
2002), h. 237). 

$ Secara etimologi maslahah sejenis dengan kata manfaah, baik 
ukuran dan artinya. Kata mashlahah merupakan mashdar yang mengandung 
arti kata al-salah seperti kata manfa'ah yang mengandung arti al-naf.kata 
mashlahah merupakan bentuk mufrad dari kata mashalih, sebagaimana 
diterangkan pengarang kitab lisan al-'Arab yaitu setiap sesuatu yang 
mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang 
berguna maupun dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Sedangkan 
secara terminologi mashlahah yaitu manfaat yang menjadi tujuan Syari' 
untuk hamba-Nya. Manfat dalam arti suatu yang nikmat atau yang 
mendatangkan kenikmatan. (Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al- 
Syari'ah al-Islamiyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), h. 23): (“Izzuddin 
“Abdul “Aziz, Oowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Kutub 
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berarti jalbul manfa'ah wa daful mafsadah (menarik kemanfaatan 
dan menolak kemudaratan).? Meski demikian, keberadaan 
maslahah sebagai bagian tidak terpisahkan dalam hukum Islam 
tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat 
di kalangan ulama”, baik sejak usul /figh masih berada pada 
masa sahabat, masa imam madzhab, maupun pada masa ulama 
kontemporer saat ini. 


Menurut Imam Syatibi, seorang mujtahid tidak boleh 
menerapkan hukum yang telah digalinya dari Al-Guran atau 
Sunah sebagaimana adanya. Ia berkewajiban memberikan 
pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari 
objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya 
itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan 
hukum itu membawa kemudaratan, maka mujtahid itu harus 
mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudaratan 
bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah 
yang dikenal dengan sebutan nazariyyah Wtibar al-ma'al.'? Al- 
Syatibi juga secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah 
menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya 
kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 


al-Ilmiyah, Tt. hlm.7-8). Istilah Maslahah Mursalah populer dengan istilah 
al Istislah atau al Istidlal al mursal. Meskipun memiliki kesamaan yang 
mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemashlahatan dengan keluarnya 
suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam pendefenisian ketiga istilah 
itu tidak berbeda secara esensial. Istislah secara bahasa adalah menuntut suatu 
kemashlahatan (flabul al islah). Sedangkan secara istilah, istislah didefenisikan 
sebagai “suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang 
tidak memiliki dasar baik dari nass maupun ijma' ulama dengan tujuan untuk 
mewujudkan suatu kemashlahatan yang meyakinkan walaupun tidak ada 
jaminan tertentu dari syar”. Lebih lengkap, baca: Abdul Azis Abdul Rahman 
bin Ali Rabi'ah, Adillatu al-Tasyri': al-Mukhtalif fi al-Ihtijaj biha al Oiyas, 
al-Istihsan, al-Istislah, al-Istishab, (Jami'ah al Imam bin Su'ud al Islami, tanpa 
penerbit, 1986), hlm: 221-222). 

? Hasbi Ash-Shiddigy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 2001), h. 171-182. 

10 Yusdani, “Ijtihad Dan Nazariyyah Ptibar Al-Ma'al”, dikutip dari 
www.yusdani.com, diakses 21 Oktober 2007. 
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Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan 
merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.'' 


Imam Al-Oarafi, salah seorang penganut madzhab Maliki 
dalam kitabnya “Al-Ihkam” menegaskan bahwa aturan yang 
wajib diperhatikan ahli fikih dan fatwa ialah memperhatikan 
perkembangan yang terjadi dari hari ke hari, sambil memperhatikan 
tradisi dan kebiasaan, dengan perubahan waktu dan tempat. Senada 
dengan al-Garafi, Yusuf Garadawi dalam bukunya Syaria'tul Islam 
Shalihah lith- Thatbig fi Kulli Zaman wa Makan juga menjelaskan 
bahwa di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang 
landasannya kemaslahatan temporal, yang bisa berubah menurut 
perubahan waktu dan keadaan, berarti harus ada perubahan hukum 
yang menyertainya.” 

Teori kemaslahatan (istislah) sendiri yang sering digunakan 
dalam ijtihad kontemporer, sebagaimana juga sering digunakan 
oleh kalangan Islam liberal kalau dikembalikan pada konsep dawabit 
maslahah yang dikemukakan Ramadan al-Buti harus memenuhi 
lima kriteria: Memprioritaskan tujuan syara: Tidak bertentangan 
dengan Al-Ouran: Tidak bertentangan dengan al-Sunnah: 
Tidak bertentangan dengan prinsip giyass dan memperhatikan 
kemaslahatan yang lebih penting (besar). Sedang al-Syatibi 
membatasi dawabit al-maslahah (kriterium maslahah) menjadi dua. 
Pertama, maslahat itu bersifat mutlak dan tidak subyektif. Kedua, 
maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan tidak bertentangan 
dengan sebagian juziyat-nya. 

Perjalanan maslahat di era modern, cenderung mengukuhkan 
maslahat sebagai metode yang dapat dijadikan landasan untuk 


MH Abu Ishag Al-Syatibi, al-Muwafagat Fi Usul Al-Syariat, Beirut: 
Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003, H/4. 

2 Yusuf al-Garadawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, 
(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 256-260. 

3 Ramadan al-Buti, Dawabith., h. 142. 

4 Asmuni, “Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Magosid 
Menuju Ijtihad yang Dinamis”, dikutip dari www.yusdani.com. diakses 21 
Oktober 2007. 
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mengatasai kekakuan hukum Islam, dan mendukung hukum 
Islam yang bersifat adaptif terhadap perubahan. Oleh karenanya, 
maslahat sering kali menjadi nilai tanpa batas yang sering dibuat 
sebagai dasar argumentasi solusi hukum kontemporer. Bahkan di 
tangan Najmuddin al-Tufi, maslahat dijadikan hujjah terkuat yang 
secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum.' 

Maslahah yang menjadi tujuan syariat Islam (Magasid al- 
Syari'ah) di sini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kacamata 
untuk membaca kenyataan dan fenomena yang terjadi di sekeliling 
kita." Teori mashlahat di atas penulis gunakan sebagai pisau 
analisa terhadap aksi bom bunuh diri. Aksi bom bunuh diri bisa 
saja membawa mashlahat dan dapat pula membawa kemadharatan 
(kerusakan). Teori ini akan memperjelas, kapan bom bunuh 
diri bisa dikatakan jihad yang membawa mashlahat dan kapan 
ia dikategorikan sebagai teror yang mengakibatkan kerusakan. 
Dengan demikian, maka secara otomatis akan mudah untuk 
menentukan hukum aksi bom bunuh diri, apakah dia haram, halal, 
atau mubah. 


C. Bom Bunuh Diri dalam Perspektif Ulama 
1. Definisi Bom Bunuh Diri 


Nawaf Hail al-Takruri, dalam bukunya al-'Amaliyat al- 
Istisyhadiyah ji Mizani al-Fighi mendefnisikan bom bunuh diri 
sebagai berikut: 


“Bom tas atau bom mobil dan sejenisnya yang diledakkan oleh 
seorang mujahid dengan cara menerobos barisan musuh atau 
tempat yang didiami oleh musuh atau di kendaraan seperti pesawat 
dan sejenisnya dengan tujuan membunuh atau melukai musuh 
tersebut atau menghancurkan musuh, sementara sang pelaku 
sudah pasrah dan siap mati demi tujuan ini.” 


5 Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, h. 1147, artikel “maslahat”. 

16 Yudian Wahyudi, Ushulul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca 
Islam dari Kanada dan Amerika, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 
2007), h. 48. 

7 Nawaf Hayl al-Takruri, al-'Amaliyat al-Istisyhadiyah fi al-Mizan 
al-Fighi, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 35-36. 
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Definisi di atas merujuk pada bom bunuh diri yang 
dilakukan sebagi bentuk jihad. Karena Nawaf menyebut pelakunya 
sebagi mujahid atau orang yang berjihad. Bom bunuh diri seperti 
ini dapat dikategorikan jihad apabila memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana yang akan dijelaskan nanti." 


Dalam kumpulan risalah pembahasan tentang fenomena 
kontemporer bom bunuh diri didefinisikan sebagai berikut: 


ASI ta To nd SMS Kodanh shake VI Jang Aaadi peti Jabuh pjk Ol 
# Wana LI peettalb deliaa Bolowe Dyds JB 6 ai Alam ya Lah ya OS 
IMS pg elus YL 
«seseorang yang menerobos ke tengah-tengah kerumunan musuh dengan 
membawa bahan peledak (bom), biasanya bom mobil dengan tujuan 
melukai dan membunuh musuh, sementara pelakunya turut mati.” 
Serangan bunuh diri adalah sejenis taktik, yang 
direncanakan dan diorganisir oleh kelompok militer atau para 
militer yang berkomitmen tinggi. Menurut Robert Pape, direktur 
Proyek Chicago tentang terorisme bunuh diri dan pakar tentang 
bom bunuh diri, 95 persen dari serangan-serangan itu di waktu- 
waktu belakangan ini mempunyai tujuan strategis spesifik yang 
sama yaitu memaksa negara yang menduduki untuk menarik 
pasukan-pasukannya dari sebuah wilayah yang diperebutkan. 
Pape mencatat bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir 
serangan-serangan bunuh diri sebagai taktik politik digunakan 
untuk melawan negara-negara demokratis di mana opini publik 


memainkan peranan dalam menentukan kebijakan.? 


Sebagai taktik militer yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan kerugian materi dalam perang, serangan bunuh diri 
menjadi terkenal di masa Perang Dunia II di Pasifik ketika kapal- 


8 Imam Mustofa, “Bom Bunuh Diri., h. 110. 

? Ahad al-Tulabah al-Ilm, Buhuts li Ba'di Nawazil al-Fighiyyah 
al- Mu'asirah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005),NW/3. 

2 Serangan bunuh diri, dalam laman http://id.wikipedia.org/wiki/ 
diakses 28 Juni 2010. 
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kapal Sekutu diserang oleh pilot-pilot kamikaze Jepang dengan 
menerbangkan pesawat terbang mereka yang dimuati dengan 
bahan peledak ke sasaran-sasaran militer. Sejak 1980-an, biaya 
yang dianggap murah dan daya rusak yang hebat dari taktik ini 
mungkin menjadi alasan mengapa ia makin banyak dipergunakan 
oleh gerakan-gerakan perlawanan, termasuk para gerilyawan dan 
kelompok-kelompok pemberontak yang di istilahkan sebagai 
“kelompok-kelompok teroris” oleh pemerintah yang menjadi 
sasaran. Taktik ini telah digunakan di Timur Tengah dan Sri 
Lanka.” 


Deskripsi di atas mengantarkan penulis pada sebuah definisi. 
Penulis mendefinisikan bom bunuh diri sebagai bom yang dibawa 
oleh pelakunya dengan menggunakan rompi, tas atau kendaraan 
seperti sepeda, sepeda motor atau mobil untuk diledakkan di 
obyek atau sasaran yang ditempati atau menjadi aset penting pihak 
yang dianggap musuh, sementara sang pelaku sudah siap mati 
demi aksi tersebut, karena ia bisa dipastikan mati apabila berhasil 
meledakkannya.? 


2. Analogi Aksi Bom Bunuh Diri dengan Aksi Menerobos 
Pasukan Musuh 


Sebelum membahas hukum bom bunuh diri, ada baiknya 
membahas hukum menerobos pasukan musuh sebagai analogi 
hukum bom bunuh diri. Dalam kitab-kitab fikih terdahulu juga 
tidak secara eksplisit ditemukan pembahasan mengenai masalah 
ini. Hal ini dapat dipahami karena bom bunuh diri merupakan 
metode baru untuk berperang dan membunuh, hanya saja masalah 
ini dapat digiyaskan terhadap aksi serupa yang dilakukan masa 
lalu, yaitu aksi menerobos pasukan musuh. Secara garis besar 
ada tiga sikap ulama terhadap aksi seseorang yang menerobos 
barisan musuh: 


2 Thid, 
2 Imam Mustofa, “Bom Bunuh Diri., h. 1111. 
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Pertama, Jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab 
mengkategorikan menerobos pasukan musuh sebagai jihad. 
Pelakunya disebut sebagai mujahid dan apabila mati maka dia mati 
syahid dan bukan bunuh diri. Namun demikian aksi semacam ini 
harus memenuhi dua syarat,? pertama, orang yang melakukannya 
harus ikhlas dengan didasari niat untuk menggapai ridha Allah swt. 
Kedua, pelaku harus yakin atau dengan perhitungan yang matang 
bahwa aksinya tersebut akan mengalahkan musuh. 


Argumen yang dijadikan legitimasi kelompok pertama ini 
antara lain adalah pendapat al-Ourtubi dalam kitab Syarh Siyar al- 
Kabir yang menjelaskan: 


Do 3  tod3 yag US pia ya Jero HI ds Jrl3 Jera Je di 
tg Ka ye BUS GX, JOB Lada AT lil S mala US ISI ab 
35 2 odu23 US UB . malual dna 9 damdi YO SY 
kato Ab UV tojl yr Any DB Angan Jia Dgninag 0 eeala akal 
LN at, Kee3) Haji okua3 OS ol 0 al yu apa Cemas) 
dn SAS yoko AE A3 US Isl s0 yen aa YG nadi 3 yeakwad 
Ta, ASI 933 dll ON 

«...apabila ada seseorang yang dengan bahan peledak menerobos 
gerombolan orang musyrik maka hal itu tidak masalah asal bisa 
menghancurkan mereka. Namun apabila tidak menyebabkan ketakutan 

atau melukai dan membunuh musuh maka hukumnya makruh. Karena 

sang pelaku telah menghilangkan nyawanya sendiri tanpa membawa 
manfaat apa pun bagi dirinya dan kaum muslimin. Apabila niatnya untuk 
menumbuhkan keberanian di dalam hati kaum muslimin maka itu boleh, 

karena membawa manfaat (scara psikologis). Bila ia berniat meneror 

musuh dengan memperlihatkan keberanian dan ketegasan kaum muslimin 

maka juga diperbolehkan. Aksi semacam ini membawa manfaat bagi 


kaum muslimin, seorang yang mengorbankan dirinya demi menegakkan 
agama Allah dan menghinakan orang-orang kafir. 


2 Lihat Ahmad Ibnu Taimiyyah, Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah  al-Isdar al-Sani, 2005), 
XXVIII/540. 

2 Muhammad bin Ahmad Abu Bakar bin Farah al-Gurtubi Abu 
Abdullah, Tafsir al-urtubi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), 11/364. 
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Ibnu “Arabi dalam kitab Ahkam al-Yuran menyebutkan 
bahwa menurutnya boleh menerobos pasukan musuh bagi kaum 
muslimin yang lemah dan tidak punya cara lain, karena di dalamnya 
mengandung empat hal: pertama, sang pelaku mencari syahid: 
kedua, bertujuan mengalahkan musuh: ketiga, menumbuhkan 
sikap keberanian kaum muslimin terhadap musuh: keempat, secara 
psikologis akan berpengaruh pada sikap musuh, setidaknya mereka 
merasa takut dan gentar. Musuh akan mengira bahwa setiap orang 
muslim dapat dan mau melakukan aksi tersebut.” 


Kedua, sebagian ahli figh membolehkan menerobos 
musuh dengan mensyaratkan satu syarat saja, yatu apabila dengan 
niat ikhlas untuk jihad karena Allah. Mencari mati syahid, 
berperang membunuh kaum musyrikin dengan niat yang ikhlas 
diperbolehkan. Ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat al- 
Bagarah ayat 20725: 


Cp KAL B3 Ap AT AS ATA LE a73 RM 3 
“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya Karena 
mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba- 
hamba-Nya.” 

Ketiga, sebagian ulama tidak membolehkan menerobos 
barisan musuh, karena aksi tersebut sama saja dengan aksi bunuh 
diri pada umumnya yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana 
dalam firmannya surat al-Bagarah ayat 195: 

PI uan MPN GL 0 A2 a 
KPI II Ka BY, 

«..dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan...» 


Orang yang menerobos pasukan musuh sudah mengetahui 
secara pasti bahwa dirinya akan mati, sedangkan dengan aksi 
demikian tidak mungkin baginya untuk megalahkan musuh. 


2 Muhammad Abdullah Ibn Arabi, Ahkam al-Ouran, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), W116. 
26 Jhid. 
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Menanggapi pendapat ketiga ini jumhur ulama menyatakan 
bahwa firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 195 di atas 
sebenarnya adalah dalil yang menguatkan pendapat yang melarang 
aksi bom bunuh diri, akan tetapi malah menyanggah pendapat 
mereka. Karena larangan mejatuhkan diri dalam kerusakan adalah 
perintah untuk membela diri melawan kaum musyrikin. Hal 
ini berdasarkan riwayat dari al-Turmudzi dari Aslam bin Imran 
cerita dari peperangan di Fasthantiniyah. Ada seorang lelaki 
dari kaum muslimin menerobos barisan tentara Romawi, ketika 
itu kaum muslimin berteriak dan berkata “subhanallah, dia telah 
menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan”. Mendengar 
ucapan tersebut Abu Ayub, sahabat nabi dari kalangan Anshar 
berdiri dan berkata: “wahai sekalian kaum muslimin, kalian telah 
menta wil ayat tersebut dengan ta'wil sebagaimana kalian ucapkan. 
Sesungguhnya ayat tersebut turun kepada kami kalangan Anshar 
ketika Allah memuliakan Islam dan para pembelanya. Semula kita 
mengaggap bahwa Kalau kita mau mengorbankan harta demi 
menegakkan dan membela Islam adalah menyia-nyiakan harta.” 
Lalu Allah menurunkan ayat kepada Nabi: 


21an) Gem LAKI BL ah Kan KANE 5 Si jas alas 
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 


Sesungguhnya yang dimaksud kerusakan adalah 
menyimpan harta tidak mau berkorban demi menegakkan dan 
membela Islam serta meninggalkan perang.” 


2 OS. Al-Bagarah 195. 

2 Lihat Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihagi, Sunan al-Kubra 
lil Baihagi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 
IX/45. Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahak al-Turmudzi, 
Sunan al Turmudzi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005),X1/2055 Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi 
al-Basti, Shahih Ibn Hibban bi al-Tartib Ibn al-Balban, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XI/9: Abu Jafar al-Tabari, 
Jami'ul Bayan fi Ta'wil al-uran, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- 
Isdar al-Sari, 2005), 11/5915 Syihabuddin Mahmud bin Abdullahal-Husaini 
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Itulah sekilas pendapat ulama menganai hukum aksi 
seseorang yang menerobos pasukan musuh. Apabila aksi bom 
bunuh diri dianalogkan dengan aksi penerobosan pasukan musuh 
tersebut juga akan menghasilkan hukum sebagaimana dijelaskan di 
atas, yaitu sebagai jihad yang di anjurkan dan bunuh diri sebagai 
tindakan yang diharamkan. Hanya saja menerobos pasukan musuh 
tidak menimbulkan korban secara luas sebagaimana bom bunuh 
diri. Oleh karena itu kajian hukum aksi bom bunuh diri perlu 
dipertajam dengan kajian di bawah ini. 


D. Bom Bunuh dalam Perspektif Hukum Islam 
1. Dasar Diperbolehkannya Bom Bunuh Diri 


Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan aksi bom 
bunuh diri dan mengkategorikan aksi ini sebagai jihad yang 
pelakunya dikategorikan mati syahid dan mendapat pahala di sisi 
Allah SWT.? Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah 
Yusuf al-@aradawi, Wahbah al-Zuhaili, Muhammad al-Zuhaili, 
Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, dan Syaikh Ibrahim al-Shail.? 


al-Alusi, Ruhul Ma'any Fi Tafsir al-9uran al-Azhim wa Sabi' al-Matsani, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 117153: 
Muhammad al-Syaukani, Fathul @adir, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 257: al-Nisaburi, Tafsir al-Nisaburi, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1463: Abdurrahman 
bin Abu Bakar Jalaluddin al-Suyuti, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah 
al-Isdar al-Sani, 2005), W416, al-Khazin Abu al-Hasan Ali bin Muhammad 
bin Ibrahim bin Umar al-Syaihi, Lubab al-Ta'wil fi Mani al-Tanzil, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1169: Ibnu “Asyur, 
al-Tahrir wa al-Tanwir, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), 11/1815 Muhammad Sayyid al-Tantawi, Tafsir al-Wasit, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 329, Muhammad 
bin Ahmad Abu Bakr bin Farah al-Gurtubi Abu Abdullah, al-Jami' li Ahkam 
al-Juran, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
11/359: al-Tahawi, Bayan Musykil al-Atsar, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), X11/7. | 

? Muhammad Ali, Mufti Muassasah al-Risalah sebagaimana dikutip 
oleh Haitam Abdul Salam Muhammad, Mafhum al-Irhab Ji al-Syari'ah al- 
Islamiyyah, (Beirut: Darul Kutub al—'Ilmiyah, 2005), h. 209. 

2 Nawaf Hayl al-Takruri, al-Amaliyat, h. 209. 
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Ulama memperbolehkan aksi bom bunuh diri 
berargumentasi dengan dalil-dalil dan argumentasi sebagai 
berikut: 


a. Bom bunuh diri merupakan aksi untuk “menjual diri” 
kepada Allah SWT 


Berdasarkan Ta dalam surat al-Taubah ayat 111: 


KH TAN petai AA Lah ae 3 
ae La AA Ka JB 2 Go LA SA 


Et SA BA SAN 
A1 Sen 3 oa 315 AN 3 
NA D3 an sa Santana 


«Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang aa diri 
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 
berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu 
telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan 
Al Ouran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada 
Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan 


itu,dan itulah kemenangan yang besar.” 


Mengenai penafsiran ayat di atas, al-Tabari meneafsirkan: 
(ix dala Ub3) Tell ella meadil tapal aya Fl AU Of 
3 Se in ol Pale 3S Je Kl Basa dy 
Ja ALL Jaa LA 2 pal 3 
sgm Jl yag) Lah 3 total dya 3 ig alan bla 
Ab pe ola Gp Dn SJ Jaa CA 
C3 00 gita BI Lal ea pita Heat Pad CMS Jai A3 pen ) 
Aa NE Pe Pe PAN AA Para 


Pee ll ya WS ob. TK 


'1 Sebagain besar argumentasi ulama yang menyatakanbahwa bom 
bunuh diri diperbolehkan sudah pernah penulis sampaikan dalam Imam 
Mustofa, “Bom Bunuh Diri., h. 111-112. 

2 Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Galib al-Amali 
Abu Ja'far al-Tabari, Jami? al-Bayan fi Tafsir al-Ouran, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XIV/498. 
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Sementara al-Ourtubi mengatakan: 
seb 3 elyaly emil SBI old ya Menma AMI GS AAL 
Uas ISI Lai Lage Zen Mlbnww maUasig KLS 0 3 LS Dal, 
SUS 9G ta Gal Ng 22 yaa Au NY elas aye yag EU 
GI Aa sa aan) AS sal aan ba jean 
PL pb IA ga Ul gala AA AI yag (lal, 
Intinya, menurut al-Tabari dan al-Ourtubi Allah swt akan 
menggantikan pengorbanan yang dilakukan oleh hamba-Nya, baik 
pengorbanan harta benda maupun pengorbanan nyawa dengan 


balasan surga. Hanya saja pengorbanan itu harus berdasarkan niat 


untuk menggapai ridha Allah swt. 


Menurut Nawaf Hayl, ayat di atas dengan jelas menyatakan 
bahwa untuk menebus surga adalah dengan menyerahkan nyawa, 
dan ini dapat dilakukan dengan aksi bom bunuh diri. Karena bagi 
seorang Mujahid hanya ada dua kemungkinan, pulang dengan 
selamat atau dia mati di medan perang, dan bagi pelaku bom 
bunuh diri adalah dia akan mati. 


b. Dalam hadits Shuhaib bin Sinan yang diriwayatkan 
oleh imam Muslim: 


Kisah yang sangat panjang tentang anak muda yang belajar 
kepada tukang sihir dengan perintah seorang raja yang kafir dan 
menganggap dirinya sebagai Rabb. Tapi ia juga belajar kepada 
rahib yang kemudian Allah SWT menampakkan kepadanya 
kebenaran apa yang dibawa oleh Rahib lalu mendapat beberapa 
karamah dari Allah seperti menyembuhkan orang yang buta dan 
belang dan menyembuhkan segala jenis penyakit, sampai datang 
kepadanya teman raja yang buta yang kemudian sembuh setelah ia 
beriman kepada Allah. Begitu ia bertemu dengan raja, ia bertanya 

“Siapa yang menyembuhkanmu?”. “Tuhanku” jawabnya. 


3 Muhammad bin Ahmad Abu Bakr bin Farah al-Ourtubi Abu 


Abdullah, al-Jami', VIN/ 243 dan 267. 
4 Nawaf Hayl al-Takruri, al-'Amaliyat., h. 134. 
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Raja bertanya apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku?”. 
“Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah” jawabnya. Ia pun disiksa 
beserta anak muda itu dan rahib yang mengajari yang kemudian 
berakhir dengan dibunuhnya teman raja dan rahib. Adapun anak 
muda itu telah berusaha untuk dibunuh dengan dilemparkan 
dari atas gunung dan dilempar di tengah lautan tapi tidak pernah 
berhasil membunuhnya, sehingga anak muda ini berkata: “Kalau 
kamu hendak membunuhku maka kumpulkanlah seluruh manusia 
di satu lapangan dan ikat saya di tiang. Kemudian ambillah 
anak panah dari tempat busurku dan letakkan pada busurnya 
lalu ucapkan: “Dengan nama Allah Tuhan-nya Al-Gulam” 
kemudian lepaskanlah anak panah itu kepadaku. Maka sang 
rajapun melaksanakan semua apa yang dikatakan oleh pemuda 
itu sehingga akhirnya dia bisa membunuh anak muda ini dengan 
memanahnya dengan anak panah tadi dan mengenai pelipisnya 
sampai meninggal. Maka tatkala pemuda ini meninggal, serentak 
seluruh manusia di lapangan itu berseru : “Kami telah beriman 
kepada Tuhan-nya Al-Gulam” melihat bagaimana raja tidak dapat 
membunuh dengan caranya, begitu ia membunuhnya dengan 
nama Rabb anak muda tersebut ia pun mati, ini menunjukkan 
bahwa raja ini bukanlah Tuhan dan akhirnya seluruh manusia 
beriman kepada Allah SWT. 


8 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Gusyairi al-Nisaburi, 
Shahih Muslim, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), hadis nomor 7703, IXX/106: Anonim, al-Dibaj "Ala Muslim, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VW/305, Abu al- 
Fida” Ismail bin Umar bin Katsir al-Oursy al-Dimasygi, Tafsir al-9uran 
al'Azim, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
VIII/3675 Muhammad bin Ahmad Abu Bakr bin Farah al-Gurtubi Abu 
Abdullah, Tafsir al-urtubi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sari, 2005), IKX/288: Abdulah Ahmad bin Mahmud Hafiduddin Abu al- 
Barakat al-Nisfi, Madarik al-Tanzil wa Hagaig al-Ta'wil, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IV/19, Abu Su'ud Muhammad 
bin Muhammad bin Mustafa al- “Imadi, Irsyad al-'Agl al-Salim ila al-Kitab 
al-Karim, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
VI/490, Abu al-Sa'adat bin al-Atsir, Jami? al-Usul min Ahadits al-Rasul, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), X/7820, 
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Cerita diatas menunjukkan bahwa mengorbankan nyawa 
demi menegakkan agama Allah SWT diperbolehkan. Pemuda di 
atas lebih mengutamakan penegakan dan peyebaran agama Allah 
daripada nyawanya sendiri. 


Mengomentari cerita di atas, Ibnu Taimiyyah mengatakan: 
“Pemuda tersebut menyuruh raja untuk membunuhnya demi 
kemashlahatan agama.” Berdasarkan kisah di atas, apakah tidak 
boleh seorang muslim yang meledakkan dirinya demi menegakkan 
kalimat Allah (Islam), meneror musuh dan mendorong serta 
memotivasi kaum muslimin untuk berjihad?” 


c. Riwayat dari Abdullah bin Zubair, 


Diriwayatkan bahwa pada saat terjadi perang jamal dia 
bergulat (perang tanding) dengan al-Asytar al-Nukha'1. Ketika 
Zubair sudah merasa kalah ia berkata kepad Asytar, “bunuhlah aku 
wahai Asytar” 


Ibnu Zubair menyuruh al-Asytar untuk membunuhnya 
yang berarti dia telah mengorbankan dirinya. Para sahabat terdiam 


dan tidak ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh 


Muhammad bin Futuh al-Hamidi, al-Jam'u Baina al-Sahihain al-Bukhari 
wa Muslim, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
111/396: Abu al-Fadal, al-Musnad al-Jami', (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), XVI1/272. 

2 Ibnu Taimiyyah, Majmu' Fatawa, VW 426, Anonim, al-Fatawa 
al-Kubra, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
V/259: Ahad Tulabah al-Tlm, Buhuts li Bad Nawazil al-Fighiyah al- 
Mu'asirah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
VI/35 Anonim, Fatawa al-Azhar, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah 
al-Isdar al-Sani, 2005), VI1/359. 

? Haitam Abdul Salam Muhammad, Mafhum al-Irhab., h. 210. 


Kajian Fikih Kontemporer 


Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Fikih | 183 


Ibnu Zubair tersebut sebagai tindakan bunuh diri. Perkataan ibnu 
Zubair tersebut merupakan goul al-shahab??' atau ijma' sukuti? 


d. Dalil Giyas: 

Bom bunuh diri diperbolehkan dianalog-kan (digiyaskan) 
kaum muslimin yang dijadikan tameng atau perisai, meskipun 
keduanya berbeda. Bom bunuh diri dilakukan dengan meledakkan 
bom yang biasanya dibawa langsung atau menggunakan 
kendaraan tertentu dan pelakunya ikut mati. Sedangkan kaum 
muslimin yang dijadikan tameng oleh musuh mati karena 
terkena serangan kaum muslimin sendiri yang pada dasarnya 
tujuan utamanya adalah menyerang musuh, namun karena kaum 
muslimin dijadikan tameng maka yang terkena serangan adalah 
mereka yang menjadi tameng." 


8 Gaul al-Sahabi adalah perkataan sahabat. Mengenai kekuatan 
hukum atau legalitasnya, da perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul 
figih. Ada yang berpendapat bahwa gaul sahabi sebagai dasar hukum secara 
mutlak, ada sementara yang berpendapat bahwa ia bisa dijadikan dasar 
hukum ketika tidak bertentangan dengan syara' ada juga yang berpendapat 
bahwa yang dapat dijadikan dasar hukum hanyalah perkataan Abu Bakar dan 
Umar, ada yang berpendapat ia tidak bisa dijadikan dasar hukum sama sekali. 
(al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul, (Digital Library,al-Maktabah 
al-Syamilah: al-Isdar al-Tsani, 2005), 1/424. Imam Syafi'i menggolongkan 
@aul al-Sahabi (perkataan sahabat) kepada dua golongan, yaitu: pertama, 
perkataan sahabat yang telah diketahui, disepakati dan diamalkan oleh 
banyak sahabat. Gaul al-Sahabi seperti ini dikategorikan dan digolongkan 
sebagai ijma”. Kedua, perkataan yang tidak diketahui adanya kespakatan di 
kalangan sahabat, bahkan ditemukan adanya pertentangan dengan perkataan 
shabat yang lain yang lain. Dalam hal ini, mujtahid harus berijtihad dengan 
Kitabullah, sunnah Rasul, ijma' dan giyas sampai menemukan yang paling 
tepat dari kedua perkataan tersebut. (Ahmad Nahrawi Abdus Salam al- 
Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafri, (Jakarta: Jakarta Islamic Centre, 2008), 
h. 370). 

2 Jjma' sukuti terjadi ketika seorang ahli hukum atau mujtahid 
mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu kasus, sementara 
mujtahid lainnya diam, tidak menyangkal dan tidak mendukungnya. (lihat 
al-'Atar, Hasyiyah al-'Attar “Ala Syarh al-Jalal al-Mahalli “Ala Jam'i al- 
Jawami, (Digital Library,al-Maktabah al-Syamilah: al-Ishdar al-Tsani, 2005)), 
IV/409. 

10 Haitam Abdul Salam Muhammad, Mafhum al-Irhab., h. 211. 
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Bom bunuh diri merupakan upaya untuk menyerang 
musuh yang tidak ada harapan selamat bagi pelakunya dengan 
tujuan mengalahkan dan meneror musuh. Dengan demikian, 
pada dasarnya bom bunuh diri sebenarnya tujuan utamanya 
adalah membunuh musuh dan mengalahkannya serta memotivasi 
kaum muslimin untuk lebih berani. Melihat manfaat yang lebih 
besar dari efek bom bunuh diri maka hal ini dibolehkan dalam 
syara”. Berbeda dengan bunuh diri yang tujuan utamanya adalam 
membunuh diri sendiri hal ini jelas haram." 


2. Syarat Diperbolehkannya Bom Bunuh Diri 


Penulis memahami aksi bom bunuh diri dengan dua 
perspektif. Ia bisa juga dikategorikan sebagai jihad yang dihalalkan, 
bahkan dianjurkan, namun juga bisa dianggap sebagai teror 
yang diharamkan. Bom bunuh diri yang diperbolehkan adalah 
bom bunuh diri yang ditujukan untuk berjihad. Jihad dalam 
rangka mempertahankan diri dapat dilakukan dengan berbagai 
cara, termasuk dengan menggunakan bom bunuh diri. Namun 
demikian, bom bunuh diri yang diperbolehkan harus memenuhi 
berbagai syarat. Ulama mensyaratkan syarat-syarat sebagai 
berikut: 

KS tglingh bb Leon OS Ogan MUSI aa lee Ale G Ogaladl OOT 1 
HP (MAS Ulin 3 (Oku 9 6 3L adl 9 eendamka G OYI JULI 32 
Ao aaAM SNI ja Ur 3 Ol 
Mr AAL LSI Sh Ata daa SUS goo Ul 2 
Adera dil ana Jalil tao 3 
Merbroha JUSIL LI AL de elo 4 
CAH ya ses be el SO YO 5 


4 Tbid, h. 212. 

42 Ali bin Nayof al-Suhud, Mausu? al-Khitab wa al-Durus, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), TX/126. Lihat juga 
Ali bin Nayof al-Suhud, Mausi'ah al-Din al-Nassihah, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/127. 
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Pemaparan di atas dapat diajabarkan sebagai berikut: 


Pertama, Bom bunuh yang diperbolehkan ditujukan kepada 
musuh Islam atau orang kafir yang sedang berperang terhadap Islam 
kaum muslimin, seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan. Namun 
demikian tidak semua orang kafir dapat diperangi, karena orang 
kafir bermacam-macam, ada kafir al-Muharibun,# al-Musta'minun, 
dzimmi,? kafir al-Mw'ahidun”S Dari sekian macam ini yang boleh 
dibunuh hanyalah al-muharibun yang mendeklarasikan perang 
terhadap Islam atau kaum muslimin. 


Meskipun diperbolehkan membunuh orang kafir yang 
menyerang atau al-muharibun, namun harus tetap menjaga prinsip- 
prinsip hubungan dengan kafir muharib diantaranya: 

1. Dilarang mendahului memerangi mereka sebelum 
disampaikannya dakwah. Dilarang menipu dan menyiksa 
dalam peperangan. 

2. Dilarang membunuh orang yang semestinya dibiarkan, 
yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti: 
anak-anak, wanita, pendeta, dan para ahli ibadah yang 
berada di biara mereka juga orang tua yang tak mampu 
lagi berperang. 

3. Dilarang merusak tanaman, membinasakan buah-buahan, 
membakar rumah tanpa diperlukan, meracuni air dan 
sejenisnya. 


3 Al-Muharibun adalah orang kafhr yang memerangai kaum 
muslimin 

4 Al-Musta'minun adalah orang yang masuk ke dalam negara lain 
dengan izin masuk(al-aman),baik ia muslim atau kafir harb 

15 Secara istilah, dzimmi (bahasa Arab: 633, majemuk: & JI Jai, ahlul 
dzimmah, “orang-orang dzimmah”) adalah orang non-Muslim merdeka 
yang hidup dalam negara Islam, sebagai balasan karena membayar pajak 
perorangan, menerima perlindungan dan keamanan 

6 Kafir al-Mw'ahidun yaitu orang-orang kafir yang mengikat 
perjanjian dengan kaum muslimin. 

# Lihat Muhammad Abror, Akhlak terhadap Non Muslim, http:// 
ayo-tarbiyah. — blogspot.com/2009/11/akhlak-terhadap-non-muslim.html. 
diunduh 29 Juni 2010. 
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Jadi tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Bahkan dalam 


sebuah hadits riwayat Imam Bukhrii: 


kilo 3 yag 03 Pyar) Letkol gi Auto ketukan yeni Aa Ga Ula 

dala AI laa Cab Up Leg AMI Cab) 3 yag ip AI Jas 230 Iaaleua 

AE Lean Ola ken Tail, nd laala3 J3 54 1JB ebay 

28 lake Oa! 9 mami 

«Diriwayatkan dari Gais bin Hafsh riwayat dari Abdul Wahid riwayat 

dari Hasan bin Amr riwayat dari Mujahid dari Abdullah bin Amr RA, 

dari Rasulullah saw bersabda: Barang siapa membunuh kafir muahid 

(orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin) maka 

ia tidak akan menemui aroma surga, sesungguhnya aroma surga itu dapat 

ditemukan dengan menempuh perjalanan selama empat puluh tahun. 

(HR. Al-Bukhari) 

Kedua, bom bunuh diri yang dilakukan diyakini akan 
menimbulkan ketakutan kepada musuh Islam. Ketiga, bom bunuh 
diri dilakukan dengan ikhlas hanya untuk mengharap ridha Allah 
swt. dengan ikhlas dan hanya bertujuan menggapai ridho Allah 
dan meneggakkan kalimat dan syariat-Nya dengan niat jihad. 
Ikhlas merupakan syarat pokok sahnya sebuah amal, temasuk 
jihad.” Keempat, pelaku bom bunuh diri bukan orang yang sedang 
putus asa yang ingin mengakhiri hidupnya. 

Salman bin Fahd al-“Audah menjelaskan syarat lain yang 
dia himpun dari berbagai pendapat ulama, yaitu: 


AAS EY WS OOT 1 
Harja al meal Ita adl LI WS Gol ee al all ds ul ol 2 
HS Area Jari lela OTO 9 0 UP pen adi SluBl al Ctale Cnakmal 4G AJI 


18 Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), Hadis Nomor2930 dan 3097. 

? Dalam Kitab al-Mughni sebagaimana dinukil Wahbah al-Zuhali 
dalam kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuh VI1/7 disebutkan, secara garis 
besar syarat jihad ada tujuh, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, 
selamat dari bahaya dan mempunyai bekal. Syarat selamat dari hal yang 
membahayakan menyiratkan bahwa tidak diperbolehkannya bom bunuh 
diri, karena membahayakan pelakunya. (Wahbah al-Zuhali, al-Figh al-Islami 
wa Adillatuhu, (Suriyah: Dar al-Fikr, 2005, VII1/7). 
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OKa0 Y — bel ga) IBU LAKI J greu— potil Ika del 
SV Ja tegal AI Ulat Ito Lepas tamala, Gal ot JS oi 
kkn 3 Ag Kenal JL H3 Ala LA Ball Jal ye bole 0,5 ol 
Aoki do YI loela 3 jl alel Ob cas ala Sila (DAY Jat ya 
AISI gl ln KY W La eYI, 

Ha tebal OUSII Ob conalud! de DI Ilel JUS M6 Ua O,SG Ol 3 
CO gAalali Going 6D pond! Angix13 60 pintaak! ee22g 6D gila! eta 40 pole 
GIE HIS PA LA 3 223 da II elit ana ASI ma 
IP ya) JB — lag dala dil lo ll 3 gas op dilas 3 (2930) 
Ska lg (Lala Crot Boswan oya denga LS) Os (Real Han mud talas 
Ie pas Ton Je Urokad! 3 is el er Ja VII Rb Aero spa dala 
Kode oladi AI Jl oa lia OY tes 

bego 24 Bal enak! ae LP Il GIS Ol Hadb E Ha OST 4 
Cindowad H2 pe Upin 2 J3 eta gia O pakadI ala La ya Kong La KUE 
Bo3SAM Lab FA eded lela ola Tak 00 US COLELATI 3 ag JS 
Ahad! Soe US IS Ula Ia gama Ol Celana 3 pe Jala yag 
Hala gada Hlah II SAY pad WI mo ISI al casila| G LAU 
Aa oa OLI PLN OLI ye PEN LKS KE Nih 0 ya 
» llanan lan Aa Il JUL 3 Sjakey dil Jas AO ya 9 pam! 

G (e3B caraku olebl Gong OS) DASI ISI SY tone OSk OS ol 5 
V9 (AU IA JUS sen Aga Oa ISI 1 BIS dai DL ya ka 
2 bela, KEL G3 Ata 

Paparan di atas maksudnya adalah bahwa persyaratan bom 
bunuh diri yang diperbolehkan adalah: 


1. Bom bunuh diri dilakukan hanya bertujuan untuk 
menegakkan agama Allah, 


50 Salman bin Fahd al-“Audah, Magalat al-Syaikh Salman bin Fahd al- 
“Audah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11/8. 
Baca juga Anonim, al-Fatawa al-Nadiyah, fi al-“Amaliyat al-Istisyhadiyah, 
(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/30. 
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2. Bom bunuh diri diyakini akan melukai, menimbulkan 


ketakutan bagi musuh, dan melemahkan musuh, 


. Bom bunuh yang diperbolehkan ditujukan kepada musuh 


Islam atau orang kafir yang telah mendeklarasikan beperang 
terhadap Islam kaum muslimin: 

Bom bunuh diri dilakukan di wilayah kaum muslimin 
yang telah direbut dan dikuasai musuh. Bom bunuh diri 
dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perlawanan 
dan merebut wilayah tersebut.?' Melihat syarat ini, maka 
bom bunuh diri yang dilakukan di luar daerah perang 
atau daerah yang sedang dikuasai musuh dengan maksud 
untuk mempertahankan atau merebut wilayah tersebut 
maka tidak dibenarkan menurut syara” atau hukum Islam 
dan tidak dikategorikan jihad. Apalagi dilakukan diwilayah 
umat Islam yang banyak didiami oleh masyarakat sipil serta 
dilakukan dalam kondisi damai, maka dikategorikan sebagai 
tindakan teror, karena membunuh pihak-pihak yang tidak 
bersalah dan mengusik perdamaian suatu wilayah. 


. pelaku bom bunuh diri harus mendapatkan izin dari kedua 


orangtuanya. Izin dari kedua orangtua merupakan syarat 
umum dalam jihad. 


Selain persayaratan di atas, ada persayaratan lain yang harus 


dipenuhi agar bom bunuh diri diperbolehkan, persyaratan tersebut 


adalah: 
1. 


Bom bunuh diri harus dilakukan dengan perhitungan 
dan pertimbangan yang matang. Hal ini dilakukan agar 
bom bunuh diri benar-benar efektif dan mencapai sasaran 
membunuh musuh yang sedang menyerang dan tidak salah 
sasaran memakan korban rakyat sipil yang tidak terlibat 
perang. Pertimbangan yang matang ini tidak mungkin 


51 Hamid bin Abdillah, Hukmu al-'Amaliyat al-Istisyhadiyah, dimuat 
di http://mojahedoon.org/ news/ showTopic .php? topicid-663. Diunduh 
15 Mei 2006. 
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dapat terpenuhi tanpa ada arahan dan bimbingan pakar atau 
ahli strategi perang. 

2. Seorang yang hendak melakukan bom bunuh diri harus 
meminta arahan komando dari panglima perang.? Bom 
bunuh diri tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri dan 
harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. 
Karena tanpa adanya komando dan perintah hanya akan 
menimbulkan efek destruktif. Seorang mujahid harus 
benar-benar mengetahui strategi perang. Dalam hal ini 
Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar mengatakan: 


cas ll aa Na — Jl & Jl Naga: dag ” 
DS Ob eko pia ob 3 bblna JS Ab Jera LS "gadi Lah pg II 

3 ongU GP mad eye PN 
“Dalam hal jihad, diantara yang dilarang adalah memasuki medan perang 
tanpa mengetahui ilmu dan metode berjihad secara mendalam, ini sama 


saja masuk medan yang membahayakan karena hanya mengikuti hawa 
nafsu dan bukan untuk menegakkan kebenaran.” 


Jadi apabila bom bunuh diri dimaksudkan untuk jihad 
dalam rangka mempertahankan diri atau membela Islam, maka 
harus didasari ilmu dan teori yang matang. Apabila tidak, maka 
ini sama saja menjatuhkan diri dalam kerusakan. Dan ini dilarang 


oleh Allah. 


Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dimengerti 
bahwa aksi bom bunuh diri dapat dikategorikan yang diperbolehkan 
harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas. 
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka aksi bom 
bunuh tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, apabila bom bunuh 


52 Imam Mustofa, “al-Amaliyat al-Istisyhadiyah fi Nazri magasid 
al-Syari'ah, Millah Jurnal Studi Agama, (Yogyakarta: Magister Studi Islam 
Universitas Islam Indonesia), Vol. VI., No. 1 Agustus 2006, h. 140. 

8 Muhammad Rasyid Ridho, sebagaimana dikutip Hamid bin 
Abdillah, Hukmu al-'Amaliyat al-Istisyhadiyah, dimuat di http://mojahedoon. 
org/ news/ show Topic .php? topicid-663. Diunduh 15 Mei 2006. 

4 Allah berfirman dalam Surat Al-Bagarah ayat 195: “Dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” 
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diri dilakukan di Negara yang damai seperti di Indonesia yang 
tidak dalam keadaan perang karena dijajah musuh, dalam kondisi 
seperti ini apabila terjadi bom bunuh diri maka dikategorikan 
sebagai teror. 


Menurut penulis syarat bahwa bom bunuh diri harus 
dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah dijajah atau 
direbut oleh musuh merupakan syarat pokok. Apabila syarat 
ini tidak dipenuhi, maka bom bunuh diri menjadi aksi teror 
yang mengatasnamakan agama. Hal ini berbeda dengan aksi 
bom bunuh diri yang dilakukan di daerah kaum muslimin yang 
memang dijajah oleh musuh. Bom bunuh diri semacam ini 
merupakan bentuk sebuah perlawanan terhadap kaum penjajah 
yang dapat dikategorikan jihad. Relevan dengan persyaratan 
ini, Yusuf @ardhawi membolehkan aksi bom bunuh diri di 
wilayah Palestina. 


Menurut Yusuf al-Garadawi, praktik bom bunuh diri 
yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk 
melawan pendudukan Zionis, tidak termasuk dalam bentuk teror 
yang dilarang dengan alasan apa pun, walaupun yang menjadi 


korban adalah penduduk sipil” 


Bom bunuh diri yang dilakukan di daerah yang sedang 
tidak dijajah oleh musuh, maka tidak diperbolehkan dalam hukum 
Islam dan tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Meskipun yang 
menjadi sasaran aksi tersebut adalah warga Negara yang sedang 
menjajah Negara Islam atau berpenduduk muslim. Karena Islam 
melindungi hidup dan kehidupan manusia secara mutlak. Tujuan 
utama syariat Islam adalah untuk menegakkan mashlahat atau 
kemaslahatan dan meninggalkan kemadhataran atau hal-hal yang 
membahayakan. Al-Syatibi dalam karya monumentalnya al- 
Muwafagat membagi mashlahat ini secara garis besar menjadi tiga 
tingkatan, dharuriyah (primer), hajiyah (skunder) dan tahsiniyah 
(tersier).”8 Mashlahat menurut al-Syatibi tidak jauh berbeda dengan 


5 Lebih lanjut baca Yusuf al-Garadawi, Figih Jihad, (Alih bahasa Irfan 
Maulana Hakim, etall.)) Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, h. 898-900. 
56 Abu Ishag Al-Syatibi, al-Muwafagat ., 1/7-9. 
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apa yang dirumuskan oleh Al-Ghazali,” yaitu memelihara lima hal 
pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 


Berangkat dari konsep mashlahat di atas, dengan kewajiban 
menjaga agama jiwa, akal keturunan dan harta maka aksi bom 
bunuh diri tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan 
konsep mashlahat yang menjadi tujuan agama atau syariat Islam. 
Larangan membunuh sudah sangat jelas diterangkan oleh Allah 
swt dalam surat al-Maidah ayat 32: 


Te TR AAN Ra TAN EL NS 

Kana Ag Candi JS oya ASI Jogi Tn de KR uh Je oa 

Je DLL 5 - ..2 22 dg - Age. - .2 

“Gara yag lane edi jas Ls SENI 3 sus | 
ra Padan APA 


2 BEN aa Lea KA SU AM 

D Bni AN IS IN AI Ta 
“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu 
(membunuh) orang lain?'atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. 
dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka 
seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan 
Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara 


2? Al-Ghazali, dalam al-Mustasfa, membagi maslahat menjadi 
tiga: (a) maslahat yang memiliki bukti tekstual, (b) maslahat yang ditolak 
oleh bukti tekstual, dan (c) maslahat yang tidak ada kejelasan apakah ia 
diakui atau dilarang oleh bukti tekstual. Maslahat yang pertama jelas valid 
dapat dijadikan dasar giyas, dan yang kedua jelas terlarang. Sedangkan 
maslahat yang ketiga membutuhkan pertimbangan dan penilaian dari segi 
kekuatannya yang bersifat hirarkis: dlarurat, hajat, tahsinat, atau tazyinat. 
Ibn Khaldun menyebutkan bahwa kitab al-Mustasfa karya al-Ghazali. dan 
kitab al-Muw'tamad karya Al-Bashri, memiliki pengaruh yang sangat besar 
terhadap kitab-kitab ushul yang lahir setelahnya. Setelah itu, munculllah 
al-Razi dengan al-Mahsul-nya, yang memadukan kedua kitab tersebut dan 
kemudian mempengaruhi Al-Garrah (684/1285), Ibn Hajib (646/1249), dan 
Ibn “Abdussalam—tokoh yang sangat familiar bagi Syatibi dan, secara umum, 
ditentangnya. (Khalid Mas'ud, Islamic Legal Philosophy, h. 156-157). 

$$ Yakni: membunuh orang bukan Karena gishaash. 

2 Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga 
mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh 
seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, Karena orang 
seorang itu adalah anggota masyarakat dan Karena membunuh seseorang 
berarti juga membunuh keturunannya. 
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mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 


kerusakan dimuka bumi.” 


Allah melarang membunuh manusia dengan menggunakan 
kata al-nas (manusia) yang berarti umum, tanpa melihat agama, 
ras suku dan identitas sosial lainnya. Ini menunjukkan betapa 
agama Islam melindungi nyawa manusia seseorang secara mutlak. 
Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 
membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti 
membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.' 


E. Penutup 


Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa aksi bom bunuh diri yang diperbolehkan 
dan dapat dikategorikan sebagai jihad apabila dilakukan sebagai 
aksi perlawanan terhadap penjajahan dan dilakukan di daerah 
yang sedang dijajah tersebut. Aksi bom bunuh diri setidaknya 
harus memenuhi syarat pokok sebagai berikut: Pertama, Bom 
bunuh yang bertujuan jihad ditujukan kepada musuh Islam atau 
orang kafir yang mendeklarasikan perang terhadap Islam kaum 
muslimin. Kedua, bom bunuh diri dilakukan di wilayah kaum 
muslimin yang telah direbut dan dikuasai musuh. Ketiga, bom 
bunuh diri harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan 
yang matang. Keempat, seorang yang hendak melakukan bom 
bunuh diri harus meminta arahan komando dari panglima perang. 
Kelima, pelaku bom bunuh diri harus mendapatkan izin dari 
kedua orangtuanya. Keenam, dengan ikhlas dan hanya bertujuan 
menggapai ridho Allah dan meneggakkan kalimat dan syariat- 
Nya dengan niat jihad. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka 
amal tidak sah. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka aksi bom 
bunuh diri diperbolehkan, karena aksi tersebut bisa mendatangkan 
kemashlahatan. Namun, bila bom bunuh diri lakukan di daerah 
atau Negara damai yang tidak mengalami penjajahan oleh musuh, 
serta tidak memenuhi syarat di atas, maka aksi tersebut diharamkan 
dalam hukum Islam, karena bertentangan dengan mashlahat atau 
tujuan hukum Islam. 


6 Maksudnya sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan 


yang nyata. 
Ss! Imam Mustofa, “Bom Bunuh Diri., h. 119. 
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A. Pendahuluan 


Proses persalinan merupakan bagian yang sangat penting 
dan mendebarkan dalam kehidupan seorang ibu yang hamil. 
Pada dasarnya proses persalinan dapat berlangsung secara normal 
tanpa harus dengan melalui operasi pembedahan perut atau biasa 
disebut operasi caesar. Bahkan, pada umumnya seorang ibu yang 
hamil menginginkan proses persalinannya dapat berlangsung 
secara normal. Namun, terkadang ada faktor yang mendorong 
atau bahkan menuntut dilakukannya operasi caesar dalam proses 
persalinan. 


Seiring dengan penemuan dan perkembangan teknologi 
dalam bidang medis, keberadaan dan kondisi bayi dapat diketahui, 
bahkan sejak usia kandungan masih dini. Bobot bayi, ukuran bayi, 
bahkan kondisi kesehatan dapat diketahui dengan menggunakan 
alat Ultrasonography (USG). Dengan adanya alat ini, maka dapat 
memberikan gambaran kepada bidan atau dokter, apakah ibu hamil 
dapat melangsungkan persalinan secara normal atau dengan cara 
operasi pembedahan (caesar). Bahkan, sang ibu atau keluarganya 
dapat menentukan tanggal tertentu untuk melakukan persalinan, 
selama hal itu memungkinkan. 
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Sejak tahun 1985, komunitas kesehatan internasional telah 
menyatakan operasi caesar berkembang antara 10Y6 dan 1546 setiap 
tahun. Sejak saat itu, operasi caesar telah menjadi semakin umum 
dilakukan, baik di negara maju maupun berkembang. Bila dilihat 
dari perspektif medis, operasi caesar dapat mencegah kematian ibu 
dan bayi secara efektif. Sebagaimana operasi lainnya, operasi caesar 
mempunyai risiko jangka pendek dan jangka panjang yang dapat 
bertahan bertahun-tahun yang dapat mempengaruhi kehamilan 
berikutnya. Resiko ini lebih tinggi bagi wanita yang mempunyai 
akses terbatas pada perawatan dan kesehatan. ' 

Secara medis operasi persalinan selama ini tidak 
menimbulkan masalah yang berarti. Namun, bukan berarti proses 
persalinan semacam ini tanpa menimbulkan masalah, bahkan dalam 
kasus tertentu bisa menibulkan rasa sakit yang berkepanjangan 
bagi si ibu. Begitu juga demikian, persalinan secara normal juga 
dapat menimbulkan masalah atau bahaya, baik bagi si bayi maupun 
bagi si ibu. Bahkan tidak sedikit kasus persalinan secara normal 
yang mengakibatkan kematian si ibu atau si bayi atau bahkan 
keduanya. 


Kajian pada bab ini akan mengkaji operasi caesar dalam 
perspektif hukum Islam. Kajian mengenai hukum operasi 
caesar dalam perspektif fikih ini penting dipaparkan, karena 
akan menjadi pedoman bagi orang-orang yang masih ragu 
untuk melaksanakannya karena belum mengetahui hukum dan 
landasannya. Kajian ini diharapkan menjadi jawaban bagi para 
pihak yang masih ragu mengenai hukum persalinan yang dilakukan 
dengan cara operasi caesar. Kajian dalam bab ini menggunakan 
teori magashid syari'ah. 


' World Health Organization (WHO), WHO Statemen on Caesarian 
Section Rates, (Geneva: Department of Reproductive Health and Research 
World Health Organization, 2015), h. 1. 
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B. Mengenal Operasi Caesar 


Menurut (Lia et al, 2010) sebagai mana yang dikutip 
oleh Isti Mulyawati, istilah sectio caesarea berasal dari bahasa latin 
caedere yang berarti memotong atau menyayat. Dalam ilmu 
obstetrik, istilah tersebut mengacu pada tindakan pembedahan 
yang bertujuan melahirkan bayi dengan membuka dinding perut 
dan rahim ibu.? Sementara menurut (Rujito, 2008) sebagaimana 
yang dikutip oleh Ef Savitri, Operasi caesar atau sering disebut 
dengan sectio caesarea adalah suatu cara melahirkan janin dengan 
membuat sayatan melalui dinding depan perut atau vagina, atau 
suatu histerotomia untuk melahirkan janin sehat dari dalam rahim.? 
Menurut (Akhmad, 2008), Sectio caesarea atau bedah sesar harus 
dipahami sebagai alternatif persalinan ketika jalan lahir normal 
tidak bisa lagi. Meskipun 9076 persalinan termasuk kategori normal 
atau tanpa komplikasi persalinan, namun masih banyak ibu-ibu 
memilih jalan operasi sectio caesarea dalam persalinannya. Apapun 
yang menjadi kesulitan persalinan, penanganan selalu berpegang 
teguh pada prioritas keselamatan ibu dan bayi. 


Operasi sesar atau dalam bahasa inggris disebut caesarean 
section atau cesarean section (Inggris-Amerika), disebut juga dengan 
seksio sesarea (disingkat dengan SC) adalah proses persalinan 
dengan melalui pembedahan di mana irisan dilakukan di perut 
ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan 
bayi. Bedah caesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan 
normal melalui vagina tidak memungkinkan karena berisiko 
kepada komplikasi medis lainnya. Sebuah prosedur persalinan 


? Isti Mulyawati, Mahalul Azam, Dina Nur Anggraini Ningrum, 
“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Persalinan Melalui 
Operasi Sectio Caesarea” Dalam KEMAS, Jurnal Kesehatan Masyarakat No. 
7 (1) 2011: Diterbitkan Oleh Universitas Negeri Semarang, 2011, h. 16. 

3 Eh Savitri, “Penatalaksanaan Terapi Latihan Pada Kasus Post 
Operasi Sectio Caesarea Karena Plasenta Previa Di Rsud Dr. Moewardi 
Surakarta”, Dalam Karya Tulis Ilmiah, Program Studi Fisioterapi Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, h. 5. 

4 Isti Mulyawati, Mahalul Azam, Dina Nur Anggraini Ningrum, 
“Faktor-Faktor ., h. 21. 
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dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh tim dokter yang 
beranggotakan spesialis kandungan, anak, anastesi serta bidan. 


Operasi caesar adalah salah satu prosedur pembedahan 
yang sering dilakukan dengan pendekatan ilmu medis, khususnya 
bedah kandungan. Tujuan operasi caesar pada masa lalu adalah 
untuk mengeluarkan bayi dari dalam janin ibu baik dalam kondisi 
mati maupun setelah mati. Pada periode awal abad pertengahan, 
operasi caesar dilakukan oleh bidan atau pendeta murni dalam 
konteks agama. Penarikan operasi dari otoritas keagamaan pada 
waktu renaissances menyebabkan munculnya operasi caesar sebagai 
prosedur medis. 


Operasi caesar dilakukan bila persalinan secara normal 
tidak dapat dilakukan dengan beberapa alasan medis. Alasan 
medis tersebut berdasar analisa dokter kandungan dan operasi 
akan dilakukan bila mendapat persetujuan pihak ibu yang akan 
melakukan persalinan dan atau keluarganya.” Operasi caesar 
biasanya dilakukan pada wanita muda atau wanita sehat karena 
operasi ini mempunyai efek jangka pendek dan jangka panjang 
bagi sang ibu.” Karena adanya risiko inilah aka diperlukan 
persetujuan dari pihak pasien dan keluarganya. 


WHO melakukan dua penelitian yang berusaha 
menemukan tingkat sesar yang ideal di negara atau populasi 
tertentu, dan analisis tingkat negara di seluruh dunia dengan 
menggunakan data terbaru yang tersedia. Berdasarkan data yang 
tersedia ini, dan metode yang diterima secara internasional untuk 


3 htrps://id.wikipedia.org/wiki/Bedah sesar, diakses pada 16 
Agustus 2017. 

8 AdoG. Geidam, etall,“Rising Trend and Indications of Caesarean Section 
atthe University ofMaiduguri Teaching Hospital, Nigeria”, Annals of African Medicine, 
Vol. 8, No. 2 (April-Juni), 2009 (127-132), h. 128. 

7 Tena Koutou etall, Gaesarian Section, (Auckland Ddistrict Heat: 
National Women Health, 2014), h. 2. 

$ Anna J. M. Aabakke, “Surgical technigues for caesarean section Short- 
and long-term conseguences”, Disertasi pada FAKULTAS Kesehatan dan 
Medikal Science Universitas Copenghagen, 2014, h. iv. 
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menilai bukti dengan teknik analisis yang paling tepat, WHO 


menyimpulkan bahwa: 


1. 


Operasi caesar efektif dalam menyelamatkan kehidupan ibu 
dan bayi, namun operasi dapa dilakukan bila memenuhi 
alasan medis: 

Pada tingkat populasi, tingkat sesar 1096 lebih tinggi tidak 
terkait dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi, 
Operasi caesar dapat menyebabkan komplikasi, kecacatan 
signifikan dan kadang-kadang permanen, bahkan dapat 
menyebabkan kematian, terutama pada rangkaian operasi 
yang tidak memenuhi standar, prosedur, fasilitas dan 
dokter yang memadai. Oleh karena itu, opreasi caesar 
harus dilakukan bila kondisi memungkinkan dan hanya 
dilakukan bila diperlukan secara medis: 

Setiap usaha harus dilakukan untuk memberikan pelayanan 
operasi caesar kepada wanita yang membutuhkan, 

Efek operasi caesar bagi kesehatan fisik dan mental, baik 
pada si ibu maupun si bayi masih belum jelas. Oleh karena 
itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami 
efek kesehatan dari operasi caesar.” 


Berdasarkan paparan di atas, pada dasarnya operasi caesar 


memiliki efek yang perlu dipertimbangkan oleh para pihak yang 


akan melakukannya. Operasi caesar perlu dilakukan bila: 


1. 


Plasenta menghalangi serviks (masuk ke rahim) sehingga 
bayi tidak bisa ke arah vagina, kasus semacam ini disebut 
plasenta praevia. 

Terdapat infeksi aktif di jalan lahir seperti herpes genital 
saat persalinan 

Ada komplikasi kehamilan seperti pre-eklampsia atau 
kondisi medis serius lainnya 

Ibu yang akan melakukan persalinan pernah menjalani 
operasi caesar sebelumnya dan kelahiran vaginal berikutnya 
dipertimbangkan tidak aman 


? World Health Organization (WHO), WHO Statemen ., h. 1. 
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5. Ibu yang akan melangsungkan persalinan pernah menjalani 
operasi besar sebelumnya ke rahim atau memiliki kelainan 
rahim 

6. Pembatasan awal dan prematuritas bayi Anda 

7. Bayi berada dalam posisi melintang (berbaring miring), 
atau posisi tidak baik lainnya dan tidak mampu dilahirkan 
secara normal 

8. Bayi terlalu besar untuk bergerak melalui jalan lahir secara 
normal." 


Untuk melakukan operasi caesar, pasien dianestasi atau 
dibius. Ada dua jenis anestesi dalam operasi caesar, yaitu anestesi 
regional atau lokal dan anestasi umum. Anestasi regional yaitu 
Operasi dilakukan saat si yang akan dioperasi dalam keadaan 
terjaga atau tertidur. Sementara pada anestesi umum orang yang 
dioperasi dalam keadaan tidak sadar. 


Sementara itu, jenis operasi sesar ada tiga, yaitu: 


Pertama, Traditional Cesarian Section atau jenis klasik yaitu 
dengan melakukan sayatan vertikal sehingga memungkinkan 
ruangan yang lebih besar untuk jalan keluar bayi. Akan tetapi jenis 
ini sudah sangat jarang dilakukan hari ini karena sangat berisiko 
terhadap terjadinya komplikasi. Bekas luka vertikal sering melebar 
dan menjadi tidak enak dipandang, terutama pada kehamilan 
berikutnya. Hernia insisional juga menjadi masalah dengan sayatan 
vertikal dan hampir tidak pernah terjadi dengan sayatan melintang 
rendah. Maka, Insisi transversal rendah tidak hanya lebih kuat dan 
lebih nyaman daripada sayatan vertikal, namun bekas luka juga 


terlihat lebih baik. 


Kedua, Lower Urterin Segment Cesarian Section, yaitu operasi 
sesar dengan sayatan mendatar di bagian atas dari kandung 
kemih sangat umum dilakukan pada masa sekarang ini. Metode 


10 Tena Koutou etall, Caesarian Sectio., h. 1-2. 

MH Robert D. Dyson, “Cesarean Delivery: Surgical Technigues- 
The Fifteen Minute Cesarean Section”, Book Chapter, (Rijeka, Croatia: 
INTECH, 2012), h. 59- 61. 
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ini meminimalkan risiko terjadinya pendarahan dan cepat 
penyembuhannya. Operasi semacam ini lebih sederhana dan lebih 
cepat daripada sayatan vertikal atau melintang. Kadang-kadang, 
sayatan horizontal tidak selebar sayatan vertikal. Risiko operasi 
semacam ini lebih kecil dibanding sayatan vertikal. 


Ketiga, Cesarian Hysterectomy, yaitu bedah caesar diikuti 
dengan pengangkatan rahim. Hal ini dilakukan dalam kasus-kasus 
dimana pendarahan yang sulit tertangani atau ketika plasenta tidak 


dapat dipisahkan dari rahim. 


C. Penggunaan Teori Maslahah dalam Penentuan Hukum 
Operasi Caesar 


Maslahah secara etimologi sejenis dengan kata manfaah, 
baik ukuran dan artinya. Kata maslahah merupakan masdar yang 
mengandung arti kata al-salaha seperti kata manfa'ah yang 
mengandung arti al-naf. Kata maslahah merupakan bentuk 
mufrad dari kata masalih, sebagaimana diterangkan pengarang 
kitab lisan al-'Arab yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat 
baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun 
dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Sedangkan secara 
terminologi maslahah yaitu manfaat yang menjadi tujuan Syari" 
untuk hamba-Nya. Manfat dalam arti suatu yang nikmat atau 
yang mendatangkan kenikmatan.'? 


Ada istilah lain, yaitu maslahah mursalah yang populer 
dengan istilah al Istislah atau al Istidlal al mursal. Meskipun 
memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu hendak mendapatkan 
kemashlahatan dengan keluarnya suatu hukum dari suatu perkara 
tertentu, dalam pendefenisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara 
esensial. Istislah secara bahasa adalah menuntut suatu kemashlahatan 
(talabul al islah. Sedangkan secara istilah, istislah didefinisikan 


2 Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al- 
Islamiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), h. 23, lihat juga “Izzuddin 
“Abdul “Aziz, Oawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, (Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah: Beirut, Tt). h.7-8. 
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sebagai “suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu 
peristiwa yang tidak memiliki dasar baik dari nash maupun ijma' 
ulama dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan yang 
meyakinkan walaupun tidak ada jaminan tertentu dari syara”. 


Teori kemaslahatan (istislah) sendiri yang sering digunakan 
dalam ijtihad kontemporer, sebagaimana juga sering digunakan 
oleh kalangan Islam liberal kalau dikembalikan pada konsep 
dawabit maslahat yang dikemukakan Ramadan al-Buti harus 
memenuhi lima kriteria: 1) Memprioritaskan tujuan syara? 2) 
Tidak bertentangan dengan Al-Ouran, 3) Tidak bertentangan 
dengan al-Sunnah: 4) Tidak bertentangan dengan prinsip giyas: 5) 
memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar). Sedang 
al-Syatibi membatasi dawabit al-maslahah (kriterium maslahah) 
menjadi dua. Pertama, maslahat itu bersifat mutlak dan tidak 
subyektif. Kedua, maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan tidak 
bertentangan dengan sebagian juziyat-nya.' 


Pembahasan tentang magasid al-syari'ah secara khusus, 
sistematis dan jelas dilakukan oleh Imam al-Syatibi dalam kitabnya, 
al-Muwafagat ji Usul al-Ahkam. Dalam kitab yang sangat terkenal 
ini ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya 
mengenai magasid al-syari'ah. Ia secara tegas mengatakan bahwa 
tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk 
terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun 
di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah 
pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.' 
Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan 


$ Lebih lengkap baca Abdul “Aziz Abdul Rahman bin “Ali Rabi'ah, 
Adillatu al-Tasyri': al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha al-Giyas: al-lstihsan, al- 
Istishlah, al-Istishab, (Jami'ah al-Imam bin Su'ud al-Islami, tanpa penerbit, 
1986), h. 221-222. 

4 Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah., h. 142. 

15 Asmuni, “Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Magsid 
Menuju Ijtihad yang Dinamis”, dikutip dari www.yusdani.com. diakses 21 
Oktober 2007. 

' Al-Syatibi, al-Muwafagat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 
2003), 11: 4 
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skala prioritas mashlahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu 
al-daruriyat, al-hajiyat dan al-tahsiniyyat. Maslahat menurutnya 
tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Al-Gazali, 
yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta.” Segala bentuk upaya untuk memelihara 
kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya 
adalah mafsadat.' 


1. Maslahat daruriyyat, yaitu sesuatu yang harus ada untuk 
tegaknya kehidupan manusia baik diniyyah maupun 
dunawiyyah, dalam arti kebutuhan-kebutuhan yang bersifat 
esensial (primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan 
esensial ini adalah memelihara agama, jiwa akal, keturunan 
dan harta dalam batas jangan sampai terancamnya eksistensi 
kelima hal pokok tersebut. Tidak terpenuhinya kebutuhan- 
kebutuhan itu akan mengakibatkan terancamnya eksistensi 
kelima hal pokok di atas." 

2. Maslahat al-hajiyyat, yaitu yang dapat menghindarkan 
manusia dari kesulitan bagi subjek hukum. Jadi Maslahat 
hajiyat ini tidak termasuk kebutuhan yang esensial. Jika 
maslahat ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan 
kerusakan atau mengancam eksistensi manusia melainkan 
hanya akan menyebabkan kesulitan. Kelompok maslahat 
ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (rukhshah) 


dalam ilmu fgih.? 


3. Maslahat tahsiniyyat” merupakan maslahat yang menopang 
peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di 
hdapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Meninggalkan 


7 Ibid, 1: 5 

$ Amir Mw'allim, “Magashid al-Syari'at: Fungsi dan Keduduknya 
dalam Penetapan Hukum” dalam Jurnal al-Mawarid Edisi VI Desember, 
1997, h. 2. 

1 al-Syatibi, al-Muwafagat, 11: 7. 

2 Jbid, II: 9. 

21 Untuk menyebut maslahat tahsiniyyat ini, Mustafa Ahmad al- 
Zarga menggunakan istilah maslahat al-takmiliyyat, (al-Istislah wa al-Masalih 
al-Mursalah, (Damaskus: Dar al-@alam, 1988), h. 39). 
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maslahat ini tidak akan mengancam eksistensi manusia 

atau menimbulkan kesulitan karena ia hanya bersifat 

sebagai pelengkap.? 

Pada hakikatnya, baik maslahat daruriyyat, hajiyyat maupun 
tahsiniyyat bertujuan untuk memelihara kelima hal pokok 
sebagaimana yang disebutkan di atas. Hanya peringkat pentingnya 
berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat 
dikatakan sebagai kebutuhan primer kalau kelima hal pokok itu 
diabaikan maka akan berakibat terancamnya keberadaan kelima 
hal pokok itu. Maslahat dalam kelompok kedua dapat disebut 
sebagai kebutuhan skunder. Artinya, jika kelima hal pokok dalam 
kelompok ini tidak dapat terpenuhi, tidak akan mengancam 
keberadaannya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit 
kehidupan manusia. Sedangkan mashlahat dalam kelompok ketiga 
erat kaitannya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan 
tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima hal 
pokok itu. Dengan kata lain bahwa kebutuhan dalam kelompok 
ketiga lebih bersifat komplementer.” 


Perjalanan maslahat di era modern, cenderung 
mengukuhkan maslahat sebagai metode yang menggusur 
kekakuan hukum Islam, dan mendukung hukum Islam yang 
bersifat adaptif terhadap perubahan. Oleh karenanya, maslahat 
sering kali menjadi nilai tanpa batas yang sering dibuat sebagai 
dasar argumentasi solusi hukum kontemporer. Bahkan di tangan 
Najmuddin al-Tufh, maslahat dijadikan hujjah terkuat yang secara 
mandiri dapat dijadikan landasan hukum.2 


Maslahah yang menjadi tujuan syariat Islam (Magasid al- 
SyarPah) di sini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kacamata 


2 Al-Syathibi, al-Muwafagat,11: 9 (lihat juga Sa'id Ramadan al-Buti, 
Dawabit al-Maslahah., h.119-120), (Hasbi Ash Shidigy, Falsafah Hukum 
Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.171-1 82) 

2 Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, 
(Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 55-56. | 

4 Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan (ed), (Jakarta: PT. 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1147, Artikel “maslahat, al”. 
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untuk membaca kenyataan dan fenomena yang terjadi di sekeliling 
kita.? Teori maslahat di atas penulis gunakan sebagai pisau analisa 
terhadap aksi bom bunuh diri. Aksi bom bunuh diri bisa saja 
membawa mashlahat dan dapat pula membawa kemadharatan 
(kerusakan). Teori ini akan memperjelas, kapan bom bunuh 
diri bisa dikatakan jihad yang membawa mashlahat dan kapan 
ia dikategorikan sebagai teror yang mengakibatkan kerusakan. 
Dengan demikian, maka secara otomatis akan mudah untuk 
menentukan hukum operasi caesar, apakah dia wajib, halal, mubah 
atau haram. 


Operasi caesar dapat ditentukan hukumnya dengan 
berlandaskan teori magasid al-syari'ah sebagaimana yang 
dirumuskan al-Syatibi. Operasi caesar bisa dikatakan menempati 
posisi hifz al-nafs pada tingkatan daruriyyah adalah ketika operasi 
tersebut dilakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa seseorang 
yang akan melakukan persalinan dan juga menyelamatakan 
bayinya, atau untuk menyelamatkan salah satu, si ibu atau sang 
bayi. Apabila tanpa dilakukan operasi caesar akan menimbulkan 
kematian, baik terhadap si ibu atau sang bayi, maka tindakan 
operasi caesar harus dilakukan, maka hukumnya tidak hanya 
mubah, akan tetapi wajib, karena dalam rangka menjaga jiwa 
manusia. Hal semacam ini adalah magasid al-daruriyyah. 


Operasi caesar bisa dikatakan menempati posisi hifz 
al-nafs pada tingkatan hajiyyah adalah ketika operasi tersebut 
dibutuhkan dalam rangka untuk menghindari bahaya yang tidak 
sampai mengancam jiwa si ibu yang melakukan persalinan atau 
mengancam jiwa sang bayi. Misalnya, apabila tidak dilakukan 
operasi akan terjadi cacat ringan atau bahkan cacat permanen pada 
sang bayi, atau menyebabkan trauma psikolgis pada si ibu yang 
melakukan persalinan. Operasi semacam ini hukumnya dianjurkan, 
karena dibutuhkan dalam rangka menjaga jiwa sang ibu agar tidak 


2 Yudian Wahyudi, Ushulul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca 
Islam dari Kanada dan Amerika, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 
2007), h. 48. 
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mengalami trauma psikologis, atau menjaga sang bayi agar terhidar 
dari cacat. Namun demikian, ada persyaratan yang harus dipenuhi, 
operasi dianjurkan apabila efek yang akan ditimbulkan tidak lebih 
membahayakan dari bahaya yang dihindari dengan melakukan 
operasi, seperti rasa sakit dan nyeri yang berkepanjangan pada ibu 
yang dioperasi caesar, atau trauma psikologis yang lebih parah. 


Operasi caesar bisa dikatakan menempati posisi hifz al- 
nafs pada tingkatan tahsiniyyah adalah ketika operasi tersebut 
dibutuhkan dalam rangka untuk menjaga keindahan, misalnya agar 
sang ibu agar tetap bugar atau untuk menghindari dilakukannya 
penjahitan pada bibir vagina si ibu tersebut. Operasi semacam ini 
hukumnya boleh dilakukan dengan syarat yang melakukan adalah 
dokter perempuan dan dengan izin suami wanita yang melakukan 
persalinan tersebut. Namun demikian, bila dilakukan operasi 
caesar malah akan menimbulkan madarat yang lebih besar daripada 
manfaatnya, seperti timbulnya rasa sakit yang berkepanjangan atau 
trauma psikologis bagi si ibu yang dioperasi, maka operasi tidak 


boleh dilakukan. 


D. Hukum Operasi Caesar 


1. Kajian Hukum Operasi Caesar 


Pada dasarnya, lazimnya orang yang akan melakukan 
persalinan menginginkan dengan cara normal. Namun demikian, 
dalam keadaan terntentu atau sebab lain, orang yang akan 
melahirkan terpaksa memilih untuk melakukan operasi caesar. 
Operasi caesar dari perspektif magasid syari'ah secara garis besar 
dilakukan karena beberapa sebab, yaitu: 


Pertama, operasi caesar dalam keadaan darurat (Daruriyyat), 
yaitu operasi yang dilakukan karena untuk menjaga kelangsungan 
hidup sang ibu, janin atau kelangsungan hidup keduanya. Contoh 
operasi caesar semacam ini adalah operasi caesar yang dilakukan 
karena janin berada di luar rahim. Dalam kasus semacam ini 
biasanya bayi dipastikan akan meninggal, sementara si ibu akan 
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merasakan sakit yang luar biasa. Operasi dilakukan dalam rangka 
untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Contoh lain adalah operasi 
caesar yang dilakukan untuk menyelamatkan bayi yang masih 
hidup di dalam rahim saat sang ibu sudah meninggal, atau operasi 
yang dilakukan karena adanya rasa sangat sakit yang terjadi 
pada rahim.? 


Operasi caesar dalam keadaan daruta sebagaimana dijelaskan 
di atas malah dianjurkan menurut syara' karena dalam rangka 
menjaga jiwa yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam maslahah 
dharuriyyah. Tindakan dalam operasi dalam rangka menjaga jiwa 
yang diwajibkan dalam Islam. 


Berdasarkan pemaparan di atas, maka operasi caesar sangat 
diajurkan untuk dilakukan demi menyelamatkan nyawa sang ibu 
atau menghindarkannya dari rasa sakit yang parah. Bahkan Ibnu 
Hazm berpendapat bahwa dalam keadaan semcam ini, dokter 
hukumnya wajib melakukan tindakan operasi. ” 


Ketika si ibu meninggal dunia, sementara bayi yang ada 
di dalam rahim masih hidup, karena telah berumur lebih dari 
enam bulan kandungan, maka juga wajib dilakukan operasi 
dalam rangka menyelamatkan di bayi. Apabila dokter mengetahui 
keadaan semacam ini, sementara ia tidak mau melakukan operasi 
dalam rangka menyelamatkan nyawa si bayi, maka ia dianggap 
telah membunuh manusia.? 


Kedua, operasi caesar yang dilakukan karena memang 
dibutuhkan (Hajiyat) meskipun tidak dalam keadaan darurat. 
Operasi ini dilakukan apabia terjadi keadaan yang mendesa, 
seperti seorang ibu yang susah untuk melakukan melahirkan 
secara normal. Operasi diperlukan apabila dalam keadaan yang 
dapat membahayakan si ibu, si bayi atau membahayakan keduanya 

2 Fahd bin “Abdullah al-Hazmi, al-Wajiz Ji Ahkam al-Jirahah 
al-Tibbiyyah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2003), 
1/6. Anonim, Tagrib Figh al-Tibb, (Digital Library, al- Maktabah al- Syamilah 
al-Isdar al-Sani, 2005), 1/48. 


2 Fahd bin “Abdullah al-Hazmi, al-Wajiz., W 6. 
28 Thid. 
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bila persalinan dilakukan secara normal. Hal ini bisa terjadi karena 
beberapa sebab, seperti sempitnya tulang duduk atau panggul si ibu 
atau karena sebab lain yang menyebabkan kesakitan pada si ibu. 


Berdasarkan keadaan di atas, apabila menurut analisa dokter 
perlu dilakukan operasi untuk menghindari rasa sakit atau nyeri 
yang berlebihan maka hukumnya boleh dioperasi. Operasi caesar 
boleh dilakukan bila si ibu melakukan persalinan secara normal 
akan menimbulkan rasa sakit yang tidak sanggup ia tanggung atau 
ada efek sakit pasca melahirkan yang susah diobati. Artinya operasi 
boleh dilakukan dengan syarat harus ada “hajat” yang mendesak 
untuk dilakukan operasi untuk menghindari sakit atau bahaya 
yang akan menimpa si ibu atau bayinya.” 


Berkaitan dengan hukum operasi caesar ini, ada 
permasalahan yang diperdebatan di kalangan ulama, yaitu apabila 
seorang ibu yang telah meninggal dunia, sementara di dalam 
rahimnya terdapat bayi yang masih hidup. Pendapat pertama 
menyatakan bahwa apa bila di dalam rahim si ibu yang telah 
meninggal ada bayi, maka wajib hukumnya membedah perut si 
ibu apabila bayi tersebut masih hidup. Pendapat ini dikemukakan 
oleh kalangan Hanafyah, Syaf'iyah dan sebagian Malikiyah dan 
Hanbaliyah. Argumentasi mereka adalah sebagai berikut:” 


1. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 32: 

SE IS Se ENI 3 KG anu aa 5 
“Barangsiapa yang membunuh seseorang, bukan -. orang itu 
membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa 


memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 
memelihara kehidupan semua manusia.” 


Berdasarkan ayat di atas, maka membedah perut seorang 
ibu yang telah meninggal untuk mengeluarkan bayi 


2? Fahd bin “Abdullah al-Hazmi, al-Wajiz., 17. 
2 Fahd bin “Abdullah al-Hazmi, al-Wajiz, 1/18. Baca juga Anonim, 
Tagrib Figh. , 48-49. 
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yang masih hidup sama saja sebagai upaya untuk menjaga 
keberlangsungan hidup si bayi. Langkah ini masuk dalam 
kategori yang dimaksudkan oleh ayat di atas. 

Memedah perut si ibu untuk mengeluarkan bayi yang 
masih hidup tidak mengurangi anggota tubuh si mayit 
dan hal ini hanya dilakukan dalam keadaan darurat dalam 
rangka menjaga kehidupan sang bayi: 

Langkah pembedahan tersebut dalam rangka menjaga hak 
hidup si bayi yang harus didahulukan karena kehormatannya 
lebih utama dari pada si ibu yang telah meninggal, 
Menjaga dan mempertahankan jiwa yang mulia adalah 
wajib, sementara dalam kasus ini, si bayi termasuk jiwa 
yang mulia, maka tindakan pembedahan dalam rangkan 
mempertahankan jiwa tersebut adalah wajib: 


Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak diperbolehkan 


membedah perut seseorang yang telah meninggal untuk 


mengeluarkan bayi. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas 


dari kalangan Malikiyah dan Hanbaliyah. Argumentasi mereka 


adalah sebagai berikut: 


1. 


Hadis riwayat “Aisyah Ra. yang menyatakan bahwa 
Rasulullah Pan bersabda: 


25 op SU TA Lag SISA Ao GA Eaas l eitae 32 
pk or Jas NATUGA | kas 
“Dari Aisyah Ra, sesungguhnya i ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: 
sesugguhnya memecahkan tulang mayat itu sama halnya memecahkan 
tulang orang yang masih hidup. Maksudnya sama dosanya” 
Berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa tidak 
diperbolehkan memecahkan tulang mayit, karena tindakan 
ini sama saja memecahkan tulang orang yang masih hidup. 


Dari sini dapat dipahami bahwa membedah perut orang 


8 Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/116 dan Ahmad bin Muhammad bin 
Hanbal, Musnad Ahmad, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), XXXXIX/328. 
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yang telahmati hukumnya sama dengan membedah perut 
orang yang masih hidup. 


Menurut al-Hazmi argumen berdasarkan hadis di atas 
dapat dipatahkan, karena pembedahan perut si ibu bukan 
tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syara? tetpi karena 
tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan jiwa 
yang dimuliakan, yaitu kehidupan si bayi yang ini menjadi 
tujuan syariatt (hifzh al-Nafs). Berdasarkan hal ini maka ada 
dua kerusakan yang akan terjadi yang saling bertentangan, 
pertama, bila dibedah akan merusak jasad si ibu, di sisi lain 
bila tidak dibedah akan menyebabkan kematian si bayi. 
Dalam kondisi seperti ini, maka harus di-tarjih dengan 
mengambil risiko yang paling ringan, atau memilih yang 
madharat-nya paling sedikit. Berdasarkan hal ini, maka 
madharat yang lebih kecil adalah membedah perut si ibu, 
karena hanya merusak sebagian tubuh si ibu. Sementara 
bila tidak di bedah akan menyebabkan madharat yang lebih 
besar, yaitu hinganya seluruh hidup si bayi. Langkah ini 
perlu ditempuh dengan berpegang pada kaidah: 


Peer ISL 53 Legal y05) Obalunda mb js IS 
“Apabila berkumpul dua mudharat (bahaya) dalam satu hukum maka 
dipilih yang lebih ringan mudharatnya” 

2. Pembedahan perut si ibu dilarang karena hak itu merusak 
kehormatan seseorang yang telah jelas ada dalam rangka 
menyelamatkan bayi yang belum tentu masih hidup. 
Argumentasi ini dapat dipatahkan juga, karena untuk 
melihat kondisi si bayi masih hidup atau tidak, dapat 
dilakukan dengan cara konvensional, yaitu hitungan bulan, 
apabila kandungan berusia enam bulan atu lebih. Terlebih 
di era sekarang sangat mudah untuk mengetahui kondisi 
bayi yang ada di dalam rahim seseorang dengan teknologi 
2 Fahd bin “Abdullah al-Hazmi al-Wajiz., 1/6. 


8 Ibnu Nujaim, al-Asybah wa al-Nazair, (Digital Library, al- 
Maktabah dam al-Isdar al-Sani, 2005), 176. 
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kedokteran modern, yaitu dengan cara USG. Dengan 
demikian, maka kondisi kehidupan si bayi yang ada di 
dalam rahim si ibu tidak berdasarkan prasangka semata, 
akan tetapi bisa dipastikan. 


Pembedahan perut seorang ibu yang telah meninggal 
untuk mengeluarkan bayinya tidak diperkenankan, karena 
meskipun bayi tersebut berhasil dikeluarkan dalam keadaan 
hidup, maka kemungkinannya sangat kecil hidupnya akan 
berlangsung lama, karena tanpa sang ibu, umumnya bayi 
tidak akan hidup sempurna dan sangat rentan terhadap 
kematian. Argumentasi ini juga dapat dimentahkan, karena 
di era modern saat ini sangat mudah untuk menjamin 
nutrisi si bayi dengan tidak bergantung pada ibunya. 


Penulis berpendapat bahwa operasi caesar yang bertujuan 


menyelamatkan bayi atau ibunya hukumnya boleh. Kebolehan 


ini selain menggunakan argument pendapat pertama di atas juga 


berlandaskan pada kaidah-kaidah berikut: 


1. 


Kaidah ushuliyah: 
AI SAI 


“Suatu bahaya harus dihilangkan” 
Kaidah ushuliyah: 


A0 a 

PAGES Tai AA 
“Keadaan darurat dapat menimbulkan diperbolehkannya suatu yang 
dilarang” 


Kaidah ushuliyah: 


Tas SNI GLS SI 


“Kondisi yang mendesak dapat menimbulkan dipensasi” 


4 Ibnu Nujaim, al-Asybah., /105. 
? Mustafa Ahmad al-Zarga, Syarh al-Gawaid al-Fighiyyah, (Digital 


Library, al- Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/92. 


3 Muhammmad Abu “Abdullah Badruddin al-Zarkasyi, al-Mantsir fi 


al-Jawaid, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 158. 
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Tiga kaidah di atas menunjukkan adanya dispensasi 
bagi seseorang dalam keadaan darurat. Diperbolehkan 
menghilangkan bahaya meskipun dengan hal yang dilarang. 
Dua kaidah yang pertama menunjukkan bahwa seseorang 
diberi dispensasi untuk melakukan suatu yang dilarang saat 
keadaan darurat. Sementara kaidah ketiga seseorang yang 
dalam keadaan mendesak, sehingga tidak dapat melakukan 
suatu secara normal sebagaimana biasanya, maka dia 
diberi keringanan atau dispensasi untuk melakukan suatu 
yang diperlukan, meskipun dalam keadaan normal hal 
tersebut dilarang. 


4. Kaidah ushuliyah: 


kaga ASOL LP Lagake 003) Obakaio Ld ls ISI 
“Apabila berkumpul dua mudharat (bahaya) dalam satu hukum maka 
dipilih yang lebih ringan mudharatnya” 
Konteks dalil dari kaidah ini adalah bahwa mengambil organ 
tubuh seseorang adalah membahayakan, namun ada bahaya 
yang lebih besar yang ahrus dihilangkan, yaitu dengan cara 
melakukan transplantasi demi menyelamatkan jiwa orang 
lain. Dalam hal ini, transplantasi memang satu-satunya jalan 
untuk menyelamatkan jiwa orang tersebut. Oleh karena itu 
maka yang didahulukan adalah menyelamatkan jiwa. 


5. Kaidah ushuliyah: 


ok? A- Ko, 
POIN pig ENI P3 


“Hukum akan berubah sesuai dengan konteks zaman” 

Pada masa lalu, sebelum ditemukan teknologi kedokteran, 
transplantasi akan membahayakn, karena belum ada alat 
yang memadai. Maka sebab itu transplantasi dilarang. 
Akan tetapi dengan perubahan zaman dan ditemukannya 
teknologi kedokteran yang canggih, maka transplantasi 


7 Ibnu Nujaim, al-Asybah., 176. 
5 Mustafa Ahmad al-Zarga, Syarh al-Gawaid., V129. 


Kajian Fikih Kontemporer 


Hukum Operasi Caesar Menurut Fikih | 211 


tidak akan membahayakan lagi, karena dilakukan dengan 
peralatan yang memadai dan canggih, bahkan dapat 
menghilangkan rasa sakit bagi orang yang organ tubuhnya 
diambil. Maka saat ini transplantasi dihalalkan, karena 
tidak berbahaya dan demi untuk menyelamatkan jiwa atau 
menyembuhkan sakit yang menimpa seseorang. 


. Kaidah ushuliyah: 


amelia, PSI 
“Sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya” | 
Berdasarkan kaidah di atas, maka dapat dipahami bahwa 
setiap sesuatu tergantung pada niat niat dan maksudnya. 
Maka melakukan operasi caesar hukumnya bisa variatif, 
tergantung pada niat dan tujuannya. Apabila niat dan 
tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa si ibu atau 
bayinya maka diperbolehkan bahkan wajib, asalkan tidak 
menimbulkan madharat yang lebih besar bagi orang yang 
diambil organ tubuhnya. Apabila niat dan tujuannya 
untuk bergaya style atau memperindah anggota tubuh 
maka hukukmnya haram, mengingat oprasi caesar juga 
mengandung risiko. 


2. Syarat-Syarat Umum Diperbolehkannya Tindakan 
Operasi Medis 


Meskipun syarat-syarat yang akan dibahas ini berkaitan 


dengan operasi atau tindakan medis secara umum, namun, 


ada baiknya dipaparkan di sini. Tindakan operasi dalam dunia 


kedokteran diperbolehkan, hanya saja ada syarat-syarat yang 


harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dinyatakan oleh ulama figih dan 


ada yang berasal dari hasil interpretasi nash. Secara umum, syarat 


diperbolehkannya tindakan operasi menurut figih ada delapan 


syarat, yaitu: 


2 Ibnu Nujaim, al-Asybah., 19. 
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1. 


Operasi benar-benar mendesak dilakukan dalam pandangan 
syara”. Berkaitan dengan syarat ini, maka seorang pasien 
tidak boleh meminta dokter untuk mengoperasinya, begitu 
juga si dokter tidak boleh mewajibkan pasiennya untuk 
operasi tanpa ada tindakan yang mendesak yang dapat 
dibenarkan oleh syara”. 

Pasien harus benar-benar membutuhkan tindakan operasi 
untuk menghindari rasa sakit atau kehilangan sebagian 
anggota badannya, atau bahkan untuk menyelamatkan 
jiwanya. 


. Adanya izin dari pasien atau walinya untuk diambil tindakan 


operasi. Meskipun si pasien merasakan sakit, apabila si 

pasien atau walinya tidak mengizinkan dilakukannya 

operasi, maka dokter tidak dibenarkan melakukan operasi. 

Berkaitan dengan izin ini, ada syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu: 

a. Izin harus berasal dari orang yang mempunyai 
kompetensi dan otoritas, 

b. Kompetensi orang yang memberikan izin harus jelas: 

c. Pemberian izin tidak karena paksaan, 

d. Pernyataan izin harus menyebutkan secara jelas tentang 
pemberian izin, 

e. Redaksi pernyataan pemberian izin harus jelas, 
menggunakan makna hakiki, bukan majazi, 

£. Tindakan operasi yang diberikan izin merupakan operasi 
yang dibenarkan dan diizinkan secara syara”. 

Dokter yang akan melaksanakan operasi harus mempunyai 

kompetensi dan akapabilitas. Sang dokter tidak hanya 

disyaratkan mempunyai keilmuan yang mumpuni dalam 

bidang ilmu kedokteran, akan tetapi juga harus mempunyai 

pengalaman yang cukup terkait dengan profesi yang ia 

sandang, terutama dalam penanganan penyakit tertentu. 

Operasi yang akan dilaksanakan harus berdasarkan analisa 


yang matang yang dilakukan oleh dokter yang ahli di 
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bidangnya, sehingga kemungkinan besar operasi akan 
berhasil. Bila berdasarkan analisa ternyata tindakan operasi 
tidak akan membawa kebaikan bagi pasien, maka secara 
syara' tidak diperbolehkan dilakukan operasi. Begitu juga, 
tidak boleh melakukan tindakan operasi tanpa adanya 
analisa yang matang yang malah akan merugikan pasien 
atau bahkan mengancam jiwanya. 

. Tidak ditemukan cara atau obat lain yang dapat 
menyembuhkan penyakit pasien kecuali tindakan operasi, 
artinya operasi merupakan jalan terakhir sebagai usaha 
untuk menyembuhkan penyakit si pasien. Apabila masih 
ada cara lain yang dapat ditempuh untuk menyembuhkan 
pasien dari penyakitnya selain tindakan operasi, maka 
tindakan operasi tidak diperbolehkan secara syara”. 

. Tindakan operasi harus mendatangkan kemaslahatan, 
karena disyariatkannya tindakan operasi apabila dapat 
menghilangkan  kemadharatan dan mendatangkan 
kemaslahatan. Maslahat dalam konteks ini adalah tidak lepas 
dari unsur untuk memelihara jiwa, akal dan kemaslahatan 
lain yang masuk dalam magashid al-Syari'ah. Berdasarkan 
analisa para dokter atau ahli, operasi tidak menyebabkan 
bahaya yang lebih besar daripada sakit yang sedang 


dirasakan oleh pasien" 


E. Penutup 


Operasi caesar sebagai tindakan medis pada dasarnya belum 


ditentukan secara pasti dalam kajian figih. Namun demikian, 


seiring dengan perkembangan, kajian hukum mengenai operasi 


ini telah banyak dilakukan. Berdasarkan pemaparan pada sub- 


bab sebelumnya dapat dipahami bahwa hukum operasi caesar 


bersifat kondisional, namun hukum dasarnya adalah haram 


mengingat operasi ini juga mengandung risiko yang aterkadang 


membahayakan kelangsungan hidup orang yang dioperasi 


10 Fahd bin “Abdullah al-Hazmi, al-Wajiz ., 1/ 2-4. 


Kajian Fikih Kontemporer 


214 | Imam Mustofa 


Ada kalanya operasi caesar hukumnya wajib, bila ada 
alasan yang urgen, seperti untuk menyelamatkan jiwa ibu yang 
melakukan persalinan atau menyelematkan jiwa si bayi atau 
menyelamatkan jiwa keduanya. Operasi semcam ini adalah operasi 
pada tataran daruriyyah. Sementara pada tataran hajiyah, yaitu saat 
operasi dipandang sebagai kebutuhan mendesak dalam rangka 
menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan si ibu 
atau si bayi, namun tidak sampai mengancam nyawa mereka. 
Operasi semcam ini memang dibutuhkan dan hukumnya adalah 
boleh. Namun demikian, tindakanoperasi caesar, baim pada tataran 
daruriyyah maupun hajiyah tetap harus memenuhi berbagai 
persayaratan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 


Kajian Fikih Kontemporer 
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PERLINDUNGAN DAN PELANGGARAN 
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 


Ak 


A. Pendahuluan 


Diskursus mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
pada dasarnya bukan hal baru, terlebih perlindungan terhadap hak 
semacam ini sudah ada sejak lama dan telah diundangkan. Pada 
tahun 1709 Inggris telah mengesahkan undang-undang terhadap 
hak kekayaan intelektual, yaitu perlindungan terhadap hak 
pengarang.' Di era modern seperti saat ini, dimana perkembangan 
peradaban semakin pesat, makna dan cakupan hak kekayaan 
intelektual semakin luas, berbagai negara juga telah mempunyai 
aturan perundang-undangan yang melindunginya. 


Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari 
pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat 
ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dianggap sebagai 
aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas 
kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran 
dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan 
dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum 
atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan 


! Anonim, al-Mausw'ah al-“Arabiyyah al-Alamiyyah, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 4. 
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Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan 
intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang 
ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia 
Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan 
Perlindungan Varietas Tanaman.? Karena mempunyai nilai ekonomis 
yang signifikan, maka kekayaan intelektual mendapatkan perhatian 
dan perlindungan yang memadai. 


Hak kekayaan intelektual di Indonesia mendapatkan 
perhatian dan perlindungan yang signifikan dalam peraturan 
perundang-undangan. Semua jenis kekayaan intelektual 
dilindungi, sanksi atas pelanggaran atas hak tersebut diatur secara 


komprehensif dan rigid. 


Hak dalam Islam juga mendapatkan perhatian serius. Bukan 
hanya itu, Islam juga memberikan jaminan dan perlindungan 
terhadap hak. Banyak ayat dan hadis yang menegaskan dan 
mengisyaratkan perlindungan terhadap hak. Namun demikian, 
konsep hak dalam fikih selama ini masih berkutat pada hak 
kebendaan yang bersifat materiil. Kajiin mengenai hak non- 
materiil masih tergolong baru. Kajian dalam muktamar figih 
mengenai hak kekayaan intelektual juga baru muncul pada 
tahun 1988. Sementara kajian hak kekayaan intelektual di 
kalangan intelektual muslim juga belum terlalu banyak. Beberapa 
intelektual yang mengkaji hak kekayaan intelektual perspektif 
Islam, khususnya fikih antara lain Mustafa Ahmad al-Zarga, Fathi 
al-Duraini, “Ali al-Khafii, Wahbah al-Zuhaili. Begitu juga, dalam 
konteks Indonesia, kajian fikih HKI juga masih tergholong baru. 
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa perlindungan 
terhadap HKI baru tahun 2003 dan 2005. 

Kajian pada bagian ini akan menjelaskan Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) dalam perspektif Islam. Kajian ini setidaknya 
dibagi menjadi lima bagian, yaitu, pendahuluan, Konsep Hak 

2 Krisnani Setyowati, Hak Kekayaan Intelktua dan Tantangan 


Implementasinya di Perguruan Tinggi, (Bogor: Kantor Hak Kekayaan 
Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), h. 1. 
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Kekayaan Intelektual (HKI), konsep hak dalam Islam, perlindungan 
hak dan pelanggaran HKI dalam perspektif hukum Islam. Kajian 
ini untuk menegaskan posisi hukum Islam terhadap hak kekayaan 
intelektual yang merupakan hak non-materil. Kajian ini diharapkan 
dapat menjawab keraguan atau kebingungan pihak yang masih 
belum mengetahui secara jelas konsep HKI, perlindungan hak 
dalam Islam dan hukum pelanggaran HKI menurut fikih. 


B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
1. Definisi 


Kekayaan intelektual semakin mendapatkan perhatian yang 
serius seiring dengan perkembangan laju teknologi, inovasi ilmiah 
dan medis yang saat ini terjadi. Selain itu, perubahan di global 
lingkungan ekonomi telah mempengaruhi perkembangan model 
bisnis di mana hak kekayaan intelektual menjadi elemen sentral 
untuk menetapkan nilai dan potensi pertumbuhan. Kekayaan 
intelektual telah tumbuh menjadi salah satu bidang terbesar dan 
paling cepat berkembang di dunia hukum sehingga mengharuskan 
adanya profesional HKI yang mumpuni dalam penguasaan HKI. 


Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah seperangkat hak 
yang terkait dengan kreasi dari pikiran manusia. Jika ada seseorang 
membuat sesuatu, menciptakan produk: menulis sebuah program, 
lirik lagu, dan sebagainya, maka orang tersebut terlibat dalam 
proses penciptaan kekayaan intelektual, yang seperti properti 
lainnya yang bisa dijual, lisensi, hadiah, atau manfaat lainnya 
yang menguntungkan secara ekonomis dari penciptaan. HKI 
meliputi sastra, seni dan ilmiah bekerja, pertunjukan melakukan 
seniman, rekaman suara, dan siaran penemuan di semua bidang 
usaha manusia: penemuan ilmiah: industri desain, merek dagang, 
merek layanan, dan nama komersial dan sebutan, perlindungan 


3 The Institut of Company Secretaries of India, Professional 
Programme Intellectual Property Rights-Law and Practice, (New Delhi: The 
Institut of Company Secretaries of India, 2014), h. iii. 
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terhadap persaingan tidak sehat, dan hak lainnya yang dihasilkan 
dari upaya intelektual. 


Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual 
(HK I)atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa 
digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges 
Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama 
kalinya pada tahun 1709. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 
mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. 
Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai 
benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.Istilah HKI terdiri dari 
tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan 
merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun 
dijual. 

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan 
kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual 
manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan 
intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, 
ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan 
atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan 
waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut 
yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain 
yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh 
intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah 
dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang 
Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh 


manusia, tetapi keduanya bukanlah hasil karya intelektual manusia.” 


Perbedaan yang paling mencolok antara kekayaan 
intelektual dan bentuk lain dari properti, adalah bahwa kekayaan 


4 Anirban Sarma et. all, Intellectual Property Rights, (Paris: United 
Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015), h. 3. 

5 htrps://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan intelektual, diakses pada 
16 Agustus 2017. 

8 Krisnani Setyowati, Hak Kekayaan., h. 1. 


Kajian Fikih Kontemporer 


Perlindungan dan Pelanggaran... | 219 


intelektual tidak berwujud, yaitu tidak dapat didefinisikan atau 
diidentifikasi oleh parameter fisik sendiri. HKI harus dinyatakan 
dalam beberapa cara untuk di-protect. Secara umum, meliputi 
empat jenis yang berbeda dari harta tak berwujud yaitu: paten, 
merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang, yang umum 
disebut sebagai “kekayaan intelektual.” Namun, ruang lingkup 
dan definisi dari kekayaan intelektual terus berkembang dengan 
masuknya bentuk baru di bawah cakupan kekayaan intelektual. 
Bentuk baru tersebut antara lain, indikasi geografis, perlindungan 
varietas tanaman, perlindungan untuk semi-konduktor, sirkuit, 
dan informasi yang dirahasiakan yang berada di bawah payung 
kekayaan intelektual.” 


2. Cakupan HKI 


Kekayaan intelektual merupakan istilah yang mengacu 
pada kreasi dari pikiran manusia seperti penemuan, sastra dan karya 
seni, dan simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam 
perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori: 
kekayaan industri yang mencakup penemuan (paten), merek 
dagang, desain industri, dan indikasi geografis sumber: dan Hak 
Cipta, yang meliputi karya-karya sastra dan artistik seperti novel, 
puisi dan drama, film, karya musik, karya-karya artistik seperti 
gambar, lukisan, foto, dan patung, dan desain arsitektur. Hak 
yang berhubungan dengan hak cipta termasuk orang-orang yang 
menjadi seniman dalam pertunjukan, produser rekaman suara di 
rekaman mereka, dan para penyiar di radio dan program televisi. 
Hak kekayaan intelektual melindungi kepentingan pencipta 
dengan memberikan mereka hak milik atas kreasi mereka." 


Hak kekayaan intelektual yang dilindung oleh aturan 
perundang-undangan dan hukum Islam mencakup: 


7 The Institut of Company Secretaries of India, Professional ,, h. 2. 

$ Ibid, baca juga Mauritius Research Council, Basic of Intellectual 
Property Rights, (Mauritius Research Council, 2003), h. 1. 

? Baca Krisnani Setyowati, Hak Kekayaan Intelktua ,, h. 32-68. 
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1. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima 
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya 
atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi 
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- 
undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak 
Cipta), 

2. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 
Repulik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya 
di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan 
sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain 
untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 
tentang Paten, Pasal 1 Angka 1): 

3. Hak atas Merek/Indikasi Geografis, yaitu hak eksklusif yang 
diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik 
Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk 
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk 
Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain 
yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang 
Merek, Pasal 3): 

4. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan 
oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas 
hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri 
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 
melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 
tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5): 

5. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang 
diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain 
atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan 
sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain 
untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 
tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6), 

6. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak 
diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, 
mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan 
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usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia 
Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan 
sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau 
memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk 
menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan 
Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan 
yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang 
Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4): 

7. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus 
yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau 
pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk 
menggunakan sendiri Varietas hasil permuliaannya, untuk 
memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain 
untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 
29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, 
Pasal 1 angka 2). 


C. Konsep Hak dalam Islam 
1. Konsep Dasar Hak dalam Islam 


Hak di dalam Islam bukan muncul secara alami yang 
bersumber dari alam atau akal manusiawi. Namun demikian, untuk 
mengantisipasi apa yang dikhawatirkan oleh para praktisi hukum 
ketika menjadikan Tuhan sebagai sumber hukum hak yang pada 
gilirannya berdampak pada kebebasan yang sangat mutlak dalam 
menjalankan hak-hak tersebut.' 


Kata hak berasal dari Bahasa Arab (hagg) merupakan anonim 
dari kata batil, bentuk jama' atau pluralnya adalah kata hugug dan 
hagag. Kata hagg merupakan masdar dari kata hagga-yahiggu-wa 
yahuggu. Sementara itu, menurut Mustafa al-Zarga, tidak tidak ada 
definisi umum yang jelas dan disepakati dari kata hak. Menurut “Ali 
al-Khafif, arti kata hak di kalangan ulama secara etimologi tidak 
berbeda dengan artinya secara terminologi. Menurut al-Khafif, hak 


? Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Alih Bahasa: Abdul 
Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 364. 


Kajian Fikih Kontemporer 


222 | Imam Mustofa 


dalam konteks figih diartikan sebagai setiap barang atau manfaat 
yang dapat dimiliki secara syara' yang juga dapat digunakan untuk 
barter. Hak lebih umum dari harta. Hak bisa mencakup barang, 
manfaat dan kemaslahatan, baik materiil maupun non materiil." 


Hak secara etimologi adalah sesuatu yang berwujud dan 
tetap. Secara termimologi hak didefinisikan dengan berbagai 
definisi.'? Kamus Besar bahasa Indonesia mengartikan hak antara 
lain kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 
(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), 
kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu 
dan juga diartikan derajat atau martabat. Dalam bahasa Arab, 
hak memiliki makna berbeda-beda yang seluruhnya tak lepas dari 
makna subut (tetap atau kokoh) dan wajib. Sementara menurut 
para fugaha, beberapa kalangan ulama mutaakhirin (fugoha abad- 
abad terakhir) mendefinisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh 


secara syari'at. 


Hak milik merupakan bagian yang penting dalam 
kehidupan manusia, terlebih kepemilikan harta. Harta bahkan 
menjadi satu dari lima hal yang sangat penting yang harus 
dijaga, selain agama, jiwa, akal dan keturunan. Seiring dengan 
perkembangan peradaban manusia, konsep hak juga berkembang. 
Salah satu hak yang saat ini menjadi sesuatu yang sangat berharga 
adalah hak kekayaan intelektual. Hak semacam ini juga menjadi 
perhatian khusus dalam diskursus figih Islam.'s 


MN Mustafa Ahmad al-Zarga, al-Madkhal ila Nazriyah al-Iltizam al- 
“Amah fi Figh al-Islami, (Damaskus, Dar al-Oalam, 1999), h. 19. 

2? Ahad Tulabah al-Ilm, Buhuts li Ba'd Nawazil al-Fighiyah al- 
Mu'asirah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
h. 29. 

3 Dendy Sugono erall, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Kementerian Pendidikan Nasional), h. 520. 

4 Wahbah Zuhaili, Figih Islam., h. 363-364. 

' “Ali bin Nayif al-Syuhud, Mausu'ah al-Buhns# wa al-Magalat al- 
Ilmiyyah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
XIV/173. 
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2. Macam-Macam Hak 


Hak dalam arti umum dibagi menjadi dua, hak yang terkait 
dengan harta, dan hak yang terkait dengan selain harta, seperti hak 
perwalian, hak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan 
bagi anak kecil dan hak lainnya yang tidak terkait dengan harta 
benda. Sementara hak yang terkait dengan harta benda ada tiga 
macam, hak kebendaan, hak personal dan hak non-kebendaan. 
Hak kebendaan artinya adalah kewenangan yang secara syara” 
dimiliki seseorang atas barang tertentu untuk mempergunakannya, 
memperjualbelikannya, atau mendayagunakannya. Hak ini 
melekat secara langsung tanpa perantara siapa pun. Unsur hak 
semacam ini hanya dua, pemilik hak dan obyek hak. Hal yang 
paling urgen dalam hak kebendaan adalah hak milik." 


Hak personal menurut al-Zarga adalah prestasi yang 
diwajibkan dan ditetapkan oleh syara” terhadap pihak tertentu 
yang menjadi kewajiban bagi pihak lainnya. Hak semacam 
ini merupakan hak yang menggantung, artinya hak bagi pihak 
tertentu merupakan kewajiban pihak lainnya. Contohnya adalah 
pada transaksi jual beli di mana hak pembeli adalah kewajiban 
penjual, dan sebaliknya, hak penjual adalah kewajiban pembeli. 
Hak personal ini ada yang berupa hak untuk melakukan sesuatu 
atau menunaikan sesuatu dan hak untuk tidak menunaikan 
sesuatu.! 


Sementara hak non-kebendaan adalah kewenangan yang 
melekat pada seseorang terhadap sesuatu manfaat non materiil, 
seperti hasil pemikiran, ciptaan atau karangan, seperti hak cipta 
dan hak kekayaan intelektual lainnya.'' Hak semacam ini melekat 
pada dasarnya bukan berasal dari ketentuan syara”, akan tetapi 
berasal dari aturan hukum atau perundang-undangan. Namun 


1 Abu'Umar Dubyan bin Muhammad al-Dubyan, al-Mu'amalat 
Asalah wa Mw'asirah (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), 1166. | 

17 Mustafa Ahmad al-Zarga, al-Madkhal ila ., h. 26. 

$ Dubyan bin Muhammad al-Dubyan, al-Mu'amalat ,, 168. 
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demikian, bukan berarti hak semacam ini bertentangan dengan 
syara', bahkan dikuatkan oleh syara' baik secara eksplisit maupun 
implisit melalui interpretasi nags atau ijtihad tertentu.” 


Menurut Fathi al-Duraini hak kebendaan dalam perspektif 
syara' pada dasarnya obyek yang menjadi hak tidak hanya berupa 
benda materiil, namun juga berupa manfaat atau nilai non 
materiil. Karena yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan 
hak bukanlah obyek haknya, akan tetapi ikatan antara pemilik hak 


20 


dengan obyeknya. 


Menurut Wahbah al-Zuhaili, dari sisi obyek yang 
berhubungan dengan hak, hak terbagi kepada hak harta dan non 
harta, hak personal dan benda, hak mujarrad (murni) dan hak ghair 
mujarrad (tidak murni). 


a. Hak Harta dan Non-Harta 


Hak harta adalah hak yang berhubungan dengan harta dan 
segala manfaatnya. Dengan kata lain, hak yang obyeknya adalah 
harta atau manfaat seperti hak penjual terhadap harga (bayaran) , 
hak pembeli terhadap barang, hak syufah, hak irtifag, hak khiyar, 


hak penyewa terhadap rumah yang disewakan dan sejenisnya.?! 


Hak non harta adalah hak yang berhubungan dengan selain 
harta seperti gisash, hak kebebasan dengan segala bentuknya, hak 
wanita untuk ditalak atau dipisahkan jika tidak diberi nafkah, ada 
cacat keturunan, mendapat mudharat dari pihak suami, tidak digauli 
dengan baik, suaminya menghilang atau ditahan, hak mengasuh 
anak, hak wilayah (kewenangan) terhadap diri sendiri, dan hak- 
hak sejenisnya seperti hak politik dan sebagainya. 


b. Hak Personal dan Hak Benda 


Hak personal adalah hak yang dikukuhkan oleh syariat 
untuk seseorang terhadap orang lain. Objeknya bisa berbentuk 


19 Tbid., V170. 
20 Thid. 
2 Wahbah Zuhaili, Figih Islam ., h. 371. 
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melakukan sebuah aktivitas seperti hak penjual untuk menerima 
harta dan hak pembeli untuk menerima barang, hak manusia 
untuk menerima piutangnya, mengganti barang-barangnya yang 
dirusak atau dirampas, hak isteri atau karib kerabat untuk diberi 
nafkah, dan bisa juga berbentuk tidak melakukan aktivitas seperti 
hak seseorang yang menitipkan sesuatu terhadap orang yang 
dititipkan untuk tidak menggunakan titipan tersebut. 


Hak personal mempunyai tiga unsur, pemilik hak, obyek 
hak dan mukallaf (orang yang dibebankan) atau madin (orang 
yang berutang). Namun, hubungan antara dua sisi hak ini sangat 
tampak dan jelas berbeda dengan obyeknya yaitu harta. 


Hak benda adalah hak yang dikukuhkan oleh syariat 
untuk seseorang terhadap benda tertentu. Jadi, hubungan yang 
terjadi adalah antara pemilik hak dengan benda itu saja, dan 
konsekuensinya si pemilik hak memiliki kewenangan langsung 
terhadap sesuatu yang menjadi haknya, seperti hak kepemilikan 
yang memungkinkan si pemilik memiliki kewenangan mutlak 
terhadap apa yang dimilikinya seperti hak untuk menggunakan, 
menginvestasikan, dan sebagainya. Contoh lain adalah hak irtifag 
yang diakui syari'at berkaitan dengan perumahan seperti hak 
murur (lewat), mengaliri air, atau menanam tanaman di dinding 
yang terletak bersebelahan. Juga hak untuk menahan benda yang 
dijadikan sebgaai jaminan sampai piutang dilunasi. Hak benda ini 
hanya memiliki dua unsur yaitu pemilik hak dan obyek hak.? 


D. Perlindungan Hak dalam Islam dan Hukum Pelanggaran 
Hak Kekayaan Intelektual 


1. Perlindungan Hak dalam Islam 


Islam sejak semula sudah memberikan batasan- 
batasan kepada setiap individu dalam menggunakan hak-hak 
mereka dengan memperhatikan maslahat orang lain dan tidak 
membahayakan kepentingan masyarakat. Jadi, hak itu tidak 


2 Ibid, h. 372. 
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bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kemaslahatan masyarakat 
dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, hak dalam 
pandangan syariat mengandung dua kewajiban: pertama, 
kewajiban yang bersifat umum dan merata untuk semua manusia 
untuk menghormati hak individu dan tidak mengganggunya sama 
sekali. Kedua, kewajiban yang bersifat khusus untuk si pemilik hak 
untuk menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak merugikan 
orang lain.? 


Tujuan utama hukum Islam pada dasarnya adalah untuk 
melindungi hak milik umat manusia. Hal ini sebagaimana 
dirumuskan oleh bahwa Al-Ghazali, bahwa tujuan utama hukum 
syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini mendapat perhatian 
yang serius di dalam Islam, termasuk jaminan dan perlindungan 
terhadap hak milik seseorang, karena masuk dalam kategori 
menjaga harta. 


Islam sangat memperhatikan perlindungan atas hak milik 
seseorang, termasuk hak milik kekayaan intelktual. Banyak nass 
yang menjelaskan bagaimana pengaturan Islam terhadap hak 
milik seseorang. Teks dalam al-Ouran dan al-Sunnah ada yang 
eksplisit dan implisit memberikan jaminan dan perlindungan atas 
hak milik seseorang. Misalnya dalam surat al-Bagarah ayat 188 ada 
pernyataan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang 
batil atau cara yang tidak sah: 


IA LI AI NY Kp 13353 JL, Ke KIAT, 
Dn 


la as 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui.” 


23 Thid., h. 364. 
4 Al-Syatibi, al-Muwafagat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 
2003), II: 4. 
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Memakan dalam ayat ini bukan hanya berarti memakan 
secara tekstual. Memakan juga berarti mengambil dengan cara 
yang tidak benar, seperti mencuri atau meng-gasab.” Hal ini 
menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan atas hak 
milik seseorang. 


Allah juga berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 29: 


LAE 


LI YAN SIA TEE iga at BE 
Wen KN KAN GE Ka ae GA 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

Larangan memakan harta orang lain secara batil maksudnya 
larangan memakan hak orang lain dengan cara yang tidak benar 
dan sah menurut pandangan syara”, seperti mencuri, gasah dan 
riba.? Islam mewajibkan pengambilan hak atau pemindahannya 
dilakukan secara sah dan benar. 


Bentuk perlindungan hak dalam Islam juga ditujukkan 
dengan adanya ancaman bagi para pelaku pencurian yang notabene 
merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain. Allah 
berfirman dalam surat al-Maidah ayat 38: 


GI Sana HAN AE Hah Sya, 
WS 


“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua 
tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan Maha Bijaksana . 


Si 1 


#5 
LA 


Adanya ancaman yang jelas kepada pencuri yang 
mengambil harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak 
sah di atas menunjukkan betapa Allah sangat memperhatikan dan 

2 Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Digital 
Library, al-Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1194. 


2 Jalaluddin Mahalli i dan Jalaluddin : al-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Digital 
Library, al-Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/21. 
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memberikan perlindungan terhadap hak milik seseorang. Bila 
seseorang akan mengambil atau memiliki harta orang lain, maka 
harus dilakukan dengan cara yang benar dan sah, seperti dengan 
jual beli, hibah atau cara sah lainnya. 


Selain ayat-ayat di atas, ada juga hadis nabi yang 
mengisyaratkan perlindungan atas hak milik seseorang. Nabi 
Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang bahaya mencuri 
bagi suatu masyarakat dan ketegasan hukumnya: 


NAN Eh Sy JASA Sh KabG SI PN 213 
”Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, 
pasti akan kupotong tangannya.” 

Ketegasan aturan mengenai mencuri ini menunjukkan 
pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur 
perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya 
dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tapi juga 
secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu 


sendiri. Bahkan secara vertikal mencuri itu juga termasuk men- 
zholimi Allah SWT.2 


Hukuman potong tangan, yang sering dipandang sebagai 
tidak manusiawi bagi yang menentangnya atau sebagai hukuman 
yang serta merta dijalankan apa adanya bagi pendukung literalnya, 
pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks. Para ahli 
hukum Islam sering mencontoh kisah yang terjadi dalam masa 
khalifah kedua Umar bin Khaththab yang tidak menghukum 
pencuri tapi justru mengancam akan menghukum yang pemilik 
barang yang dicuri. 


2? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, Shohih al- 
Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
IV/175, hadis Nomor 3475, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Gusyairi 
al-Nisaburi, Shahih Muslim, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sari, 2005), 11/1315: Sulaiman bin al-Asy'at bin Syaddad bin “Amr al- 
Azdari, Abu Daud al-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IV/132, Hadis Nomor 4373. 

2 Aji Hermawan, Figh Hak Cipta, dalam http://media.isnet.org/ 
Islam/Etc/FighHakCipta.html, Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2006. 
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Sedemikian tegasnya pengaturan Islam tentang hak milik 
seseorang. Islam mengatur bagaimana mendapatkan, memelihara, 
memberikan, mengalihkan hak milik dan lain sebagainya, 
sebagaimana pula Islam mengatur bagaimana keuntungan yang 
akan didapatkan seseorang dan masyarakat bila mematuhinya 
dan bagaimana pula sanksi yang harus ditempuh seseorang jika 
melanggarnya. 


2. Hukum Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual 


Hak kekayaan intelektual dalam kajian Islam menggunakan 
beberapa istilah, antara lain al-hugug al-ma'nawiyyah, al-hugug al- 
dzihniyyah, al-hugug al-adabiyyah, al-hugug al-fikriyyah hugug al- 
ibtikar, al-milkiyyah al-adabiyyah wal faniyyah wal sana'iyyah, al-ism 
al-tijari, dan hugug al-taTif. Al-hugug al-ma'nawiyyah merupakan 
bagian dari hak kebendaan yaitu hak yang dapat dinilai dengan 


benda atau dapat dinilai dengan materi.” 


Hak Kekayaan Intelektual ada juga yang menyebutnya 
dengan istilah Hak Milik Intelektual (HAMI). Fikih Islam 
memasukkan HAMI dalam al-mal, sehingga keberadaan undang- 
undangnya sebagai bentuk perlindungan terhadap karya secara 
umum tidak bertentangan dengan syariah. Hak seorang dalam 
Hak Milik Intelektual adalah berupa hagg 'aini mali gairu mujarrad 
(hak kehartabendaan yang permanen).” Disebut dengan hagg 
ain?! karena seseorang mempunyai kekuasaan penuh untuk 
menggunakan dan mengembangkan haknya itu. 


Sedangkan dinamakan dengan hagg mali karena obyek dari 
HAMI adalah al-mal. Sementara penamaannya disebut dengan 


2? Anonim, Majallah Majma'? al-Figh al-Islami, (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/2012. 

20 Asmuni Mth, “Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Figh Islami” 
dalam Jurnal Al Mawarid (Edisi IX), 2002, Yogyakarta: Jurusan Syariah FIAI 
UII, h. 30-31. 

81 Hag “aini adalah hak seseorang yang ditetapkan syara” terhadap 
suatu dzat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan 
mengembangkan haknya (Tim Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid II. 
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 488. 
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hagg gairu mujarrad (hagg mutagarrar) karena hagg mujarrad tidak 
dapat berubah walaupun dicabut atau digugurkan oleh pemiliknya. 
Dengan kata lain, hagg mujarrad?? tidak meninggalkan bekas apabila 
digugurkan oleh pemiliknya. Berbeda dengan HAMI sebagai hagg 
mutagarrar yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan 
bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya apabila seseorang 
meninggalkan hagg mali atas karyanya di depan penerbit, maka 
karya itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja padahal sebelumnya 
hanya bisa dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya saja. Ketika 
hagg mali suatu karya digugurkan oleh pemiliknya, maka status 
hukumnya pun berubah.” 


Sejalan dengan pendapat di atas, Az-Zarga' memasukkan 
HAMI yang ia sebut dengan istilah al-hugug al-adabiyyah juga ke 
dalam hak material (al-hugng al-maliyyah). Kedudukan al-hugug 
al-adabiyyah ini sejajar dengan al-hagg al-syakhsh dan al-hagg al- 
ini. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa HAMI meliputi hak 
cipta, hak pengarang, dan hak yang berkaitan dengan penemuan 
lainnya dalam bidang seni maupun teknologi. Akan tetapi Az- 
Zarga' lebih cenderung menyebut HAMI dengan istilah hagg al- 
ibtikar karena sekupnya lebih luas dari pada al-hugug al-adabiyyah 
Selanjutnya, Muhammad Usman Syabir lebih menspesifikkan 
HAMI sebagai hugug ma'nawiyyah yang merupakan bagian dari 
hugug maliyyah. 

Menurut Said Ramadan al-Buti, al-hugug al-adabiyyah 
(hak kekayaan intelektual) mencakup hak inovasi atau cetak ulang, 

2 Sedangkan yang dimaksud dengan hagg mujarrad adalah hak 
murni yang tidak meninggalkan bekas (pengaruh) apabila digugurkan 
melalui perdamaian atau pemaafan. Lihat Ibrahim Fadil al Dabbo, Daman 
al-Manafi' Dirasah Mugaranah fi al-Figh al-Islami wa al-9anun al-Madani, 
(Beirut: Dar al “Ammar, 1997), h. 320. 

38 Asmuni Mth., “Hak Milik. h. 35. 

4 Menurut al-Zarga, HAMI merupakan persoalan baru yang 
lahir sebagai akibat dari sistem kehidupan modern dalam berbagai 
bidang, terutama ekonomi dan kebudayaan. Tujuan dari HAMI adalah 
untuk memberi motivasi kepada umat Islam untuk melahirkan karya dan 


penemuan-penemuan baru. (Baca Mustafa Ahmad al-Zarga, Al-Figh al- 
Islami fi Saubihi al-Jadid. Juz Il, (Beirut: Dar al Fikr, tc, h. 21 ) 
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hak atas merk dagang. Berkaitan dengan hak pengarang atau 
hak cipta merupakan hak yang melekat yang sebenarnya sudah 
muncul secara otomatis dalam tradisi masyarakat. Sehingga, bila 
ada seseorang membuat karya tulis tertentu, pada dasarnya tidak 
dibenarkan bagi orang lain untuk men-copy-nya atau meng-gasab- 
nya. Pengambilan atas konten karya tersebut tanpa penyebutan 
sumbernya bisa dikategorikan sebagai pencurian.” 


Hak cipta merupakan bagian penting dari jenis hak 
kekayaan intelektual. Hak ini merupakan hak istimewa yang 
berusaha melindungi hak dan kehormatan seorang pengarang atau 
penulis karya tertentu. Meskipun dalam khazanah Islam belum 
muncul istilah yang baku tentang hak kekayaan intelektual, namun 
pada dasarnya sudah ada usaha perlindungan yang serius dalam 
konsep Islam terhadap hak-hak penulis atau pembuat karya ilmiah. 
Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: 1) adanya 
amanah ilmiah dalam kajian tertentu dan jaminan kebenaran 
kandungannya: 2) adanya metode dalam pengambilan konten 
riwayat tertentu dan etika penyampaiannya dalam sebuah karya 
ilmiah: 3) diharamkannya pembohongan dalam penyampaian 
konten riwayat dalam karya ilmiah: 4) diharamkannya manipulasi 
data atau riwayat, 5) adanya kewajiban penyebutan sumber data 
atau riwayat pada penulisan karya ilmiah. 


Secara historis, dalam khazanah figih Islam tidak disebutkan 
secara jelas hukum pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, 
karena hal semacam ini merupakan bagian dari etika dalam 
Islam. Maka hak kekayaan yang berkaitan dengan hak intelektual 
ada juga yang menyebutnya dengan al-hugug al-akhlagi” 
Meskipun demikian, Poin-poin di atas sebenarnya adalah bentuk 
perlindungan terhadap karya cipta seseorang. Adanya perlindungan 
ini, meskipun tidak secara tegas secara hukum disebutkan, namun 

8 Anonim, Majallah Majma' V/204. 

36 Bakar bin “Abdullah Abu Zaid bin Muhammad bin “Abdullah bin 
Bakar bin “Us#man bin Yahya bin Gaihab bin Muhammad, Figh al-Nawazil, 


(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 11/166. 
37 Ibid., 1167. 
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secara etis ditegaskan bahwa manipulasi atau pengambilan riwayat 
tertentu dari seseorang yang tidak jelas sumbernya, atau tidak 
menyebutkan sumbernya merupakan bagian dari pelanggaran 
hak kekayaan intelektual yang dilarang. Karena hal ini sama saja 
dengan pembohongan. 


Fikih juga pada dasarnya telah menyinggung konsep- 
konsep yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan 
produk inovasi pemikiran manusia, meskipun masih bersifat 
umum. Konsep ini memberikan gambaran yang jelas terhadap 
adanya aturan mengenai hak kekayaan intelektual, baik langsung 
maupun tidak. Diantara konsep penghargaan dan perlindungan 
terhadap hak kekayaan intelektual adalah: pertama, adanya kaidah 
dan aturan yang mengatur dan menjamin hak atas pemikiran dan 
inovasinya yang memproteksi hak atas sebuah karya. Kedua, dalam 
konteks inovasi pemikiran atau karya ilmiah, ulama menegaskan 
betapa pentingnya hak inovasi karya bagi seorang pengarang. Hal 
ini bisa dipahami dari pernyataan Ibnu Rusyd bahwa syarat bagi 
seorang ilmuan ada lima, yaitu pikiran yang cemerlang, motivasi 
yang tinggi, umur yang cukup, kesungguhan, dan adanya guru. 
Syarat-syarat ini merupakan syarat umum yang menjadi penopang 
adanya inovasi bagi seorang ilmuan. Ketiga, adanya perhatian yang 
serius dari konsep-konsep Islam terhadap pemikiran dan hak atas 
pemikiran yang menjadikannya sebagai eksistensi umat manusia. 
Artinya, berpikir adalah sebagai unsur utama dari keberadaan 
manusia yang menjadikannya terus eksis dan berkembang dan 
mengembangkan peradaban mereka. Hampir semua ulama sepakat 
akan kekuatan akal sebagi hujjah dalam beragama (bukan dalam 
dalil hukum), akan tetapi sebagai perangkat utama dalam beragama. 
Keempat, dalam konteks keilmuan, Islam sangat memuliakan orang 
yang berilmu, termasuk yang dituangkan dalam karya ilmiah. 
Hal ini banyak disinggung, baik dalam ayat al-Guran mupun 
al- Sunnah.” 


3 “Afi bin Nayif al-Syuhud, al-Milkiyyah al-Fikriyyah fi al-Figh al- 
Islami, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005) 1/9. 
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Hak milik seseorang, apa pun bentuknya, baik hak cipta, 
hak paten, merk dagang atau hak kekayaan lainnya, baik yang 
kebendaaan atau hak non-kebendaan, dalam perspektif ulama 
adalah hak yang melekat pada pemiliknya yang harus dilindungi. 
Terlebih kalangan ulama Malikiyyah yang berpandangan bahwa 
harta adalah semua yang terkait dengan kepemilikan, baik berupa 
benda, manfaat atau hak tertentu. Semuanya harus dilindungi 


secara hukum dan tidak boleh dilanggar.” 


Pada dasarnya, dalam figih, hak tidak hanya mencakup atas 
hak kebendaan. Tidak ada alasan sama sekali bahwa hak dalam 
kajian figih hanya terbatas pada hak kebendaan, namun mencakup 
semua aspek hak, baik kebendaan, manfaat dan non kebendaan 
lainnya. Sementara dalam pandangan syara” ada ikatan yang melekat 
antara hak dengan pemilik hak tersebut. Dengan demikian, hak 
apa pun mendapat perlindungan dalam perspektif figih. 


Berdasarkan pemaparan di atas, kedudukan hak kekayaan 
intelektual dalam hukum Islam (figh) adalah sah, karena sudah 
meliputi beberapa hak yang telah dikonsepsikan oleh para fugaha' 
sebelumnya. Di antara hak-hak itu antara lain hagg'aini mali gairu 
mujarrad, al-hugug al-adabiyyah, hugug ma'nawiyyah, dan hugug 
al- ibtikar. 

Hak kekayaan intelektual, yang juga disebut hak moral, 
didasarkan pada sejumlah prinsip dalam figih, yang antara lain 
ditegaskan di sini, yaitu: 

1. Seorang penulis yang memiliki orisinal akan karya orang 
tuanya dan kelanjutan karyanya, maka ia tidak berhak 
mewarisi hak tersebut. Orang lain juga tidak dibenarkan 
untuk mengambil hak tersebut dengan cara yang tidak sah 
dan benar: 

2. Penulis memiliki hak untuk mempublikasikan karyanya 
dan hak untuk menyensornya setelah diterbitkan. Dia dapat 


2 Anonim, Majallah Majma' , V/1872. 
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mencegah peredarannya dan berhenti mempublikasikannya 
jika gagasan dan pendapatnya ditarik kembali, misalnya, 

3. Penulis memiliki otoritas untuk memperbaiki dan 
mengubah, sebelum penerbit mencetak ulang buku lagi." 


Kajian soal HKI menurut Islam juga datang dari Majma' al- 
Figh al-Islami. Dalam hal ini lembaga ini mengeluarkan keputusan 
Nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al- 
Hugug al-Ma'nawiyyah: 


SI doll KAN Keala OA Kok — IYA 
SI Ab aa Abe Lol Gaib Ad SI LN, 
NG ale yb Lga Wita B adoadl edan g old adl d pati $ etan Tlla Los solusi 
Aro HAMA al ole Ogan al Gol ema 3 pl 3 ye: IU 


SUS OT Job (ASI maba 2 ASI ASI BI Ie gaya lee si Jaa 
Ubi mol 


FN lay Tgaan JSEVI IP LI HIU Gis: Wb 
Ms lee aY3 ol 5 mal 


“Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan 
(karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang 
dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu 
mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh 
karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. 

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan 
mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan terhadap haknya itu, 
dan bisa ditransaksikan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari 
berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan 
seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. 

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi 
oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak 
boleh dilanggar.” | 


10 “Afi bin Nayif al-Syuhud, Mausu'ah al-Buhus# ., 11/2609. 


4 Abu Sarah, Oarrarat wa Tausiyyat Majma' al-Figh al-Islami al-Tabi' 
li Munazzamat al-Mu'tamar al-Islami, (1406 H), 1/67. 
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Berkenaan dengan hak kepengarangan (hagg al-talij), 
salah satunya hak cipta, perlu dipertimbangkan pendapat 
Wahbah al-Zuhaili. Imuwan muslim ini berpendapat bahwa 
hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya, 
mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan 
pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Wahbah al- 
Zuhaili menyatakan: 


“Hak pengarang yang masuk dibawah materi undang-undang 
baru yaitu hak jurnalistik menurut analisa saya adalah hak yang 
dipelihara secara syara” berdasarkan kaidah al-istishlah atau 
maslahah mursalah (yaitu hak-hak yang sejalan dengan perilaku 
dan tujuan-tujuan syara” akan tetapi tidak ada dalil khusus dari 
syara” untuk dijadikan pegangan atau untuk dihapus sama sekali, 
dan dengan mengaitkan hukum pada hal-hal tersebut akan 
dapat dicapai kemaslahatan atau dihindarkan dari kerusakan dari 
manusia). Maka, setiap perilaku yang mengandung maslahat yang 
dominan atau SA kemudharatan alah ditentukan secara 


, » 


syara”. 


“Berdasarkan hal ini maka mencetak ulang buku seorang penulis 
atau mengkopinya merupakan sebuah kezaliman terhadap 
hak penulis, artinya hal ini merupakan sebuah maksiat yan 
mengakibatkan dosa dalam pandangan syari'at. Ini juga an Lana 
tindakan pencurian yang mengharuskan adanya jaminan terhadap 
hak penulis dengan menyita naskah-naskah yang dicetak secara 
zalim dan aniaya, dan kemudian memberinya kompensasi terhadap 
kerugian (moril dan materil) yang dideritanya, baik dalam 
naskah yang dicetak itu ditulis format “hak pengarang dipelihara 
undang-undang” maupun tidak, karena al-urf (kebiasaan) dan 
undang-undang yang berlaku memandang hak tersebut termasuk 
hak-hak pribadi. Manfaat atau jasa termasuk bagian dari harta 
dalam pandangan jumhur fugoha selain Hanafhyah, karena yang 
dituju dari segala sesuatu atau benda-benda adalah manfaatnya 
bukan zatnya, dan tujuan yang paling tampak dari segala macam 
harta adalah manfaatnya sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam 
Izzanudin bin An ea Belia kalangan madzhab Hanahyah 
generasi terakhir memfatwakan adanya kompensasi terhadap 
manfaat-manfaat dari harta yang dirampas dalam tiga hal: harta 
yang diwakafkan, harta anak yatim dan harta yang disiapkan 
untuk dimanfaatkan.” 


Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang menjadi 
wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama' dan 


2 Wahbah Zuhaili, Figih Islam ., h. 381. 
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cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan 
langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita- 
cita bersama. Menurut MUI, perlindungan Hak Cipta tidak 
bertentangan dengan syariat Islam." 


MUI Bahkan mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan 
perlindungan HKI, yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang 
Hak Cipta. Pendapat MUI menggolongkan Hak Cipta sebagai 
barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara (hukum 
Islam), mengutip pendapat cendekiawan muslim Beirut, Fathi 
al-Duraini dalam kitabnya Hagg al-lbtikar fi al-Figh al-Islam al- 
Mugaran. 


Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali 
berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat 
tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan 


secara syara (hukum Islam) 


Selain fatwa No. 1 tahun 2003 tersebut, pada tahun 2005, 
MUI juga mengeluarkan fatwa tentang Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI). bagian kedua fatwa ini menetapkan: 
pertama, Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu 
hugng maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan 
hukum (masun) sebagaimana mal (kekayaan). Kedua, HKI yang 
mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud 
angka 1 tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan 
hukum Islam. Ketiga, HAKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'gud 
alaih), baik akad mu'awadah (pertukaran, komersial), maupun akad 
tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. 
Keempat, Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk 
namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, 
membuat, memakai, menjual, mengimpor, meng-ekspor, 


3 Hukum Online, Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual dari Kacamata 
Hukum — Islam, — http://hukumonline.com/detail.asp?id-9234&cl-Berita, 
tertanggal 25 Januari 2003. diakses pada tanggal 16 Mei 2006 

4 Fathi al-Duraini, Hagg al-Ibtikar fi al-Figh al-Islam al-Mugaran 
(Bairut: Dar al-Fikr al-Mw'ashi, 1984), IV/20. 
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mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, 
memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik 
orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya 
adalah haram. 


Berbagai pernyataan ulama dan keputusan lembaga di 
atas merupakan bentuk nyata perhatian dan upaya perlindungan 
mereka terhadap hak kekayaan intelektual. Pendapat-pendapat 
di atas pada dasarnya adalah fikih hak kekayaan intelektual yang 


harus terus dikembangakan. 


E. Penutup 


Syariat Islam diturunkan kepada manusia untuk membawa 
kemaslahatan. Salah satu kemaslahatan yang hendak dicapai 
antara lain adalah untuk menjaga harta (hifz al-mal). Pada tataran 
yang lebih konkret, Islam melalui figih yang dirumuskan ulama 
mempunyai perangkat yang jelas mengenai perlindungan terhadap 
harta dan hak milik setiap orang, baik yang bersifat kebendaan 
kebendaan materiil maupun non-materiil. Hak kekayaan intelektual 
menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia 
dan bersifat non-materiil juga mendapat perlindungan yang 
memadai, sehingga hukum pelanggaran terhadap hak tersebut 
sama halnya dengan hukum pelanggaran terhadap hak kebendaan 
meteriil. Terlebih kekayaan intelektual terkadang memiliki nilai 
ekonomis dan prestise yang jauh lebih berharga dibanding dengan 
hak kebendaan materiil. 


Meskipun hak kakayaan intelektual dalam hukum Islam 
mendapat perlindungan sebagaimana dengan kakayaan kebendaan 
materiil, namun demikian harus diakui, bahwa dalam fikih tidak 
ada sanksi yang jelas bagi pelaku pelanggaran hak tersebut. 
Pelanggaran terhadap hak tersebut dihukumi haram sebagaimana 
pencurian atau gasab. Tidak ada hukuman (hadd) bagi pelaku 
pelanggaran hak kekayaan intelektual sebagaimana tindak pidana 


15 Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1, Munas VII/ 
MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 
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(jinayah) pencurian atau tindak pidana lainnya. Sanksi yang tegas 
terhadap pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan hukum positif yang 
ditetapkan oleh negara. 
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HUKUM MENJAMAK SALAT 
KARENA ADA KEPERLUAN 


A. Pendahuluan 


Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia 
memberikan beban dan kewajiban kepada umatnya sesuai dengan 
kadar dan kemampuannya. Menjalankan sebuah perintah dalam 
prinsip syariat Islam harus dilakukan semaksimal mungkin, namun 
demikian ada konsep dispensasi (Rukhsah)' dalam menjalankan 
perintah tersebut dalam keadaan tertentu. Shalat jama' merupakan 
salah satu bentuk dispensasi yang diberikan kepada sorang mukallaf 
pada situasi dan kondisi tertentu. 


Empat kalangan ulama Madzhab, yaitu Hanafiyah, 
Malikiyah, Syafiyah dan Hanbaliyah membolehkan shalat jama'. 
Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kondisi dan situasi 
apa yang menjadikan seseorang boleh menjama' shalat. Diantara 
empat madzhab, Hanafiyahlah yang paling ketat memberikan 
persyaratan dibolehkannya menjama' shalat. Sementara yang agak 
longgar memberikan konsep rukhsah terkait shalat jama” adalah 
madzhab Hanbaliyah. Umumnya alasan yang dijadikan dasar untuk 


' Rukhsah adalah adalah dispenasasi yang diberikan kepada seseorang 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesutau karena adanya alasan atau 
udzur syari. 
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menjama' shalat adalah karena ada udzur. Sementara mengenai 
bagaimana hukumnya menjama' shalat saat ada keperluan belum 
menjadi perhatian kalangan ulama madzhab. 


Perjalanan zaman berimplikasi pada perkembangan 
berbagai bidang, sehingga berpengaruh pada pola hidup, perilaku 
dan aktifitas manusia. Hal ini menjadikan suatu yang sebelumnya 
tidak dianggap kebutuhan dan atau udzur menjadi kebutuhan 
mendesak, hajat yang penting atau bahkan udzur syra'i. Sehingga 
menuntut sesorang untuk menjama' shalat. Sebagai contoh untuk 
memberikan gambaran tentang hajat yang penting, yang kita 
bisa kehilangan kemaslahatan yang besar atau merasa kesulitan 
seandainya tidak menjamak shalat, maka contohnya adalah 
seorang yang terjebak kemacetan lalu lintas: seorang dokter yang 
akan menangani pasien/melakukan operasi: seorang siswa yang 
menghadapi ujian yang memakan waktu panjang: seorang satpam 
atau scurity yang diberi kepercayaan pengamanan aset atau tempat 
yang vital dan penting. 

Tulisan ini hendak menjawab persoalan hukum menjama” 
shalat karena adanya kebutuhan mendesak seperti keadaan yang 
digambarkan di atas. Sebelum menjawab persoalan tersebut di 
sini dipaparkan terlebih dahulu mengenai definisi, dasar hukum 
dan syarat-syarat diperbolehkannya menjama' shalat dari kalangan 
empat madzhab. 


B. Shalat Jama” 
1. Defnisi Menjama' Shalat 


Sebelum mambahas lebih lanjut tentang hukum menjama” 
shalat karena adanya kebutuhan atau keperluan, perlu dibahas 
terlebih dahulu tentang pengertian, dasar hukum dan syaratnya. 
Menjama' shalat adalah melaksanakan dua shalat fardhu di salah 
satu waktunya, seperti shalat zhuhur dan ashar dilaksanakan di 
waktu shalat zhuhur atau keduanya dilaksankan di waktu ashar. 
Ada empat shalat fadhu yang dapat dijama', yaitu shalat maghrib 
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dangan shalat isya' shalat zhuhur dengan shalat ashar. Shalat jama” 
ini ada dua macam, jama' tagdim dan jama” ta'khir. Jama' tagdim 
berarti melaksanakan dua shalat fardhu di waktu shalat yang 
pertama. Sementara jama' ta'khir yaitu melaksanakannya di waktu 


shalat yang kedua. 


2. Dasar Hukum Menjama' Shalat 


Dalil tentang shalat jama' antara lain adalah: 
1. Hadis riwayat Ibnu abbas: 


tea £ 


Jb ya yas Le - Ae Olx -2 3I— 


- 


J3. Wa Pn en Ca 

du GUA 
“Abu Nu'man berkata, Aib menceritakan kepada kami, dari 
Amr bin Dinar, dai Jabir bin Zaid, dari Ibnu “Abbas bahwasanya 
Nabi shallallahu “alaihi wa sallam shalat di Madinah tujuh raka'at 
dan delapan raka'at, Dhuhur dan “Ashar, Maghrib dan Isya”. Lalu 


Ayyub mengatakan: Mungkin pada wakta malam yang hujan lebat? 
Dia (Jabir bin Zaid) berkata, ya kemungkinan begitu.” 


2. Hadis Riwayat Anas dan Ibnu Umar: 


SEN ASN IpA5 DE gen AN dop cela Lal 


Pe ae Maa Aang SB JSNA 53 
ae An Ata Ja JS EA SB ag Kab 


“Dari na dan Ibnu Amr Ra. Saat Rasulullah SAW melakukan 
perjalanan, sebelum matahari tergelincir Belian mengakhirkan shalat 
Zhuhur di waktu Ashar, beliau turun dari tunggangannya dan 
menjama' antara ahalat Zhuhur dan Ashar, apabila sebelum bepergian 
matahari telah tergelincir, maka belaiu menjalankan shalat Zhuhur 


terlebih dahulu, kemudian berangkat bepergian.” 


2? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih al- 
Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 11 
428, hadis nomor 543. 

3 Muhammad al-Syaukani, Nail al-Autar, (Digital Library, al- 
Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 111/260. 
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3. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmudzi: 


2/53 SOE nebag le oo sean 
Pa Jana PE INA HA 
PG YAN Ja pa SJ S5 Ka Ka 
ES Sid 5 what J3 SI ISI 063 5 5 bag 
SES Abal Jae HAN Ag TES IS ea aa aga 

di 


“Dari Muadz bin Jabal: “Bahwa Rasulullah SAWpada saat perang 
Tabuk, jika matahari telah condong dan belum berangkat maka 
menjama' salat antara Dzuhur dan Asar. Dan jika sudah dalam 
perjalanan sebelum matahari condong maka mengakhirkan salat 
dzuhur sampai berhenti untuk salat Asar. Dan pada waktu salat 
Se sama juga, jika mataharitelah tenggelam sebelum berangkat 
maka menjama' antara Maghrib dan Isya. Tetapi jika sudah berangkat 
sebelum matahari matahari tenggelam maka mengakhirkan waktu 
salat Maghrib sampai berhenti untuk salat Isya, kemudian menjama' 
keduanya.” 


4. Hadis Riwayat Imam Muslim: 
Nela Sala 3S 3 TES ara BEI 12 aa 


Pa 
G 0, 0 


DA HA SEE PA AGAN EA ai JA 5 aa 
ea AA ega ala 
PA AAS 3 mak ci dj Jaa 


“Dan telah menceritakan kepadaku Amru anngid telah menceritakan 
kepada kami Syababah bin Suwar Al madayini telah menceritakan 
kepada kami Laits bin Saddari Ugail bin Khalid dari Az Zuhri 
dari Anas katanya, Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam 
hendak menjamak antara dua shalat ketika dalam perjalanan, beliau 
mengakhirkan shalat zhuhur hingga awal waktu ashar, kemudian 
belian menjamak antara keduanya.” 


4 Sulaiman bin As'ast bin Syaddad, bin “Amr al-Azdari Abu Daud 
al-Sajastani, Sunan Abi Daud, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al- 
Isdar al-Sani, 2005), IV/146, hadis nomor 1222. 

5 Muhammad al-Syaukani, Nail al-Autar., V/240 
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5. Hadits Ibnu “Abbas yang diriwayatkan dari jalan Sa'id bin 


Jubair: 
SE SEE yR Lag T20 Lok Ka 
BAL aa PI BAL YG HS PI TAS gl 3 SI GS 


Dn On BL KK LA AL 3 0 LK 08 
KAS R3 WAS YE USA bea AYI ana pl 3S 


a- 8 — 8 an a01 Ida 4 £ Or 0 Pe R2 
Me ee 
»..0 ti Bean Ta at s. dog oo z 
AG aa bal 53 lag ale AI MINI A5 aa JB 
2. Ca AA tuan AN KAK Ket At wat ti Ma ie 
LEE (S3 ena HD 0 V3 SS 3S Ea Aa 
z Sana ia Bae Se LE Aa Aa ak aa OA 
AIA Al EnaS S3 EN NS IE D3 Jas J ol GAN 
G : Pe Nela “3 £ na Ana 
Lal Ga YSS JB MIS ISI ale NY J8 
“Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Mw'awiyah telah menceritakan 
kepada kami, (Ha) Abu Kuraib dan Abu Said Al-Asyajju telah 
menceritakan kepada kami, sedangkan lafadh ini, milik Abu Kuraib, 
keduanya mengatakan: Waki' telah menceritakan kepada kami yang 
keduanya dari A'masy dari Habib bin Abi Tsabit dari Sa'id bin 
Jubair dari Ibnn “Abbas dia berkata, “Rasulullah shallallahu “alaihi 
wa sallam menjamak shalat Dhuhur dengan shalat “Ashar, dan shalat 
Maghrib dengan Shalat Isya" di Mad mah pada waktu aman dan tidak 
ada hujan”. (Pada hadits Waki) dia (Sa'id bin Jubair) berkata: Aku 
telah mengatakan kepada Ibnu “Abbas mengapa beliau (Rasulullah) 
melakukan itu? Lalu dia (Ibnu “Abbas) menjawab, “Supaya tidak 
memberatkan umat beliau”. Adapun pada hadits Abi Mu'awiyah 
dikatakan kepada Ibnu “Abbas: Apa yang beliau kehendaki pada yan 
demikian itu? Dia (Ibnu “Abbas) berkata: Beliau bermaksud naa 
tidak memberatkan umat beliau.” 


Menurut ulama' Hanafhyah, tidak diperbolehkan jama” 
shalat kecuali pada hari arafah bagi orang yang ihram, jama' tagdim 
antara Zhuhur dan Ashar. Juga pada malam hari di Muzdalifah 
jama' ta'khir antara Maghrib dan Isya”. Alasan mereka karena shalat 


8 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Ousyairi al- 
Nisaburi, Shahih Muslim, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), 1/152, hadis nomor 1667. Lihat juga Sulaiman bin As'astbin 
Syaddad, bin “Amr al-Azdari Abu Daud al-Sajastani, Sunan Abi Daud, 
IV/137, hadis nomor 1213: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad 
Ahmad, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), V/7, 
hadis nomor 1981. 
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merupakan kewajiban yang datang dengan khabar mutawatir, jadi 


tidak boleh ditinggalkan dengan alasan khabar ahad. 


3. Syarat Menjama' Shalat 


Ulama” yang membolehkan menjama' shalat bersepakat 
bahwa diperbolehkannya pada tiga keadaan, pada saat takut, 
saat turun hujan atau saat dingin dan jama' saat di Arafah dan 
Muzdalifah. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan 
menjama' selain pada tiga keadaan tersebut. 


Kalangan Ulama Malikiyah membolehkan menjama' 
shalat antara Zhuhur dengan Ashar, shalat Maghrib dengan Isya 
dengan enam syarat, yaitu: 1) karena bepergian (safar), 2) karena 
hujan, 3) dalam keadaan gelap dan berlumpur, 4) karena sakit, 5) 
jama' di Arafah dan 6) jama' di Muzdalifah. Empat keadaan yang 
pertama diperbolehkan karena rukhsah, sementara jama' di Arafah 
dan Muzdalifah disunahkan. Menjama' shalat kerena bepergian 
boleh secara mutlak, jauh atau dekat selama memenuhi jarak 
diperbolehkan gashar shalat ketika bepergian di darat, bukan di 
laut, dan bukan bepergian karena maksiat atau berhura-hura. 
Shalat jama' tagdim dibolehkan dengan dua syarat, 1) saat matahari 
condong atau masuk waktu shalat Zhuhur, saat sesorang berhenti 
untuk berstirahat, 2) bepergian dilakukan sebelum masuk waktu 
Ashar dan berhenti untuk beristirahat setelah matahari terbenam.” 


Sementara kalangan Syaf'iyah hanya membolehkan 
menjama' shalat ketika bepergian, saat hujan dan ketika 
menjalankan ibadah haji, yaitu saat di Arafah dan Muzdalifah. 
Jama' yang diperbolehkan karena hujan atau karena ada salju, 
diperbolehkan jama' tagdim bagi orang yang shalat di masjid yang 
jauh dari rumahnya, karena saat di jalan menyusahkan baginya. 
Alasan hanya diperbolehkan jama' tagdim karena belum tentu hujan 
atau salju akan berlanjut sampai waktu shalat berikutnya. Dasar 
kalangan Syaf''iyah adalah hadi riwayat Bukhari dan Muslim: 


7 Lebih lanjut baca Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa 
Adillatuhu, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mw'asir, 1998), 11/502-510. 
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Seshag Satin uh 
“Dari Ibnu Abbas katanya: Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam 
pernahshalat zhuhur dan ashar semuanya, dan antara Maghrib dan 
Isya' semuanya bukan karena ketakutan dan tidak pula ketika safar.” 


Mereka juga berpendapat bahwa diperbolehkannya jama” 
tagdim dengan syarat bahwa hujan masih turun saat salam pertama 
shalat yang awal. Shalat jumat bisa dijama' dengan Ashar saat 
hujan, tapi hanya jama' tagdim. Adapun yang masyhur di kalangan 
madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan jama' shalat jumat karena 
adanya lumpur di jalan, karena gelap dan angin dan karena sakit. 
Sementara jama' karena bepergian bisa jama' tagdim dan ta'khir. 


Ulama” Syaf'iyah memperbolehkan jama” tagdim 
dengan enam syarat: 1) niat, yaitu niat shalat jama' pada shalat 
pertama, 2) tartib, yaitu mendahulukan shalat yang pertama, 3) 
berkesinambungan, sekiranya interval waktu antara shalat pertama 
dan kedua tidak terlalu lama,” karena sahalat jama' seperti satu 
shalat. Apabila jarak antara keduanya terlalu lama tanpa ada uzdur, 
maka batal. Bila jarak waktunya tidak terlalu lama seperti adanya 
adzan dan igamah dan atau bersuci maka tidak membatalkan, hal 
ini berdasarkan hadis sala Bukhari dan Muslim: 


peta TANI a61 Fat SI Ag ala AN PI Ya 2) Tn 
4) waktu bepergian sekiranya belum habis sampai takbiratul ihram 
shalat kedua, 5) adanya keyakinan bahwa waktu shalat pertama 
cukup untuk melaksanakan dua shalat, 6) adanya asumsi atau 
keyakinan keabsahan shalat yang pertama." 


Adapun untuk shalat jama' ta'khir, kalangan Syaf'iyah 
mensyaratkan dua hal, 1) adanya maksud dan niat untuk menjama' 


$ Muhammad al-Kharib al-Syarbini, Mughni al-Mukhtaj ila Marrifah 
al-Alfaz, (Digital Library, al- Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 
1/274. 

? Ukuran waktu lama atau tidak disesuakian dengan umumnya 
kebiasaan yang ada di masyarakat. 

1 Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Mukhtaj., /274 
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ta'khir saat berada di waktu shalat pertama, 2) waktu bepergian 
sekiranya belum habis sampai takbiratul shalat kedua selesai." 


Sementara kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa 
shalat jama'” tagdim dan ta'khir diperbolehkan pada delapan 
keadaan, pertama, karena bepergian jauh dimana diperbolehkan 
menggashar shalat,'? bepergian bukan untuk maksiat atau 
dimakruhkan, bepergian sampai memakan waktu dua hari, karena 
diperbolehkannya shalat jama' karena rukhsah untuk menghindari 
kesulitan. Kedua, karena sakit yang memberatkan bila tidak 
menjama' shalat, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan 
Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah menjama' shalat 
tanpa ada sebab ketakutan dan hujan. Di riwayat lain bukan 
karena sebab ketakutan dan tidak karena bepergian. Imam Ahmad 
berargumen bahwa sakit lebih memberatkan daripada bepergian, 
maka kalau orang bepergian saja boleh menjama' maka orang 
yang sedang sakit juga boleh. " 

Ketiga, karena menyusui. Bagi orang yang menyusui boleh 
menjama' shalat bila memberatkan. Keempat, boleh jama' bagi 
orang yang sulit untuk bersuci setiap hendak melaksanakan shalat, 
orang seperti ini sama seperti orang yang sedang bepergian atau 
sakit. Kelima, boleh menjama' shalat bagi orang yang sulit untuk 
mengetahui waktu shalat. Keenam, karena istihadhah, beser, madzi, 
atau mimisan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi: 


3 1G 3 8 


SA) AS sAR GS TAS YES pan IS 


GB 3 


PORT ARA TN EM pak sin Che MN SARAN Gi Oo ta 
Ga aah MA AE GARA Je cabol. Laka ala AN 


4 Tbid, 

1? Manshur ibn Yunus al-Bahuti, Syarh Muntaha al-Iradat, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/259. 

3 Jbid., 11/260. 
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A8 


AI L AP A 2 Le LA an EU ga L0g. 


HA A3 ORA ros 
“dari Hamnah Aa Tae ... Rasulullah shalallahu “alaihi wa salam 
bersanda, “... jika kamu mampu mengakhirkan shalat dzuhur dan 
menyegerakan shalat “ashar, kemudian engkau mandi (seperti mandi 
junub) dan menjamak antara kedua shalat dzuhur dan “ashar, dan 
mengakhirkan shalat maghrib dan menyegerakan shalat isya lalu 
mandi dan menjamak dua shalat itu.” 


N 
ND 


Ketuju, seseorang boleh menjama' shalat karena ada 
udzur yang membolehkan meninggalkan jumat dan jama'ah, 
seperti karena takut akan keselamatan dirinya, hartanya atau 
kehormatannya. Kedelapan, karena sibuk, dimana diperbolehkan 
meninggalkan jumat dan shalat jamaah, seperti orang yang takut 
meninggalkan keperluannya karena menyangkut kebutuhan 
hidupnya secara mendesak. " 


Kalangan Hanbaliyah membolehkan jama' tagdim 
dengan empat syarat, pertama, — niat untuk menjama' saat 
takbiratul ihram. Kedua, tidak ada jarak waktu pemisah yang 
lama antara shalat pertama dengan shalat kedua, ketiga, adanya 
udzur yang membolehkan untuk menjama' shalat. Keempat, 
adanya keberlangsungan udzur sampai selesainya shalat kedua. 
''Sementara untuk jama' ta'khir ada dua syarat yaitu 1) adanya 
niat jama' saat melaksanakan shalat pertama dengan adanya alasan 
yang membolehkan jama' dan 2) alasan tersebut tetap ada sampai 
selesainya shalat kedua. 


C. Hukum Menjama' Shalat karena ada Keperluan 


Pemaparan di atas menjelaskan tentang pendapat ulama 
mengenai persyaratan diperbolehkan menjama' shalat. Dianatara 


4 Manshur ibn Yunus al-Bahuti, Syarh Muntaha, 11/260. 

' Ibid.,, lihat juga Manshur ibn Yunus al-Bahuti, Kasyful dana an 
Matan al-Igna”, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 
2005), IV/76-78. Mustafa al-Suyuti al-Rahibani, Mathalib Ulin-Nuha fi 
Syarhi Ghayati al-Muntaha, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), IV/91-94. | 

19 Manshur ibn Yunus al-Bahuti, Syarh Muntaha,, 11/263. 
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pendapat-pendapat di atas, yang paling longgar adalah pendapat 
ulama Hanbaliyah yang mebolehkan shalat jama' karena ada 
kesibukan yang mendesak. Namun demikian, itu pun kesibukan 
yang sekiranya membolehkan sesorang untuk tidak melaksanakan 
jumatan. 


Ada beberapa penjelasan ulama dalam syarah hadis yang 
membolehkan menjama' shalat karena adanya suatu kebutuhan 
yang mendesak, dengan syarat asal tidak dijadikan kebiasaaan. 
Dalam Shahih Muslim, kitab Shalatul Musafirin wa gashruha, bab 
al-jamu bainashshalatain fi alhadhar (menjama' dua shalat saat 
di rumah atau tidak bepergian) disebutkan sebuah hadis yang 
diriwayatkan Ibnu Abbas: 


Bis jas Gl JE - PN YA ana SISA HA AA Cia 


0-3 


WN Ip Ao IE pa HA GP PP oi laa PRIA Gas - Ya) 
PNG PPS EA Kat NG AN eng ale lo 
Ki aa agan La 


al us Mi AN 3 ssi 

“Ahmad bin Abu Yunus dan Sullam meriwayatkan dari Zuhair, 

Yunus berkata, Zuhair menriwayatkan dari Zubair dari Sa'id bin 

Jubair dari Tan Abbas berkata: “Rasulullah SAW menjamak shalat 

Dzuhur dan Ashar di Madinah dalam keadaan tidak takut dan tidak 

dalam perjalanan”. Ketika ditanya, «Mengapa Rasulullah SAW 

we itu?” Ibn “Abbas menjawab: “Rasulullah SAW ingin agar 
tidak memberatkan seorang pun dari umatnya.” 

Kalangan ulama memberikan takwil dan penafsiran yang 
beragam mengenai hadis di atas, namun yang paling umum adalah 
apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam 
hadis di atas adalah jama' shuri ((s 554 xsx). Hal ini dijelaskan dalam 
kitab al-Muwatha' karya Imam Malik. Takwilan semacam ini juga 
dilakukan oleh al-Thahawi dalam kitabnya Syarhu Ma'ani al-Atsar, 
Imam al-Syaukani. Ibnu Hajar al-Asgolani dan al-Mabarkafuri. 


4 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-@usyairial- 
Nisaburi, Shahih Muslim. 1151. 
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Shalat jama' shuri adalah melaksanakan dua shalat fardu 
secara hampir bersamaan, shalat pertama dilaksanakan di akhir 
waktunya sementara shalat kedua dilaksanakan di awal waktu. 
Shalat Jama' shuri pada dasarnya bukan jama', hanya bentuknya 
(kelihatannya) saja yang seperti shalat jama', tapi hakikatnya 
bukan. Sebagai gambaran teknis pelaksanaan shalat jama' shuri 
adalah, jika waktu zhuhur berakhir pada pukul 15.00, maka saat 
pukul 14.50 seseorang melaksanakan shalat zhuhur, kemudian saat 
pukul 15.01 langsung melaksanakan shalat ashar. Kedua shalat ini 
seolah dilaksanakan secara jama' padahal tidak, karena dilaksanakan 
di waktunya sendiri-sendiri. 


Terkait takwil hadis di atas, mengenai alasan mengapa jama” 
shuri dilaksanakan, Syaikh “Athiyyah Shagr menjelaskan. Pada masa 
itu sahabat sangat memperhatikan keutamaan shalat jama'ah dan 
shalat di awal waktu. Tapi terkadang ada udzur yang membuat 
mereka tidak bisa bersegera shalat di awal waktu, sehingga sesekali 
Rasulullah SAW melakukan jamak shuri agar mereka merasa 
mudah, dan agar mereka tahu bahwa mengakhirkan shalat karena 
suatu kebutuhan adalah boleh, asalkan masih dalam waktunya. 
Ketika ditanya masalah seperti ini, dua ulama dari Al-Azhar, yaitu 
Syaikh “Athiyyah Shagr (fatwa tertanggal Mei 1997) dan Syaikh 
Jad al-Hagg “Ali Jad al-Hagg (fatwa tertanggal 8 Desember 1981) 
juga akhirnya menguatkan pendapat jumhur. Keduanya menolak 
pendapat yang menyatakan boleh menjamak shalat karena ada 
hajat tertentu." 


Muncul pertanyaan mengenai takwil di atas, bila yang 
dilakukan oleh Rasulullah adalah jama” shuri, bukankah itu malah 
akan menyulitkan. Maka menurut Imam Nawawi dan Badruddin 
al-Aini takwil semacam ini adalah lemah tidak tepat bahkan batal. 
Karena di masa itu kiranya sulit untuk menentukan akhir dan 
waktu shalat. Selain itu, bila itu jama' shuri, bukankah waktunya 
malah sempit, karena hanya dalam hitungan beberapa menit 
yang mencakup akhir dan awal waktu shalat. Bukankah shalat 
jama' merupakan bentuk rukhsah agar tidak memberatkan atau 
menyulitkan. Sementara waktu shalat jama' shuri malah sempit 


8 Muhammad Lubabul Mubahitsin, Menjama? Shalat karena 
Kebutuhan, Makalah tidak dipublikasikan, h. 3. 
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dan memberatkan. meskipun untuk zaman sekarang tidak sulit 
untuk mengetahui akhir dan awal waktu shalat fardhu. Maka ada 
beberapa ulama yang berpendapat bahwa jama' tersebut bukanlah 
jama' shuri. Hadis tersebut merupakan dasar diperbolehkannya 
jama' karena ada uzdur seperti sakit atau udzur lain. Diantara 
ulama yang berpendapat semacam ini adalah Imam Ahmad bin 
Hanbal, @adhi al-Husain dari madzhab Syafii, al-Khathabi, al- 
Mutawali dan al-Ru'yani dari maszhab Syafi'i. Pendapat ini sesuai 
dengan zhahir hadis dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh 
Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.” Imam Syafii sendiri pernah 
mengatakan: 


Ca yan La Cagdadl $ Iila OT ILY ada” 

“Seseorang tidak diperboleghkan menta'wil sesuatu yang jelas tidak 

ada dalam hadis” 

Intinya, jama” shuri merupakan sesuatu yang sulit 
dilaksanakan, padahal alasan diperbolehkannya menjama' shalat 
adalah untuk memberikan kemudahan. Al-Khatthabi mengatakan 
bahwa secara etimologi “jama” adalah melaksanakan dua shalat 
fardhu dalam satu waktu, dengan demikian, melaksanakan 
shalat di dalam waktunya masing-masing bukalah jama' karena 
keduanya dilaksanakan di dalam waktunya masing-masing. Selain 
itu, Diperbolehkan menjama' shalat adalah rukhsah yang berlaku 
secara umum bagi orang mukallaf, sementara untuk mengetahui 
akhir dan awal waktu shalat hanya dapat dilakukan orang-orang 
tertentu (khusus).?' 


Ibnu @udamah mengatakan bahwa shalat jama' adalah 
rukhsah maka hal ini bertentangan dengan jama” shuri. Karena 
untuk menentukan shalat di akhir waktu dan awal waktu secara 
tepat lebih memberatkan dan menyulitkan daripada shalat pada 
waktunya secara normal. Apabila yang dimaksud dengan hadis 
di atas adalah jama' shuri, tentunya boleh menjama' antara ashar 


? Badruddin al-Aini al-Hanafi, Umdatul Gari fi Syarh al-Bukhari, 
(Digital Library, al-Maktabah al- Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), X1/209. 

2 Imam al-Nawawi, Syarh al-Nawawi “ala Shahih Mislim, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1/17. 

2 Lihat Abdurrahman bin Abdullah al-Suhaim, al- -Jam'u Baina al- 
Shalatain lil Musafir wa al-Mugim, (tt: tp, 2004), h. 8. 
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dan maghrib, isya” dan shubuh, padahal sudah jelas jama' anntara 
shalat-shalat tersebut tidak diperbolehkan.?2 


Lebih lanjut Imam Nawawi, pakar fikih dari madzhab 
Syafi'i dalam Syarh al-Nawawi “ala Shahih Muslim menyatakan: 


SI GI IN ASI 3 AI IE JI EA Ip BKI 3, 
2 SAB MEA KG Mba iya HE Daya ci JP A4 SE 
3 B3 BEN Jl 58 GL Ma 3 HI EL Jua 
SE NP AB 3 AN AN IE ega HE Ep EKA 


063 aa 2, 0 Pi 5 az s 
8 lag 0 V3 Na fat cal CAN SI: 

“Sekelompok ulama berpendapat bolehnya menjamak shalat pada 

kondisi hadlar (di rumah, tidak dalam perjalanan), karena suatu 

kebutuhan, bagi orang yang tidak menjadikan jamak itu sebagai 
kebiasaan. Itu adalah pendapat Ibn Sirin dan Asyhab dari kalangan 
mazhab Maliki. Al-Khaththabi menceritakannya dari Aa 
dan Al-Syasyi Kabir dari kalangan mazhab Syafr'i, dari Abu Isha 

al-Marwazi, dari sekelompok ulama ahli hadis. Pendapat itu dipilih 
oleh Ibn al-Mundzir dan dikuatkan oleh makna lahiriah perkataan 

Ibn “Abbas: Rasulullah SAW menghendaki agar tidak memberatkan 

umatnya. Ibn “Abbas tidak membuat alasan dengan sakit dan selainnya. 

Allah SWT Maha Tahu. 

Pendapat jumhur ulama tentu lebih berhati-hati dan lebih 
pantas dijadikan pegangan umum. Selain itu, kita sebagai muslim 
juga hendaknya memperhatikan shalat agar jangan sampai keluar 
dari waktunya. Jangan hanya karena kebutuhan-kebutuhan yang 
biasa dan ringan, kita kemudian tampak mengesampingkan dan 


menyepelekan urusan shalat. 


Meskipun demikian, dalam hajat-hajat tertentu yang 
cukup penting, terutama jika sampai khawatir akan meninggalkan 
shalat, atau dirasa sangat repot karena hal tertentu, maka tidak ada 
salahnya bila kita memakai pendapat ulama yang membolehkan 
jamak karena hajat berdasarkan dzahir hadis tersebut. Sebab, 


2 Ibnu @udamah, al-Mughni, (Digital Library, al-Maktabah al- 
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), IV/56. | 

23 Imam Nawawi, Syarh al-Nawawi., 1/315. 

4 Muhammad Lubabul Mubahitsin, Menjama' Shalat, h. 4. 
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makna lahiriah hadis tersebut memang menjamak shalat, dan 
ketika Ibn “Abbas ditanya mengapa Nabi berbuat demikian, beliau 
menjawab: untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan.? 


Jawaban jumhur yang menakwil hadis tersebut dengan 
jamak shuri, tidak seratus persen bisa diterima. Syaikh Mahmud 
Syaltut dan Syaikh Muhammad “Ali al-Syayis, juga berpendapat 
yang intinya bahwa takwilan tersebut kurang sejalan dengan 
penjelasan Ibn “Abbas. Alasannya, jamak shuri lebih sulit 
dilakukan daripada shalat di awal waktu, sebab kita akan kesulitan 
dalam menentukan dan mengincar akhir dan awal waktu dari 
dua shalat.2 


D. Penutup 


Syari'at Islam cukup bijak dalam membebankan suatu 
kewajiban kepada orang mukallaf, kondisi dan situasi tertentu yang 
memberatkan dalam melaksanakan sebuah kewajiban bisa menjadi 
sebab diberikannya rukhshah. Udzur tertentu yang mendesak bisa 
menjadi sebab diperbolehkannya seorang mukallaf untuk menjama' 
shalat. Bahkan Imam Nawawi dari madzhab Syafr'i, Ibnu Sirin, 
Asyhab dari kalangan mazhab Maliki, serta dari kalangan umala 
kontemporer seperti Ali Jum'ah berpendapat tentang bolehnya 
menjama' shalat karena ada hajat atau keperluan yang mendesak, 
dengan syarat hal itu tidak dijadikan kebiasaan yang dapat menjadi 
tindakan yang menggampangkan ajaran agama. Meskipun 
demikian, mengambil pendapat jumhur akan lebih bijak, karena 
keluar dari khilaf merupakan hal yang baik. Kontroversi dari 
kalangan ulama tersebut menjadi bahan pemikiran dan di satu sisi 
bisa menjadi dasar bagi kita untuk mengikuti salah satu pendapat 
mereka, namun demikian kita harus mengetahui landasan dan 
alasan pendapat dan pemikiran mereka. 


25 Tbid. 
20 Tbid. 
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HUKUM PERNIKAHAN LINTAS 
AGAMA DI INDONESIA 


A. Pendahuluan 


Indonesia adalah negara yang memberikan jaminan bagi 
setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agama dan 
kepercayaannya masing-masing. Secara kalkulatif, agama yang 
diizinkan atau diakui oleh negara mencakup lima agama, yaitu 
Islam, Kristen, Kristen Protestan, Hindu dan Budha.' Yang menarik 
dari agama-agama tersebut berkaitan dengan masalah perkawinan, 
adalah kenyataan bahwa semua agama-agama yang ada tersebut 
ternyata menganjurkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa 
perkawinan adalah merupakan persoalan yang sangat penting, 
sehingga ia perlu diatur secara jelas dan seksama, agar tidak 
menimbulkan akibat-akibat yang justru pada akhirnya bersifat 
kontraproduktif. Karena itu pula, tidak mengherankan kiranya, bila 
kemudian ada banyak sekali aturan dan tradisi yang berkembang 
seputar masalah perkawinan. 


' Pengakuan terhadap lima agama ini terdapat dalam UU No. 
1 /PNPS/1965 dan PENPRES No. 1/1964, yang menyebutkan bahwa di 
Indonesia hanya diakui lima agama, yaitu, Islam Katholik, Protestan, Hindu, 
dan Budha. Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, kepercayan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak merupakan agama. 
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Pengakuan terhadap lima agama tersebut rupanya 
menimbulkan problema, baik antar intern pemeluk agama, 
antara pemeluk agama yang berbeda, maupun antara pemeluk 
agama dengan pemerintah.? Dalam kerangka berpikir pluralisme, 
pemeluk masing-masing agama tersebut hendaknya selalu berusaha 
menciptakan suasana yang kondusif dalam bingkai kerukuknan 
dalam keragaman agama. 


Salah satu agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara 
adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun 
kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat 
beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan 
keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, 
termasuk di dalamnya kerukuanan lintas agama dan kerukunan 


hidup beragama. 


Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk 
(pluralistic society). Pluralisme bangsa kita ini sesungguhnya dapat 
dipandang sebagai berkah, karena kemajemukan itu sendiri selain 
dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan, sebenarnya juga 
berpotensi sebagai sumber kekuatan manakala potensi itu dapat 
dikelola dan dikembangkan ke arah percepatan pencapaian 
kesejahteraan dan persatuan bangsa. 


Dengan struktur masyarakat yang sangat komplek 
dan plural ini, adanya pernikahan lintas agama bisa dikatakan 
merupakan suatu keniscayaan. Hal ini dapat dilihat dari realitas 
yang ada, yang menunjukkan banyaknya pernikahan antara pria/ 
wanita Islam dengan non muslim. Melihat fakta yang demikian 
inilah, perlu kiranya untuk membahas hukum perkawinan lintas 
agama ini dalam perspektif Islam sebagai sebuah agama yang 
dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. 


Berkaitan dengan pembahasan dari sudut pandang Islam, 
penulis akan membahas bagaimana hukum perkawinan lintas 


2 Aksin Wijaya, Menggugat otentitas Wahyu Tuhan, (Yogyakarta: 
Safiria Insani Press, 2004), h. 203. 
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agama menurut figh Islam? Agar pembahasan tersebut lebih 
komprehensif, maka sebelum masuk ke pambahasan kawin lintas 
agama, perlu juga kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu 
bagaimana sebenarnya persoalan kawin lintas agama dalam 
realitas masyarakat dan bagaimana bila ditinjau dari perspektif 
hukum positif Indonesia? Tulisan ini akan menjawab pertanyaan- 
pertanyaan di atas. Pembahasan dalam tulisan ini bersifat desriptif 
kualitatif yang berasal dari data kepustakaan. 


B. Pernikahan Lintas Agama dalam Realitas Masyarakat 
Indonesia 


Perkawinan (pernikahan) merupakan sarana untuk 
melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai tugas 
kekhalifahan untuk memakmurkan bumi. ' Selain itu, pernikahan 
juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, 
penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa al- 
rahmah)4 Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang 
telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Oleh karena itu, 
Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah 
perkawinan ini, termasuk pernikahan antar umat yang berbeda 
agama atau pernikahan lintas agama. 


Pernikahan lintas agama yang dimaksud adalah pernikahan 
yang dilakukan antara seseorang yang beragama Islam (Muslim atau 
Muslimah) dengan orang non-Muslim, baik itu yang dikategorikan 
sebagai orang musyrik maupun ahli kitab. Masalah pernikahan lintas 
agama ini selalu menjadi bahan pedebatan di kalangan ulama.” Hal 


3 Lihat surat Al-Bagarah ayat 30: Al-Naml ayat 62, Al-A'raf: 29 dan 
surat Sad ayat 26. 

# OS Al-Nahl ayat 72 dan OS Al-Rum ayat 21. 

$ Pada prinsipnya pandangan ulama mengenai pernikahan lintas 
agama ini terbagi menjadi tiga pendapat. Pertama, melarang secara mutlak 
pernikahan antara muslim dengan non-muslim, baik yang dikategorikan 
musyrik maupun ahl al-kitab. Larangan itu berlaku bagi perempuan 
maupun laki-laki. Kedua, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama 
membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan 
no-muslim dari keloompok ahl al-kitab. Tetapi perempuan muslim tidak 
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ini disebabkan oleh adanya perbedaan perspektif dalam memahami 
ayat-ayat atau teks-teks agama yang melarang pernikahan orang 
muslim dengan dengan orang musyrik. 


Meskipun sebenarnya pernikahan lintas agama ini tidak 
diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perudang-undangan, 
khususnya KHI, namun fenomena semacam ini terus berkembang.” 
Kita bisa melihat baik dari media masa maupun media elektronik, 
banyak sekali selebritis yang melakukan pernikahan dengan 
pasangan yang tidak seagama. Sebagai contoh, Jamal Mirdad yang 
Muslim, menikah dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen, 
Nurul Arifin (Muslimah) dengan Mayong (Katholik): Ina Indayatai 
(Muslimah) menikah dengan Jeremy Thomas yang beragama 
Kristen Frans Lingua (Kristen) menikah dengan Amara (Islam), 
Yuni Shara (Muslimah) menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), 
Ari Sigit (Muslim) menikah dengan Rica Callebaut (Kristen): Ari 
Sihasale (Kristen) menikahi Nia Zulkarnain yang beragama Islam. 
Pernikahan Deddy Corbuzier yang beragama Katolik dengan 
Kalina yang beragama Islam. Selain itu, tentunya masih sangat 
banyak peristiwa semacam ini yang tidak terdeteksi oleh media. 


boleh menikah dengan laki-laki non-muslim walaupun tergolong ahl al- 
kitab. Ketiga, membolehkan pernikahan antara muslim dengan non-muslim 
yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan muslim. (Salahuddin Wahid, 
Perkawian Agama dan Negara, Republika Jumat, 1 april 2005, h. 2.) Namun 
pendapat ini kemudian ditanggapi oleh Adian Husaini dalam artikelnya 
berjudul “Pernikahan Lintas Agama” yang dimuat di harian Republika Jumat, 
15 April 2005. Adian menyatakan bahwa pernyataan Salahuddin Wahid di 
atas tidak tepat. Menurut Adian, tidak ada ulama yang membolehkan wanita 
muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Sayyid Sabig, dalam Figih 
Sunnah, menegaskan bahwa semua ulama bersepakat tentang haramnya 
pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Sepanjang 
sejarah Islam tidak ada perbedaan mengenai hal ini. 

5 Nurnyamin Aini dalam tesisnya di Flinders University, Australia. 
Dalam penelitian itu, Nurnyamin Aini, menjadikan masyarakat Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagai sampel penelitian. Dan dari data penelitian 
ini ditemukan bahwa jumlah pernikahan lintas agama di DIY mengalami 
Auktuasi. Pada tahun 1980 paling tidak ada 15 kasus pernikahan beda agama 
dari 1000 kasus pernikahan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 
kasus dan pada tahun 2000 menurun menjadi 12 kasus. Lihat Nurnyamin 
Aini, dalam Ahmad Nurcholis, Memoar Cintaku, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 
h. 222. 
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Umumnya, selain undang-undang yang berlaku di 
Indonesia, ajaran agama ternyata sedikit banyaknya juga 
menjadi “penghalang” pernikahan tersebut. Sehingga di antara 
mereka sebagian besar berinisiatif melakukan perkawinan di luar 
negeri,' atau cara lain," yaitu mengadakan perkawinan menurut 
agama kedua belah pihak. Selain itu, banyak juga pasangan 
yang melaksanakan akad perkawinan lintas agama di Kantor 
Catatan Sipil. Namun pihak-pihak yang akan melaksanakan akad 
harus membawa surat dispensasi dari Pegawai Pencatat Nikah 
atau dari Departemen Agama.” Cara-cara ini dilakukan karena 
undang-undang negara kita tidak memperbolehkan pernikahan 
lintas agama. 


Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) 
menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan 
Bab VI KHI tentang larangan kawin, Pasal 40 ayat (c). Pasal itu 
berbunyi bahwa “seorang laki-laki Muslim tidak diperbolehkan 


7 Dalam perspektif hukum perdata Internasional, beberapa bentuk 
perkawinan jenis ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai penyelundupan 
hukum (Fraudulent Creation of Point of Contraci). Penyelundupan hukum 
dikatakan terjadi, bilamana ada seorang atau suatu pihak telah melakukan 
cara yang tidak wajar untuk mendapatkan berlakunya hukum asing, 
dengan maksud untuk menghindari pemakaian hukum nasional. Tujuan 
perbuatan tersebut adalah untuk menghindarkan suatu akibat hukum 
tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat 
hukum yang dikehendaki. Perkawinan lintas agama yang dilakukan di luar 
negeri dikatakan bisa dikategorikan sebagai penyelundupan hukum karena 
perkawinan tersebut biasanya bertujuan untuk menghindari hukum nasional. 
Perkawinan lintas agama dengan cara ini sebenarnya bisa menimbulkan 
kerumitan, terutama dalam hubungannya dengan penyelesaian persoalan 
akibat-akibat hukum yang timbul setelahnya, seperti penentuan hukum 
mana yang akan digunakan ketika akan bercerai. 

$ Ada beberapa model pelaksanaan pernikahn lintas agama, yaitu, 
pertama, salah satu pihak beralih agama mengikuti agama pasangannya. 
Kedua, salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pasangannya. 
Ketiga, pernikahan hanya dilaksanakn di Kantor Catatan Sipil. (O. S. Eoh., 
Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2001), h. 127-147. 

? Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, 
(Bandung: Pionir Jaya, 1986), h. 37-38. | 
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mengawini perempuan yang tidak beragama Islam”. Sebagai penguat 
pasal tersebut, fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 
menyatakan bahwa perkawinan lintas agama adalah tidak sah. Pada 
dasarnya peraturan-peraturan ini dan juga fatwa MUI tidak dapat 
mencegah atau menjawab realitas yang berkembang di masyarakat, 
apalagi dengan kenyataan pluralitas dan kemajemukan masyarakat 
Indonesia. Buktinya, fenomena pernikahan lintas agama semakin 
banyak ditemukan. 


Dalam prakteknya, kantor catatan sipil ternyata mau 
melaksanakan perkawinan antar agama,'? meskipun ada beberapa 
ketentuan yang secara implisit tidak mengizinkannya. Kantor 
Catatan Sipil mau melaksanakan proses pernikahan ini karena 
Kantor Departemen Agama tidak mau melaksanakannya, 
mengingat belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam 
tentang halal tidaknya perkawinan antar agama. 


Pertimbangan catatan sipil untuk melaksanakan perkawinan 
antar agama hanyalah berdasarkan kebijaksanaan yang mereka 
ambil sendiri, dengan dasar pemikiran “dari pada mereka hidup 
bersama diluar perkawinan, lebih baik catatan sipil meresmikanya 
saja”. Dan memang kenyataanya sampai sekarang belum pernah 
ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan 
tidak sah perkawinan antar agama yang dilakukan di Kantor 
Catatan Sipil tersebut. 


Kenyataan dalam praktik, masyarakat juga beranggapan 
bahwa perkawinan yang dialkukan di Kantor Catatan Sipil 
sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawianan 
menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada 


19 Sebenarnya tindakan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mau 
melaksanakan pernikahan lintas agama ini melanggar Keputusan Presiden 
No. 12 tahun 1983. Namun demikian KCS yang melaksankannya 
juga mempunyai landasan yuridis, yaitu pasal 20 UU Perkawinan yang 
menetapkan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan melangsungkan atau 
membantu melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, pasal 21 menetapkan 
bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan akan melangsungkan perkawinan 
kalau diperintah oleh Pengadilan. 
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kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka 
hanyalah menyangkut hukum agamanya saja. 


Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam 
pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1975, untuk dapat 
melangsungkan perkawinan antar agama biasanya yang menjadi 
masalah adalah untuk mendapatkan “surat keterangan agama” bagi 
orang-orang yang hendak melakukan perkawinan antar agama 
yang dilarang oleh agamanya. 


Bagi wanita Islam yang mau kawin dengan pria bukan 
Islam, dalam praktek tidak pernah mendapat surat keterangan 
ataupun dispensasi dari pegawai pegawai Pencatat Nikah di Kantor 
Departemen Agama, sehingga jalan satu-satunya bagi wanita Islam 
tersebut adalah mengajukan keberatan untuk meminta putusan. 
Berdasarkan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang No. 1/1974 dan pasal 
18 Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975, orang tersebut 
dapat menjadikan surat tolakan dari Departemen Agama sebagai 
dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama 
yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila ternyata penolakan 
itu tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan 
keputusan sebagai pengganti surat keterangan tersebut." 


Bagi pria Islam, dapat tidaknya ia memperoleh surat 
keterangan agama tersebut, tergantung kepada pendapat/ 
pandangan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu 
mengenai diperbolehkan atau tidaknya pria Islam menikah dengan 
wanita bukan Islam. Apabila Pegawai Pencatat Nikah menolaknya, 
bagi pria Islam juga jalan satu-satunya adalah menjadikan surat 
tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada 
Peradilan Agama.'? 


1 Rusli dan R. Tama, Perkawinan, h. 37-38. 
2 Jhid, h. 38. 
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C. Sekilas Tentang Pernikahan Lintas Agama dalam 
Hukum Positif Indonesia 


Berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 
merupakan capaian cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia 
untuk mempunyai sebuah undang-undang yang mengatur tentang 
perkawinan secara nasional. Namun, dalam undang-undang 
tersebut ternyata tidak ada pasal yang secara tegas mengatur 
perkawinan antara orang yang berbeda agama, sehingga hal ini 
berarti bahwa baik secara resmi maupun secara implisit, perkawinan 
antar agama belum ada undang-undang yang mengaturnya secara 
yuridis. 

Dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1/1974, penjelasan, 
dan juga peraturan pelaksanaanya (Peraturan Pemerintah No. 
9/1975), kita memang tidak menemukan ketentuan yang 
mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan antar agama. 
Lalu bagaimana sikap Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 
tersebut mengenai kawin lintas agama, dalam artian, apakah ia 
memperbolehkan atau melarangnya. 


Untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya ada dua pasal 
yang dapat dijadikan pertimbangan: 

Pertama, pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan 
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini berarti 
undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama 
untuk menentukan cara, syarat, rukun, dan hal-hal lain yang 
berkaitan dengan pernikahan tersebut, di samping adanya hal-hal 
tertentu yang telah ditentukan negara. 


Kedua, pasal 8 (f) Undang-undang No. 1 /1974 menyatakan 
bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai 
hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 
dilarang kawin. 


8 Ibid., h. 16. 
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Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di 
samping adanya ketentuan-ketentuan khusus yang secara tegas 
disebutkan dalam UU No. 1/19744 dan peraturan-peraturan 
lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum 
masing-masing agamanya. Ternyata dalam undang-undang 
tersebut tidak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur 
kawin lintas agama, sehingga undang-undang ini pada prinsipnya 
tidak melarang pernikahan lintas agama, hanya saja dilarang atau 
diperbolehkannya pernikahan lintas agama ini diserahkan pada 
hukum agama." 


Selain UU No. 1/1974 ini juga ada Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) yang juga menatur masalah hukum keluarga. Bab II pasal 
4 KHI menganggap absahnya perkawinan hanya jika di antara 
kedua mempelai menganut satu agama, khususnya agama Islam. 
Bahwa perkawinan beda agama dipandang tidak sah menurut figih 
Indonesia, hal ini tercatat dalam bab VI, larangan kawin, pasal 40 
ayat (c). Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa laki-laki muslim 
tidak boleh mengawini wanita non-muslim, dan sebaliknya, 
wanita muslimah tidak boleh kawin dengan pria non-muslim. 


Kompilasi Hukum Islam pasal 40 (c) dan pasal 44 juga 
secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara 
laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim 
dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum 
Islam menyatakan sebagai berikut: 


“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita karena keadaan tertentu, (a) karena wanita yang 
bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain: (b) 
seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria 
laing G seorang wanita yang tidak beragama Islam”. 


4 Contohnya adalah Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang sampai 
sekarang ternyata menimbulkan berbagai penafsiran dalam masyarakat. Ada 
yang memahaminya sebagai alternatif dan ada yang memahaminya sebagai 
komulatif. Perbedaan ini menimbulkan banyak orang yang menikah di 
bawah tangan. (lihat Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, Tafsir 
Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme, (Jakarta: 
Kapal Perempuan, 2004), h. 34). 

5 Rusli dan R. Tama, Perkawinan, h. 18. 
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Sedangkan pasal 44 menyatakan “Seorang wanita Islam 
dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang 
tidak beragama Islam”. 


Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai 
berikut: 

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari 
suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami 
atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan 
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 
perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan 
Perundang-undangan. 


Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang 
pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak 
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun 
peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan 
perkawinan beda agama. 


D. Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Hukum 
Islam 


Sebelum membahas lebih dalam tentang hukum pernikahan 
lintas agama menurut figh, terlebih dahulu penulis paparkan Ayat- 
ayat yang berkaitan dengan masalah ini antara lain: 


1. Surat Al-Bagarah ayat 221: 
Hn 22 Id 70 8 C3 3 tg z3 z5 .£ Tara NA aa T- 
B3 SEA 3 Ia Kaya KAN Gay Ga SEN NASA V3 
IA 90 G 74 Mera TX 2g Ge 2 ENI ag be 
Dad yA Ho UAY IA 9 Varago XS pisa! (HS V3 me 
Bgn PAS aL TO AB Pe IG LO An Mn aa, AK 
sana Pa KAI ON pen ang JUN ILK AMI SKA 35 
La gn pai s Age Bu 
(ob BAG AI AI ae 53 
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 


wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
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sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 
dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak 
ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin- 
Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) 
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 


Surat Al-Mumtahanah ayat 10: 


ISO GAS LK CA IL LA 2 36 


— P 25 Pa 
s Sea al Gaya Dea PAI — Isl | ala & Ya 1 Ek 


par AT Smp ae KP 


5 2 SA 5 Kl BIA dhan 
an Mana 


22 Nara Ga sa 1 

2 NE 3 
He 16 TO, PAR 2.0 
35 Iaal G ed je HN Gas yA 


OA 


“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu “ji 
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan merekaj 
maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman 
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) 
orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan 
orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah 
kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan 
tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka 
maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) 
dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar 
yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang 
telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di 
antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 


Surat Al-Maidah Na 5 
PA A22 2024 £ Go $ - 2 yaa £ -... 
aga J- Si ips Sai Sai Eat S3 Je 2 


20 02 A (PI z8, c 2» - 5 a7e ke G 
3 ya 2 24 Gal! ea) EL, SAN Ga a SELAN, - 

3 Sa (Aa Y5 Irotaa Ke pa 23 ae Pen Ai (3) 
AK Ab IR 5 — a— 
Ori saia AE ES IA AL AKG 

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 
orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan 
kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita 
yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan 
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 
diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 


Ae LX PAN Oa? 
Ps 


AA Ac Cle- Y, (per u 


Kajian Fikih Kontemporer 


264 | Imam Mustofa 


mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 
tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 
amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” 
Berangkat dari ayat-ayat di atas, ada tiga hal yang harus 
jelas sebelum menjadikannya dalil tentang pernikahan lintas agama 
dalam perspektif hukum Islam. Pertama, adalah tentang konsep ahli 


kitab. Kedua, tentang konsep musyrik." Ketiga, tentang konsep 
kafir. 


1. Konsep Ahli kitab 
Al-Guran sebagai kitab yang hadir dalam sejarah 


perkembangan umat manusia mencatat adanya hubungan yang 
intens antara Islam dan komunitas yang disebut dengan ahli kitab 
yang berlangsung di zaman Nabi. Pada kenyataannya, konsep 
tentang ahli kitab ini selalu berkembang.” Pada masa Nabi, ahli 
kitab sering dikaitkan hanya kepada agama Yahudi dan Nasrani, 
karena pada masa itu, Nabi Muhammad hanya berinteraksi 
dengan dua agama besar itu. Namun setelah zaman berkembang, 
ada beberapa kalangan yang mereinterpretasikan term ahli kitab 
secara lebih luas. 


Istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas 
ahli kitab setidaknya ada delapan istilah: ahl al-Kitab,'" alladzina utu 


' Abdul Mogsith Ghazali, dalam sebuah diskusi tentang fatwa NU 
mengenai sesatnya JIL yang dilaksanakan di Universitas Wahid Hasyim, 
Semarang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004. (http://islamlib.com/ 
id/index.php?page-article&id-784. 25/04/2005) 

7 Hamim Ilyas, Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga: Pandangan Muslim 
Modernis terhadap Keselamatan Non-Muslim, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 
2005), h. 57. 

$ Di dalam Al-@uran istilah ini dijumpai ada 31 dan tersebar di 
sembilan surat, yaitu: Surat Alu Imran, 3: 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 
110, 113 dan 199: surat Al-Maidah, 5: 15, 19, 65, 68 dan 77: surat Al-Nisa', 
4: 123, 153, 159 dan 171: surat Al-Bagarah, 2: 105 dan 109: surat Al-Hasyr: 
59: 2, dan 11: Al-Bayyinah, 98: 1 dan 6, surat Al-Ankabut, 29: 46: surat Al- 
Ahzab, 33: 26 dan surat Al-Hadid, 57: 29. 
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al-Kitab,'” al-ladzina ataina hum al-Kitab?/al-ladzina utu nassiban 
min al-Kitab?' alladzina yagraun al-Kitab,? al-ladzina utul al-Ilm,? 
alladzina utul al-ilm wa al-iman dan ahl aldzikr.?? Sedangkan 
istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok yang 
popular menjadi eksponennya (Yahudi dan Kristen) ada enam: 


bani israil, al-yahud, alladzina hadu, hud, al-nasara dan ahl al-injil?s 


Secara bahasa, ahli kitab adalah orang-orang yang 
mempunyai kitab. Artinya orang-orang yang mengikuti kitab 
suci yang diturunkan kepada salah seorang nabi. Secara singkat, 
ahli kitab bisa diartikan orang yang mempercayai salah satu nabi 
dan percaya kepada kitab suci, baik Yahudi maupun Nasrani.” 


Berangkat dari kenyataan tersebut, menurut Kamal tidak 
ada larangan menikah dengan kaum agama lain, yang dalam 
konteks Indonesia adalah agama Hindu, Budha, Kristen dan 
Protestan, dengan alasan karena mereka juga mempunyai kitab 
suci yang berisi pesan moral dan menjadi pegangan hidup. 
Adapun tentang penyimpangan atau amandemen terhadap kitab- 
kitab tersebut, maka hal ini tidak bisa menghapus status ahli kitab 
mereka. Kontributor JIL ini beralasan bahwa orang Yahudi dan 
Nasrani sudah melakukan penyimpangan terhadap kitab mereka 
semenjak abad ke empat masehi. Jadi kitab suci mereka sebenarnya 


1 Istilah ini dugunakan sebanyak 18 kali dan tersebar di 8 surat, 
yaitu Surat Alu Imran, 3: 19, 20, 100, 182, dan 187, surat Al-bagarah, 2: 101, 
144 dan 145: surat Al-Maidah, 5: 5 (dua kali) dan 57: surat Al-taubah, 9: 29, 
dan surat Al-Hadid, 57: 16. 

20 Istilah ini digunakan sebanyak 6 kali, yaitu surat Al-An'am, 6: 
20 dan 114: surat Al-bagarah, 2: 121 dan 146, surat Al-Gashash, 28: 52 dan 
surat Al-Ankabut, 29: 47. 

2 Al-@uran menggunakan istilah ini sebanyak 3 kali, yaitu surat 
Al-Nisa”, 4: 44 dan 51: dan surat Alu-Imran 3: 23. 

2 OS. Yunus, 10: 94. 

23 OS. Al-Isra”, 17: 10. 

24 OS. Al-Rum, 30: 56. 

2 Istilah ini ditemukan dalam dua surat, yaitu surat Al-Nahl, 16: 43 
dan Al-Anbiya', 21: 7. 

2 Hamim Ilyas. Ibid.. h. 58. 

2 Zainun Kamal dalam Luthf Asyaukanie, (penyunting), Wajah 
Islam Liberal di Indonesia, (Jakarta: Teater Utan Kayu (TUK) 2002). 
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sudah mengalami perubahan sejak sebelum Islam muncul pada 
abad ke tujuh masehi. Pada waktu awal turunnya Al-Ouran, telah 
dikatakan bahwa orang Nasrani percaya kepada trinitas. Namun 
demikian, Al-Ouran ternyata tetap meminta umat Islam untuk 
percaya kepada ahli kitab, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
meskipun sudah menyimpang, mereka tetap disebut sebagai ahli 
kitab, dan tidak ada perbedaan substansial dalam istilah ahli kitab 
pada masa nabi dengan sekarang, karena mereka tetap percaya 
kepada nabi-nabi dan kitab suci. Dengan demikian, maka tidak 
ada larangan untuk menikahi mereka. Dalam surat al-Maidah ayat 
5 secara gath'i disebutkan kehalalan menikah dengan perempuan 
ahli kitab. Banyak dari kalangan sahabat yang juga menikahi ahli 
kitab, seperti yang telah dilakukan Utsman dan Thalhah yang 
menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani.? 


Ulama sepakat bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi 
dan Nasrani. Namun ulama berbeda pendapat tentang rincian dan 
cakupan istilah tersebut. Uraian hal ini paling banyak dikemukakan 
oleh pakar-pakar tafsir Al-Ouran ketika mereka menafsirkan surat 
Al-Maidah ayat 5 yang menguraikan izin memakan sembelihan 
ahli kitab, dan mengawini wanita-wanita yang memelihara 
kehormatannya. 


Al-Maududi, seorang pakar agama Islam kontemporer, 
sebagaimana dikutip Ouraisy Shihab menulis perbedaan pendapat 
para ulama tentang cakupan makna ahli kitab sebagai berikut: 


“Imam Syafhi berpendapat bahwa ahli kitab hanya terbatas pada 
orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil saja. Sedangkan 
dari bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani 
tidak termasuk ahli kitab. Alasannya, karena nabi Musa dan Isa hanya 
diutus khusus kepada Bani Israil saja, bukan kepada bangsa-bangsa 
lainnya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar 
hukum lainnya menyatakan bahwa siapa saja yang mempercayai salah 
seorang nabi, atau kitab yang diturunkan Allah, maka ia termasuk 
ahli kitab. Sehingga ahli kitab tidak hanya terbatas pada kelompok 
penganut agama Yahudi atau Nasrani. Bila ada orang yang hanya 
percaya kepada Suhuf nabi Ibrahim as. atau kitab Zabur saja, maka 


28 Tbid. 
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ia juga termasuk ahli kitab. Bahkan di antara ulama salaf ada yang 
berpendapat bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat 
diduga sebagai kitab samawi, seperti halnya orang-orang Majusi, 


dapat disebut ahli kitab.? 


Pendapat sebagian ulama salaf ini kemudian diperluas oleh 
sementara kalangan mujtahid kontemporer, sehingga mencakup 
pula penganut agama Budha dan Hindu. Dengan demikian, maka 
wanita-wanita mereka pun boleh dikawini oleh pria Muslim, 
karena mereka juga diberikan kitab suci (samawi).” 


Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa ahli kitab adalah 
Yahudi dan Nasrani, dan kebolehan kawin dengan perempuan- 
perempuan mereka hanyalah bagi mereka yang berada di bawah 
perlindungan di bawah pemerintahan Islam (Darul Islam) dan 
bukan yang tinggal di luar pemerintahan Islam dan dalam 
permusuhan. Sementara sahabat Abdullah bin Umar memiliki 
pendapat lain. Beliau secara tegas melarang perkawinan seorang 
pria Muslim dengan dengan wanita ahli kitab dengan argumen 
bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Ia mengatakan “saya 
tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan orang 
yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu seorang dari 
hamba-hamba Allah” 3' 


Imam Malik dalam kitabnya al-Muwata' bab Zakat, hadis 
ke-42, meriwayatkan sebuah hadis nabi tentang penganut agama 
Majusi, “Perlakukanlah mereka sama seperti perlakuan terhadap ahli 
kitab”, dan sementara ulama menyisipkan tambahan redaksi, 
“tanpa memakan sembelihan mereka, dan Juga tidak mengawini 
wanita mereka.” Karena itu, menurut Rasyid Ridha, pengecualian 
tidak halal sembelihan mereka dan menikahi perempuan mereka, 
tidaklah benar menurut penjelasan ahli hadis dan pakar-pakar 
hukum Islam.? 

2 Lihat Muhammad Ouraish Shihab, Wawasan Al-Guran, (Bandung: 
Mizan, 2000), h. 367. 

30 Tbid. 

AW Jhid, h. 369. 


2 Muhammad Abduh & Rasyid Rida, Tafsir Al-Manar, (Beirut: Dar 
al-Ma'arif, Tt), VI/193. 
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Menurut penelitian Ouraish shihab, sebagian ulama 
menilai hadis tersebut beratatus mursal, yakni sahabat Nabi 
yang mendengar atau menerima hadis tersebut dari Rasul tidak 
disebutkan dalam rentetan transmisi riwayatnya. Jika penilaian ini 
benar, maka hadis tersebut menurut sementara pakar tidak dapat 
dijadikan argumentasi keagamaan. 


Dalam kitab Tafsir al-Azim, Ibnu Katsir mengatakan 
bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (w. 860 M)— 
yang merupakan salah seorang pengikut Al-Syaf'i—dan Ahmad 
bin Hanbal, berpendapat bahwa kaum Muslim dapat menikmati 
makanan atau sembelihan orang-orang Majusi, juga mengawini 
perempuan-perempuan mereka. Demikian statemen Ibnu Katsir 
ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 5.5 


Ouraish Shihab dalam bukunya “Wawasan A-Ouran” 
memahami pengertian ahli kitab pada semua penganut agama 
Yahudi dan Nasrani, kapan pun, di mana pun, dan dari keturunan 
siapa pun mereka. Pendapat Ouraish Shihab ini berdasarkan 
penggunaan Al-Our'an terhadap istilah tersebut yang hanya 
terbatas pada dua golongan Yahudi dan Nasrani dan sebuah ayat 
dalam Al-Ouran Surat Al-An'am ayat 156: 


- GA PP na pe KA ae Dra AA 5 uM AL & 
ba or al US 0 ea k LIA TA 3 


(Kami turunkan Al-uran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: «Bahwa 

Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan 

sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.” 

Walaupun demikian, Ouraish Shihab masih dapat 
memahami pandangan yang menyatakan bahwa selain orang 
Yahudi dan Nasrani seperti penyembah berhala non-Arab dan 
sebagainya, walaupun tidak termasuk dalam kategori ahli kitab, 
tetapi dapat diperlakukan sama dengan ahli kitab.” 


8 Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Oursy al-Dimasygi, 
Tafsir al-Guran al'Azim, (Beirut: Dar al-Marrifah, 2004), h. 200. 
3 Muhammad Ouraish Shihab,Wawasan., h. 368-369. 
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Ulama modern seperti Rasyid Ridha, murid Muhammad 
Abduh, berpandangan bahwa Majusi, Sabian, Hindu 
(Brahmanisme), Budha, Konfucius, Shinto dan agama-agama lain 
dapat dikategorikan sebagai ahli kitab. Ridha menfatwakan bahwa 
laki-laki Muslim yang diharamkan oleh Allah menikah dengan 
perempuan-perempuan musyrik dalam surat Al-Bagarah ayat 221 
adalah perempuan musyrik masa dulu. Inilah pendapat mufassir 
Ibnu Jarir al-Thabari. Sedangkan orang-orang Majusi Sabiin, 
penyembah berhala di India, Cina, dan yang semacam mereka 
seperti orang-orang Jepang, adalah ahli kitab, yang (kitab mereka) 
mengandung paham monotheisme (tauhid) sampai sekarang. 
Karena itu halal untuk menikahi perempuan-perempuan mereka. 
Tidak disebutkannya agama-agama tersebut (kecuali majusi dan 
Shabiin) dalam Al-Guran, menurut Ridha, adalah karena orang- 
orang Arab sebagai komunitas pertama yang didatangai Al-Ouran, 
sama sekali tidak mengenal agama-agama itu, terutama disebabkan 
karena jauhnya jarak tempat. Untuk menguatkan pendapat ini 
Ridha mengutip ayat-ayat Al-Guran mengatakan bahwa tidak ada 
satu umat pun di zaman dahulu yang tidak didatangi oleh pemberi 
peringatan, yakni nabi dan rasul. Al-Guran menyebutkan bahwa 
Allah telah mengutus rasul, utusan untuk setiap golongan manusia, 
dalam surat An-Nahl ayat 36: 


Pa 
A2 LOL BEA ON Let TR Akon LN Har 2 200 LK 


3 Pa P5 
H3 Sya Ioi, An BEAN ATASAN J— 3 ia AA, 


LG SA Am 2 Tenate a- 2 2 350 2 25 
SS Iya Ep IK bina ALS ade SAS Sh tag SAN (ya 
PARA - 

DKI Ka 

“Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk 
menyerukan): «Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu», maka 

di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan 

ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. 


Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”. 


Kajian Fikih Kontemporer 


270 | Imam Mustofa 


Surat Yunus ayat 47: 


In 
LIL PNJ 2 Lon 2 A3 KOK LK NAS AKUN 
W BpAla VA bah LA Ga LAS AE IA AI, 

Tiap-tiap umat mempunyai rasuly maka apabila telah datang Rasul 

mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka 

(sedikitpun) tidak dianiaya. 

Allah juga menjelaskan bahwa setiap kaum mempunyai 
petunjuk jalan menuju kebenaran, seperti dalam surat Ar-Ra'd 
ayat 7: 

V2 LX Aa 


de 5 pe 
LA LK BG Ba an RAK 0 A 
VA 3 Sa Aa on KA ale IAI Va IS, 


“Orang-orang yang kafir berkata: “Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) suatu tanda (kebesaran) dari Tuhannya?” Sesungguhnya 

kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada 

orang yang memberi petunjuk.” 

Pandangan mayoritas ualama tidak memasukkan ahli kitab 
dalam kelompok yang dinamai musyrik, namun demikian, hal ini 
bukan berarti ada izin untuk pria ahli kitab untuk menikahi wanita 
Muslimah? Semua ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki- 
laki yang tidak beragama Islam dengan perempuan Muslimah 
adalah dilarang oleh ajaran Islam, dan hukumnya dalah haram. 
Artinya ulama sudah bersepakat (ijma”) tentang ketidakbolehan 
pernikahan tersebut. Dengan demikian, jika ada ijtihad yang 
membolehkannya, maka menurut Garadawi pendapat dan ijtihad 
tersebut keliru dan tidak dibenarkan. Karena ijtihad tidak boleh 
bertentangan dengan kesepakatan ulama (ijma). 


Mengenai pernikahan pria muslim dengan perempuan ahli 
kitab, menurut Yusuf Garadawi,” pendapat yang terkuat adalah 
membolehkannya. Pembolehan ini berdasarkan surat Al-Maidah 


$ Muhammad Ouraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan 
Keserasian Al-Guran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 475. 

3 Lihat Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 
11/94. 

2 Yusuf al-Garadawi, Hadyu Al-Islam Fatawa Mwashirah, (Beirut: 
Dar Al-Fikr, 1988), 11/96-99. 
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ayat 5,” sebagaimana telah dikutip di atas. Hanya saja, untuk 
pembolehan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Wanita ahli kitab (kitabiyah) yang hendak dinikahi harus 
wanita terhormat yang selalu menjaga dan memelihara 
kesucian diri dari perbuatan zina (muhsanah). 

2. Perempuan kitabiyah tersebut harus benar-benar taat, 
menghormati dan berpegang teguh pada ajaran kitab 
sucinya. Selain itu, ia juga bukan wanita ateis dan murtad 
dari agamanya serta tidak menganut agama yang bukan 
agama samawi.” 

3. Perempuan kitabiyah tersebut bukan berasal dari kaum 
yang sedang bermusuhan atau terlibat peperangan dengan 
umat Islam." 


Pernikahan yang dilangsungkan tidak akan menimbulkan 
fitnah. Jika diduga kuat akan menimbulkan fitnah atau bahaya dan 
dampak negatif, maka berarti perkawinan tersebut bertentangan 
dengan salah satu prinsip agama Islam yaitu “tidak ada bahaya 
dan tidak pula membahayakan” (laa darara walaa dirara), sehingga 
menjadi terlarang. 


Menurut Wahbah al-Zuhaili pernikahan muslim atau 
muslimah dengan ahli kitab, pada dasarnya hal ini diperbolehkan 


88 Ada catatan dari Mahmud Syalatut yang harus diperhatikan tentang 
pembolehan pernikahan anatara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab 
ini. Pendapat ulama yang membolehkannay berdasarkan kaidah syari'ah 
yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan 
terhadap isteri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap 
keluarga dan anak-anak. (Mahmud Syalatut dalam @uraisy Syihab, Tafsir 
al-Mishbah, h. 198) 

? Persyaratan ini dipahami dari redaksi surat Al-Maidah ayat 5 di 
atas, yang menggunakan kata utu al- kitab (yang diberi al-kitab). Pengertian 
yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa yang dimaksud al-muhshanat 
adalah wanita-wanita terhormat yang selalu menjaga kesuciannya yang 
sangat menghormati dan mengagungkan Kitab suci. (Muhammad Ouraisy 
Shihab, Tafsir al-Mishbah, h. 198). 

0 Adanya persyaratan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat 
menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa al-rahmah, karena rasanya 
sulit untuk menciptakan keluarga semacam ini jika kaum atau golongan dari 


kedua belah pihak sedang bermusuhan. 
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karena adanya kesamaan dalam dasar-dasar agama, seperti 
pengenalan terhadap Tuhan, iman kepada rasul, adanya hari 
kiamat dan sebagainya. Hanya saja kalangan Syafr'iyah, Malikiyah 
dan Hanafiyah berpendapat bahwa pernikahan dengan ahli kitab 


hukumnya makruh."' 


Tidak sah pernikahan dengan ahli kitab setelah adanya 
perubahan kitab mereka. Al-Nawawi mengatakan: 


Sao lali 5 yee V Jak Ang Sob 2 ye 020 3 Jo yaa 
SS A3 IPL rd SIS HJ Coraadl Ellay (rela Un OT Ye il 
alay gl Jade Ja Vale pel aa V3 43 JL yag naked! Uya WII 
bg AAL AS Je deng SS gag F3 Mag HI Sola 

PSA aa SE BI ma HPN OY ob! Alay mela 


“Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, 
maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita merdeka mereka dan 
tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya, 
sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti muslim yang murtad. 
Pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang tidak mengetahui bahwa 
mereka memeluknya sebelum terjadinya perubahan atau sesudahnya, 
seperti Nasrani Bangsa Arab, seperti Tannukh, bani taglib dan bahra' 
maka tidak sah menikahi wanita merdeka mereka dan tidak pula boleh 
menyetubuhi para budak mereka dengan memilikinya. Karena hukum 
asal dalam masalah farji adalah haram, yang tidak bisa dihalalkan ketika 
terdapat keraguan.” 


Pemaparan di atas jelas menunjukkan bahwa ahli kitab 
saat ini sudah tidak murni, artinya pernikahan seorang muslim 
atau muslimah dengan non-muslim tidak sah, dan hukumnya 
haram. Dalam konteks Indonesia, orang muslim atau muslimah 
diharamkan menikah dengan orang yang beragama selain Islam. 


4 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Darul 
Fikr al-Mw'ashirah, 2002), IX/146. 

2 Yahya bin Syarf al-Nawawi, al-Majmn), (Digital Library, al- 
Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XVI/233, baca juga Abu Ishag 
al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), 11/438. | 
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2. Konsep Musyrik 


Al-Guran Al-Karim sebagai kitab suci yang berasal 
langsung dari Allah SWT memiliki banyak keistimewaan. 
Salah satunya adalah ketelitian pemilihan kosa kata dan redaksi 
kalimatnya. Pemilihan dan penempatan itu bukan suatu kebetulan, 
melainkan mengandung makna filsafat bahasa tersendiri. Dalam 
Al-Ouran, satu kosa kata atau kalimat yang dipilih hanya tertuju 
kepada makna atau hukum tertentu secara khusus dari kata atau 
kalimat itu. 


Ketelitian itu tampak pula dalam redaksi Al-Gur'an yang 
berhubungan dengan konsep musyrik. Secara cermat dan jelas, 
Al-Ouran membedakan pengertian antara musyrik dan ahi kitab.“ 
Dalam surat Al-Bagarah ayat 105, Allah SWT. Berfhrman: 


AK SISA GAN NG STT Jai de D3 II 


» »C & 
PP AL are TK megu Brg saia 2 A am 
Iban! 93 Wlg AL oya A5 Ha AN 5 Va 


Ka 


“Orang-orang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada 
menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. 
Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) 
rahmat-Nya (kenabian): dan Allah mempunyai karunia yang besar.” 


43 Abd al-Fatah Lasyin, Safat al-Kalimah: min Asrar al-Ta'bir fi al- 
Ouran, (Riyadh: Dar al-Marikh, 1983), h. 63. 

4 Di antara perbedaan antara orang musyrik dengan ahli kitab 
antara lain, orang musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya 
berbuat hianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat 
baik dan mencegahnya jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang 
dilakukannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, padahal ajaran- 
ajaran berhala ini berisi khurafat, sangkaan-sangkaan, lamunan-lamunan 
dan khayalan yang dibisikan setan. Sedangkan ahli kitab tidaklah berbeda 
jauh dengan orang mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah 
kepada-Nya, mengharamkan perbuatan jahat. Perbedaan besar yang 
hakiki antara keduanya adalah adalah mengenai keimanan pada kerasulan 
Muhammad SAW. Orang yang percaya kepada adanya kenabian, tidaklah 
akan perintang untuk percaya kepada kenabian Muhammad SAW. Sebagai 
penutup para nabi, kecuali karena kebodohanterhadap ajaran yang beliau 
bawa. ayid Sabig, Figih Sunnah, terj. (Bandung: PT. Al Ma'Arif, Tt), 
VI/158. 
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» Surat Sa Lp ayat 1, Allah juga menyebutkan: 
Kab IKA SGG ISI Ii BE Gl SI 
(Ora 25. 


“Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang mak 
(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) 
sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.” 


Pada kedua ayat di atas, Al-OGuran menggunakan kata 
penghubung “dan” (waw “atf) antara kata kafir ahl al-kitab dan 
kafir musyrik. Hal ini berarti kedua kata di atas mempunyai arti dan 
makna yang berbeda. Secara eksplisit Allah menjelaskan ahli kitab, 
bahwa kepercayaan mereka didasarkan pada perbuatan syirik, 
seperti kata mereka, dalam firman Allah: 


“ Surat Al-Maidah 17: 


Ia 3 SA Kail Al SL YG TN ar IA 


Ai ai Api TEE Ka ISS 


- 


£ 
SKA LI A3 Ht NG 25 9 KANG Sa 
Wa sb KS AA Et LES 3 


“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya 
Allah itu ialah Al masih putera Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah 
(gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia 
hendak membinasakan Al-Masih putera Maryam itu beserta ibunya 
dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?”. kepunyaan 
Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya, 
Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.” | 


» Surat Al-Maidah 73: 


5 Pi — Ag IL 2 AA LA Go e1 Pa 

SL YP ATI Ga KA RE SE Af IG ora Ai — 
Pa Tt 

2» X2 PIL — Ge g ne BA Gen AA — 

Ha NS AI GA aa CL IiS D ol Ih 


“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya 
Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan 
selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang 
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mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan 
ditimpa siksaan yang pedih.” 


» Surat At-Taubah 30: 


LA Fa GAN AE MIA TE 3g IE, 
9 an Ae a22 Ie y. x Leg 
pak Bek Lb dp 


“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang 

Nasrani berkata: “Al masih itu putera Allah”. Demikianlah itu ucapan 

mereka dengan mulut merekay mereka meniru perkataan orang-orang 

kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai 
berpaling?” 

Apa yang telah mereka katakan itu adalah perbuatan syirik, 
namun Al-Ouran sebagai wahyu yang datang langsung dari Allah 
telah memilih dan menempatkan kata dari istilah yang sangat tepat 
sekali. Allah tidak pernah menyebut mereka semuanya dengan 
kata musyrik sebagai panggilan dan istilah bagi mereka. Mereka 
tetap dipanggil Allah dengan sebutan ahli kitab. 


Hal pokok yang dapat dipahami dari ayat-ayat di atas adalah 
bahwa setiap perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung 
pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya Yahudi 
dan Nasrani yang telah melakukan perbuatan syirik, tidak disebut 
dan dipanggil oleh Allah dengan sebutan musyrik, namun tetap 
dipanggil dengan ahl al-kitab. Hal ini dapat dilihat dalam surat 
An-Nisa' ayat 171: 
2AA CO La SAN z2 LPG 
193925 9 ng BIA LN In 
GAN ae AP5 GT ian por GEN 

- AAL aa 2 0 

Ce al 3 an tega Aa R6 La en E dl 
sn Ke MA AT Eh 
Ca) Ye 4 An PAN MARET 

“Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, 


dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. 
Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan 
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(yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada 
Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu 
kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: 
“Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. 
Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari 

mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan- 
Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.” 


“ Surat Al-Maidah ayat 5: 


Kk. SA 2. 


Tn ISL s3 3 i uitaga 3 rata 2 e 
an aan GI Abs EL SI Ja AI 


, 
- - 


z0 02 4 (P3 PP 2. Hi 2 
A3 oa TESTI Ta SAT Ga SELEKSI Ia SEN, A 


PA Gasa . Penea 


023 $ aa Gaseh Ih Irena pe 2 MAS HN gama 1) 
Ot A3 R3 Ian Bank 
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 
orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan 
kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita 
yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan 
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 
diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 
tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 
amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi! 


» Surat Al-Imran ayat 64: 


32 G PL GE Inna en ML AL 2 Lp 04, 23 
A MISI K3, KS Jam A— II WS II Jae 33 
0G PN, Sa » CT G-— Sia . 24 rani 
Aro ob al os Pa ton Kesan Kadas Aa 35 


Mo) ma AGAN IA 
“Katakanlah: “Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 
sebagai Tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah 


kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)” 


Deskripsi di atas merupakan analogi yang cukup logis. 
Dapat pula kita kembangkan bahwa orang-orang Islam pun bisa 
melakukan perbuatan syirik—dan memang kenyataannya ada, 
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namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Sebab, 
sebagai konsekuensi logisnya, jika salah seorang suami-isteri dari 
keluarga Muslim sudah disebut musyrik, maka perkawinan mereka 
batal (/asakh) dengan sendirinya dan mereka wajib cerai, tapi 
kenyataan ini tidak pernah diterima. Betapa banyak terdapat dalam 
kenyataan hidup ini pada orang-orang beragama, termasuk orang- 
orang Muslim, melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan 
sehari-harinya. Kemusyrikan itu terlihat dari hrman Allah sebagai 


berikut: 
» Surat An-Nisa ayat 36: 


» Ae £ PAT 


SI S3 CL 0 ini tera 
AB LAN YA HA 5 JG KAA SA, 
MH LATA ) PA EKA AG In AN ah 
pe Ps ad 

O ee 
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib- 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 


Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
membangga-banggakan diri.” 


“ Surat Al-Jatsiyah ayat 23: 


Jan 233 pang aa Batan N LA —. ali - 
11 BA PA »— 

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang sn “3 an 
sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya 
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan 
tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya 
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu 
tidak mengambil pelajaran?” 

Artinya, orang yang mempertuhankan hawa nafsu, harta, 
kedudukan dan lain sebagainya, sesungguhnya telah melakukan 
perbuatan syirik. Menurut kaum liberal pelaku-pelaku syirik ini 
tidak dapat dikatakan sebagai kaum musyrik, maka dari itu tidak 
haram hukumnya mengawini mereka. Mereka berpandangan 
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bahwa firman Allah dalam surat al-Bagarah sebagaimana yang 
telah dikutip di atas yang selama ini menjadi dasar larangan 
pernikahan lintas agama, tidak berbicara dengan kemusyrikan 
semacam ini. Jadi setiap perbuatan syirik tidak secara langsung 
menjadikan pelakunya sebagai musyrik, tetapi sebaliknya setiap 
orang musyrik pasti melakukan perbuatan syirik. Oleh karena itu, 
sebagian muslim, khususnya kalangan liberal mengidentifikasi 
siapa sebenarnya yang dikategorikan oleh Al-@uran sebagai 
orang musyrik, yang kemudian haram dikawini oleh orang-orang 
Islam. Yang dikatakan musyrik menurut mereka bukan hanya 
mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu 
dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan 
ataupun yang masih asli: di samping tidak seorang nabi pun 
yang mereka percayai. Mereka memperkuat pendapat mereka 
dengan pandangan Muhammad Abduh yang dinukilkan oleh 
Rasyid Ridha, bahwa perempuan yang haram dikawini oleh laki- 
laki Muslim dalam surat al-Bagarah ayat 221 adalah perempuan 
musyrik Arab. 


Muhammad Ali al-Sabuni dalam kitab Rawai' al-Bayan 
Tafsir Ayat al-Ahkam min al-uran mengatakan, yang dimaksud 
dengan kata al-musyrikat dalam ayat ini adalah wanita-wanita 
penyembah berhala dan mereka tidak memeluk agama samawi.' 
Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa yang dimaksud  al- 
musyrikat dalam ayat tersebut adalah orang yang tidak beragama 
dan tidak mempunyai kitab samawi.” 


Zamaksari dalam kitabnya, al-Kasysyaf (2003) berpendapat 
bahwa yang dimaksud al-musyrikat dalam surat al-Bagarah ayat 
221 di atas mencakup ahli kitab. Sebagai dasarnya adalah firman 
Allah dalam surat Al-Taubah ayat 30-31: 


4 Muhammad Abduh & Rasyid ridha, Tafsir al-Manar,, V/193. 

16 Muhammad Ali al-Sabuni, Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam 
min al-Ouran, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), I. 

7 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasit, (Beirut: Dar al-Fikr al- 
Murasir, 2000), h. 118. 
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- A s1 2 2 2 TA 3 ra FN ar het par Sal - 165 
Aa an 40 a02 Na Ana 
IE oa NA — . FAN Fu Pe Pa 


NA LA DA aa 2 aa a KK GAsat KA AT TG 
LA AE Kai D Sa HA NS 


eter | -. IU SAI Ah Pn — Ha SA 
Or — IE Ke. TN V3 II 


pad 


“Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putera Allah” dan orang-orang 
Nasrani berkata: “Al-Masih itu putera Allah”. Demikianlah itu ucapan 
mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang 
kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai 
berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib 
mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) 
Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah 
Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. 
Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” 


Namun demikian, menurut Zamakhsari ayat 221 surat al- 
Bagarah di atas dinasakh dengan surat al-Maidah ayat 5: 


» 1 Sang Ka AS ai Salt na Mnganan ga ABG: Si 
Nae a sct 2 cai 


2 
26 


ye KAL PA GX AA Haa 
2 


Kera Ae KAS ya Hp 


BIT ., SA 

Ya alas Beam Mnc 
KA Ih &: 

Oa AA A3 repprap 

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 

orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan 

kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita 

yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan 

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang 

diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin 

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan 

tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir 

sesudah beriman (idak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 
amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi! 

Sedangkan menurut Mujahid, sebagaimana dikutip dalam 

kitab al-Tabari, kata al-musyrikat mencakup kaum musyrikin secara 

umum, baik di Mekah maupun di seluruh dunia, kecuali ahl al- 

kitab. Hal ini berbeda dengan pendapat Oatadah yang mengatakan 

bahwa kata al-musyrikat dalam ayat tersebut adalah kaum musyrik 


Arab yang tidak mempunyai kitab suci. Pendapat lain mengatakan 
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bahwa musyrikat dalam ayat ini berarti kaum musyrik, yaitu orang 
yang melakukan perbuatan syirik dengan menyembah berhala, 
baik orang Majusi atau kitabiyah. Namun menurut Gatadah, 
di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat adalah 
pendapat yang mengatakan bahwa musyrikat tidak mencakup ahl 
al-kitab, karena ayat tersebut secara lahir berlaku untuk umum, 
namun secara substansial berlaku khusus dan tidak ada satupun 
yang di-nasakh. 

Menurut al-Baidawi kata al-musyrikat dalam ayat tersebut 
berlaku secara umum, bahkan ahl al-kitab pun juga termasuk 
musyrik berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Taubah ayat 30- 
31. Hanya saja ayat ini di-takhsis dengan ayat 5 surat Al-Maidah. 
Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya, bahwa kata al-musyrikat dalam surat Al-Bagarah ayat 
221 tersebut berlaku umum (mencakup ahli kitab), namun ayat ini 
di-takhsis dengan surat Al-Maidah ayat 5 di atas. Demikian juga 
pendapat Thalhah, “Ikrimah, Sa'ad bin Jubair, Makhul, Hasan dan 
Al-Dahak. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa musyrikat 
berarti penyembah berhala. 


Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa tidak dihalalkan 
bagi seorang muslim menikah dengan wanita musyrik penyembah 
berhala atau wanita majusi, karena mereka tidak mempunyai kitab 
suci samawi yang dijadikan pegangan. Al-Zuhaili menyatakan: 


AI aan II Ag AN AS pAadl BL de ea ena Jaa V7 
Baookall 31 jd Leltag 01 gel Il WI II SIS Il PLS co Ll 
Ob YUL Bj Yo AU 3 gg K3 Cl Bolak yag AI As #Zyalati 9 
Je R3 3Il3 Kibot, KiledI 3 cina gen gl Tas gatdl Jia «da gkomadl 
kena yana (meal ah BI auto ag) LES Ld SUS ye CL GUYL 
PW Il3 J3 ya Ae 9 OI Lalat (san SES Y S| OWliaule A3) 

# Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir al-Tabari, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1999), h. 386-392. 

# Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Gursy al-Dimasygi, 


Tafsir al-Guran,, h. 200. 
5 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami, YX/143. 
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Berangkat dari pemaparan di atas, maka pernikahan seorang 
muslim atau muslimah dengan orang musyrik atau agama yang 
tidak mempunyai kitab samawi maka diharamkan. Tidak adanya 
keserasian dalam keyakinan akan menimbulkan guncangan, 
ketegangan atau bahkan perpecahan dalam keluarga, dan ini 
tentunya bertentangan dengan tujuan utama nikah sebagaimana 
dijelaskan dalam surat al-Rum ayat 21. 


Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas kita dapat 
mengambil kesimpulan bahwa menurut mereka, kata musyrik 
yang berarti orang musyrik adalah orang yang melakukan 
perbuatan syirik dengan menyembah berhala atau sejenisnya. 
Selain itu, orang tersebut tidak memeluk agama samawi atau tidak 
pula mempunyai kitab samawi. Pernikahan dengan kaum musyrik 
hukumnya jelas haram. 


3. Konsep Kafir 


Kata kafir (kufr) dari segi bahasa berarti menutupi. Istilah 
kafir (kafir) yang terulang sebanyak 525 kali dalam Al-Ouran, 
semuanya dirujukkan kepada arti “menutupi”, yaitu menutup- 
nutupi nikmat dan kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber 
kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran yang 
disampaikan melalui rasul-rasul-Nya. 


Kekafrran seperti halnya keimanan yang dimiliki oleh setiap 
orang beriman, yang tentunya memiliki tingkatan-tingkatan 
yang berbeda-beda. Karena itu ada beberapa jenis kekafiran yang 
disebutkan Al-@uran, di antaranya: 

1. Kafir (kufr) ingkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran 
terhadap eksistensi Tuhan, rasul-rasul-Nya dan seluruh 
ajaran yang mereka bawa. 

2. Kafir (kufr) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran 
terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaaan tahu bahwa 
apa yang diingkari itu adalah kebenaran. 

3. Kafir munafik (kufr) nifag, yaitu kekafiran yang mengakui 
Tuhan, Rasul dan ajarannya dengan lidah, tetapi 
mengingkarinya dengan hati, menampakkan iman dan 
menyembunyikan kekafiran 
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4. Kafir (kufr) syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan 
menjadikan sesuatu selain dari-Nya, sebagai sembahan, 
obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan 
harapan. Syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab 
perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga 
mengingkari nabi-nabi dan wahyu-Nya. 

5. Kafir (kufr) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan 
dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak 
diridhai-Nya. 

6. Kafir (kufr) murtad, yakni kembali menjadi kafir sesudah 
beriman atau keluar dari Islam. 

7. Kafir (kufr) Ahli Kitab, yakni non-muslim yang percaya 
kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan 
melalui nabi kepada mereka. 

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa karena 
ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang memperbolehkan 
nikah dengan ahlul kitab, maka ayat ini telah mengamandemen 
pelarangan menikah dengan orang kafir dan orang musyrik 
sebelumnya. Hal ini karena yang terakhir ini mempunyai otoritas 
untuk menganulir ketentuan yang ada sebelumnya. Baginya tidak 
bisa berlaku hukum sebaliknya, yaitu dua ayat yang sebelumnya 
akan menganulir hukum yang ada setelahnya. Itulah yang 
dimaksud di dalam kaidah ushul high la yajuzu tagaddumu al- 
nasikh “ala al-mansukh. Jadi yang me-nasakh itu selalu harus datang 
yang paling akhir. Berangkat dari asumsi ini, maka kesimpulan 
hukumnya pun menjadi boleh. Pendapat ini dapat ditemukan 
penjelasannya di dalam tafsir Al-Tabari.?? 


51 Zainun Kamal Zainun Kamal dalam Ahmad Nurcholis, Memoar., 
h. 143. 

2 Abdul Mugsith Ghazali, dalam sebuah diskusi tentang fatwa NU 
mengenai sesatnya JIL yang dilaksanakan di Universitas Wahid Hasyim, 
Semarang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004. (http://islamlib.com/ 
id/index.php?page-article&id-784. 25/04/2005) Abdul Mogsith Ghazali, 
salah seorang kontributor JIL mengatkana bahwa secara kelembagaan 
JIL baru berdiri pada tahun 2001 sebagai sebentuk reaksi atas semakin 
menjamurnya kelompok fundamentalis Islam di Indonesia. 
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Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pernikahan orang 
muslimah dengan pria kafir diharamkan menurut ijma' ulama. 
Karena apabila muslimah menikah dengan pria musyrik atau kafir, 
maka kemungkinan besar sang istri akan mengikuti agama suami. 
Sedangkan kaum musyrik menurut al-Zuhaili mengajak ke neraka, 
(Oa dl ogcuu eliloi) (al-Bagarah: 221). Maksudnya, kaum musyrik 
mengajak kepada kekafiran, dan hal ini sama saja mengajak 
ke neraka. Jadi pernikahan muslimah dengan pria kafir akan 
menimbulkan keharaman. Meskipun nass yang ada menunjukkan 
keharaman menikah dengan kaum musyrik, namun illah atau 
alasan pengharamannya adalah karena bisa menjerumuskan istri 
ke neraka, maka hukum yang berlaku bagi pernikahan wanita 
muslimah dengan pria kafir adalah sama dengan hukum hukum 
pernikahannya dengan pria musyrik karena adanya persamaan 


illah. 


Mengenai perkawinan muslim dengan non-muslim, Al- 
Syargawi mengatakan: 


YA lip JS Vo BY Tel 3 SS 3 “pI kakuns Jo V3” 
4 “Ups (DAY! Lilo eLid BSI, 5 V3 3S Y baal 


“Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non-muslim, 
baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. 
Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi suapa pun. Tidak halal bagi 
laki-laki muslim karena dia wanita non-muslim yang tidak dibiarkan 
(seperti non-muslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab 
masih adanya hubungan Islam padanya.” 


Zakaria al-Ansari juga menyatakan bahwa wanita yang 
murtad haram bagi laki-laki muslim: 


a30 , Cl BIG BK » ta - Me Ban 
JSI pa V5 NY 3S MV $ Good Uya Y (JS YES Ja YP” 
253 NYI ie 


3 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami., DK/144. 

8 Ibrahim al-Syargawi, Hasyiyah al-Syargawi “ala al-Tuhfah, (Digital 
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 1460. 

» Zakaria al-Ansari, Fath al-Wahhab, (Digital Library, al-Maktabah 
al-Syamilah al-Isdar al-Sari, 2005), 11/78. 
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Fatwa MUI No 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang 
perkawinan beda agama memutuskan: 
1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, 
menurut gaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. 


Berdasarkan pemaparan di atas, cukup jelas bahwa ulama 
dari berbagai latar belakang ilmu mayoritas mengharamkan 
pernikahan antara seorang muslim atau muslimah dengan 
penganut agama lain. Ulama Indonesia yang tergabung dalam 
Majelis Ulama Indonesia juga sepakat akan keharaman pernikahan 
beda agama. 


E. Penutup 


Pluralitas suku, budaya dan keyakinan di Indonesia cukup 
kompleks. Pluralitas tersebut merupakan sebuah kekayaan budaya 
yang harus terus dijaga melalui dengan regulasi hukum dan 
perundang-undangan dan budaya toleransi. Namun demikian, 
ada beberapa hal yang cukup krusial, yaitu mengenai pernikahan 
warga negara Indonesia yang berlainan agama. Mengenai 
status hukum dan keabsahannya, pada dasarnya peraturan dan 
perundang-undangan di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum 
Islam telah tegas menyatakan larangan peprnikahan antara 
seorang muslim dengan non-muslim. Ulama tafsir dan figh juga 
umumnya melarang perkawinan antara seorang muslim dengan 
penganut agama lain. MUI juga menyatakan dengan tegas bahwa 
perkawinan tersebut haram dan tidak sah. Dengan demikian 
cukup jelas, meskipun masyarakat Indonesia hidup di tengah- 
tengah pluralitas keyakinan dan harus menjunjung tinggi serta 
menghormati pemeluk agama lain, namun, dalam hal pernikahan, 
Islam tetap memegang aturan bahwa seorang muslim harus 
menikah dengan orang yang seagama. 
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Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat 


intelektual dan ul 
melalui ijtihad. 

Saat in 
hukumnya s 
perkembangan 
tersebut tidak jara 
maka dari itu, untuk 
dilakukan ijtihad. 

Buku ini merupakan hasil ijtihad akademik penulis 
yang berusaha menjawab permasalahan kontemporer yang 
muncul dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan dalam 
buku ini diawali dengan kajian pentingnya ijtihad dalam 
menjawab berbagai persoalan kontemporer. Secara garis besar 
buku ini mengkaji perspektif fikih mengenai beberapa bidang, 
ada bidang zakat, mu'amalah, munakahah dan bidang lainnya. 
Buku ini menjelaskan mengenai hukum, zakat badan hukum, 
transaksi elektronik, jual beli dengan sistem kredit, hukum 
operasi plastik, hukum transplantasi organ tubuh dan 
permasalan kontemporer lainnya. Pembahasan mengenai 
solusi problem hukum Islam kontemporer dalam buku ini 
dilakukan penulis melalui kontekstualisasi dalil dari al-Guran 
dan al-Sunnah, kaidah usuliyah, kaidah fighiyyah, 
kontekstualisasi teori magasid syari'ah serta dengan 
penggalian dan pengembangan pendapat ulama dari kalangan 
mutagaddimin sampai ulama kontemporer. 


usia. Persoalan 
n persoalan lain, 
tersebut perlu 
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